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BAB 1
PENDAHULUAN

Berkelanjutan adalah tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023, sebagai
upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi

’ ’ Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
COVID-19.

1.1 Latar Belakang

elaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran

COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat
dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut
terjadi secara global yang bersifat unprecedented shock dan belum ada negara yang memiliki
pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai
kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut
ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi
COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses
pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan
jangka menengah.

\ Penanganan Krisis Kesehatan
& 0 o
Testing Tracing Treatment
Peningkatan testing dengan menambah Identifikasi Peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga
jumlah laboratorium COVID-19 kontak kesehatan, serta pemberian vaksin
7 0¢50 t V é"
OA Q70 1S N
Isolasi Mandiri Menjaga Jarak/Social Distancing Memakai Masker Mencuci Tangan
Isolasi jika bergejala sedang/ Pengendalian pembatasan Kesadaran masyarakat Kesadaran masyarakat
kontak dengan kasus positif/ pertemuan yang melibatkan menggunakan masker menjaga kebersihan dengan
suspects banyak orang dalam beraktivitas mencuci tangan

Penanganan pada Bidang Ekonomi

o3 N

UPAYA PENGENDALIAN COVID-19

Penerapan PERPU No 1 Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas Salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi
keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dampak COVID-19 terhadap perekonomian

Nig

Peningkatan Daya Beli Masyarakat Pemulihan Sektor Strategis
Penyaluran PKH, sembako, bansos, kartu prakerja, Mempercepat pemulihan sektor pariwisata,
diskon listrik, subsidi upah dan bantuan langsung memperkuat peran sektor UMKM dalam perekonomian

\ tunai desa nasional, dan meningkatkan nilai tambah sektor industri
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Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti
mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian herd immunity.
Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta
pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian
yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021,
namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif.
Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023 seiring dengan
menurunnya angka kasus aktif COVID-19 memasuki fase transisi dari pandemi menuju
endemi.

mampu

Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1)
kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3)
kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian,
dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang
tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun
2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sesuai Pasal 7 pada Perpres tersebut, dilakukan
pemutakhiran RKP Tahun 2023 dengan berdasarkan Undang-Undang APBN yang telah
ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan RKP 2023 dilakukan dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berbasis money-follow program serta pendekatan perencanaan berbasis
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

©-6-0-©

Tematlk Integratlf

Upaya keterpaduan

Penjabaran tematik pelaksanaan perencanaan

Penentuan tema-tema
prioritas dalam suatu
jangka waktu
perencanaan

program pembangunan
ke dalam perencanaan
yang komprehensif
mulai dari hulu sampai
ke hilir suatu rangkaian
kegiatan

program pembangunan
yang dilihat dari peran
kementerian/
lembaga/daerah/
pemangku kepentingan
lainnya dan upaya
keterpaduan berbagai
sumber pendanaan

vuv

Rp

Penjabaran program
pembangunan dalam
satu kesatuan wilayah
dan keterkaitan
antarwilayah

-w—w

=" -

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2023
merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh
agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan menjadi
Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya
menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektivitas
pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 terdiri dari (1) memperkuat ketahanan
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ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,;
(5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan
iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Empat puluh lima Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit
tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN pada RKP Tahun 2022 tetap dilanjutkan
dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman MP dilakukan dengan mekanisme Clearing
House, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan memastikan hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai
sasaran pembangunan nasional, pada RKP Tahun 2023 dilakukan upaya penguatan integrasi
berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Swasta. Hal ini dilakukan agar kontribusi sumber daya dari BUMN dan Swasta dapat
teridentifikasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024.
Bagi pemerintah pusat, RKP merupakan acuan K/L dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi pemerintah daerah,
RKP digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Sementara itu, RKP juga dapat menjadi acuan bagi badan usaha
(BUMN/Swasta) dan Non-State Actor (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam
mendukung pencapaian prioritas nasional.

1.3 Sistematika

Dokumen RKP Tahun 2023 yang disusun melalui proses teknokratik, politik, partisipatif,
atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), terdiri dari enam bab dengan
sistematika sebagaimana ilustrasi di bawah ini.
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n Latar Belakang H Tujuan
¥ Isu strategis dan tema RKP  » Acuan dalam:
» Kedudukan RKP Tahun ® Penyusunan

2023 dalam pembangunan perencanaan
nasional pembangunan
» Pendekatan dan nasional;
penguatan dalam * Penganggaran
perencanaan pembangunan
nasional;
* Pelaksanaan
H Sistematika pembangunan
» Informasi struktur RKP nasional.

Tahun 2023

J

BAB Ill TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

n Uraian RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden
» Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024
» Arahan Presiden

El Tema, Arah Kebijakan dan
Strategi Pembangunan

» Tema

» Sasaran E Prioritas Nasional

» Arah kebijakan » Uraian Tujuh Prioritas Nasional

» Strategi ¥ Highlight Major Project
pembangunan

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

"1 Kerangka
Kelembagaan
» Informasi Kebutuhan
Kerangka Kelembagaan

2 | Kerangka Regulasi
» Informasi Kebutuhan
Kerangka Regulasi

-l Kerangka Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan
I Kaidah pelaksanaan serta tahap
evaluasi dan pengendalian
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BAB Il SPEKTRUM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

n Evaluasi RKP
Tahun 2021
» Hasil evaluasi pada
pencapaian 7
prioritas nasional

H Kerangka Ekonomi Makro
» Perkembangan Ekonomi Terkini
» Prakiraan Ekonomi Tahun 2023
» Kebutuhan Investasi dan Sumber
Pembiayaan

RKP Tahun 2021 P Rencana Investasi Prioritas BUMN

P Rencana Investasi Prioritas Swasta

B Strategi Pengembangan ﬂ Strategi

Wilayah Pendanaan
» Tujuan pengembangan Pembangunan
wilayah » Informasi
» Strategi pengembangan prioritas,
wilayah per pulau besar sumber dan
meliputi Sumatera, optimalisasi
Jawa-Bali, Nusa Tenggara,  pendanaan

Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua

Prioritas Nasional Pendanaan
Sasaran dan indikator Prioritas
kinerja PN-PP Nasional
Strategi/arah kebijakan Informasi

Proyek prioritas alokasi
strategis/Major Project pendanaan

BAB VI PENUTUP

Garis besar RKP Tahun 2023 dalam
mendukung keberhasilan pencapaian
RPJMN Tahun 2020-2024
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BAB II
SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Spektrum perencanaan pembangunan nasional yang memuat Hasil Evaluasi
RKP Tahun 2021, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah,
dan Strategi Pendanaan Pembangunan, sebagai landasan dalam mendukung
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan.
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2.1 Evaluasi RKP Tahun 2021

Kinerja pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2021 hingga triwulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik (kinerja di atas 90
persen). Namun demikian, masih terdapat dua PN yang kinerjanya masih perlu didorong
dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 6 Membangun
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang memiliki
kinerja berkisar antara 60-90 persen.

valuasi RKP Tahun 2021 dilaksanakan sebagai mandat Peraturan Pemerintah (PP)

No.17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional pasal 5 yang menjelaskan bahwa dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan
dan penganggaran pembangunan nasional, maka dilaksanakan evaluasi kinerja
pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.

Evaluasi RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV dilaksanakan dengan penekanan pada
pencapaian PN 2021 sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan nasional. Evaluasi RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV ini
merupakan evaluasi ex-post yang difokuskan pada pencapaian tujuh PN RKP Tahun 2021.
Ketujuh PN dalam RKP Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2021

Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan

Membangun Lingkungan .
Hidup, Meningkatkan Prioritas Nasional ye""ﬁkﬁtkfnéurfbﬁﬁt
Ketahanan Bencana, dan RKP 2021 daya g usia Berkualitas
Perubahan Iklim an Berdaya Saing
untuk Mendukung

u Revolusi Mental dan
Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

Pelayanan Dasar Kebudayaan

Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

Memperkuat Infrastruktur

Sumber: RKP Tahun 2021.
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Berdasarkan kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan hingga triwulan IV-2021,
sebagian besar PN memiliki kinerja yang baik, dengan pencapaian kinerja di atas 90 persen.
Prioritas Nasional yang memiliki kinerja efektivitas terbaik adalah PN 4 Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan dengan pencapaian kinerja sebesar 98,59 persen. Sementara itu,
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim memiliki kinerja terendah, yaitu sebesar 85,77 persen. Pencapaian kinerja efektivitas
pembangunan untuk setiap PN RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV dapat dilihat pada Tabel
2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021

Kinerja Efektivitas
No. Prioritas Nasional Pelaksanaan PN
(Persen)

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

1 Berkualitas dan Berkeadilan 87,26 o
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

2 A 96,99 Q@
Menjamin Pemerataan

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 97,97

4  Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 98,59
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

5 ) 96,65 Q@
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,

6 ) 85,77 @)
dan Perubahan Iklim

7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 97.28 ®

Publik

Sumber: Diolah dari hasil self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan output K/L Pelaksana
serta data e-Monev.

Catatan: Pemutakhiran data capaian 2021 (per Juli 2022)
Keterangan
Kategori Kinerja: @ realisasi >90% target (kinerja baik)

O realisasi 60-90% target (kinerja cukup)

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 masih dihadapkan pada pandemi COVID-19
yang memberikan kendala dan tantangan dalam pencapaian target-target pembangunan.
Adanya pandemi COVID-19 telah memicu pemerintah memberlakukan kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan refocusing anggaran, yang
berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama pada
kegiatan fisik, dan dilakukannya penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2021.

Pelaksanaan PN RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV menghadapi kendala yang terkait
dengan permasalahan regulasi dan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan regulasi
yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan adalah masih adanya
ketidakpastian regulasi, terutama regulasi terkait energi terbarukan dan perizinan investasi.
Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih
belum optimal. Adapun permasalahan SDM yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah dan
kualitas SDM yang kompeten dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
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Berikut penjelasan ringkas kinerja efektivitas pencapaian sasaran setiap PN, yang memuat
capaian masing-masing indikator.

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas
pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Dari 14 indikator sasaran PN 1, sebanyak tujuh
indikator telah tercapai, yaitu indikator penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya
ikan dan pemanfaatan; nilai devisa pariwisata; kontribusi produk domestik bruto (PDB)
pariwisata; penyediaan lapangan kerja per tahun; pertumbuhan ekspor industri pengolahan;
pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa; serta rasio perpajakan terhadap PDB. Sementara
itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, yaitu porsi energi baru dan terbarukan (EBT)
dalam bauran energi nasional; skor pola pangan harapan; rasio kewirausahaan nasional;
pertumbuhan PDB pertanian; pertumbuhan PDB industri pengolahan; kontribusi PDB
industri pengolahan; dan pertumbuhan investasi (PMTB).

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian
sasaran dengan kategori baik. Dari enam indikator sasaran PN 2, sebanyak satu indikator
telah tercapai, yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kawasan
Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, lima indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian
besar kinerjanya sudah di atas 90 persen. Kelima indikator tersebut adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) KTI; persentase penduduk miskin KTI; IPM Kawasan Barat
Indonesia (KBI); laju pertumbuhan PDRB KBI; dan persentase penduduk miskin KBI.

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori
baik. Dari 24 indikator sasaran PN 3, 13 indikator telah tercapai, yaitu angka kelahiran total
(Total Fertility Rate/ TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun); persentase cakupan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); proporsi penduduk yang tercakup dalam
Program Jaminan Sosial; Angka Kematian Ibu (AKI); insidensi tuberkulosis; prevalensi
obesitas pada penduduk umur >18 tahun; persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun;
rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; Indeks Perlindungan Anak (IPA);
persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; persentase
angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas; jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk
ke dalam World Class University (PT) Top 300; dan jumlah PT yang masuk ke dalam World
Class University (PT) Top 500. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, namun
sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu proporsi rumah tangga miskin dan
rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; prevalensi stunting (pendek dan sangat
pendek) pada balita; harapan lama sekolah; Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP); proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah
dan tinggi; serta peringkat Global Innovation Index.

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada triwulan IV-
2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari tujuh
indikator sasaran PN 4, sebanyak empat indikator telah tercapai, yaitu Indeks Capaian
Revolusi Mental; Indeks Pembangunan Kebudayaan; Indeks Pembangunan Masyarakat
(IPMas); dan nilai budaya literasi. Sementara itu, tiga indikator lainnya belum tercapai,
namun kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama; Indeks
Pembangunan Keluarga; dan median usia kawin pertama perempuan.
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Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas
pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari sepuluh indikator sasaran PN 5, sebanyak
empat indikator telah tercapai, yaitu penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000
kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; persentase pemenuhan kebutuhan air baku;
persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop); dan jumlah kota metropolitan dengan
sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan. Sementara itu,
enam indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90
persen, yaitu rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; persentase luas
daerah irigasi premium yang dimodernisasi; waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau;
rasio elektrifikasi; rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik; dan persentase
populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian
sasaran dengan kategori cukup. Indikator yang telah tercapai yaitu Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, indikator lainnya yang belum tercapai yaitu
penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan
kategori baik. Dari delapan indikator sasaran PN 7, sebanyak enam indikator telah tercapai.
Keenam indikator tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia; tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas
pemerintah; Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional; persentase
instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L);
persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas
(provinsi); dan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh
wilayah NKRI yang dapat diatasi. Sementara itu, satu indikator lainnya belum tercapai yaitu
persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas
(kabupaten /kota).
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2.2 Kerangka Ekonomi Makro

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk
mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda
transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas
di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau

untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi

pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory
pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diprakirakan akan masuk kembali
ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2022. Hal ini sejalan
dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori Upper-Middle
Income pada tahun 2025. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh
pengendalian COVID-19 yang baik melalui perluasan program vaksinasi, serta stimulus fiskal
bagi masyarakat dan dunia usaha yang terdampak.

Pemulihan ekonomi yang kuat juga sejalan dengan membaiknya indikator dan sistem
kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perkiraan vaksinasi yang telah mencapai
herd immunity pada tahun 2022 mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk
menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Kondisi tersebut merupakan
fondasi yang baik bagi pemerintah untuk dapat melanjutkan agenda transformasi ekonomi
dalam rangka mengembalikan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-
2024 maupun dalam Visi Indonesia 2045.

Namun, dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan khususnya bagi pembangunan sosial.
Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan kegiatan belajar dan mengajar
terhambat. Hambatan ini harus segera diperbaiki untuk menghindari dampak jangka
panjang yang dapat menurunkan produktivitas perekonomian. Lebih lanjut, pasar tenaga
kerja Indonesia juga terdampak cukup signifikan oleh pandemi COVID-19 yang membawa
beberapa perubahan. Retooling dan reskilling pekerja sesuai dengan tren perkembangan
pascapandemi perlu dilakukan agar daya saing tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif. Di
sisi lain, urgensi penanganan perubahan iklim terus meningkat untuk menciptakan suatu
perubahan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, maka
upaya untuk meningkatkan daya saing di semua sektor lapangan usaha perlu dilakukan.
Bersamaan dengan agenda tersebut, pemulihan sosial juga akan terus diperkuat melalui
peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang
ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Oleh
karena itu, pemerintah akan menata kembali agenda transformasi ekonomi melalui
peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta
semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peningkatan produktivitas tersebut, perekonomian pada tahun 2023 diharapkan
akan terakselerasi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi
untuk mencapai sasaran jangka menengah-panjang. Upaya transformasi ekonomi tersebut
sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan
baru pascapandemi.

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun
domestik. Oleh karenanya, evaluasi proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021, serta
langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 akan sangat penting dalam perumusan
sasaran makro pembangunan tahun 2023.
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2.2.1.1 Perkembangan Perekonomian Dunia
(1) Perkembangan Pemulihan Ekonomi Dunia

Persebaran pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya
perkembangan varian baru. Varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara
mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru yang membatasi
pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diprakirakan telah
mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya
peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di
Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan
menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan
mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi,
tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif
lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam
upaya mencapai herd immunity.

Gambar 2.2
Indeks PDB Riil Beberapa Negara Tahun 2019-2021 (Indeks, 2019=100)
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Sumber: Oxford Economics, Februari 2022.

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 jika
dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global pada
tahun 2021. Hal ini tecermin dari peningkatan yang tinggi pada Baltic Dry Index (BDI).
Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas
perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Aktivitas perdagangan dunia pada tahun
2022 menunjukkan peningkatan hingga bulan Mei, sebelum kembali mengalami penurunan
akibat masih berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina. Volume perdagangan dunia pada
tahun 2021 meningkat 9,7 persen, setelah terkontraksi 5,2 persen pada tahun 20201. Di sisi
lain, Purchasing Managers’ Index (PMI), baik Manufacturing maupun Services mampu
bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun 2021 dan semester I tahun 2022,
sementara pada semester II tahun 2022 menunjukkan tanda penurunan.

! Trade Statistics and Outlook WTO (Oktober 2022)
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Gambar 2.3 Gambar 2.4
Baltic Dry Index (BDI) PMI Global
6.000 60,0
5.000
50,0
4.000
3.000 40,0
2.000
Manufacturin
1.000 30,0 4 g
= Services
0
MWOWVOVANNNOO0OO0O A~ NNNN 20,0
TTTT T T T QA alal alcl al XXX aa8gy9
chmEEddsmEcysmcesmEgagyw=ae Lo B e e e
NQ»%MNQ%MNQEDMNQ%MNQEDM é#dé#dé#dé#délqd
DEPORERORSROSSROn<R0 S:88383=282288 =3

Sumber: Bloomberg, IHS Markit, November 2022.
(2) Perkembangan Sektor Keuangan Dunia

Volatilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020,
tecermin dari penurunan Chicago Board Option Exchange’s Volatility Index (CBOE VIX Index)
yang mendekati level prapandemi. Namun, pada awal tahun 2022, volatilitas pasar keuangan
global kembali meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX Index yang
dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat perang Rusia dan Ukraina. Setelah
mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada
tahun 2021 yang tecermin dari peningkatan Morgan Stanley Capital International All Country
World Index (MSCI ACWI Index). Namun pada tahun 2022, pasar saham global kembali turun,
dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI Index seiring kekhawatiran investor terhadap
perkembangan varian baru COVID-19 serta kebijakan pengurangan stimulus dan pengetatan
suku bunga oleh berbagai negara dalam upaya pengendalian inflasi yang semakin meningkat.

Gambar 2.5
CBOE VIX dan MSCI ACWI Index

Gambar 2.6
Monetary Base (Persen, yoy)
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Sumber: Bloomberg, 2022.

Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank
mempertahankan suku bunganya di level rendah pada tahun 2021, sehingga terjadi
peningkatan monetary base dan likuiditas global. Namun, hingga akhir Oktober tahun 2022,
monetary base menunjukkan penurunan, dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk
mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga. Keputusan The Fed disebabkan
oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihan pada pasar tenaga kerja Amerika

Serikat. Tekanan inflasi yang tinggi juga mendorong sebagian besar bank sentral dunia
melakukan kebijakan menaikkan suku bunga.
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(3) Perkembangan Harga Komoditas Dunia

Harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan
ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan
bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan
penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan.
Harga Crude Palm Oil (CPO) mengalami penurunan pada semester II tahun 2022, setelah
meningkat tinggi dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan. Sementara itu, harga minyak
mentah masih tetap tinggi, utamanya disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Dampak
konflik tersebut terus meluas dan memicu sanksi antara Rusia dan negara-negara lain
khususnya Eropa dan Amerika Serikat.

Gambar 2.7
Harga Komoditas Internasional
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Sumber: World Bank Commodities Price Data, November 2022.
(4) Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19,
pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara
tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020
untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok
masyarakat dan industri yang terdampak. Pada tahun 2021, hampir semua negara telah
mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diprakirakan akan kembali mengurangi
stimulus penanggulangan COVID-19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk
tahun 2022.

Gambar 2.8
Defisit Fiskal Negara Dunia 2020-2022 (Persen PDB)
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Sumber: IMF April 2022, Kementerian Keuangan 2022.
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Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan
kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan quantitative easing
untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada
tahun 2021 serta tekanan inflasi yang persisten pada tahun 2022, beberapa bank sentral
negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada
pasar tenaga kerja mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2022.

Tabel 2.2
Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia

Negara November 2022 Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi
(Persen) COVID-19
Rusia 7,50 9 kali
Korea Selatan 3,25 9 kali
Inggris 3,00 8 kali
Amerika Serikat (AS) 4,00 6 kali
Filipina 5,00 6 kali
India 5,90 4 kali
Malaysia 2,75 4 kali
Indonesia 5,25 4 kali
European Union 2,00 3 kali
Vietnam 6,00 2 kali
Cina 2,75 Belum Ada Kenaikan
Jepang (0,10) Belum Ada Kenaikan

Sumber: CEIC, November 2022.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.
2.2.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik
(1) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari
tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu
tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-
19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas
kebijakan stimulus fiskal-moneter, dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga
stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan
pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami
peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US$4.349,5 pada tahun
2021. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diprakirakan juga
mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil
melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan
beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina,
Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.
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Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong
fenomena terjadinya “pent up demand” pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan
peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi
rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas
investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh
pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021.
Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah,
serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju
pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh
mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi
belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program
perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis
Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa
terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut
didorong oleh pertumbuhan nilai tambah ekspor barang nonmigas yang mencapai 27,5
persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga
komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas.
Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang
dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9
persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021.
Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama
tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu
mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan,
industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen
pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat
sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak
penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil
juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 persen, didorong
oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya
pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan
peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan
di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan,
walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta
sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2
dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat
dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.
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Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021-2022 (Persen, yoy)

20211 2022
Uraian Realisasi Sumber RPJMN2) Outlook Sumber
Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan3) Pertumbuhan3)

Pertumbuhan PDB 3,7 3,7 5,4-5,7 5.4 5.4
Konsumsi Rumah

Tangga dan LNPRT 2,0 1,1 5,2-5,4 4,8 2,5
Konsumsi Pemerintah 4.2 0,3 4,5-4,6 (3,4) (0,3)
Investasi (PMTB) 3,8 1,2 5,8-6,2 4,1 1,3
Ekspor Barang dan 24,0 4,7 3,9-4,2 17,7 4,1
Jasa

Impor Barang dan 23,3 (3,4) 4,4-4.6 15,6 3,0

Jasa

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022; 2) RPJMN 2020—2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN /Bappenas,
November 2022.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan
meningkat sebesar 5,4 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan
investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor.
Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat
sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus
kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan
pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia
usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai
pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci
peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan
komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh
sebesar 4,8 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan
tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor
barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan
tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 17,7
persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 4,1
persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah
diprakirakan terkontraksi sebesar 3,4 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program
stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah
ke endemi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang
diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan
pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan
yang didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 subsektor prioritas (makanan dan
minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), penerapan
industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri
pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan
permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan,
penyediaan akmamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi
terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung
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oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi
belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor
pertanian dan pertambangan diprakirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan
ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Tabel 2.4
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (Persen, yoy)

20211 2022
Uraian Realisasi Sumber RPJMN2) Outlook Sumber
Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan3) Pertumbuhan3)
Pertumbuhan PDB 3,7 3,7 5,4-5,7 5,4 5,4
Pertanian,
Kehutanan, dan 1,8 0,2 3,7-3,8 1,62 0,2
Perikanan
Pertambangan dan 4,0 03 1,9-1,9 3,59 0,3
Penggalian
Industri Pengolahan 3,4 0,7 5,2-5,5 4,92 1,0
Pengadaan Listrik dan 55 0.1 52-52 7.72) 0.1
Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur 50 0,0 4,344 3,87 0,0
Ulang
Konstruksi 2,8 0,3 5,8-6,1 2,13 0,2
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi
) — a)
Mobil dan Sepeda 47 0,6 5,6-6,0 5,2 0,7
Motor
Transportasi dan 3.2 0.1 71-7.4 17,34 0.6
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi dan 3,9 0,1 6,1-6,3 12,02 0,3
Makan Minum
Informasi dan 6,8 0,4 7,7-8,8 7,34) 0,5
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 1,6 0,1 6,4-6,9 1,69 0,1
Asuransi
Real Estate 2,8 0,1 5,0-5,0 1,92 0,1
Jasa Perusahaan 0,7 0,0 8,4-8,4 7,73 0,1
Administrasi
Pemerintahan, (0,3) (0,0) 4,8-5,1 2,89 0,1

Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib
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20211 2022

Uraian Realisasi Sumber RPJMN2 Outlook Sumber
Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan3) Pertumbuhan3)
Jasa Pendidikan 0,1 0,0 5,2-5,2 1,32 0,0
Jasa Keschatan dan 10,5 0,1 7,6-8,0 2,08 0,0
Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya 2,1 0,0 9,3-9,5 7,82 0,1

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020-2024; 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Terdapat penyesuaian angka outlook pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada
Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

(2) Produktivitas Ekonomi

Produktivitas merupakan salah satu indikator penentu untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diuraikan ke dalam beberapa
faktor, di antaranya (a) tenaga kerja, (b) modal, dan (c) Total Factor Productivity (TFP). Ketiga
faktor ini saling berkaitan erat. Total Factor Productivity (TFP) dapat menggambarkan dampak
ekonomi dari akumulasi modal dan tenaga kerja serta mengukur seberapa cepat perubahan
teknologi suatu negara.

Selama sepuluh tahun terakhir, indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia berdasarkan
jam bekerja dan jumlah bekerja terus meningkat, dengan nilai masing-masing sebesar 1,35
dan 1,32 pada tahun 2019. Adapun kondisi ini berbanding terbalik dengan indeks
produktivitas modal yang terus menunjukkan tren penurunan. Dibandingkan dengan
beberapa negara Asia lainnya, rata-rata pertumbuhan tahunan indeks produktivitas tenaga
kerja Indonesia berada pada level moderat, dan berhasil mengalami peningkatan pada tahun
2010-2019 setelah sebelumnya sempat menurun pada tahun 1990-2010.

Gambar 2.9 Gambar 2.10
Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Rata-rata Pertumbuhan Tahunan Indeks
Indonesia 2010-2019 (2010 = 1,0) Produktivitas Tenaga Kerja
1,5 1,05 9,0
1,00 8,0
10 7,0
’ 0,95 6,0
5,0
05 0,90 4,0
’ 3,0
0,85 2.0
0,0 0,80 1,0 ‘ ‘
O N .0 > X v 0 A @ .9 0,0
NIRRT
PR PR PR P PP & \%& & & & s &
Produktivitas Tenaga Kerja (berdasarkan Jam 600 o &@ '\é' < Q& A b‘Z‘Q &
. INCEIPN AN
Bekerja) &
Produktivitas Tenaga Kerja (berdasarkan Jumlah
Pekeria). itas Modal -RHS ®1970-1990 m®1990-2010 ®=2010-2019

Sumber: Asian Productivity Organization (APO) Productivity 2021 Database (per September 2021).

Secara lebih mendalam, tingkat produktivitas rendah menjadi sebuah permasalahan yang
umumnya ditemui oleh negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Tingkat produktivitas
rendah ini ditunjukkan oleh data APO, di mana TFP Index Indonesia terus mengalami
penurunan dalam sepuluh tahun terakhir dan berada pada tingkat sebesar 0,90 pada tahun
2019. Selanjutnya dibandingkan dengan negara lain, rata-rata tahunan TFP Indonesia tahun
2010-2019 tergolong rendah dan berada pada zona negatif.
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Peningkatan produktivitas memiliki peran yang besar bagi Indonesia dalam upaya
mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian,
Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong TFP, di
antaranya (a) perkembangan diversifikasi dan kompleksitas ekonomi masih terbatas, (b)
ekspor high technology terus mengalami penurunan, (c) tenaga kerja berada di sektor bernilai
tambah rendah masih dominan, (d) keterlibatan dalam rantai pasok global yang belum
berkembang signifikan, dan (e) penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan
inovasi yang belum optimal.

Gambar 2.11 Gambar 2.12
Total Factor Productivity Index 2010-2019 Rata-rata Pertumbuhan Tahunan TFP
(2010 = 1,0) Index
1,25 2,5
2,0
1,15 o 1,5
s | L
1,05 0,5 '
— 05 o nfllnm
0,95 05 I I
-1,0
0,85 -1,5
O N .9 O X v 0. .A & 9 N TR P R RN S-SR
AN NI DTN S 7 & & & B 7 @
PR PR PR R PP P & A TS S
PSR <> S
= China —India ——Indonesia :
Malaysia Vietnam ——Thailand ®1970-1990 ®1990-2010 m2010-2019

Sumber: Asian Productivity Organization (APO) Productivity 2021 Database (per September 2021).
(3) Neraca Pembayaran

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021 mencatatkan surplus tinggi
mencapai US$13,5 miliar. Capaian tersebut dikontribusikan oleh surplus neraca transaksi
berjalan sebesar US$3,5 miliar atau 0,3 persen dari PDB. Surplus pada neraca transaksi
berjalan tersebut menjadi capaian yang sangat penting sejak surplus terakhir dicapai pada
tahun 2011. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga turut berkontribusi
mencatat surplus sebesar US$12,4 miliar.

Selanjutnya, kinerja transaksi berjalan yang mengalami surplus pada tahun 2021 didorong
oleh surplus tinggi pada neraca barang mencapai US$43,8 miliar, meningkat signifikan
dibandingkan tahun 2020 sebesar US$28,3 miliar. Kinerja positif neraca barang terakselerasi
di tengah fenomena commodity supercycle yang mendorong harga komoditas internasional
meningkat. Lebih lanjut, neraca pendapatan sekunder juga berkontribusi positif dengan
mencatat surplus sebesar US$6,3 miliar. Adapun kenaikan surplus neraca berjalan lebih
jauh masih tertahan oleh meningkatnya defisit neraca jasa—jasa mencapai US$14,6 miliar,
sejalan dengan masih tertekannya neraca jasa perjalanan dan kenaikan defisit jasa
transportasi. Selain itu, neraca pendapatan primer juga masih persisten mengalami defisit
mencapai US$32,0 miliar, seiring dengan meningkatnya imbal hasil investasi yang masuk ke
dalam perekonomian domestik.
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Neraca transaksi modal dan finansial juga menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun
2021. Kinerja positif tersebut didorong oleh surplus yang meningkat pada investasi langsung
dan investasi portofolio yang masing-masing mencapai US$17,4 miliar dan US$5,1 miliar
yang mana capaian keduanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Positifnya
kinerja investasi langsung dan investasi portofolio mencerminkan keyakinan investor
terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 meskipun masih
dalam kondisi tekanan pandemi COVID-19 terutama varian Delta pada triwulan III tahun
2021. Perkembangan tersebut kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai
US$144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 8 (delapan) bulan impor.

Tabel 2.5
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021-2022 (US$ Miliar)

Uraian 20211 Outlook 20222
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan 13,5 (12,2)
Neraca Transaksi Berjalan 3,5 3,2
(% PDB) 0,3 0,3
Neraca Perdagangan Barang 43,8 52,1
Neraca Perdagangan Jasa (14,6) (18,5)
Neraca Pendapatan Primer (32,0) (36,4)
Neraca Pendapatan Sekunder 6,3 6,0
Neraca Modal dan Finansial 12,4 (13,8)
Investasi Langsung 17,4 13,7
Investasi Portofolio 5,1 (9,7)
Investasi Lainnya (10,4) (17,8)
Posisi Cadangan Devisa 1449 132,7
- dalam bulan impor 8,0 5,6

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Prakiraan Kementerian PPN /Bappenas, November 2022.

Keterangan: Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP
Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

Pada tahun 2022, NPI diprakirakan menghadapi tekanan ketidakpastian dunia terutama
dampak dari perang Rusia-Ukraina yang menjalar dari isu geopolitik menjadi krisis ekonomi,
pangan, dan sosial. Lebih lanjut, berbagai sanksi ekonomi dari Blok Barat kepada Rusia
membuat ketidakpastian dunia semakin tinggi, di antaranya menyebabkan rantai pasok
dunia terganggu dan mendorong terjadinya kelangkaan bahan baku produksi di berbagai
negara produsen industri. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan harga-harga di dunia
yang pada akhirnya meningkatkan inflasi secara signifikan. Konsekuensinya, berbagai bank
sentral di negara maju meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan
kebijakan ini berdampak kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena
menyebabkan tekanan pada neraca modal dan finansial melalui capital outflow. Meskipun
demikian, kinerja perdagangan Indonesia diprakirakan masih akan kuat sehingga mampu
menahan pendalaman defisit kinerja NPI secara keseluruhan, tecermin dari tren surplus
neraca transaksi berjalan yang masih berlanjut.
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Berdasarkan perkembangan isu strategis di tingkat global dan domestik, outlook NPI tahun
2022 relatif masih kuat di tengah situasi ketidakpastian dunia yang tinggi. Neraca secara
keseluruhan akan defisit pada kisaran US$12,2 miliar. Kinerja tersebut dikontribusikan oleh
keberlanjutan surplus neraca transaksi berjalan sekitar US$3,2 miliar atau setara dengan
0,3 persen dari PDB. Perkembangan neraca barang masih akan tinggi mencapai sebesar
US$52,1 miliar, seiring dengan fenomena commodity supercycle yang masih berlanjut
meskipun sedikit mengalami perlambatan. Neraca jasa-jasa akan mengalami defisit sekitar
US$18,5 miliar. Sementara neraca pendapatan primer masih akan menjadi komponen yang
menyumbangkan defisit paling tinggi pada neraca transaksi berjalan mencapai kisaran
US$36,4 miliar, sejalan dengan pembayaran imbal hasil investasi langsung dan investasi
portofolio. Adapun neraca pendapatan sekunder akan mencapai sekitar US$6,0 miliar.

Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami defisit dengan prakiraan
mencapai sekitar US$13,8 miliar. Kondisi tersebut utamanya diakibatkan oleh fenomena
capital outflow di tengah kenaikan suku bunga di negara-negara maju sehingga investasi
portofolio mengalami defisit pada kisaran US$9,7 miliar. Sementara itu, investasi langsung
akan mencapai surplus pada kisaran US$13,7 miliar, sejalan dengan target investasi
langsung serta berbagai proyek strategis nasional yang ditawarkan kepada investor dalam
rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi domestik dan daya saing nasional. Adapun
cadangan devisa diprakirakan mencapai sekitar US$132,7 miliar atau setara dengan
pembiayaan impor selama 5,6 bulan.

(4) Keuangan Negara

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dari dampak pandemi COVID-19,
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2021 berhasil melampaui
target yang ditetapkan dalam APBN 2021, serta menunjukkan perbaikan kinerja
dibandingkan tahun 2020. Pendapatan negara dan hibah di tahun 2021 terealisasi sebesar
Rp2.011,3 triliun atau mencapai 115,4 persen dari target APBN 2021, dan meningkat sebesar
22,1 persen dibanding realisasi tahun 2020. Dari sisi komponen, penerimaan perpajakan
terealisasi sebesar Rp1.547,8 triliun (9,1 persen PDB) atau mencapai 107,2 persen dari target
APBN 2021, tumbuh sebesar 20,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Sementara itu,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp458,5 triliun (2,7 persen PDB)
atau mencapai 153,8 persen dari target APBN 2021 dan tumbuh 33,4 persen dibandingkan
realisasi tahun 2020.

Dari sisi belanja negara, realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan
tahun 2020. Realisasi belanja negara tahun 2021 mencapai Rp2.786,4 triliun (16,4 persen
PDB) atau 102,4 persen dari pagu APBN, lebih tinggi 7,4 persen dari realisasi belanja negara
di tahun 2020. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat ialah sebesar
Rp2.000,7 triliun atau 11,8 persen PDB dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar
Rp785,7 triliun atau 4,6 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit
APBN tahun 2021 berhasil dijaga di bawah sasaran defisit APBN 2021, dan turun
dibandingkan realisasi tahun 2020. Defisit APBN terealisasi sebesar Rp775,1 triliun, atau 4,6
persen PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran ialah mencapai sebesar Rp871,7
triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp870,5 triliun, pembiayaan
investasi sebesar negatif Rp142,5 triliun, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp144,0
triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan
pada tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun. Kelebihan pembiayaan tersebut menurun signifikan
dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp245,6 triliun.

Dari sisi anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),
pemerintah di tahun 2021 telah menganggarkan sebesar Rp744,8 triliun yang terbagi ke
dalam 5 klaster, yaitu kesehatan sebesar Rp215,0 triliun, perlindungan sosial sebesar
Rp186,6 triliun, insentif usaha sebesar Rp62,8 triliun, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp162,4 triliun, serta program prioritas sebesar
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Rp117,9 triliun. Realisasi program PC-PEN di tahun 2021 ialah mencapai Rp655,1 triliun
atau sebesar 88,0 persen dari pagu. Rincian realisasi tersebut meliputi (a) klaster kesehatan
terealisasi sebesar Rp198,1 triliun (92,2 persen dari pagu); (b) klaster perlindungan sosial
terealisasi sebesar Rpl167,7 triliun (89,9 persen dari pagu); (c) klaster insentif usaha
terealisasi sebesar Rp67,6 triliun (107,6 persen dari pagu); (d) klaster dukungan UMKM dan
korporasi terealisasi sebesar Rp116,2 triliun (71,5 persen dari pagu); dan (e) klaster program
prioritas terealisasi sebesar Rp105,6 triliun (89,5 persen dari pagu).

Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan
reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah diprakirakan mencapai Rp2.436,9
triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 diprakirakan sebesar Rpl1.924,9 triliun
atau 10,3 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diprakirakan mencapai
Rp510,9 triliun atau 2,7 persen PDB. Belanja negara diprakirakan mencapai Rp3.169,1
triliun atau 17,0 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diprakirakan sebesar
Rp2.370,0 triliun atau 12,7 persen PDB serta belanja TKD diprakirakan mencapai Rp799,1
triliun atau 4,3 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan direncanakan
dialokasikan sebesar Rp455,6 triliun, yang direncanakan terbagi dalam tiga klaster, yaitu (a)
penanganan kesehatan sebesar Rpl122,5 triliun; (b) perlindungan masyarakat sebesar
Rp154,8 triliun; dan (c) penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,3 triliun.

Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2022
ditargetkan mencapai 3,9 persen PDB atau sebesar Rp732,2 triliun. Pembiayaan anggaran
masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp757,6 triliun, pembiayaan investasi
sebesar negatif Rp154,2 triliun dan SAL sekitar Rp127,3 triliun.

Tabel 2.6
Gambaran APBN (Persen PDB)

Realisasi 2022
Uraian
2021 Outlook

Pendapatan Negara dan Hibah 11,9 13,0
Penerimaan Perpajakan 9,1 10,3
PNBP 2,7 2,7
Belanja Negara 16,4 17,0
Belanja Pemerintah Pusat 11,8 12,7
TKD 4,6 4,3
Keseimbangan Primer (2,5) (1,8)
Surplus / (Defisit) (4,6) (3,9
Rasio Utang 40,7 41,3

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 dan Outlook Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022
berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, diolah.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.
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(5) Moneter

Pada tahun 2021, secara keseluruhan stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi terjaga stabil
ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang baik di tengah berlanjutnya
ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Nilai tukar Rupiah ditutup stabil pada akhir
tahun 2021 setelah sempat melemah pada bulan April dan Agustus dipengaruhi tingginya
ketidakpastian di pasar keuangan global akibat peningkatan kasus COVID-19 dengan
munculnya varian Delta, akselerasi pemulihan ekonomi AS, dan rencana normalisasi
kebijakan moneter oleh The Fed. Di sisi lain, tingkat inflasi yang rendah dan stabil pada
tahun 2021 dipengaruhi oleh masih lemahnya konsumsi masyarakat akibat pandemi COVID-
19, di tengah ketersediaan pasokan yang memadai.

Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target
inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar 3,0+1 persen
(yoy). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan sebesar 1,87 persen (yoy), meningkat
dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 yang sebesar 1,68 persen (yoy),
mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang
mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi
umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga
bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah
namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya
perbaikan daya beli masyarakat. Komponen inflasi pangan bergejolak yang meningkat
didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan
kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun, peningkatan lebih lanjut diimbangi
oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seiring masih lemahnya permintaan di
tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu,
perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh
kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) dan tahun baru.

Memasuki triwulan I-2022, inflasi tahunan (yoy) Januari-Maret secara berturut-turut
mencapai 2,18 persen; 2,06 persen; dan 2,64 persen. Untuk pertama kali sejak Juni 2020,
inflasi berada dalam rentang target inflasi nasional yaitu 2,0-4,0 persen (yoy) pada 2022. Hal
tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, tecermin dari
naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Di sisi
lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta
kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi,
sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat.

Pada triwulan II-2022, inflasi tahunan (yoy) April-duni tercatat 3,47 persen, 3,55 persen, dan
4,35 persen, mengalami tren peningkatan hingga melampaui rentang sasaran tahun 2022
pada realisasi bulan Juni. Peningkatan inflasi tahunan disebabkan oleh base effect inflasi
2021 yang rendah, kenaikan harga komoditas pangan dan energi global akibat konflik
geopolitik Rusia dan Ukraina, disertai kenaikan permintaan seiring dengan periode bulan
Ramadan dan HBKN Idul Fitri.

Sepanjang triwulan I11-2022, inflasi tahunan (yoy) melanjutkan tren peningkatan dan berada
di atas rentang sasaran tahun 2022. Pada Juli-September secara berturut-turut tingkat
inflasi mencapai 4,94 persen, 4,69 persen, dan 5,95 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi
oleh berlanjutnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta konflik Rusia dan
Ukraina yang belum selesai, kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara, dan
kebijakan Zero COVID-19 di Cina yang semakin mendisrupsi rantai pasok global. Tekanan
inflasi semakin tinggi dengan diberlakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal
September 2022. Memasuki triwulan IV-2022, inflasi tahunan (yoy) pada Oktober
menunjukkan penurunan mencapai 5,71 persen meskipun masih tinggi berada di luar
rentang sasaran 2022, hal ini didukung oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan
seiring dengan musim panen serta langkah-langkah pengendalian harga yang ditempuh oleh
pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui Tim
Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
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Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko kenaikan, di antaranya (a) tren lonjakan
inflasi global; (b) kenaikan harga komoditas energi dan pangan global; (c) kebijakan
Administered Prices: penyesuaian harga BBM bersubsidi, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Tarif Tenaga Listrik (TTL), serta kebijakan cukai tembakau; (d) pelemahan nilai tukar Rupiah
yang dapat mendorong kenaikan imported inflation; (e) faktor cuaca dan permasalahan
struktural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain); serta
(f) tren musiman, kenaikan harga pada saat HBKN. Di sisi lain, terdapat potensi penurunan
inflasi sejalan dengan semakin agresifnya normalisasi kebijakan moneter The Fed dan bank
sentral di beberapa negara yang kemudian direspon Bank Indonesia dengan menaikkan suku
bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Mempertimbangkan faktor-faktor
tersebut, pada tahun 2022 inflasi diprakirakan sebesar 5,7 persen (yoy), lebih tinggi dari
tahun 2021, dan melampaui batas atas sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0-4,0

persen (yoy).

Strategi pengendalian inflasi tahun 2022 berfokus pada (a) penguatan Cadangan Pangan
Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis; (b) optimalisasi pasokan pangan melalui
kawasan sentra produksi pangan atau food estate; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi
sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga; (d) mendorong dan
menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk
memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk mendukung kelancaran
distribusi; (e) mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan
pengendalian banjir; (f) meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian;
serta (g) optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan,
distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi).

Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022, menyampaikan arahan kepada
K/L/D untuk (a) memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui
pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail; (b) memperluas kerja sama antardaerah
(KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah melalui peran TPIP dan
TPID dalam mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk
mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi; (c) menurunkan biaya
transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan
termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat; (d)
mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya
pengendalian inflasi daerah; serta (¢) mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.13 Gambar 2.14
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Nilai tukar Rupiah sepanjang 2021 terjaga stabil dalam kisaran Rp14.000-Rp14.600 per US$.
Sepanjang triwulan [ dan II, nilai tukar Rupiah sempat melemah sejalan dengan
meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat naiknya yield US Treasury
(UST), peningkatan kasus COVID-19 dengan munculnya varian Delta, serta sentimen negatif
investor terhadap pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, yang berdampak pada
berkurangnya aliran modal masuk (capital inflow) ke negara berkembang, termasuk
Indonesia. Sepanjang triwulan III hingga triwulan IV tahun 2021, Rupiah mengalami
penguatan didukung masuknya aliran modal asing karena persepsi positif investor terhadap
prospek perekonomian Indonesia, masih kompetitifnya imbal hasil aset keuangan domestik,
kecukupan pasokan valuta asing domestik, berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, serta
pelonggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada triwulan I-2022 (Gambar 2.15), nilai tukar Rupiah mengalami tekanan yang bersumber
dari peningkatan ketidakpastian global. Pada Januari 2022 terbatasnya aliran modal
dipengaruhi akselerasi normalisasi kebijakan moneter dan lonjakan penyebaran COVID-19
varian Omicron. Pada Februari 2022 membaiknya aliran masuk modal asing dan kecukupan
pasokan valas domestik mendukung terjaganya nilai tukar Rupiah. Meningkatnya
ketegangan konflik Rusia dan Ukraina pada Maret 2022 memberikan tekanan terhadap nilai
tukar Rupiah. Namun demikian, nilai tukar Rupiah tetap terkendali pada kisaran Rp14.200-
Rp14.400 per US$ ditopang kondisi fundamental domestik yang baik.

Sepanjang triwulan II-2022, ketidakpastian di pasar keuangan global terus berlanjut sejalan
dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina di tengah akselerasi
normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara. Kondisi ini menghambat masuknya aliran
modal asing utamanya dalam bentuk portofolio sehingga menekan nilai tukar Rupiah. Meski
demikian, nilai tukar Rupiah tetap terjaga dalam rentang Rp14.300-Rp14.800 per US$
sepanjang triwulan 1I-2022.

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah berlanjut pada triwulan III-2022 sejalan dengan
meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dipengaruhi pengetatan kebijakan
moneter yang semakin agresif di berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) untuk
merespons tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong aliran
modal asing keluar dan berdampak pada pelemahan Rupiah. Hingga triwulan III-2022, nilai
tukar Rupiah secara rata-rata mencapai Rp14.607 per US$, atau melemah sebesar 2,09
persen terhadap rata-rata di periode yang sama pada tahun 2021.

Memasuki triwulan IV-2022, pelemahan nilai tukar Rupiah berlanjut utamanya dipengaruhi
oleh pergerakan Fed Funds Rate (FFR) yang diprakirakan terus meningkat di tahun 2023. Hal
ini berdampak pada penguatan dollar AS dan pelemahan mata uang negara-negara
berkembang termasuk Indonesia. Per 24 November nilai tukar Rupiah mencapai Rp15.687
per US$ atau terdepresiasi sebesar 9,98 persen (ytd).

Pada tahun 2022 nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap terkendali pada kisaran Rp14.950
per US$, berada pada rentang Rp14.600-15.000 per US$ ditopang oleh kondisi fundamental
perekonomian domestik yang terjaga.
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Gambar 2.15
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)
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Sumber: Bloomberg, 2022.

Respons kebijakan moneter ditempuh Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga
acuan BI7DRR secara bertahap dari semula dipertahankan pada level 3,50 persen hingga
Juli 2022, menjadi 3,75 persen, 4,25 persen, 4,75 persen, dan 5,25 persen pada periode
Agustus-November 2022 sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG). Keputusan
menaikkan BI7DRR secara bertahap merupakan langkah yang tepat mempertimbangkan (a)
tekanan inflasi global dan domestik yang tinggi sehingga menyebabkan inflasi jauh berada
diatas rentang sasaran inflasi nasional 2022 yaitu 2,0-4,0 persen (yoy); (b) semakin tingginya
ketidakpastian ekonomi global akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, kebijakan
proteksionisme pangan, krisis energi, dan Zero COVID-19 Policy di Cina yang semakin
mendisrupsi rantai pasok global; (c) urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia; serta (d)
perlunya menjaga likuiditas perekonomian tetap memadai untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi. Bank Indonesia kedepannya diprakirakan akan kembali meningkatkan suku bunga
acuan secara bertahap, seiring dengan pengetatan kebijakan moneter The Fed yang semakin
agresif dengan tetap memperhatikan kondisi makroekonomi dan keuangan domestik.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga
stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental
ekonomi. Upaya tersebut ditempuh melalui langkah-langkah untuk mendorong ekspor serta
menjaga efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar keuangan. Burden
sharing pemerintah dan Bank Indonesia dalam penanganan COVID-19 dilanjutkan melalui
Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai
dengan 31 Desember 2022. Melalui SKB ini, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga
Negara (SBN) melalui private placement sebesar Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224
triliun pada tahun 2022, yang dipergunakan untuk (a) program vaksinasi, (b) program
penanganan kesehatan terkait pandemi COVID-19, dan (c) program perlindungan
masyarakat/usaha kecil terdampak.

(6) Sektor Keuangan

Pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kinerja sektor jasa keuangan tercatat mengalami
peningkatan positif, meskipun belum sepenuhnya pulih. Percepatan program vaksinasi,
penyusunan harmonisasi kebijakan dan rencana induk sektor keuangan, serta perpanjangan
berbagai stimulus sektor keuangan turut mendukung optimisme dan sentimen positif pada
pasar.
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Pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi pasar modal domestik mencatatkan
kinerja yang sangat positif, bahkan lebih baik dibanding kinerja bursa saham Malaysia,
Singapura, dan Filipina. Kinerja positif tersebut tecermin dari peningkatan pertumbuhan
indeks harga saham gabungan yang tinggi, pertumbuhan jumlah investor yang meningkat
pesat, serta penghimpunan dana yang mencapai rekor tertinggi selama ini. Per 21 Oktober
2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.017,77 atau tumbuh sebesar
5,83 persen (ytd). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.311,24 triliun atau
meningkat sebesar 12,83 persen (yoy). Capaian tersebut salah satunya didukung oleh adanya
peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan di sepanjang tahun 2022. Per 31
Agustus 2022, jumlah investor sebanyak 9,54 juta atau meningkat sebesar 27,38 persen
dibandingkan Desember 2021 yang tercatat hanya sebesar 7,49 juta. Jika dibandingkan
dengan jumlah investor tahun 2017, jumlah ini meningkat hampir sembilan kali lipat per
Agustus 2022, yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sempat mengalami perbaikan

dan nilainya relatif terus menurun sepanjang tahun 2021 dan mulai meningkat kembali pada
awal 2022.

Gambar 2.16 Gambar 2.17
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, 2022.

Penyaluran kredit perlahan terus mengalami peningkatan hingga tumbuh sebesar 10,71
persen pada triwulan II-2022. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan lapangan usaha
penerima kredit, sebagian besar kredit disalurkan kepada sektor industri pengolahan (23,4
persen) dan perdagangan besar dan eceran (23,0 persen). Selanjutnya, kredit perbankan juga
disalurkan kepada UMKM, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan sebesar
Rp263,79 triliun (63,45 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp373,13 triliun) dan
diberikan kepada 4,99 juta debitur per Agustus 2022. Berbeda dengan kredit non-UMKM,

penyaluran KUR didominasi oleh sektor perdagangan, yaitu sebesar 43,9 persen per Agustus
tahun 2022.

Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, per Juli 2022, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
(DPK) tercatat sedikit mengalami penurunan dan sudah berada di bawah level double digit.
Namun demikian, penghimpunan DPK mayoritas berada pada Kelompok Bank berdasarkan
Modal Inti 4 (KBMI 4) yaitu 51,5 persen dari total DPK dan KBMI 3 (24,9 persen dari total
DPK). Tingginya pertumbuhan DPK masih mencerminkan perilaku berjaga-jaga
(precautionary) masyarakat dalam menghadapi pandemi. Di sisi lain, dalam menghadapi
pertumbuhan DPK yang tinggi, perbankan terlihat masih meminimalisir risiko. Hal tersebut
tecermin dari pergerakan portofolio investasi perbankan yang cenderung memilih
berinvestasi pada risk-free asset seperti obligasi daripada menyalurkan kredit ke sektor riil.
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Gambar 2.18 Gambar 2.19
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah terjaga positif hingga pertengahan 2022.
Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk
saham) per Juli 2022 yang mencapai angka Rp2.178,07 triliun atau tumbuh 14,19 persen
(yoy). Perkembangan positif sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri
keuangan non-bank (IKNB) syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada
peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan termasuk ke sektor UMKM, peningkatan
inovasi digital, serta meningkatnya literasi masyarakat terkait instrumen investasi termasuk
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

(7) Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan
Outlook Pencapaian Sasaran Pembangunan 2022

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022
diprakirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat
pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diprakirakan menurun, tingkat kesenjangan
mengecil, dan IPM meningkat.

Tabel 2.7
Outlook Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2022 (Persen)

Uraian 20211 Outlook 20222

Sasaran Pembangunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,49 5,862
Tingkat Kemiskinan (%) 9,71 8,5-9,0
Rasio Gini (nilai) 0,381 0,376-0,378
IPM (nilai) 72,29 72,73b)
Penurunan Emisi GRK 26,02 26,87

Indikator Pembangunan

Nilai Tukar Petani (NTP) 104,64 103-105

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104,69 104-106

Sumber: 1) Capaian indikator pembangunan tahun 2021 merupakan perhitungan BPS,
sementara khusus penurunan Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian
PPN /Bappenas; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Angka realisasi, b) Terdapat penyesuaian angka outlook IPM 2022 dari sasaran
IPM pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan rilis beberapa data ekonomi terbaru
hingga November 2022.
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(a) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berdampak pada pasar kerja. Tingkat
pengangguran terbuka (TPT), meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun
2020, tetap masih tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen atau 9,10 juta orang (Agustus, 2021).
Orang yang bekerja pun masih terkena dampaknya dalam bentuk jam kerja yang lebih
sedikit, sehingga menghasilkan jumlah setengah penganggur yang tinggi, dan perolehan
upah yang lebih rendah.

Untuk mengurangi bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK),
pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro
(UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif
perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu,
dari sisi tenaga kerja, pada tahun 2021 pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan
daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan
melanjutkan desain “semi-bantuan sosial” bagi 5.931.574 orang penerima yang berasal dari
34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar
7.399.139 pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah atau di bawah upah minimum
provinsi (UMP), dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke
pekerja informal.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta
kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT mengalami penurunan sebesar 0,63 poin
persentase menjadi 5,86 persen. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali
pekerjaannya dapat meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema
“semi-bantuan sosial” pada semester I dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sesuai desain
awal Kartu Prakerja sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja
pada semester II. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta
Kerja, pada Februari 2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

(b) Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak
krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021,
angka kemiskinan menjadi 9,71 persen, turun sebesar 0,48 persen poin dibandingkan
September 2020 atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah
perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah
untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun
2024.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin
khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah
rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial
yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan
Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya,
yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi
Sosial-Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi
penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif
terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran
bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema
pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk
meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi)
pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program
bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial
yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada
kisaran 8,5-9,0 persen di tahun 2022.
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(c) Rasio Gini

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mulai dari awal tahun 2020 telah berpengaruh
kepada berbagai macam aspek terutama sosial-ekonomi. Dampak dari pandemi COVID-19 di
Indonesia dirasakan oleh seluruh kalangan termasuk masyarakat, sektor swasta hingga
pemerintahan. Rasio gini, seperti yang sudah diprakirakan, mengalami kenaikan akibat dari
pandemi COVID-19. Rasio gini merupakan indikator yang sensitif dan kompleks, karena
penurunan ketimpangan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang menyasar pada
masyarakat berpendapatan menengah ke bawah tetapi juga distribusi dan daya beli
masyarakat di semua lapisan.

Kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika
dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Sebelum masa pandemi, kondisi ketimpangan
di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari capaian gini yang berada pada level
0,380 pada September 2019. Setelah itu, perlahan kondisi ketimpangan di Indonesia
mengalami kenaikan seiring dengan memburuknya kondisi perekonomian dan sosial akibat
dari pandemi COVID-19. Puncaknya, rasio gini berada pada level 0,385 pada bulan
September 2020.

Kondisi ketimpangan setelah bulan September 2020 mengalami perbaikan secara perlahan.
Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik jika
dibandingkan pada masa awal pandemi. Pada bulan Maret 2021, berdasarkan data BPS,
rasio gini berada pada level 0,384 atau menurun sebanyak 0,001 dari bulan September 2020.
Kemudian, rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2021 atau turun
sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Namun demikian, kondisi
rasio gini pada bulan Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,384. Hal ini karena
kecepatan pulih kelompok masyarakat berpendapatan tinggi lebih cepat dibandingkan
dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

(d) Indeks Pembangunan Manusia

Pandemi COVID-19 varian Delta di pertengahan tahun 2021 memberikan tekanan terhadap
perekonomian. Meskipun demikian, perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan
penguatan sistem kesehatan mampu menjaga aktivitas perekonomian dan memberikan
bantalan pada perekonomian Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu
meningkat sebanyak 0,35 poin dari tahun 2020, disumbang oleh peningkatan baik di
komponen kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pengeluaran per kapita masyarakat
meningkat di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Namun, penyebaran varian baru COVID-
19 (varian Omicron) mengharuskan pemerintah menerapkan kembali pembatasan kegiatan
masyarakat yang diprakirakan akan memberikan tekanan pada aktivitas perekonomian.
Meskipun demikian, pembatasan yang dilakukan tidak seketat dibandingkan pembatasan
pada tahun 2021. Dampaknya dorongan ke bawah pada pengeluaran per kapita tahun 2022
diprakirakan tidak akan sebesar pada tahun 2021.

Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi
dan penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerataan ekonomi terutama dilakukan melalui bantuan sosial dan subsidi kepada
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Terjaganya harga-harga yang merefleksikan
stabilnya tingkat inflasi juga diharapkan berdampak pada peningkatan pengeluaran
perkapita disesuaikan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan esensial seperti
kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Ibu hamil tidak
mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai. Rendahnya cakupan imunisasi berpotensi
menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di masa depan, serta tidak tertanganinya berbagai
penyakit yang menurunkan kualitas hidup manusia. Infrastruktur dan kemampuan sumber
daya pada aspek promotif maupun preventif relatif masih lemah. Oleh karena itu,
kesiapsiagaan pandemi melalui reformasi sistem kesehatan diperlukan untuk menjamin
aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
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Pada aspek pendidikan, pandemi meningkatkan risiko berkurangnya efektivitas
pembelajaran (learning loss) dan berpengaruh besar terhadap penurunan mutu dan kualitas
hasil belajar. Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan
mempertimbangkan zonasi risiko COVID-19 diterapkan untuk mencegah learning loss akibat
penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan. Ketidaksiapan keluarga
dalam pendampingan siswa dan keterbatasan kemampuan untuk membiayai pembelajaran
multimoda masih menjadi hambatan dalam peningkatan mutu belajar dan mencegah anak
putus sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan akses, termasuk
mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan nonformal, dan penguatan kurikulum
pembelajaran untuk mempercepat pemulihan kualitas pembelajaran (learning recovery).

(e) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2022, aktivitas perekonomian diprakirakan terus mendekati kondisi normal
seiring dengan dilakukannya upaya penanganan pandemi COVID-19 yang semakin kuat dan
semakin meluasnya program vaksinasi kepada masyarakat, dengan outlook pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,4 persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022
masih terus difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi
pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal untuk mengurangi
trade-off dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat.

Gambar 2.20
Proyeksi Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)
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Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2022 diproyeksikan akan berdampak
pada meningkatnya emisi GRK di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya
penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, maka
diproyeksikan penurunan emisi GRK akan dapat menguat dari 26,02 persen pada tahun
2021 menjadi 26,87 persen pada tahun 2022. Beberapa penguatan aksi pembangunan
rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi restorasi gambut dan reforestasi, serta
perluasan penerapan energi terbarukan.

(f) Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara nasional, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar
104,64 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Sepanjang tahun 2021 NTP terus
mengalami peningkatan dan mencapai tingkat tertinggi pada bulan Desember 2021 yaitu
sebesar 108,34 dan trend tersebut terus berlanjut hingga pada April 2022 NTP mencapai
angka 108,83. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh terjadinya peningkatan harga
komoditas pertanian strategis seperti kelapa sawit dan karet. Melihat pada grafik, NTP 2021
mulai dari bulan Maret selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, hal tersebut
menjadi sinyal positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani Indonesia sepanjang 2021.
Lebih detail melihat per subsektor, tingginya NTP pada 2021 tersebut didukung oleh
subsektor perkebunan dan berlanjut di tahun 2022. Pada bulan Mei terjadi penurunan NTP
akibat penurunan harga kelapa sawit dan karet di tingkat global. Meskipun demikian dengan
tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021 tersebut,
diharapkan NTP pada akhir tahun 2022 dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 103-
105.
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Gambar 2.21
Perkembangan Nilai Tukar Petani
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Sumber: BPS, November 2022 (diolah).
(g) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2021 mencapai 104,69 atau tumbuh 4,26 persen
dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 100,22. Capaian ini menunjukkan adanya
perbaikan kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan indeks yang diterima (It)
dengan indeks yang dibayar oleh nelayan (Ib). Hal ini ditandai dengan meningkatnya produksi
perikanan tangkap yang didorong oleh meningkatnya permintaan produk perikanan, baik
untuk pasar domestik maupun pasar luar negeri. Salah satu hal yang mendorong
peningkatan permintaan produk perikanan adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan
manfaat produk perikanan untuk kesehatan. Selain itu, pengaturan level PPKM sesuai
kondisi juga membantu kelancaran jalur logistik dan distribusi barang. Hal tersebut
berkontribusi terhadap membaiknya indeks harga yang diterima oleh nelayan, sehingga
capaian NTN tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2022, NTN Januari-Oktober 2022 mencapai 106,73 atau mengalami
pertumbuhan sebesar 2,28 persen dibandingkan NTN tahun 2021 pada periode yang sama,
yaitu 104,35. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diharapkan NTN hingga akhir tahun 2022
mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai 104-106.

Gambar 2.22
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

110

107
104
101
N ||III
95
eNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoR oI B IR i i e R e N BN B e\ B\ B e\ I o\ e\ e\ B et B e\l e\ e\
QU AU AU QU QU QU Gl G CE L CE LG GG L LR T T T CL L T CT T GG C
R e R R R R R R - - IR R R
o © 28 = oM 0 0 o © 2% = O O 0 o G ol =} o
SEeS<ES 2R PRo0zASEs<=s2"LR0zaSEs<=3P30

s NTN e NTN Akumulasi
Sumber: BPS dan KKP, November 2022 (tahun dasar 2018=100).

(h) Pembangunan Wilayah

Pemulihan selama tahun 2021 terkendala akibat merebaknya virus COVID-19 varian Delta
pada triwulan III-2021. Akibatnya, pemulihan ekonomi Wilayah Jawa-Bali tidak tumbuh
setinggi dari prakiraan. Wilayah Jawa-Bali tercatat tumbuh sebesar 3,5 persen pada tahun
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2021, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang terkontraksi
sebesar 2,7 persen. Pemulihan didorong oleh perbaikan kinerja pada sektor industri
pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, sejalan dengan pulihnya aktivitas
perekonomian. Pemulihan pada perekonomian Jawa-Bali menyebabkan penurunan pada
tingkat kemiskinan menjadi 9,0 persen. Pertumbuhan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali juga
berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan TPT di
Jawa-Bali turun menjadi 7,4 persen, lebih tinggi dari angka nasional.

Memasuki tahun 2022, Wilayah Jawa-Bali dihadapkan pada tantangan peningkatan kasus
COVID-19 varian Omicron. Namun, dampak ekonomi akibat peningkatan kasus akibat varian
Omicron diprakirakan tidak seberat dampak dari varian Delta. Wilayah Jawa-Bali
diprakirakan dapat tumbuh sebesar 5,5 persen, sejalan dengan membaiknya ekspor,
permintaan domestik, dan investasi. Peningkatan ekspor diprakirakan sejalan dengan
membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara peningkatan permintaan domestik
didukung oleh adanya peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan
nusantara, meluasnya program vaksinasi, berlanjutnya program bantuan sosial, serta
pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh
berlanjutnya berbagai pembangunan PSN, di antaranya Tol Serang-Panimbang, Tol Serpong-
Balaraja, Tol Jogja—Bawen, Tol Gedebage-Tasikmalaya—Cilacap, Kawasan Industri Terpadu
Batang, dan Pelabuhan Patimban. Perbaikan kinerja perekonomian juga diharapkan turut
mendorong penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,1-8,7 persen. Membaiknya kinerja
perekonomian Wilayah Jawa-Bali tahun 2022 mampu menurunkan tingkat pengangguran
menjadi 6,6 persen.

Pada Wilayah Sumatera, ekonomi tahun 2021 tumbuh sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan ini
didorong oleh meningkatnya sektor industri pengolahan, pertanian, serta ekspor luar negeri.
Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang utama serta kenaikan
harga komoditas (di antaranya CPO, karet, dan timah). Di sisi lain, perbaikan permintaan
domestik masih terbatas, tecermin dari rendahnya konsumsi rumah tangga dan investasi.
Perbaikan kondisi perekonomian Sumatera menjadi salah satu penyumbang penurunan
angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 9,8 persen. Perbaikan ini juga berdampak pada
peningkatan penciptaan kesempatan kerja sehingga TPT turun di Wilayah Sumatera menjadi
5,6 persen.

Pada 2022, pertumbuhan Wilayah Sumatera diprakirakan akan didorong oleh peningkatan
permintaan komoditas primer, seiring dengan pemulihan ekonomi global dan proyeksi harga
yang tetap tinggi untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, minyak mentah, dan batu bara.
Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan Tol Trans Sumatera,
pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta realisasi investasi
swasta, diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,5
persen. Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan
perluasan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target
penurunan kemiskinan hingga 9,0-9,5 persen di Sumatera. Prospek pertumbuhan ekonomi
tersebut dapat menurunkan TPT Wilayah Sumatera menjadi 5,4 persen.

Wilayah Kalimantan, yang juga berbasis komoditas, tercatat tumbuh sebesar 3,2 persen pada
tahun 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya peningkatan permintaan eksternal dan
membaiknya permintaan domestik, terutama investasi yang sejalan dengan proses
pengembangan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Sementara itu, peningkatan permintaan eksternal sejalan dengan permintaan negara mitra
dagang utama serta kenaikan yang signifikan pada harga komoditas, terutama golongan
bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, karet, serta bijih, kerak, dan abu
logam. Kondisi ini menjadi salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan di tahun
2021 menjadi 5,8 persen. Perbaikan belum berdampak pada peningkatan penciptaan
kesempatan kerja dimana TPT naik menjadi 5,6 persen.
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Wilayah Kalimantan pada tahun 2022 diprakirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen yang
didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan sentra produksi
pangan (food estate), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan kawasan
industri hijau, dan berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut
diharapkan berdampak secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan
di Wilayah Kalimantan menjadi 5,2-5,8 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut
dapat menurunkan TPT Wilayah Kalimantan menjadi 5,0 persen.

Wilayah Nusa Tenggara menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan terendah di antara
wilayah lainnya pada tahun 2021, yaitu sebesar 2,4 persen. Sektor konstruksi, pertanian,
dan perdagangan menjadi sektor utama yang mendorong pertumbuhan Wilayah Nusa
Tenggara. Peningkatan sektor konstruksi sejalan dengan peningkatan investasi yang
didorong oleh penyelesaian proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan bypass,
penataan kawasan pariwisata, dan pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Mandalika serta peningkatan kualitas layanan jalan, penataan jalur pedestrian, dan
penataan kawasan pariwisata di Labuan Bajo. Sementara, sektor perdagangan meningkat
seiring dengan peningkatan penjualan kendaraan dan peningkatan aktivitas ekonomi
masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat tecermin pada peningkatan data
mobilitas dari Google yang bergerak meningkat di atas baseline pada akhir 2021. Perbaikan
kondisi perekonomian Nusa Tenggara terutama permintaan domestik menjadi salah satu
penyumbang penurunan angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 17,2 persen. Perbaikan
ini juga berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja sehingga TPT turun di
Wilayah Nusa Tenggara menjadi 3,4 persen.

Pada Tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara diprakirakan tumbuh sebesar 5,2 persen yang
sejalan dengan arah pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat (NTB)
diprakirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina sebagai mitra
dagang utama. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek
investasi pemerintah dan swasta, antara lain proyek jalan tol, hotel di sejumlah destinasi
wisata, revitalisasi Bandara Komodo, serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak
dari berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada penurunan
kemiskinan ke kondisi awal sebelum pandemi yaitu di kisaran angka 15,0-15,9 persen.
Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun
menurun menjadi 3,1 persen.

Perekonomian Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2021 tumbuh positif,
masing-masing sebesar 5,7; 9,4; dan 10,3 persen. Wilayah Sulawesi tumbuh positif ditopang
oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, didorong oleh terjaganya kinerja
industri baja dan besi, serta peningkatan produksi smelter baru nickel pig iron (NPI).
Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak mampu membendung kenaikan angka kemiskinan
akibat dampak pandemi menjadi 10,0 persen, di sisi lain TPT mampu turun menjadi 5,0.
Sementara, perekonomian Maluku tumbuh positif yang didukung oleh pertumbuhan di
Provinsi Maluku Utara, seiring dengan beroperasinya smelter pirometalurgi. Dengan
pertumbuhan tersebut, angka kemiskinan turun menjadi 12,2 persen dan TPT turun menjadi
6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh tumbuh positifnya sektor
pertambangan dan penggalian, khususnya peningkatan produksi tembaga. Tingkat
kemiskinan Wilayah Papua pada tahun 2021 menjadi 26,1 persen, sementara TPT turun
menjadi 3,8 persen. Berkurangnya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan
jumlah pengangguran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Sulawesi, Maluku,
dan Papua. Tingkat pengangguran terbuka turun masing-masing sebesar 5,0; 6,0; dan 3,8
persen.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh masing-
masing sebesar 6,9; 14,8; dan 7,3 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong oleh prospek
permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diprakirakan akan terus
meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Hilirisasi di Morowali yang dapat
meningkatkan nilai tambah dan produktivitas masih berlanjut seiring dengan konstruksi
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usaha industri logam dasar, serta barang logam bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan
konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, serta rencana pengembangan
lumbung ikan nasional diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan Wilayah Maluku.
Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua diprakirakan akan didorong oleh perbaikan pada
sektor pertambangan. Selain kegiatan ekonomi, Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan
wilayah-wilayah dengan tingkat pemutakhiran data yang masih rendah. Dengan adanya
perbaikan akurasi data penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat menurunkan
angka kemiskinan masing-masing menjadi 9,2-9,8 persen, 12,0-12,5 persen, dan 23,5-24,0
persen. Berbagai perbaikan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua
mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan TPT di wilayah tersebut masing-masing
menjadi 4,1 persen, 5,7 persen, dan 3,4 persen. Untuk mendukung proses pemulihan
ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada
program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan
pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan sistem
perlindungan sosial pekerja.

Pemulihan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali sepanjang 2021 berdampak pada pergerakan
menuju penciptaan kesempatan kerja. Namun, gelombang varian baru COVID-19
menyebabkan TPT di Jawa-Bali mencapai 7,4 persen atau lebih tinggi dari TPT nasional yang
berada pada 6,49 persen. Tekanan pada pertengahan tahun 2021 juga berpengaruh pada
TPT di wilayah Sumatera (5,6 persen), Nusa Tenggara (3,4 persen), dan Kalimantan (5,6
persen).

Proses pemulihan ekonomi di tahun 2022, meskipun diawali dengan munculnya varian
Omicron COVID-19, TPT menurun menjadi 5,86 persen pada tingkat nasional. TPT untuk
wilayah Sumatera menurun menjadi 5,4 persen, Jawa-Bali 6,6 persen, Nusa Tenggara 3,1
persen, Kalimantan 5,0 persen, Sulawesi 4,1 persen, Maluku 5,7 persen, dan Papua 3,4
persen.

Tabel 2.8
Pembangunan Wilayah Tahun 2021-2022

Wilayah 20212 Outlook 2022b)

Sumatera

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,2 4,59
Tingkat Kemiskinan (%) 9,89 9,0-9,59
Tingkat Pengangguran (%) 5,6 5,44
Jawa-Bali

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,5 5,59
Tingkat Kemiskinan (%) 9,09 8,1-8,79
Tingkat Pengangguran (%) 7,4 6,62

Nusa Tenggara

Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,4 5,29
Tingkat Kemiskinan (%) 17,29 15,0-15,99
Tingkat Pengangguran (%) 3,4 3,19
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Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,2 4,69
Tingkat Kemiskinan (%) 5,89 5,2-5,89
Tingkat Pengangguran (%) 5,6 5,02
Sulawesi

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7 6,99
Tingkat Kemiskinan (%) 10,09 9,2-9,8d
Tingkat Pengangguran (%) 5,0 4,19
Maluku

Pertumbuhan Ekonomi (%) 9,4 14,89
Tingkat Kemiskinan (%) 12,29 12,0-12,59
Tingkat Pengangguran (%) 6,0 5,72
Papua

Pertumbuhan Ekonomi (%) 10,3 7,39
Tingkat Kemiskinan (%) 26,19 23,5-24,0
Tingkat Pengangguran (%) 3,8 3,49

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN /Bappenas.

Keterangan: a) Angka realisasi; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November
2022; c¢) Perhitungan Bappenas berdasarkan Susenas September 2021; dan d) Terdapat
penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022
berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

2.2.2 Prakiraan Ekonomi Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan
ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan
ekonomi pascapandemi COVID-19. Kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat
COVID-19 ditingkatkan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan
produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan
SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan
melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu
meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi
tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Perekonomian
(1) Tantangan Ekonomi Global

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diprakirakan
mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diprakirakan
belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda
dibandingkan dengan negara maju yang diprakirakan sudah kembali ke tren sebelum
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pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat
vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan
moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar
akibat pandemi COVID-19 (scarring effect).

Luka memar tecermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya
menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat
pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada
menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat
keberhutangan (leverage) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara
berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat
dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi
terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan,
dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah
dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, normalisasi kebijakan moneter yang semakin agresif sebagai respons
atas tingginya tekanan inflasi disertai kontraksi kebijakan fiskal sebagai upaya menurunkan
defisit anggaran telah menyebabkan ketatnya likuiditas global. Kondisi tersebut
menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) dari negara-negara berkembang (emerging
markets) sehingga berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang di beberapa negara.
Perkembangan pada akhir 2022, Bank Sentral Amerika Serikat telah menaikkan The Fed
Fund Rate sebanyak 3,0 persen poin dan mengumumkan kemungkinan untuk menaikkan
kembali suku bunga acuan lebih lanjut di tahun 2023. Sementara itu, Bank Sentral Eropa,
Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga yang disebabkan
oleh tekanan inflasi seiring dengan lonjakan harga energi dan pangan global, peningkatan
aktivitas ekonomi, serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu
ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian,
khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar
keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan
mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021.
International Monetary Fund (IMF, Oktober 2022) kembali menurunkan prakiraan
pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 3,2 persen dari 2,7 persen pada tahun 2022,
dipicu oleh tekanan inflasi yang tinggi di berbagai negara, pengetatan kondisi keuangan
global, serta perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Lembaga internasional lain,
World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 2,9
dan 3,0 persen.

Gambar 2.23
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)
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Sumber: WEO IMF, Oktober 2022.
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(2) Tantangan Ekonomi Domestik

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diprakirakan akan berlanjut
walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19,
risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola
perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19
diprakirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor
berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi
Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi
di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum
mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam,
kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami kontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang
mengakibatkan learning loss dan earnings penalty. Selama dua dekade terakhir, hasil
pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara
lain. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar
ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diprakirakan akan menurunkan skor Programme
for International Student Assessment (PISA) ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan
terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk
berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar
untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal
kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat base
effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami
perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke
masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami
perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia
di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh positif,
namun tidak sebesar tahun 2022. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah
pada tahun 2023 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif
namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022; (b) pertumbuhan harga komoditas yang
diprakirakan tidak setinggi di tahun 2022; dan (c) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat
mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak
bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat
aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa
destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang
diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran
dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh
proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia
diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu
lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor
non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya
terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor,
kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi
program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.
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2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023
(1) Sasaran Ekonomi Makro

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi mencapai 5,3-5,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut
akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US$4.760-4.770 pada tahun
2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income
countries.

Tabel 2.9
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023
2022 2023
Uraian 2021

Outlook RPJMN Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok
Pertumbuhan PDB (%, yoy) 3,7 5,4 6,0-6,3 5,3-5,5
Laju inflasi, Indeks Harga 1,87 5,7 2,8 2,0-4,0
Konsumen (IHK) (%, yoy):
Akhir Periode
Neraca Pembayaran
Cadangan Devisa (US$ miliar) 144,9 132,79 146,8 129,8-134,4
- dalam bulan impor 8,0 5,69 6,8 5,3-5,3
Defisit Neraca Transaksi 0,3 0,39 (1,9) 0,1-(0,0)
Berjalan
(% PDB)
Keuangan Negara
Penerimaan Perpajakan (% 9,1 10,32 10,5-11,7 9,6b)
PDB)
Keseimbangan Primer (% (2,5) (1,8)2 0,2-0,0 (0,7)D)
PDB)
Surplus/Defisit APBN (% (4,6) (3,9)a (1,6)—(1,7) (2,8)»
PDB)
Stok Utang Pemerintah (% 40,7 41,32 28,9-29,6 40,6V)
PDB)
PMTB/Investasi
Pertumbuhan Investasi 3,8 4,1 7,2-7,8 6,1-6,3
(PMTB) (%)
Nilai Realisasi PMA dan 901,0 968,4 1294,1 1.200-1.300
PMDN (Triliun Rp)
Nilai Realisasi PMA dan 325,4 352,5 573,2 396-420
PMDN Industri Pengolahan
(Triliun Rp)
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2023

2022
Uraian 2021

Outlook RPJMN Sasaran
Target Pembangunan
Tingkat Pengangguran 6,49 5,86¢°) 4.0-4,6 5,3-6,0
Terbuka (%)
Tingkat Kemiskinan (%) 9,71 8,5-9,0 7,0-7,5 7,5-8,5
Rasio Gini (nilai) 0,381 0,376-0,378 0,374-0,377 0,375-0,378
Indeks Pembangunan 72,29 72,739 74,779 73,31-73,49
Manusia (IPM)
Penurunan Emisi GRK 26,02 26,87 26,80 27,02
Indikator Pembangunan
Nilai Tukar Petani (NTP) 104,64 103-105 104 105-107
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104,69 104-106 106 107-108

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Outlook Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pemerintah tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, b) Angka Proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas, c) Angka realisasi 2022, dan d) Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari
sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga
November 2022.

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan
pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen (yoy) dan
nilai tukar Rupiah diprakirakan berada pada rentang Rp14.900,00-Rp15.400 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas
pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2023 TPT diharapkan turun menjadi 5,3-6,0
persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu,
kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya
IPM menjadi 73,31-73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang
ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105-107 dan NTN pada kisaran 107-108.

(2) Arah Kebijakan

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong
transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan
massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah
untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan
tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga
akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi
pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan
kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan
seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk
peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong
untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai
berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
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Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran
jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan
pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta
optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong
penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(a) Fokus Kebijakan Makro 2023
(i) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan
ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih
baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within
sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai
tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui
revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha,
pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

(ii) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan
sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan
pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari
pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu
perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui
penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai
dengan peningkatan pekerjaan layak (decent job), serta percepatan pembangunan
infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

(iii) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya
dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi
yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan
pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan
meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan
difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi
yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

(b) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga
tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023.
Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai
proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan
untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran
yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing
perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-
19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta
mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada
peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19.
Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan
stok kapital dan produktivitas.
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Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan
mampu tumbuh 5,3-5,5 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak
pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian
Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan
adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi
hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah
kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh sebesar 6,1-6,3 persen, dengan
target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rpl1.200-1.300 triliun pada tahun 2023. Untuk
mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan investasi skala
besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (ii) peningkatan investasi pada sektor industri
pengolahan; dan (iii) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem Online
Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan
melalui sistem Online Single Submission (OSS) di daerah.

Tabel 2.10
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2023 (Persen, yoy)

Uraian RPJMN2) Sasaran 2023b) Sumber
Pertumbuhan

Pertumbuhan PDB 6,0-6,3 5,3-5,5 5,3-5,5
Konsumsi Rumah Tangga dan
LNPRT 5,7-5,9 5,2-5,4 2,8-2,9
Konsumsi Pemerintah 4,8-5,1 0,8-1,3 0,1-0,19
Investasi (Pembentukan Modal
Tetap Bruto/PMTB) 7,2-7,8 6,1-6,3 1,9-2,0
Ekspor Barang dan Jasa 5,3-5,6 5,3-6,6 1,4-1,7
Impor Barang dan Jasa 5,0-5,1 7,1-7,5 1,5-1,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu,
2022; c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

Konsumsi masyarakat juga diprakirakan tumbuh positif mencapai 5,2-5,4 persen, didorong
oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi
COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya
beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk
melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong
tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh pada
kisaran 0,8-1,3 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang
akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3
persen terhadap PDB.

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 5,3-6,6 persen.
Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut
menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang
dan jasa diprakirakan akan tumbuh 7,1-7,5 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi
domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong
untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.
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Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen, yoy)

Uraian RPJMN-a) Sasaran 2023%) Perizztzilan
Pertumbuhan PDB 6,0-6,3 5,3-5,5 5,3-5,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,9-4,0 3,2-3,6 0,4-0,4°
Pertambangan dan Penggalian 2,0-2,1 3,0-3,2 0,2-0,2¢)
Industri Pengolahan 7,1-7,5 5,3-5,6 1,1-1,19
g:fiidaan Listrik dan Gas, dan Air 5,560 5.6-5,0 0,1-0,19
o e S a7as ase0 0000
Konstruksi 6,4-6,7 6,6-6,7 0,6-0,6°
fringntew dncamdn  e2e7 sS4 orom
Transportasi dan Pergudangan 7,5-7,9 7,8-8,0 0,3-0,39
i/ﬁiﬁﬁiiaan Akomodasi dan Makan 6.5-6.7 5.5-6,0 0,2-0,29
Informasi dan Komunikasi 8,9-9,4 7,6-7,9 0,5-0,59
Jasa Keuangan 7,1-7,7 3,4-3,6 0,1-0,19)
Real Estate 5,3-5,3 3,4-3,8 0,1-0,19
Jasa Perusahaan 8,5-8,7 4,7-4,9 0,1-0,19
Jasa Pendidikan 5,5-5,6 2,5-2,8 0,1-0,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,4-8,5 8,7-8,9 0,1-0,19
Jasa Lainnya 9,6-9,6 7,6-7,7 0,1-0,19

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022;
dan c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diprakirakan dapat mengalami pemulihan secara
bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya
kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan
diprakirakan tumbuh sebesar 5,3-5,6 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan
industri pengolahan pada tahun 2023 antara lain (i) pemulihan industri makanan dan
minuman seiring dengan peningkatan mobilitas dan pemulihan daya beli masyarakat; (ii)
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pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan
pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durable); (iii) peningkatan permintaan
terhadap produk industri pengolahan, baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri;
(iv) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri,
termasuk untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (v) peningkatan utilisasi
produksi; (vi) kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku; (vii)
operasionalisasi Kawasan Industri (KI) dan Smelter; (viii) peningkatan efisiensi sejalan dengan
adopsi teknologi dalam proses produksi; (ix) penguatan rantai pasok dan produk industri
halal; serta (x) peningkatan penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari transisi
penerapan industri hijau.

Sektor pertanian yang mampu bertahan dan tumbuh positif selama pandemi COVID-19,
diprakirakan akan terakselerasi dengan pertumbuhan pada kisaran 3,2-3,6 persen.
Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh berlanjutnya kebijakan pengembangan Food
Estate (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya
meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor
konstruksi diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,6-6,7 persen, didukung oleh
pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan
infrastruktur prioritas lainnya. Sektor pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,0-3,2
persen, seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non-migas dan operasionalisasi
KI yang memerlukan logam dasar. Sektor perdagangan akan pulih dan diprakirakan tumbuh
pada kisaran 5,0-5,4 persen, didorong oleh semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan daya
beli masyarakat serta semakin kuatnya peran UMKM. Sementara itu, sektor informasi dan
komunikasi diprakirakan akan tumbuh sebesar 7,6-7,9 persen, didorong oleh tren
digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan SDM Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).

Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat pada kisaran 5,5-6,0
persen, didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition
(MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan
wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Penambahan jalur dan frekuensi
penerbangan, dan perbaikan kebijakan visa termasuk untuk bisnis/investor dan MICE juga
diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diprakirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan
penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal. Secara
terperinci, produktivitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditentukan oleh (i)
perbaikan kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara; (ii)
peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat di dalam negeri
dan mancanegara; (iii) pemulihan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan
tersier seperti pariwisata dan produk kreatif; (iv) peningkatan belanja pemerintah dan
pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri, termasuk produk kreatif; (v)
peningkatan investasi khususnya di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang telah
didukung penyediaan infrastruktur yang memadai; (vi) peningkatan penyelenggaraan event,
festival, MICE, serta produksi film dan musik; (vii) percepatan penggunaan teknologi digital
untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif; dan (viii) perkembangan start-up
ekonomi kreatif dan digital yang dijalankan oleh generasi muda di berbagai wilayah.

Sektor perdagangan di dalam negeri akan diarahkan untuk mendorong perkuatan ekosistem
perdagangan dan pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap
peningkatan produktivitas perekonomian. Hal ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi
utama, yakni (i) penguatan logistik nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga
bahan pokok melalui integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah dan optimalisasi
pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri; (ii) pemanfaatan teknologi digital
dan e-commerce melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan; serta
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(iii) peningkatan persaingan usaha dan perlindungan konsumen melalui penguatan iklim
persaingan usaha yang sehat dan redesain program perlindungan konsumen yang lebih
bersifat multi channel. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan tidak hanya untuk
meningkatkan kapasitas penjualan pelaku usaha perdagangan semata, namun adopsi
teknologi informasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional secara
keseluruhan. Selain itu, akan dilakukan penyiapan ekosistem dan mekanisme pengawasan
pelaku usaha yang efektif guna menjamin perkembangan teknologi digital dapat tetap selaras
dengan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (i) perluasan
penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik; (ii) pengembangan pola
perjalanan yang mudah diakses; (iii) penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan
ekonomi kreatif; (iv) peningkatan diversifikasi atraksi di 5 Destinasi Super Prioritas dengan
dukungan investasi pariwisata, event dan MICE; (v) penguatan desa wisata melalui
penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk
dan layanan; (vi) percepatan digitalisasi usaha dan produk kreatif; (vii) scaling-up start-up
ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan berbasis HKI; (viii) upskilling
dan reskilling SDM pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital; (ix) penguatan ekspor
gastronomi melalui “Indonesia Spice Up The World’; (x) perluasan Gerakan Bangga Buatan
Indonesia; (xi) pengembangan kota/klaster kreatif; (xii) penguatan ekosistem perfilman; serta
(xii) pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

(c) Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2023, ketidakpastian global diprakirakan akan berangsur-angsur membaik dan
kondusif seiring dengan meredanya ketegangan isu geopolitik dan progres transisi pandemi
COVID-19 menuju fase endemi. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas
perdagangan internasional serta tingkat likuiditas global yang lebih tinggi. Sektor pariwisata
akan semakin menggeliat didorong pelonggaran yang terus dilakukan termasuk berakhirnya
penerapan protokol kesehatan, yang didukung kuat oleh jumlah penduduk yang divaksinasi
lengkap telah mencapai target. Perkembangan berbagai proyek strategis juga diharapkan
memperkuat perkembangan daya saing nasional terutama dalam mendorong integrasi
ekonomi domestik. Tingkat perdagangan dan investasi juga diprakirakan akan meningkat
seiring dengan kebijakan hilirisasi ekspor yang semakin meningkat serta kondisi pasar
keuangan yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin kuat sehingga akan
semakin banyak mengundang investor. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dan reformasi
kelembagaan yang terus didorong pemerintah akan semakin memantik perkembangan
investasi yang lebih tinggi di Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendorong peningkatan
ekspor barang dan jasa yang lebih bernilai tambah tinggi guna meningkatkan produktivitas
perekonomian, dengan berfokus pada peningkatan ekspor produk manufaktur melalui
Gerakan “Ayo Ekspor” dan peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (Global Value
Chain/GVC). Peningkatan ekspor produk manufaktur dan jasa akan ditempuh melalui (i)
promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah; (ii) penguatan
informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju one-stop
service export; serta (iii) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus
pada kebutuhan eksportir. Sementara, peningkatan partisipasi dalam GVC akan dilakukan
melalui (i) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor; (ii) fasilitasi Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) produsen untuk berpartisipasi dalam GVC; serta (iii) penguatan
konektivitas domestik dan logistik ekspor. Kedua strategi utama tersebut akan didukung oleh
(i) pemanfaatan teknologi digital dan online channel (e-commerce); (ii) diversifikasi pembiayaan
ekspor; serta (iii) penguatan diplomasi perdagangan terutama hambatan nontarif.
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Tabel 2.12
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2023 (US$ Miliar)

Uraian RPJMN?) Sasaran2)
2::ae<lzzrzix::ayaran Secara ) (2,9)-1,7
Neraca Transaksi Berjalan (30,0) 1,9-(0,2)
(% PDB) (1,9) 0,1-(0,0)
Barang 7,5 40,4-44,9
Jasa-jasa (4,9) (15,7)-(15,1)
Pendapatan Primer (40,6) (33,4)-(31,7)
Pendapatan Sekunder 8,0 6,1-6,3
Neraca Transaksi Modal dan Finansial 38,0 (3,3)-3,5
Investasi Langsung 27,4 14,0-15,0
Investasi Portofolio 20,0 (8,0)-(4,1)
Investasi Lainnya 9,5) (9,3)-(7,4)
Posisi Cadangan Devisa 146,8 129,8-134,4
- Dalam bulan impor 6,8 5,3-5,3

Sumber: 1) RPJMN Tahun 2020-2024; 2) Prakiraan Kementerian PPN /Bappenas, November 2022.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia diprakirakan akan mengalami stabilitas eksternal yang
relatif tetap kuat pada tahun 2023 di tengah masih tingginya ketidakpastian dunia. Neraca
secara keseluruhan diprakirakan mencapai US$(2,9)-1,7 miliar. Capaian tersebut akan
ditopang oleh neraca transaksi berjalan yang akan mengalami sedikit penurunan menjadi
sekitar US$1,9-(0,2) miliar atau setara dengan 0,1-(0,0) persen dari PDB. Sementara itu,
transaksi modal dan finansial akan mencapai kisaran US$(3,3)-3,5 miliar. Perkembangan
tersebut kemudian akan mendorong cadangan devisa mencapai sekitar US$129,8-134,4
miliar yang cukup untuk membiayai 5,3-5,3 bulan impor serta berada di atas standar
kecukupan internasional.

(d) Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal 2023 diarahkan konsolidatif dengan mempertimbangkan defisit kembali
pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaannya tetap akomodatif mendukung
pemantapan recovery dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut,
kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 11,7 persen dari PDB, yang terdiri
dari penerimaan perpajakan sebesar 9,6 persen dari PDB dan PNBP sebesar 2,1 persen
dari PDB.
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(i1)

(1)

(2)

kebijakan perpajakan diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi
perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup (a) melanjutkan
tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); (b) penggalian potensi dengan
ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan
kepatuhan wajib pajak; serta (c) memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi
strategis yang mempunyai multiplier effect yang kuat bagi perekonomian. Selain itu,
seiring dengan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai leading sector yang
akan melaksanakan kebijakan yang dapat menimbulkan multiplier effect terhadap
nilai tambah nasional, penerimaan pajak dalam APBN 2023 diharapkan juga dapat
meningkat dengan cara (a) optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan,
dan penegakan hukum; (b) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara
khususnya perpajakan, agar menghindari kebijakan yang memberatkan rakyat; dan
(c) upaya-upaya pencapaian target penerimaan pajak harus dilakukan dengan
cermat dan hati-hati, karena penerimaan pajak akan menjadi tolok ukur pencapaian
konsolidasi fiskal dengan defisit APBN dibawah 3 persen terhadap PDB pada tahun
2023.

kebijakan PNBP diarahkan pada optimalisasi PNBP yang mencakup (a) pemanfaatan
SDA optimal melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan
pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan; (b) optimalisasi dividen BUMN dengan mendorong perbaikan
kinerja dan efisiensi serta penetapan dividen dengan mempertimbangkan
profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan
covenant; (c) peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan Badan
Layanan Umum (BLU) serta optimalisasi pengelolaan aset Barang Milik Negara
(BMN); dan (d) penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan
pemanfaatan teknologi dan informasi, dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

Belanja Negara

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 14,5 persen PDB, terdiri dari
belanja pemerintah pusat sebesar 10,7 persen PDB dan TKD sebesar 3,9 persen PDB.
Kebijakan belanja negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (spending
better) agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui

(1)

mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan
berdaya saing, melalui: (a) peningkatan kualitas pendidikan, (b) transformasi sistem
kesehatan, dan (c) akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial
sepanjang hayat dan adaptif;

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi
ekonomi;

meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi;
meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;

melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas;

meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah;
mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan
kegiatan mendesak lainnya;

memperkuat keterkaitan antara berbagai program prioritas dalam RKP dengan
kebijakan di belanja pemerintah pusat;

meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan
kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dan
daerah dalam melaksanakan pembangunan;

(10) meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pengurangan vertical imbalance serta

upaya penanganan eksternalitas negatif dan perbaikan lingkungan antara lain
melalui penguatan kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
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Selanjutnya belanja negara diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya
transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada 6 strategi meliputi SDM berdaya
saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi
ekonomi domestik, dan pemindahan IKN.

(iiij) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi
pertimbangan pada kebijakan pembiayaan sebagai berikut

(1)

mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur;

melakukan pengelolaan utang secara prudent dan sustainable;

mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan terkendali;
mendukung pendalaman pasar (financial deepening);

pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian;
mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi
ekonomi;

mendorong inovasi pembiayaan (al. penguatan peran BUMN, BLU, Sovereign Wealth
Fund (SWF) dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mendorong skema KPBU lebih
masif); serta

pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang semakin selektif dengan
mempertimbangkan kapasitas operasional dan kinerja keuangan BUMN serta
kesinambungan fiskal.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian
sasaran fiskal tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDB)

Uraian RPJMN-a) Sasaranb)

Pendapatan Negara dan Hibah 12,8-14,1 11,7
Penerimaan Perpajakan 10,5-11,7 9,6

PNBP 2,2-2,3 2,1

Belanja Negara 14,3-15,8 14,5
Belanja Pemerintah Pusat 9,4-10,7 10,7
TKD 4,9-5,1 3,9

Keseimbangan Primer 0,2-0,0 (0,7)
Surplus/Defisit (1,6)—(1,7) (2,8)
Rasio Utang 28,9-29,6 40,69

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020-2024; b) Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar,
Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan
RUU Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota
Keuangannya; c) Angka Proyeksi Kementerian PPN /Bappenas.

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.
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(e) Stabilitas Moneter

Di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia akibat tingginya inflasi, kebijakan pengendalian
inflasi tahun 2023 diarahkan pada upaya menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya
peningkatan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19.

Kebijakan pengendalian inflasi tersebut mencakup upaya menjaga (i) kestabilan harga
melalui pengelolaan permintaan; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada produksi
dalam negeri, CPP, dan penguatan kelembagaan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus
pada penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan; serta (iv)
komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-daerah,
dan pengelolaan ekspektasi.

Selanjutnya, untuk mitigasi risiko peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang
berasal dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara Advanced
Economies (AEs) pada tahun 2023, maka kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada
bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor
keuangan, dan sektor riil (terutama ekspor). Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah
dilakukan dengan cara (i) memperkuat triple intervention di pasar valas; (ii) memperkuat
strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif;
(iii) menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; (iv) menetapkan tingkat suku bunga
BI7DRR yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan mendukung pemulihan
ekonomi nasional; (v) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter melalui akselerasi
pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU)
2025; (vi) pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan
syariah; (vii) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional; serta (viii)
memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama cross border payment
connectivity, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas.
Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan
fundamentalnya dan mekanisme pasar.

Sinergi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor
riil merupakan kunci keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah
tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul
akibat dinamika perekonomian global dan pandemi COVID-19 sehingga stabilitas makro
ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

(f) Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam perspektif ke depan, sektor jasa keuangan masih dihadapkan oleh berbagai
tantangan, baik dari domestik maupun global. Normalisasi kebijakan moneter berbagai
negara di dunia yang dimulai pada awal tahun 2022 berpotensi memengaruhi kondisi
likuiditas dan aliran modal ke Indonesia. Untuk itu, percepatan pendalaman sektor keuangan
(baik konvensional maupun syariah), tetap dilakukan di tengah risiko normalisasi likuiditas
dunia. Pemulihan sektor jasa keuangan difokuskan pada (i) peningkatan edukasi dan literasi
keuangan, (ii) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil (termasuk
pada UMKM), (iii) penguatan regulasi sektor keuangan, (iv) perluasan basis investor ritel, (v)
percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan
perlindungan konsumen, (vi) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan,
serta (vii) peningkatan pembiayaan hijau dan berkelanjutan.
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(g) Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan
(i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran positif sasaran pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh upaya pemulihan
ekonomi diprakirakan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi
tingkat pengangguran. Dengan upaya perbaikan di segala bidang, TPT pada tahun 2023
diprakirakan akan berada di kisaran 5,3-6,0 persen.

Prospek pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh wilayah diprakirakan
dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 4,6-5,1 persen, Jawa-Bali 5,9-6,3
persen, Nusa Tenggara 2,5-2,8 persen, Kalimantan 4,2-4,4 persen, Sulawesi 3,7-4,0 persen,
Maluku 5,1-5,3 persen, dan Papua 2,7-3,2 persen.

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya
strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja
melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi
pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

(ii) Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7,5-8,5 persen.
Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin,
akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah
tertinggal, terluar, dan terdepan.

Pada tahun 2023, strategi penurunan tingkat kemiskinan dan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem diterjemahkan dalam arah kebijakan sejalan dengan Reformasi
Perlindungan Sosial yang mencakup (1) perluasan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi
untuk memperbaiki pengelolaan data sosial ekonomi penduduk; (2) penguatan perencanaan
penanggulangan kemiskinan berbasis bukti melalui Digitalisasi Monografi Desa untuk
memperbaiki pengelolaan data penduduk, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran
program, dan menurunkan kemiskinan ekstrem; (3) modifikasi program perlindungan sosial
menjadi lebih adaptif; (4) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial, melalui (a) integrasi
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (b) perluasan
penyaluran bantuan sosial secara digital, (c) pelaksanaan transformasi subsidi energi (LPG 3
kg dan listrik), (d) pengembangan graduasi terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh
program bantuan sosial; (5) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk
mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku, dan integrasi program di
lapangan; (6) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan
ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (7) penyempurnaan program
kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang
disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban
penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita
HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (8) peningkatan program-program
ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem,
antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses informasi ke pasar kerja,
pendampingan usaha, peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, kemudahan
akses permodalan, keperantaraan usaha, serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan
sosial untuk penataan penguasaan lahan.

(iii) Rasio Gini

Target rasio gini tahun 2023 berada pada range 0,375-0,378. Untuk mencapai target
tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan
menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak
ketimpangan antarkelompok pendapatan.
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Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi angka rasio gini demi mencapai
target RPJMN mencakup (1) kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi
masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandardisasi;
(2) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin; serta (3) keterbatasan
pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Untuk mengantisipasi dan mendorong upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah
pandemi COVID-19, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna
optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga
diharapkan dapat mendorong pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang
diproyeksikan. Intervensi kebijakan afirmasi terhadap kelompok berpenghasilan 40 persen
ke bawah diwujudkan melalui (1) menyempurnakan pengembangan registrasi sosial-ekonomi
di provinsi masing-masing; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi
dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan
responsif kebencanaan; (4) penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di provinsi disertai
pemenuhan kebutuhan pasar kerja melalui perluasan lapangan kerja; (5) penguatan
permodalan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok
menengah; (6) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya
ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (7) peningkatan daya beli masyarakat
terutama kelas menengah ke bawah melalui reformasi perlindungan sosial; dan (8) reformasi
agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan di kabupaten/kota.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai
dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 72,29 (2021). Walaupun meningkat, IPM
hanya naik sebesar 0,35 poin dari tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun
2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen
pengeluaran perkapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2020 sebagai hasil
dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat
pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 juga
akan bergantung pada penanganan dan pengendalian COVID-19.

Pada tahun 2023, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,31-73,49, melalui

(1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan
pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi,
pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung
dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat
hidup sehat;

(2) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas
pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan
teknologi dalam pendidikan, peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama
dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan
perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak
dari keluarga kurang mampu; dan

(3) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas di seluruh sektor,
penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi
kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah, dan insentif kepada dunia usaha.
Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan
dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kapasitas produktif
perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
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(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diproyeksikan akan meningkatkan emisi
GRK sejalan dengan aktivitas industri dan mobilitas penduduk yang kembali normal. Aksi
pembangunan rendah karbon diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
program pemulihan dan transformasi ekonomi. Hal tersebut kemudian menjadi dasar untuk
melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan
perekonomian yang lebih ramah lingkungan, menciptakan lebih banyak green jobs, dan
meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, seperti (1) mempercepat
transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT), (2) revitalisasi perkebunan rakyat untuk
meningkatkan produktivitas dan mengurangi laju deforestasi, serta (3) mendorong usaha
kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi
dari limbah padat. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon yang
memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga perlu
ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan (landbased), energi, industri, pengelolaan limbah,
serta pesisir dan laut (blue carbon).

Secara khusus, transisi energi menjadi salah satu isu prioritas dalam pencapaian ekonomi
hijau dan rendah karbon. Transisi menuju penggunaan energi yang rendah karbon untuk
peningkatan produktivitas EBT dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu (1) optimalisasi
penambahan kapasitas terpasang PLT EBT, terutama di daerah dengan defisit listrik, melalui
mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal; (2) peningkatan kualitas data
potensi EBT secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan risiko (de-risking)
pengembangan proyek EBT; serta (3) pemenuhan produksi biofuel sesuai kebutuhan
domestik. Sementara itu, strategi yang mendukung inklusivitas dalam transisi energi rendah
karbon, antara lain: (1) penyelesaian segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT
energi terbarukan (ET) on-grid yang sudah termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, serta pembangunan PLT ET off-grid untuk daerah 3T; (2)
restrukturisasi subsidi energi fosil ke subsidi EBT secara bertahap; dan (3) penguatan
kewenangan pemda dalam pengelolaan EBT skala kecil.

Pencapaian target pembangunan rendah karbon dalam pengurangan emisi juga didukung
oleh implementasi ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang
menggunakan pendekatan sistem dalam kegiatan produksi hingga konsumsi dengan
meminimalkan penggunaan sumber daya dan timbulan limbah, mempertahankan daya guna
material, dan bersifat regeneratif. Penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan
masa guna produk dan mengurangi kebutuhan material baru serta pengurangan emisi
khususnya yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya dan produksi material. Dalam
kegiatan industri, penerapan ekonomi sirkular yang berfokus pada resource efficiency
berpotensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat penggunaan air, dan
mengurangi limbah yang dihasilkan. Selain itu, penerapan ekonomi sirkular juga dapat
meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan hijau baru (green jobs). Ke
depannya, arah kebijakan ekonomi sirkular perlu difokuskan kepada (1) penurunan emisi
GRK; (2) peningkatan produktivitas material; (3) peningkatan substitusi penggunaan material
daur ulang terhadap virgin material untuk penyediaan bahan baku, bahan penolong, dan
barang jadi; (4) peningkatan tingkat daur ulang material; dan (5) standardisasi produk
sirkular.

Ekonomi hijau dan rendah karbon juga perlu didukung oleh penerapan investasi hijau untuk
dapat mencapai target transisi dan transformasi ekonomi. Arah kebijakan investasi hijau
diarahkan pada (1) strategi perbaikan regulasi investasi yang komprehensif, (2) strategi
perbaikan skema pendanaan dan keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi hijau, (3)
program inovasi pembiayaan pembangkit EBT blended financing, (4) penerapan program
pengembangan instrumen keuangan berbasis pasar, (5) perbaikan skema insentif untuk
mendorong investasi transportasi ramah lingkungan, dan (6) pengembangan pertanian
berkelanjutan.
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Melalui berbagai kebijakan-kebijakan tersebut di atas, diharapkan kinerja penurunan emisi
GRK pada tahun 2023 dapat mencapai 27,02 persen terhadap baseline. Besaran angka
tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan emisi GRK kembali pada jalurnya,
sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

(vi) Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada tahun 2023, NTP dijaga pada kisaran 105-107. Dengan nilai NTP tersebut,
menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada
nilai 105-107 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta
penciptaan nilai tambah pertanian melalui (1) jaminan ketersediaan sarana produksi
peningkatan Indeks Pertanaman (IP); (2) penguatan peran penyuluh pertanian dan
modernisasi pertanian (pertanian presisi, pertanian digital); (3) pembentukan korporasi
petani dan nelayan; (4) food estate (kawasan sentra produksi pangan); (5) efisiensi distribusi
pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik
pangan; (6) pertanian regeneratif, rendah karbon, dan berketahanan iklim; (7) standardisasi
proses dan produk pertanian serta penyediaan sarana produksi karantina; (8) transformasi
sistem pangan lokal dan perkotaan serta pengembangan pertanian keluarga; (9) percepatan
transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online; (10) pengolahan primer
produksi pangan dan pertanian, dan regenerasi petani; serta (11) revitalisasi kesehatan lahan
dengan pengembangan teknologi pemupukan organik berasal dari bahan nabati, hewani
darat dan laut.

(vii) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka pencapaian sasaran NTN tahun 2023 pada kisaran 107-108, upaya yang
dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran
nelayan melalui (1) peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan tangkap melalui
bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap; (2) peningkatan mutu produk perikanan
tangkap melalui penguatan sistem rantai dingin dan logistik perikanan; (3) peningkatan
kapasitas nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan, perbaikan
penanganan hasil tangkapan, manajemen usaha, dan peningkatan kompetensi/sertifikasi
nelayan melalui pendampingan dan pelatihan; (4) penguatan korporasi nelayan dan penataan
kampung nelayan; (5) perlindungan nelayan, termasuk bantuan premi asuransi nelayan dan
fasilitasi sertifikasi tanah nelayan; dan (6) kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan
nelayan.

(viii) Pemerataan Pembangunan

Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI)
diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).
Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja
pertambangan, dampak program hilirisasi pertambangan yang mampu meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi smelter baru, implementasi program lumbung
ikan nasional, serta kinerja food estate. Harga komoditas internasional, khususnya baja dan
besi yang diproyeksikan akan tetap tinggi, berperan dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi KTI. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah KTI diprakirakan sebesar 6,4-6,9 persen,
sementara di KBI pertumbuhan diprakirakan sebesar 5,0-5,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2023 diprakirakan mencapai 5,8-6,2 persen,
didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga
sebagai hasil program hilirisasi, serta peningkatan sektor pariwisata yang didukung oleh
beroperasinya KEK Mandalika, terminal multipurpose Labuan Bajo, serta pembangunan
infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut, tingkat
kemiskinan diprakirakan akan menurun hingga 13,8-14,8 persen dan tingkat pengangguran
menurun hingga 2,5-2,8 persen.
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Ekonomi Wilayah Kalimantan diprakirakan tumbuh 5,2-5,5 persen. Pertumbuhan wilayah
ini didukung oleh keberlanjutan proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan
(food estate) Kalimantan Tengah, pengembangan kawasan industri hijau, proyek
pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing, dan
pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di
antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning, serta proyek hilirisasi sektor
energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batu bara
seiring dengan pemulihan ekonomi global diprakirakan juga memberikan kontribusi dalam
pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diprakirakan dapat juga
menyumbang pada penurunan angka kemiskinan hingga di angka 4,3-5,1 persen.
Keberlanjutan proyek di Wilayah Kalimantan diprakirakan akan meningkatkan penciptaan
lapangan kerja baru di wilayah tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran
4,2-4,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 7,4—
8,0 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 3,7-4,0 persen. Mulai
beroperasinya KI Bantaeng, KI Morowali, KI Konawe, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung,
operasionalisasi smelter, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi serta produk
turunannya, merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan
penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas kegiatan ekonomi, perbaikan data dan
perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk meningkatkan akurasi penargetan
program-program perlindungan sosial diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan
menjadi 8,3-8,8 persen.

Implementasi program lumbung ikan nasional, peningkatan produksi feronikel, dan
pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diprakirakan akan terus
mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi
diprakirakan mencapai sebesar 10,9-11,8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tersebut ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan menjadi
sebesar 10,6-11,4 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,1-5,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2023 diprakirakan akan mencapai 7,2-7,8 persen,
didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan emas.
Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional, di antaranya
KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Bandara Nabire Baru
dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong juga menjadi faktor pendorong
pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan penyaluran program-
program perlindungan sosial yang diiringi oleh perbaikan infrastruktur dasar diharapkan
dapat menurunkan angka kemiskinan di angka 22,0-23,6 persen. Penguatan perekonomian
di Papua diprakirakan mampu menurunkan TPT di wilayah tersebut hingga pada kisaran
2,7-3,2 persen.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, pertumbuhan
tersebut tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan
akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor seiring dengan tetap tingginya harga
komoditas CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya komitmen perjanjian
perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang berpotensi untuk
meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang,
Korea Selatan, dan Australia. Beroperasinya beberapa KI/KEK, berlanjutnya pembangunan
proyek jalan Tol Trans Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi
industri, juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera. Pertumbuhan
ekonomi diprakirakan tumbuh sebesar 4,5-4,8 persen pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi
ini diharapkan dapat juga berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama
penduduk miskin dan rentan sehingga dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan
sebesar 8,2-8,6 persen. TPT di Wilayah Sumatera pun diprakirakan menurun menjadi 4,6—
5,1 persen.
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Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh 5,2-5,4
persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk
dilanjutkannya proyek infrastruktur strategi yang mendorong peningkatan investasi, seperti
operasionalisasi KI Terpadu Batang, pengembangan KEK Lido, KEK Gresik, dan KEK
Singhasari. Peningkatan efisiensi sistem logistik mendorong meningkatnya permintaan
barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia. Perekonomian di Bali diprakirakan
akan mulai pulih perlahan, didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan
relaksasi perjalanan internasional seiring dengan meredanya pandemi COVID-19.
Peningkatan aktivitas ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-
program afirmasi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi
6,9-7,6 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diprakirakan akan mampu
menurunkan TPT di Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 5,9-6,3 persen. Untuk
mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis
ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui
revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar
kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2023

Wilayah RPJMN-a) 2023%
Sumatera
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 4,5-4,8
Tingkat Kemiskinan (%) 7,760 8,2-8,6
Tingkat Pengangguran (%) 3,6 4,6-5,1
Jawa-Bali
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,9 5,2-5,4
Tingkat Kemiskinan (%) 6,509 6,9-7,6
Tingkat Pengangguran (%) 4,1 5,9-6,3

Nusa Tenggara

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 5,8-6,2
Tingkat Kemiskinan (%) 12,759 13,8-14,8
Tingkat Pengangguran (%) 2,1 2,5-2,8
Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,7 5,2-5,5
Tingkat Kemiskinan (%) 3,729 4,3-5,1
Tingkat Pengangguran (%) 3,4 4,2-4.,4
Sulawesi

Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,6 7,4-8,0
Tingkat Kemiskinan (%) 7,749 8,3-8,8
Tingkat Pengangguran (%) 3,5 3,7-4,0
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Wilayah RPJMNa) 2023")

Maluku

Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,3 10,9-11,8
Tingkat Kemiskinan (%) 9,45¢) 10,6-11,4
Tingkat Pengangguran (%) 4,6 5,1-5,3
Papua

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,6 7,2-7,8
Tingkat Kemiskinan (%) 18,679 22,0-23,6
Tingkat Pengangguran (%) 2,5 2,7-3,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020-2024, sementara
tingkat pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN Tahun 2020-2024; b) Prakiraan
Kementerian PPN /Bappenas, November 2022; c) Trajectory RPJMN Tahun 2020-2024 di tahun
2023.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023, maka pertumbuhan
ekonomi di setiap provinsi adalah sebagai berikut.

Gambar 2.24
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2023
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan
2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dibutuhkan investasi
Rp6.591,6-6.702,9 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta.
Dari total kebutuhan investasi, sekitar 87,1-88,3 persen dipenuhi oleh dunia usaha swasta
dan masyarakat. Sementara itu, investasi pemerintah dan BUMN diprakirakan akan
berkontribusi masing-masing pada kisaran 5,0-5,1 dan 6,7-7,8 persen dari total investasi
yang dibutuhkan.
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Secara umum, tahun 2023 adalah tahun dimana BUMN mempersiapkan landasan untuk
inovasi model bisnis baru. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024,
tahun 2023 direncanakan sebagai fase dimana BUMN diarahkan untuk mengembangkan
kemampuan khusus BUMN dan pembangunan keuntungan komparatif dengan
meningkatkan kemampuan daya saing melalui efisiensi, peningkatan mutu, inovasi dan
perbaikan layanan pelanggan.

Tabel 2.15
Kebutuhan Investasi Tahun 2023 (Persen)
Uraian Share (Persen) Nilai (triliun)
(1) Investasi Pemerintah 5,0-5,1 329,4-341,3
(2) Investasi BUMN 6,7-7,8 441,1-525,0
(3) Investasi Swasta 88,3-87,1 5.821,1-5.836,6
Total Kebutuhan Investasi 6.591,6-6.702,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.
2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2023, dibutuhkan sumber pembiayaan
yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan,
penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat.
Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan
dalam negeri, yaitu sebesar 75,7-72,8 persen dari total pembiayaan investasi.

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2023 (Persen)

Uraian Share (Persen)
Kredit Perbankan 6,4-7,2
Penerbitan Saham 1,2-1,2
Penerbitan Obligasi 12,3-13,7
Dana Internal BUMN 4.,4-5,2
Dana Internal Masyarakat 75,7-72,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.
2.2.4 Rencana Investasi Prioritas BUMN
2.2.4.1 Peran Penting Investasi BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pemangku kepentingan dalam
pembangunan nasional. Peran penting BUMN dalam pembangunan juga tercantum dalam
UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud dan tujuan
pendirian BUMN antara lain adalah untuk (1) memberikan kontribusi positif bagi
perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
negara pada khususnya, serta (2) menyelenggarakan kebermanfaatan umum dan menjadi
perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan
koperasi.
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Sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development), posisi BUMN adalah sebagai
garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai
sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara
yang bersih, sehat, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu
bentuk dukungan BUMN adalah investasi BUMN (capital expenditure/capex), yang
mendukung dan selaras dengan PN dan Major Projects (MP).

Investasi BUMN diklasifikasikan sebagai Proyek Prioritas BUMN dalam RKP Tahun 2023 jika
memenuhi kriteria untuk mendukung pencapaian sasaran nasional tahun 2023. Adapun
kriteria dari Proyek Prioritas BUMN dalam RKP Tahun 2023 adalah:

(1) investasi (capex) BUMN sebagai aksi korporasi, yang selaras dengan PN dan Major
Projects tahun 2023;

(2) investasi (capex) BUMN sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung Major
Projects. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh peraturan
presiden, penugasan dari K/L, ataupun sebagai hasil kesepakatan; dan

(3) investasi melalui PMN sebagai penugasan dari pemerintah kepada BUMN.

Seiring dengan Proyek Prioritas BUMN yang merupakan proyek untuk mendukung PN,
pemerintah akan berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan proyek tersebut, yang antara
lain pengawalan dalam siklus end-to-end proyek yang dimulai dari inisiasi-perencanaan-
groundbreaking-konstruksi-operasi-project closure, monitoring, de-bottlenecking, dan
koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan dukungan, antara
lain.

(1) memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan Proyek Prioritas BUMN, seperti
dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor
dan lintas wilayah,;

(2) dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
seperti: joint financing, Viability Gap Fund (VGF), dan Availability Payment (AP); dan

(3) pengusulan PMN, jika ada keterbatasan permodalan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku.

Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Investasi BUMN ini dituangkan dalam
dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN Tahun 2023 yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

2.2.4.2 Proyek Prioritas Investasi BUMN

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam mendorong
transformasi ekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi salah satunya didorong oleh
tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk
meningkatkan kapasitas produktif perekonomian, dengan keberlanjutan proyek prioritas
BUMN maupun dengan adanya proyek prioritas BUMN baru, dan juga didorong oleh
kebijakan strategis baik dari sisi pemerintah maupun BUMN, diharapkan investasi BUMN
diproyeksikan dapat berkontribusi lebih tinggi sebesar Rp441,0-Rp525,0 triliun.

Saat ini, terdapat 119 proyek investasi BUMN yang mendukung Major Project pada RKP
Tahun 2023 berasal dari kelanjutan proyek pada RKP Tahun 2022 dan penambahan usulan
proyek dari BUMN dan Kementerian BUMN terkait, dengan total jumlah BUMN yang terlibat
sebanyak 61 BUMN dan total nilai investasi sebesar Rp290,51 triliun. Proyek Prioritas BUMN
juga mendukung pencapaian 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs) yaitu: Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan
Sejahtera; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan;
Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung
Jawab; Ekosistem Daratan; serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
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Gambar 2.25
Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN
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Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN /Bappenas.
Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.

Gambar 2.26
Kontribusi BUMN dalam Prioritas Nasional
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Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian
PPN /Bappenas.

Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November
2022.

Proyek Prioritas BUMN dilakukan secara merata pada seluruh pulau di Indonesia. Pada
tahun 2023, terdapat 14 Proyek Prioritas BUMN yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dan
Kepulauan Riau dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp77,86 triliun. Di Pulau Jawa,
terdapat 51 Proyek Prioritas BUMN dengan total investasi sekitar Rp72,51 triliun pada tahun
2023, 18 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Kalimantan dengan total investasi tahun 2023
sekitar Rp37,61 triliun. Lima Proyek Prioritas BUMN di Pulau Sulawesi dan Maluku dengan
total investasi tahun 2023 sekitar Rp5,47 triliun, 9 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Bali dan
Nusa Tenggara dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp8,36 triliun, dan 1 Proyek
Prioritas BUMN di Pulau Papua dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp0,40 triliun.
Selain itu, terdapat 21 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah di Indonesia dengan total
nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp88,64 triliun.
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Gambar 2.27
Sebaran Proyek Prioritas BUMN di Seluruh Indonesia
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Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN /Bappenas.
Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.

Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk
mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu,
terdapat 44 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp63,98 triliun yang
mendukung terlaksananya sasaran dan indikator pembangunan pada PN 1.

Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan. Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk
menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat
pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas
hidup antarwilayah. Terdapat 12 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar
Rp6,86 triliun yang mendukung Major Project pada PN 2.

Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan
berdaya saing. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian
Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major
Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Untuk mencapai
sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing, terdapat 4 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai
investasi sebesar Rp2,16 triliun yang mendukung Major Project pada PN 3.

Prioritas Nasional 4 fokus pada pengembangan revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terdapat 1 Proyek Prioritas BUMN dengan
total nilai investasi sebesar Rp1,56 triliun yang mendukung PN 4.
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Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan
mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada
pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur
Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital. Untuk mencapai
sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 58 Proyek Prioritas
BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp215,95 triliun yang mendukung Major Project
pada PN 5.

Tabel 2.17
Daftar Jumlah Proyek Investasi BUMN dalam Major Project

Jumlah Proyek Nilai Proyek

PN No. Major Project Investasi BUMN (Rp Triliun)

Akselerasi Pengembangan
1 Energi Terbarukan dan 7 proyek 0,94
Konservasi Energi

2 Destinasi Pariwisata Prioritas 13 proyek 24,74

Industri 4.0 pada 7 Subsektor

3 Industri Prioritas 10 proyek 5,09
PN 1
Kawasan Industri Prioritas
4 dan Smelter 7 proyek 31,64
Penguatan Jaminan Usaha
S Serta 350 Korporasi Petani 3 proyek 0,21
dan Nelayan
§) Lain-lain di luar Major Project! 4 proyek 1,36
Pembangunan Ibu Kota
7 Nusantara 9 proyek 2,51
Pembangunan Wilayah
8 Batam-Bintan 1 proyek 2,65
PN 2 Pemulihan Pasca Bencana:
Kota Palu dan Sekitarnya,
9 Pulau Lombok dan Sekitarnya, 1 proyek 0,20
serta Kawasan Pesisir Selat
Sunda
10 Lain-lain di luar Major Project! 1 proyek 1,50
PN 3 11 Refqrmas1 Sistem Kesehatan 4 proyek 2.16
Nasional
PN 4 12 Lain-lain di luar Major Project! 1 proyek 1,56
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Jumlah Proyek

Nilai Proyek

PN No. Major Project Investasi BUMN (Rp Triliun)
Akses Air Minum Perpipaan
13 (10 Juta Sambungan Rumah) 4 proyek 6,27
Infrastruktur Jaringan Gas
14 Kota untuk 4 Juta 1 proyek 1,24
Sambungan Rumah
Jalan Tol Trans Sumatera
15 Aceh - Lampung 1 proyek 11,29
Jaringan Pelabuhan Utama
16 Terpadu S proyek 4,45
KA Kecepatan Tinggi Pulau
17 Jawa (Jakarta-Semarang dan 1 proyek 0,88
Jakarta-Bandung)
Pembangunan dan
18 Pengembangan Kilang Minyak 10 proyek 79,58
PN'S Penyediaan Tenaga Listrik:
Pembangkit Listrik 27.000
19 MW, Transmisi 19.000 kms 13 proyek 81,33
dan Gardu Induk 38.000 MVA
Rumah Susun Perkotaan (1
20 Juta) 4 proyek 1,20
21 Transformasi Digital 4 proyek 9,11
Sistem Angkutan Umum
Massal di 6 Wilayah
22 Metropolitan: Jakarta, 2 proyek 10,39
Surabaya, Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Pengamanan Pesisir 5
24 Perkotaan Pantura Jawa 1 proyek 0,34
25 Lain-lain di luar Major Project! 12 proyek 9,87
Total 119 proyek 290,51
Keterangan:

1) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan Major Project tertentu.

Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022.
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Selain proyek-proyek prioritas BUMN dalam RKP tahun 2023, terdapat beberapa proyek
prioritas BUMN lainnya yang sedang dilaksanakan ataupun direncanakan untuk beberapa
tahun ke depan. Diantaranya yaitu, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam pengembangan
pesawat N219 dan N219 Amphibi (N219A) serta PT Kilang Pertamina Internasional yang
merencanakan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Plaju di tahun 2026.

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini mengembangkan pesawat N219 dan N219 Amphibi
(N219A) sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri untuk
pesawat komersial. Pemerintah menggunakan N219 dan N219A sebagai salah satu flagship
dalam rangka menginisiasi pelaksanaan Transformasi Ekonomi Indonesia, melalui strategi
industrialisasi yang mencakup pembangunan industri dalam negeri yang memiliki
kandungan teknologi tinggi sekaligus berbasis SDM terampil. Pengembangan pesawat N219
dan N219A dapat mendukung pelaksanaan strategi 1 yaitu menciptakan SDM yang berdaya
saing (termasuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi) dan strategi 2 yaitu
Produktivitas Sektor Ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi. Penggunaan pesawat
ini di dalam negeri juga dapat mendukung strategi 5 Integrasi Ekonomi Domestik, khususnya
dalam penyediaan moda transportasi untuk distribusi produk dalam negeri, barang dan jasa,
serta talenta untuk menjangkau daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan daerah perbatasan.

Dukungan pemerintah untuk pengembangan pesawat N219 dan N219A diberikan dalam
bentuk penyusunan Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan 2022-2045 yang
mencakup empat pilar yaitu Industri Pesawat Terbang, Industri Komponen dan Rantai Pasok,
Maintenance, Repair, Overhaul, dan Purnajual, serta Jasa Penerbangan dan
Kebandarudaraan, serta penyiapan payung hukum untuk menggerakkan ekosistem dalam
empat pilar tersebut. Pemerintah juga berencana menyediakan pendanaan tambahan untuk
melengkapi kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan kapasitas dan final
assembly line. Alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah mencakup Penyertaan Modal
Negara sebesar Rp543 miliar untuk PT DI, serta melengkapi investasi yang dibutuhkan
proyek N219A.

Berbagai dukungan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong komersialisasi dan
pengiriman pertama produk N219 kepada konsumen pada tahun 2024 dan penyelesaian
design N219A pada tahun 2024. Pemerintah juga akan mendukung komersialisasi N219 dan
N219A melalui pilot project yang akan dilaksanakan dalam rangka Transformasi Ekonomi
Kepulauan Riau dimana 2 jenis pesawat tersebut digunakan untuk menghubungkan
konektivitas antar pulau di provinsi tersebut.

Sebagai salah satu proyek strategis BUMN, RDMP Plaju merupakan proyek investasi BUMN
yang direncanakan akan dilaksanakan Engineering Procurement and Construction (EPC) di
tahun 2026 dengan tujuan meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan produk bensin
dengan kapasitas yang lebih tinggi. Saat ini proyek RDMP Plaju masih dalam tahapan
penyelesaian pre-feasibility study dan ditargetkan selesai di tahun 2028 dengan nilai investasi
keseluruhan sebesar US$2,00 miliar.

Selain investasi yang dilakukan langsung oleh BUMN dalam mendukung Prioritas Nasional,
Pemerintah juga melakukan investasi ke BUMN melalui Penanaman Modal Negara (PMN).
PMN pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp45,83 triliun. PMN tersebut terdiri dari
Rp42,81 triliun secara tunai dan Rp3,02 triliun non-tunai.
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Gambar 2.27.A
Penyertaan Modal Negara Tahun 2019-2023 (Rp Triliun)
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Sumber: Buku II Nota Keuangan APBN 2023 dan Kementerian BUMN.

Tabel 2.17.A
Penyaluran PMN ke BUMN di Tahun 2023

No. BUMN Penggunaan PMN

Alokasi
(Rp Triliun)

A PMN Tunai

Mendukung pembangunan
Jalan Tol Trans Sumatera

1 PT Hutama Karya (Persero) (JTTS) tahap I dan II untuk
ruas Betung-Tempino-Jambi
dan Ruas Rengat-Pekanbaru

28,9

Mendukung proyek sektor
PT Perusahaan Listrik transimisi dan distribusi
Negara (Persero) termasuk pelaksanaan

program listrik desa

10,0

3 PT LEN Industri (Persero)

1,75

Peningkatan kapasitas
- PT Dirgantara Indonesia produksi pesawat CN 235,
(PTDI) N219, dan peremajaan
fasilitas pendukung produksi

0,54

Mendukung pencapaian
target prioritas pembangunan
bidang pertahanan dan
keamanan

- Di luar PTDI

1,21

Menjaga keberlanjutan
perusahaan dalam menjamin
keselamatan penerbangan

4 Perum LPPNPI serta kebutuhan untuk
menjamin availability dan
reliability fasilitas navigasi
penerbangan

0,65

- 11.59 -



Alokasi

No. BUMN P PMN
o enggunaan (Rp Triliun)

Mendukung program Kredit

Pembiayaan Rumah (KPR)

Fasilitas Likuiditas 1,50
Pembiayaan Perumahan

(FLPP)

Total PMN Tunai 42,81
B PMN Non-Tunai

PT Sarana Multigriya
Finansial

Konversi piutang dana
investasi (RDI), Subsidiary
Loan Agreement (SLA), dan
eks-BPPN untuk
mendapatkan alternatif
pendanaan yang lebih murah 2,56
sehingga mengurangi
ketergantungan impor,
menjaga stabilitas harga
pangan, dan meningkatkan
Produk Domestik Bruto (PDB)

Konversi piutang RDI dan SLA
untuk mendukung
7 PT LEN Industri (Persero) pencapaian target prioritas 0,45
pembangunan bidang
pertahanan dan keamanan

Total PMN Non-Tunai 3,02

PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero)

Sumber: Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2023.
2.2.5 Rencana Investasi Prioritas Swasta
(1) Perkembangan Terkini Investasi Swasta di Indonesia

Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir,
kontribusi investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB rata-rata
mencapai 31,65 persen. Pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 pun salah satunya
didorong oleh investasi. Pertumbuhan PMTB terus menunjukkan tren yang positif sejak
triwulan II-2021 didorong oleh tingkat kepercayaan investor yang membaik. Sehingga,
sampai dengan triwulan III-2022 pertumbuhan PMTB mampu mencapai 4,05 persen dan
nilainya sudah lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Hal tersebut
menandakan kinerja investasi mulai pulih ke level sebelum pandemi.

Berdasarkan subkomponennya, realisasi PMTB di Indonesia masih didominasi oleh
subkomponen Bangunan, yang secara kumulatif hingga triwulan III-2022 mencapai 72,96
persen terhadap total PMTB. Sementara itu, subkomponen Mesin dan Peralatan serta
subkomponen Kendaraan menyusul di peringkat kedua dan ketiga dengan proporsi masing-
masing sebesar 12,53 persen dan 5,52 persen. Meskipun demikian, subkomponen Mesin dan
Peralatan hingga triwulan III-2022 mampu mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, yakni
mencapai 24,04 persen (c-to-c). Hal ini menandakan kualitas investasi yang semakin
mengarah ke sektor produktif.
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Gambar 2.28
Perkembangan Realisasi PMTB per Sub Komponen
Tahun 2018-2022 (Rp Triliun)
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0
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Sumber: BPS, 2022.

Berdasarkan sektor institusi, sebagian besar investasi PMTB tahun 2018 dilakukan oleh
swasta, baik sektor non-finansial maupun sektor finansial, yakni sebesar 67,00 persen, dan
investasi rumah tangga sebesar 15,80 persen. Sementara itu, peranan investasi pemerintah
dan BUMN terhadap total investasi PMTB masing-masing hanya pada kisaran 8,56 persen
dan 7,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta sangat penting dalam
membangun perekonomian yang kokoh.

Sejalan dengan perkembangan PMTB, realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun terus menunjukkan peningkatan.
Pada periode Januari-September 2022, pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN tercatat
sebesar 35,34 persen (yoy), atau setara dengan 21,52 persen dari PMTB. Dalam
perkembangannya, kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN pun semakin
meningkat, dari 45,63 persen pada tahun 2018 menjadi 46,29 persen pada periode sampai
dengan triwulan III-2022.

Gambar 2.29
Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia Tahun 2018-2022
(Rp Triliun)
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Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.
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Dilihat berdasarkan sektornya, pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di sektor sekunder
(industri pengolahan) menunjukkan kenaikan cukup tinggi sampai dengan triwulan II1I-2022,
yakni mencapai 54,77 persen (c-to-c). Hal ini menandakan kualitas investasi yang semakin
baik, karena investasi di sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak lebih besar bagi
perekonomian. Secara lebih khusus, investasi terbesar di sektor sekunder sampai dengan
triwulan III-2022 adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan
peralatannya sebesar Rp135,64 triliun, atau tumbuh 62,01 persen (c-to-c); sektor industri
makanan sebesar Rp66,64 triliun, atau tumbuh 32,49 persen (c-to-c); dan sektor industri
kimia dan farmasi sebesar Rp61,25 triliun, atau tumbuh 94,47 persen (c-to-c).

Gambar 2.30
Top 5 Sektor Industri dengan Realisasi Investasi Tertinggi Periode Januari-September
Tahun 2022 (Rp Triliun)
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Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.

Tingginya realisasi investasi pada tahun 2021 dan 2022 turut memberikan dampak positif
bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2021, investasi swasta di Indonesia
berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan pekerjaan, yang terdiri dari 627 ribu lapangan
pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas PMDN dan 581 ribu lapangan pekerjaan yang
dihasilkan oleh aktivitas PMA. Sampai dengan triwulan III-2022, total penyerapan tenaga
kerja dari total realisasi PMA dan PMDN telah mencapai 965 ribu orang, lebih besar
dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar 912 ribu orang.

Gambar 2.31
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (PMA dan PMDN)
2018-2022 (Ribu Orang)
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Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.
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Dari aspek spasial, mayoritas proyek investasi PMA dan PMDN sampai dengan triwulan III-
2022 masih berada di pulau Jawa, yaitu 117.289 proyek dari total 190.837 proyek investasi,
dengan total nilai investasi mencapai Rp426,63 triliun. Selanjutnya, disusul oleh pulau
Sumatera dengan 31.320 proyek bernilai investasi Rp186,05 triliun, lalu Sulawesi dan
Maluku dengan 13.531 proyek bernilai investasi Rp162,87 triliun. Sedangkan untuk wilayah
dengan realisasi investasi terendah pada tahun 2022 adalah Papua dengan 1.660 proyek
bernilai investasi Rp17,05 triliun.

Gambar 2.32
Sebaran Spasial Investasi PMA dan PMDN Tahun 2022

Kalimantan
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Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.
(2) Potensi Investasi Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja investasi diharapkan dapat terus terjaga sepanjang tahun 2022, dan berlanjut pada
tahun 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,3-
5,5 persen dengan salah satu sumber pertumbuhannya adalah investasi yang ditargetkan
tumbuh sebesar 6,1-6,3 persen. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut, investasi
swasta/masyarakat diharapkan dapat berkontribusi sekitar 87,08-88,31 persen atau senilai
Rp5.821,14-Rp5.836,62 triliun, dari total kebutuhan investasi tahun 2023 yang mencapai
Rp6.591,58-Rp6.702,93 triliun.

Peran penting investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan
tercermin dari besaran penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Pada
tahun 2023, realisasi PMA dan PMDN ditargetkan mencapai Rp1.200-Rp1.300 triliun, atau
setara dengan 19,42-20,96 persen PMTB. Porsi realisasi PMA dan PMDN terhadap PMTB di
tahun 2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 5 (lima) tahun sebelumnya, yang
memiliki rata-rata sebesar 15,55 persen.

Potensi keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun
2023 yang sedemikian besar tersebut utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi
proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian
sekaligus mendorong inklusivitas, seperti investasi pada sektor industri pengolahan terutama
yang berorientasi ekspor dan/atau mengubah kompleksitas ekspor nasional, investasi pada
sektor digital dan berbasis teknologi, serta investasi yang memberikan efek pengganda bagi
perekonomian.
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(3) Data Proyek Investasi Swasta yang Terindikasi Mendukung PN dan MP di Tahun
2023

Dari total target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rpl.200-Rp1.300 triliun, terdapat
beberapa proyek investasi swasta yang mendukung Prioritas Nasional dan Major Project, yang
selanjutnya disebut Proyek Prioritas Investasi Swasta. Proses identifikasi ini bertujuan agar
proyek investasi swasta tidak hanya berperan dalam mendorong perekonomian nasional,
namun juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan Pemerintah
pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, terdapat 89 Proyek Prioritas Investasi Swasta yang mendukung Prioritas
Nasional Tahun 2023, terutama Prioritas Nasional 1 (PN 1) dan Prioritas Nasional 5 (PN 5).
Proyek-proyek tersebut melibatkan 82 badan usaha milik swasta dengan prakiraan total nilai
investasi mencapai Rpl.229,44 triliun. Kontribusi Proyek Prioritas Investasi Swasta
diprakirakan sekitar 14,25 persen terhadap PDB.

Gambar 2.32.A
Gambaran Umum Proyek Prioritas Swasta Teridentifikasi

Gambaran Umum Proyek Prioritas Investasi Swasta
2o U g2 I

Proyek Prioritas Swasta
1.229,44T7 (8 14,25% @
Total Investasi Swasta* Kontribusi PDB**

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas.

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022;
**Perhitungan Indikatif.

Gambar 2.32.B
Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional

Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional

Total Investasi 2023 Juml. Proyek

PN1 Rp1.21541T*

PN5 Rp 14,03 T*

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas.

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per tanggal 18
Desember 2022.

Pada PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan
Berkeadilan, terdapat 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai
investasi sebesar Rp1.215,41 triliun. Proyek-proyek pada PN ini akan mendukung percepatan
transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), percepatan dan optimalisasi Kawasan
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Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan smelter, serta peningkatan produktivitas
di sektor industri pengolahan dan pariwisata. Proyek investasi pada PN 1 juga mencakup
proyek hulu minyak dan gas yang dapat mendukung ketersediaan energi untuk aktivitas
sektor ekonomi. Dari 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta, terdapat 39 proyek yang
teridentifikasi mendukung Major Project di PN 1 dengan prakiraan total nilai investasi sebesar
Rp1.044,26 triliun.

Pada PN 5 - Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar, terdapat 4 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan total nilai investasi
sebesar Rpl4,03 triliun. Proyek-proyek pada PN ini akan mendukung arah kebijakan
pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi
serta pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi digital. Dari 4 Proyek
Prioritas Investasi Swasta, terdapat 2 proyek yang teridentifikasi mendukung Major Project di
PN 5 dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp3,43 triliun.

Tabel 2.17.B
Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Major Project

Jumlah Proyek Nilai Proyek
PN No. Major Project Prioritas (Rp triliun)
Investasi Swasta*

Akselerasi Pengembangan Energi

1 Terbarukan dan Konservasi Energi 7 proyek 5,36
2 Destinasi Pariwisata Prioritas 4 proyek 0,21
Industri 4.0 pada 7 Subsektor
PN 1 3 Industri Prioritas 12 proyek 12,89
4 Kawasan Industri Prioritas dan 16 proyek 1.025,80
Smelter
Lain-lain di luar Proyek Prioritas
S Strategis (Major Project)! 46 proyek 171,15
6 Transformasi Digital 2 proyek 3,43
PN 5 . . .
Lain-lain di luar Proyek Prioritas
7 Strategis (Major Project)? 2 proyek 10,60
Total 89 proyek 1.229,44**
Keterangan:

1) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
tertentu

Catatan:

*Hasil pemetaan Proyek Prioritas Investasi Swasta untuk setiap Proyek Prioritas Strategis (Major Project) terdapat
pada Matriks Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Rencana Investasi Swasta Prioritas.

**Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, Proyek Prioritas
Investasi Swasta yang teridentifikasi mendukung Prioritas Nasional akan dilaksanakan di
berbagai wilayah Indonesia. Sebaran spasial Proyek Prioritas Investasi Swasta tahun 2023
adalah: (1) 25 proyek yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dengan total nilai investasi
sebesar Rp15,62 triliun; (2) 22 proyek di Pulau Jawa dengan total nilai investasi sebesar
Rp58,47 triliun; (3) 10 proyek di Pulau Kalimantan dengan total nilai investasi sebesar
Rp957,04 triliun; (4) 23 proyek di Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total nilai investasi
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sebesar Rp184,56 triliun; (5) 3 proyek di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total nilai
investasi sebesar Rp170,0 miliar, serta (6) 3 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah dengan
total nilai investasi sebesar Rp5,34 triliun.

Gambar 2.32.C
Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia
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Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas.

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022.

Terdapat beberapa proyek prioritas swasta yang menjadi fokus percepatan. Di antara proyek-
proyek tersebut adalah proyek pembangunan industri kimia terintegrasi dan proyek
pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia saat ini sedang mengadakan
proyek pembangunan industri petrokimia terintegrasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan
plastik nasional yang terus meningkat. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2027
dengan total investasi sebesar Rp65,80 triliun. Produk yang dihasilkan berupa Etilen dan
turunannya dengan estimasi total kapasitas sebesar 5,93 juta ton per tahun. Pembangunan
industri petrokimia terintegrasi turut mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan serta Major
Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Dengan dukungan ini, diharapkan proyek
industri petrokimia terintegrasi dapat turut mendukung kebijakan dan strategi
pembangunan untuk beberapa tahun ke depan.

Proyek industri petrokimia terintegrasi akan memberikan beberapa dampak terhadap
perekonomian Indonesia, antara lain penghematan devisa negara, peningkatan PDB, dan
penyerapan tenaga kerja. Penghematan devisa melalui substitusi plastik impor diestimasikan
mencapai US$6 miliar per tahun. Proyek ini juga akan memiliki dampak langsung terhadap
PDB sebesar Rp41 triliun. Selain itu, proyek ini diestimasikan akan menyerap tenaga kerja
sebesar 25.000 pekerja selama pembangunan proyek dan 830 pekerja tetap setelah
pembangunan selesai.
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Proyek prioritas swasta berikutnya adalah proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan
industri yang akan menampung perusahaan industri pengolahan logam dan komposit,
industri baterai kendaraan listrik, industri panel surya, dan industri petrokimia dalam lahan
seluas 10.000 hektar. Konstruksi utama kawasan industri ini ditargetkan selesai pada tahun
2024, dan pengembangan kawasan industri ditargetkan selesai pada tahun 2029. Total
investasi proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan industri ini diestimasikan sebesar
Rp1.953,60 triliun. Dukungan pemerintah untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan
industri ini diberikan dalam bentuk penetapan proyek dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)
berdasarkan Permenko Perekonomian No.9/2022.

Pengembangan dan pengelolaan kawasan industri 10.000 hektar ini turut mendukung
Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas
Dan Berkeadilan serta Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Proyek ini
beserta perusahaan di dalamnya ditargetkan akan melibatkan sekitar 100.000 pekerja
selama masa konstruksi dan sekitar 60.000 pekerja pada fase operasi. Selain itu, proyek ini
turut melibatkan beberapa proyek energi hijau seperti PLTA 10 GW dan panel surya 10 GW
sebagai sumber energi terbarukan bagi perusahaan di kawasan industri.

2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah,
serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali
dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2022, pengembangan wilayah
pada tahun 2023 ditujukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19
dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring
pergeseran preferensi permintaan konsumen ke arah gaya hidup sehat dan pembangunan
berkelanjutan. Pengembangan wilayah juga bertujuan untuk memperbaiki rantai produksi
dan rantai nilai di tingkat wilayah, dan meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian
masing-masing wilayah. Dalam perspektif kesinambungan transformasi sosial ekonomi
nasional, pengembangan wilayah diarahkan untuk semakin memperkuat integrasi
perekonomian domestik dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Untuk
mencapai tujuan dan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan wilayah dilakukan
melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan secara terpadu yang
ditunjang dengan penguatan ketahanan terhadap bencana.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi dan transformasi sosial ekonomi wilayah
dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk
memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan
wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat konektivitas dan
perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong
realisasi investasi, khususnya di kawasan-kawasan strategis, melalui penerapan sistem
Online Single Submission (OSS). Salah satu syarat agar sistem perizinan investasi OSS
berjalan dengan efisien adalah terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam
format digital. Oleh karena itu, penuntasan RDTR serta sinkronisasi program pemanfaatan
ruang pada kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas.
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Kawasan Strategis yang Menjadi Fokus Pengembangan

Kawasan
Industri (K1)

Kawasan

Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

dan Destinasi Pariwisata Pengembangan
serta Revitalisasi

Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN)
di perbatasan negara

Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN)

Kawasan
Transmigrasi

Upaya peningkatan daya tarik dan daya saing kawasan-kawasan strategis tersebut dilakukan
dengan memadukan penyediaan paket insentif fiskal bagi pelaku usaha, penuntasan tata
ruang dan penyediaan lahan/tanah, percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar
kawasan, dan berbagai inisiatif badan usaha, termasuk badan usaha swasta dan/atau Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengembangan kawasan perkotaan, baik Wilayah Metropolitan (WM), kota besar, kota
sedang, kota kecil, kota baru, Ibu Kota Nusantara, maupun kawasan perkotaan di dalam
wilayah kabupaten diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul pembentukan
rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pembangunan perkotaan
akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan
publik, penguatan kerja sama antara kota-kota utama dan kota-kota penyangganya,
penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan layanan infrastruktur.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2023, pemerataan pembangunan
antarwilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas
pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan
dilakukan dengan memadukan kebijakan afirmatif pemerintah dengan pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya di kawasan dan daerah yang relatif
Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Fokus pemerataan pembangunan wilayah pada tahun
2023 adalah percepatan penyediaan pelayanan dasar di daerah 3T, khususnya di pulau-
pulau kecil terluar dan terdepan, dan di kawasan rawan bencana, serta kebijakan afirmatif
peningkatan konektivitas daerah 3T dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat.
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Selanjutnya, upaya pencapaian tujuan-tujuan pengembangan wilayah di atas perlu
antisipasi tantangan dan risiko yang bersifat eksternal maupun domestik (nasional dan
lokal). Isu-isu eksternal yang sudah diidentifikasi di subbab Tantangan dan Risiko
Perekonomian berupa risiko berkepanjangannya pandemi COVID-19 dan efek luka yang
ditimbulkannya pada perekonomian, instabilitas politik di Eropa (Rusia-Ukraina), kenaikan
harga energi di pasar global, dan transisi kebijakan energi di Cina pada tingkat lokal. Selain
itu, diperkirakan terdapat tantangan dan risiko peningkatan kesenjangan digital
antarwilayah, ketidaksesuaian antara sisi penawaran skill angkatan kerja dan kebutuhan
baru dunia usaha dalam pasar kerja pascapandemi, ketidaksiapan pelaku UMKM
mengadopsi standar baru kesehatan, instabilitas harga kebutuhan pokok, belum pulihnya
daya beli masyarakat, backlog pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah, serta
ketidaksiapan daerah mengantisipasi risiko bencana dan perubahan iklim.

Dengan memperhatikan capaian pembangunan wilayah pada Tabel 2.8 (Pembangunan
Wilayah Tahun 2021 dan 2022), tantangan dan risiko domestik serta eksternal, dan sasaran
pembangunan wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.14, secara khusus strategi
pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah
pulau atau kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan
dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah
pembangunan tersebut adalah Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa
Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.

Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh wilayah
tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan, dan
mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan
wilayah di sini terutama didasarkan pada tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha,
kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi di daerah. Sedangkan
penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan besaran risiko
bencana alam wilayah seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung berapi,
dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan
kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit
(pandemi).

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memperkuat peran Sumatera sebagai
lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) memacu pertumbuhan sektor industri,
khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan, dan sektor pariwisata
pascapandemi COVID-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang
berdaya saing internasional; (3) mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir
barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T; dan (4)
mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional. Industrialisasi di Wilayah Sumatera bertumpu pada hilirisasi komoditas-
komoditas utama wilayah, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, tebu, serta
perikanan tangkap dan budi daya. Selama ini sebagian besar komoditas-komoditas tersebut
diekspor ke luar wilayah dalam bentuk bahan mentah sehingga potensi nilai tambah yang
cukup besar dari proses pengolahan menjadi produk turunan tidak dapat diperoleh. Strategi
percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera sebagai berikut

(1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI dan KEK secara penuh melalui
optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal terutama bagi KPBPB Sabang,
KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan
Aerospace, KI Sadai, KI Tenayan, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Nongsa, dan KEK Batam
Aero Technic;
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(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau
Toba dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi, Destinasi
Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, serta DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung
Kelayang berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu,;
memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan,
dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis;

merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala
usaha rakyat;

meningkatkan kapasitas, jangkauan, distribusi pelayanan dasar, dan sistem
transportasi serta kelayakhunian kota-kota termasuk WM Medan, WM Palembang, dan
kota-kota lainnya,;

meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama
antardaerah dalam upaya peningkatan daya saing wilayah antara lain melalui forum
kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT);

meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas
tanah;

meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan
kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah
vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, baik Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang, melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
mengembangkan komoditas unggulan wilayah dengan berorientasi pada peningkatan
produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Sumatera sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

memastikan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan
menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi) dan layanan kesehatan (difokuskan pada
puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);

memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM), khususnya pada bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial,
serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil;

mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan
pulau-pulau terluar melalui peningkatan SPM dan perluasan jaringan listrik,
telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan
konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat
keterkaitan dengan kota-kota terdekat;

mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang
menghubungkan kawasan tengah dan barat Pulau Sumatera dengan jaringan
infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur;

memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis
ekosistem pariwisata,;

meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) dengan sektor unggulan kewilayahan Sumatera serta peningkatan
pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, dan akuntabel;

mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat—
daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;

mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh berbasis kinerja dan
mempersiapkan exit strategy yang terukur dari dana otonomi khusus untuk mendorong
pertumbuhan provinsi dan perbaikan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat.
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Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Sumatera sebagai berikut

(1) memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini yang diikuti dengan pemutakhiran data
kebencanaan, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya gempa dan
tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, serta kebakaran lahan dan hutan;

(2) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;

(3) meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah;

(4) meningkatkan kesadaran bencana di masyarakat dan revitalisasi kearifan lokal dalam
tanggap bencana;

(5) memperkuat kerja sama multipihak dan lintas daerah dalam sinergi pendanaan
penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2023 adalah (1)
terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan
kesenjangan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang
dalam Tabel 2.18. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan
kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.18
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Target Tahun 2023

Indikator K K
Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Baebl:l Rie:t;
Pertumbuhan 3,9- 5,2— 5,0- 3,2- 4,6— 5,3- 4,7- 4,5- 4,6— 4,9-
Ekonomia 4.3 5,4 5,3 3,4 4.8 5,5 5,1 5,0 4.9 5,3
Tingkat 13,71- 7,25- 4,65- 6,00 6,25- 10,85- 12,95- 9,68~ 3,48- 4,35-
Kemiskinanb) 14,00 7,50 6,00 6,50 6,50 11,00 13,50 10,20 3,50 5,00
E,g;gi‘;t o H9- 52— 54— 39- 38 41 3,0- 3,6- 3,8~ 7,9-
ganggu 53 59 6,0 43 3,8 4,6 3,5 4,3 4,4 8,2
Terbukab)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN /Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) memantapkan pertumbuhan
ekonomi Wilayah Jawa bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan
budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri
manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk
yang berorientasi ekspor; (2) mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah ke arah
Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal
dengan bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif; (3) meningkatkan
kualitas lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang; serta (4) meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya
penguatan mitigasi bencana. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah
Jawa-Bali sebagai berikut

(1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI Terpadu Batang, KI Pancapuri, KI
Subang, KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, serta KEK Gresik
melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal yang disesuaikan dengan
potensi/tema pengembangan kawasan,;
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(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

mempercepat pengembangan kawasan-kawasan pariwisata unggulan berdasarkan
keuntungan kompetitifnya yang meliputi DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP Bromo-
Tengger-Semeru, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-
Pangandaran, Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi, serta Revitalisasi
Destinasi Pariwisata Bali;

meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung
pengembangan kawasan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, perbaikan
kesesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi
sesuai kebutuhan lapangan kerja, dan pengembangan BLK;

meningkatkan kelayakhunian dan peran WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang,
WM Surabaya, WM Denpasar dan beberapa kota lainnya sebagai pusat layanan
pendukung sektor industri dan ekonomi kreatif;

meningkatkan konektivitas kawasan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan
distribusi melalui penyediaan sarana konektivitas inter dan intrawilayah, penyediaan
transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan, serta
pengembangan sistem transportasi multimoda;

meningkatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah, perizinan investasi dan
memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah melalui
forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali;

meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan, dan pengelolaan limbah untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW
maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui
pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;

meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, pengamanan lahan pertanian budi
daya, dan pemantapan rantai nilai di wilayah Jawa-Bali.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Jawa-Bali sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

meningkatkan hubungan desa-kota di Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara
dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang bertumpu
pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;

mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antara Jawa bagian utara
dengan Jawa bagian selatan, dan Bali bagian utara dengan Bali bagian selatan sebagai
akselerator pemerataan ekonomi;

memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di daerah, khususnya
pada bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum;
meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan
sektor unggulan kewilayahan Jawa-Bali serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas
belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel,
mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat-daerah,
peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;

meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan
menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi) serta layanan kesehatan (difokuskan
pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);

mengoptimalkan pelaksanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis
kinerja melalui pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat istiadat
berdasarkan Grand Design Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2022-2042;
meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
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Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Jawa-Bali sebagai berikut

(1) pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa upaya difokuskan untuk
mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor;

(2) penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara difokuskan
untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah;

(3) peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini kebencanaan, dan
pengembangan data kebencanaan;

(4) pemantapan kelembagaan di daerah hingga desa disertai pemberdayaan masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran bencana;

(5) revitalisasi mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, khususnya dalam hal
sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 adalah (1) pulihnya
pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di
perdesaan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target
sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.19. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan
adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.19
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Target Tahun 2023

Indikator DKI Jawa Jawa D. L Jawa oo Bali
Jakarta Barat Tengah  Yogyakarta Timur
Pertumbuhan 52-53 52-53  5,1-53 5,3-5,6 54-55  53-55  6,3-6,7
Ekonomi?
Tingkat 3,00- 5,64— 9,35~ 10,51- 8,65- 3,95~ 1,90-
Kemiskinan®) 3,50 6,25 10,00 11,00 9,50 5,00 2,00
Tingkat
Pengangguran 7,0-7,0 8,1- 8,2 4,6- 3,1~ 4,2~ 8,0-8,2 3,54,2
5,3 3,3 4,7

Terbukab)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN /Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (1) mengoptimalkan keunggulan
wilayah khususnya pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan
pariwisata, dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) mendorong transformasi
ekonomi daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya
melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);
(3) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk
pertanian, perikanan, dan pertambangan; dan (4) menuntaskan pemulihan pascabencana di
Nusa Tenggara. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara
sebagai berikut

(1) menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di
Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan
Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk
(masterplan) yang telah disusun;
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(2)

(3)

(8)

9)

meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antarwilayah
kepulauan serta memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional
utama Bali;

meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan,
perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk food estate serta
mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis;

mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi;

mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk penyiapan sumber daya
manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi
wilayah;

mendorong pemenuhan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan;
meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan
pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air
minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum
perkotaan,;

meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama,
pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan
regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas
tanah;

(10) mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui

pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;

(11) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan dengan berfokus pada

peningkatan produksi dan produktivitas.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

(1)

(2)

(7)

mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi,
kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan
kota-kota kecil dan sedang;

mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) Atambua dan PKSN Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan
nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;

menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama pendidikan dasar
dan menengah serta pelayanan kesehatan yang berkualitas;

memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM khususnya pada
bidang perumahan rakyat, sosial dan pekerjaan umum;

meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan
sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara serta peningkatan pendapatan daerah,
kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan
akuntabel;

mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat—
daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Nusa Tenggara, sebagai berikut

(1)
(2)

(3)
(4)

penguatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal;

pemutakhiran data kebencanaan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana
deteksi dini bencana;

penguatan kerja sama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana;
pengembangan sinergi multipihak dalam pembiayaan penanggulangan bencana.
Adapun penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada wilayah berisiko tinggi
bencana, kawasan-kawasan strategis pariwisata, dan daerah-daerah relatif padat
penduduk.

-11.74 -



Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023 adalah
(1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan
kesenjangan khususnya di perdesaan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang
berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.20. Sasaran ini ditetapkan
dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah
pandemi COVID-19.

Tabel 2.20
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Target Tahun 2023

Indikator
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi? 6,3-6,5 5,2-5,9
Tingkat Kemiskinanb 11,85-13,00 15,56-16,50
Tingkat Pengangguran Terbukab) 2,2-2,6 2,8-3,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN /Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) menjaga perannya sebagai paru-
paru dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi
nasional; (2) mengurangi kesenjangan antarwilayah yang difokuskan pada pembangunan
Wilayah Kalimantan bagian utara terutama di wilayah perbatasan; (3) mendorong
diversifikasi ekonomi wilayah dan hilirisasi industri yang bertumpu pada komoditas-
komoditas utama seperti batu bara, migas, bauksit, pasir zirkon, pasir kuarsa, bijih besi,
karet, kelapa sawit, dan perikanan; dan (4) mengembangkan pusat pertumbuhan baru
berbasis sistem tiga kota Ibu Kota Nusantara-Samarinda-Balikpapan. Strategi percepatan
pertumbuhan dan transformasi Wilayah Kalimantan sebagai berikut

(1) membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya,;

(2) meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang
meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KI Surya Borneo, KI Ketapang, KI
Tanah Kuning, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi
Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang;

(3) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao dan
perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan
rantai pasok dengan industri pengolahnya;

(4) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk WM Banjarmasin, sebagai pusat
pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;

(5) mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dengan didukung
korporasi petani;

(6) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama,
pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan
regulasi daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan;

(7) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas
tanah;

(8) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW
maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui
pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.
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Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Kalimantan sebagai berikut

(1) memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda
transportasi dengan jaringan jalan Trans Kalimantan;

(2) mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan
ekonomi lokal,

(3) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN
Jagoi Babang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Midang, PKSN Nunukan, dan PKSN Long
Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas
negara;

(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah
3T khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas;

(5) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan
sektor unggulan kewilayahan Kalimantan serta peningkatan pendapatan daerah,
kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan
akuntabel;

(6) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat-daerah,
peningkatan daya saing, dan inovasi daerah,;

(7) meningkatkan akses masyarakat, khususnya di daerah 3T, terhadap pelayanan
pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja;

(8) meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta
ketangguhan terhadap ancaman bencana alam.

Secara geografis, Wilayah Kalimantan dinilai relatif aman dari ancaman bencana gempa,
namun, memiliki risiko tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim
kemarau disebabkan oleh tingginya kandungan gambut, praktik membuka lahan baru
dengan cara pembakaran, dan kondisi cuaca. Sedangkan pada musim hujan, kota-kota besar
di Wilayah Kalimantan juga menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh ekosistem
gambut dan rawa yang rusak, perkembangan kawasan permukiman yang sangat cepat
sehingga menghilangkan sebagian besar daerah resapan air, sempadan sungai, dan
buruknya sistem drainase perkotaan. Untuk itu, strategi penguatan ketahanan bencana
Kalimantan adalah

(1) penguatan kerja sama multipihak khususnya dengan perusahaan perkebunan dalam
pencegahan dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya kebakaran
hutan dan lahan;

(2) peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap risiko bencana;

(3) revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam tanggap bencana,;

(4) peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis serta penataan
dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di perkotaan, dalam rangka
pencegahan banjir;

(5) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis dan
peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran
data kebencanaan;

(6) mendorong kerja sama multipihak dan lintas daerah dalam sinergi pendanaan
penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran ini ditetapkan dengan
mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah
terdampak pandemi COVID-19.
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Tabel 2.21
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Target Tahun 2023

Indikator Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Barat Tengah Selatan Timur Utara
Pertumb}lhan 5,2-5.6 5,9-6,3 4,9-5,0 5,2-5,5 5,5-5,8
Ekonomia
Tingkat Kemiskinanb) 5,25-6,00 3,85-4,50 3,44-4,00 4,11-5,30 4,31-6,00
Tingkat Pengangguran 4,2-4.4 3,6-3,6 3,9-4,0 5,1-5,7 4,0-4,2

Terbukab)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN /Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN /Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk (1) memantapkan peran sebagai hub
kawasan timur untuk jalur perdagangan internasional, (2) meningkatkan peran sebagai salah
satu lumbung pangan nasional, (3) meningkatkan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk
mempertahankan kesinambungan pertumbuhan wilayah melalui hilirisasi komoditas
unggulan dan pengembangan sektor pariwisata, (4) mendorong pemerataan pembangunan,
dan (5) memperkuat mitigasi bencana khususnya di daerah yang memiliki kerawanan
bencana alam tinggi. Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan nilai tambah
di tingkat wilayah difokuskan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas-
komoditas unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, dan kelapa sawit
untuk sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan;
hasil perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan
seperti aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Sulawesi, sebagai berikut

(1) memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui percepatan realisasi investasi
serta optimalisasi peran kawasan meliputi KEK/KI Palu, KEK Bitung, KI Takalar, serta
DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar;

(2) meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan
sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Makassar dan WM Manado;

(3) mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah yang meliputi
pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan
kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan
pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya;

(4) memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi serta meningkatkan investasi
melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah;

(5) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas
tanah;

(6) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW
maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.
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Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Sulawesi, sebagai berikut

(1) memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, melalui percepatan penerapan SPM
khususnya di bidang perumahan rakyat, air minum dan sanitasi, sosial, dan
trantibumlinmas. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan dengan
kebutuhan input industrialisasi Wilayah Sulawesi, yaitu pendidikan menengah,
pendidikan kejuruan/vokasional, dan pendidikan tinggi terapan;

(2) meningkatkan pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan, kawasan
transmigrasi, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal;

(3) mempercepat penyambungan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang
menghubungkan kota-kota kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi
utama Trans Sulawesi;

(4) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan
sektor unggulan kewilayahan Sulawesi serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas
belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel,

(5) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat-daerah,
peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;

(6) menguatkan upaya pengurangan risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi
sosial ekonomi akibat dampak bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di
Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Sulawesi, sebagai berikut

(1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki
risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi,
likuefaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi,

(2) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;

(3) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pemutakhiran data kebencanaan;

(4) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi
pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, dan
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Sulawesi tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran utama pembangunan Wilayah Sulawesi
ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.22
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Target Tahun 2023

Indikator

Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Gorontalo Sulawesi
Utara Tengah Selatan Tenggara Barat
Pertumbuhan Ekonomi?® 5,3-6,0 13,3-14,1 6,0-6,7 6,2-6,6 4.8-5,4 3,2-4,6
5,83- 8,85- 7,75- 9,15- 12,87- 9,51-

. . . b ) H 9 b ki ’
Tingkat Kemiskinan® 6,50 9,50 8,00 10,00 14,00 10,00
Tingkat Pengangguran 6,1- 2,7- 4,1- 3,0- 2,2— 2,0-
Terbukab) 6,2 2,8 4.4 3,2 2,6 2,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I1I-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.
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2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk (1) mempercepat transformasi ekonomi
wilayah melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan wilayah yaitu
perikanan, pertambangan, dan perkebunan; (2) memantapkan peran Wilayah Maluku
sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN); (3) mempercepat pengembangan sektor pariwisata
berbasis gugus pulau; dan (4) memperkuat konektivitas antarpulau dan intrapulau untuk
mendukung transformasi ekonomi. Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Maluku sebagai berikut

(1) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri
pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di KI Teluk Weda dan industri pengolahan
potensial lainnya;

(2) mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja untuk menyiapkan sumber
daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan
pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;

(3) meningkatkan produktivitas usaha perikanan melalui optimalisasi SKPT Moa, SKPT
Saumlaki, SKPT Morotai dan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terintegrasi
dengan pelabuhan perikanan di KTI,

(4) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan kelapa, pala, cengkeh,
perikanan tangkap dan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan
produktivitas;

(5) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya
DPP/KEK Morotai sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah
disusun, dan pengembangan kawasan pariwisata potensial lainnya;

(6) mempercepat pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara
dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah;

(7) mengembangkan simpul transportasi dan aksesibilitasnya dalam menghubungkan
pusat pertumbuhan wilayah;

(8) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama,
pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan
regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Maluku;

(9) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas
tanah;

(10) mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui
pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Maluku sebagai berikut

(1) mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi,
pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang dilakukan simultan dengan
meningkatkan peran kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal;

(2) memperkuat konektivitas antarpulau dan intrapulau khususnya dengan meningkatkan
prasarana dan sarana penyeberangan antarpulau dan jalan lingkar pulau;

(3) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan
secara merata di wilayah kepulauan;

(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM khususnya pada
bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas;

(5) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan
sektor unggulan kewilayahan Maluku serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas
belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel,;

(6) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-
daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.
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Selanjutnya, untuk strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Maluku sebagai berikut

(1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki
risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi seperti gempa bumi, erupsi
gunung berapi, banjir, dan tanah longsor;

(2) perbaikan sistem logistik/distribusi dan pengendalian harga pada komoditas strategis
untuk mengantisipasi terganggunya pelayaran antarpulau akibat cuaca ekstrem dan
gelombang laut yang tinggi;

(3) penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;

(4) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran
data kebencanaan;

(5) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi
pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Maluku tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran utama pembangunan Wilayah Maluku
ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.23
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Target Tahun 2023

Indikator
Maluku Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi?) 5,1-5,3 15,6-17,2
Tingkat Kemiskinanb) 14,78-15,50 4,64-5,70
Tingkat Pengangguran Terbukab) 6,1-6,3 3,7-3,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN /Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada (1) mempercepat pembangunan
kesejahteraan dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi,
Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay melalui penyediaan pelayanan dasar serta
perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesempatan kerja bagi
Orang Asli Papua; (2) memfasilitasi transformasi ekonomi wilayah khususnya melalui
hilirisasi komoditas unggulan pertanian; (3) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus
berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua; (4) memperkuat
kerja sama dan kemitraan antardaerah melalui pendekatan berbasis wilayah adat; (5)
mengoptimalkan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat untuk memfasilitasi aktivitas
sosial ekonomi serta pergerakan penduduk dan barang; serta (6) memperkuat peran distrik
sebagai pusat data informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan
masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah. Untuk itu, strategi percepatan
pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua sebagai berikut
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(3)

()

(6)

(7)

(8)

()

melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antara pusat-pusat
produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti KEK Sorong dan KI
Teluk Bintuni, dengan terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi
investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;

mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang potensial untuk
dikembangkan, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong dan kota sedang Jayapura
yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat pelayanan dasar dan
ekonomi dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum
dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman;
mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di Ibu Kota Provinsi di
Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang
merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan,
kelautan dan perikanan seperti sagu, kopi, kakao, pala, kenaf, sapi, kelapa, perikanan
tangkap, dan perikanan budi daya dalam rangka penyiapan basis industri manufaktur
dan industri jasa, serta pengembangan sentra produksi pangan (food estate) di Merauke;
mendorong ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih dengan mempercepat pengembangan sentra
kelautan perikanan terpadu dan pariwisata bahari;

mempercepat pengembangan kapasitas dan keterampilan hidup pemuda Papua untuk
mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan
sumber daya manusia, kewirausahaan, pelatihan vokasi, pengembangan pusat-pusat
keahlian ketenagakerjaan (skill development center), serta pengembangan kreativitas dan
inovasi pemuda asli Papua;

meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama,
pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi daerah, serta penataan
regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Papua;
meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah adat/ulayat serta peningkatan daya
dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon;
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW
maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, untuk strategi pemerataan intrawilayah Papua sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan
hidup sehat dan bersih di masyarakat, dalam rangka menuju Papua Sehat melalui
percepatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat, akses, kualitas, dan tata kelola
pelayanan kesehatan; serta pemenuhan tenaga kesehatan secara merata di wilayah
Papuas;

memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul,
kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, dalam rangka menuju Papua
Cerdas melalui percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta
pemenuhan tenaga pendidik secara merata di Wilayah Papua;

meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi
ekonomi lokal yang berdaya saing, dalam rangka menuju Papua Produktif melalui
peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing
industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah;
penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata;
serta pengembangan pemerataan kawasan ekonomi;

memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di bidang sosial,
perumahan rakyat, dan trantibumlinmas terutama di lokasi afirmatif seperti daerah
tertinggal dan kawasan perbatasan dengan memperluas cakupan dan kualitas
pelayanan dasar, serta terus melakukan kebijakan pengembangan mobile health services
dan sekolah alam dengan pendekatan culture based learning;
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(5) mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan perbatasan termasuk
kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat dan distrik;

(6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan kampung (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan
sektor unggulan kewilayahan Papua serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas
belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel,;

(7) mengoptimalkan, fungsi dan peran GWPP, dalam memperkuat sinergi pusat-daerah,
peningkatan daya saing dan inovasi daerah;

(8) mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua melalui
koordinasi penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024;

(9) mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan keamanan dan ketertiban.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Papua sebagai berikut

(1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi dengan risiko
gempa bumi, tanah longsor, dan banjir;

(2) penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;

(3) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran
data kebencanaan;

(4) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi
pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Papua tertuang dalam Tabel 2.24. Sasaran utama pembangunan Wilayah Papua ditetapkan
dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah
terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.24
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Target Tahun 2023

Indikator
Papua Barat Papua
Pertumbuhan Ekonomi?) 3,1-4,1 8,7-9,2
Tingkat Kemiskinanb) 17,05-19,00 23,45-25,00
Tingkat Pengangguran Terbukab) 5,1-5,3 2,1-2,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I[II-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN /Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.
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2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk mendorong
peningkatan produktivitas perekonomian dalam rangka transformasi ekonomi yang inklusif
dengan menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan

dan kegiatan investasi publik dengan dampak langsung serta melakukan optimalisasi

pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber
pendanaan.

2.4.1 Prioritas Pendanaan

Pandemi COVID-19 masih membayangi pembangunan nasional, namun dengan kondisi
yang mulai mereda. Oleh karena itu, pada tahun 2023 pemerintah akan fokus mendorong
pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi
pada tahun-tahun berikutnya. Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 memerlukan
beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat
maupun daerah, dengan fokus pada kegiatan (1) mendorong produktivitas perekonomian
pada beberapa sektor dengan nilai tambah tinggi, (2) menjaga daya beli masyarakat, dan (3)
revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, terdapat beberapa agenda pembangunan lain yang
akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2023 di antaranya pembangunan Ibu Kota
Nusantara, persiapan pemilu 2024, serta berbagai agenda pembangunan prioritas lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja untuk
mengoptimalisasi pendanaan yang tersedia. Efisiensi dilakukan dengan penundaan kegiatan
yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat
urgensi tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang
tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi
dalam belanja, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan di
antaranya melalui pinjaman, hibah, dan penerbitan SBN.

Dalam pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan refocusing TKD
dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana
COVID-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa
untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah
dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni pemulihan ekonomi dan transformasi
yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional, perlu dilakukan percepatan
penyiapan proyek-proyek dan kegiatan. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung bangkitnya
perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan
lapangan kerja serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara
dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (last resort). Adanya
refocusing, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai
momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui
berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema pendanaan inovatif.

2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan
2.4.2.1 Sumber Pendanaan dalam APBN

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan SBN, pinjaman, dan hibah dari dalam dan
luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral,
(2) lembaga keuangan (bank dan nonbank), dan (3) investor, baik perseorangan maupun
badan usaha. Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak dan PNBP akan digunakan
untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas
pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar serta pembangunan
infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi.

- 11.83 -



Dengan adanya konsolidasi fiskal berdasarkan amanat UU No. 2/2020 bahwa mulai tahun
anggaran 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari
PDB. Untuk itu, perlu dilakukan penajaman pemanfaatan pembiayaan baik melalui
penerbitan SBN maupun pinjaman dengan fokus pada PN yang pencapaian targetnya
didukung oleh MP, serta beberapa fokus lainnya seperti penanganan pandemi COVID-19,
persiapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan percepatan pemulihan
ekonomi dengan karakteristik kegiatan yang memiliki nilai tambah dan daya ungkit
(leveraging) yang tinggi serta dimanfaatkan dengan prinsip efisien dan efektif.

Pemanfaatan pembiayaan melalui penerbitan SBN akan difokuskan pada kegiatan
penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas, baik PN yang
pencapaian targetnya didukung oleh MP serta beberapa fokus lainnya seperti penanganan
pandemi COVID-19, persiapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan
percepatan pemulihan ekonomi. Adapun penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek,
sebagai bagian dari SBN, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan
sarana pelayanan umum, dan pemberdayaan industri dalam negeri yang kegiatannya
memiliki aset yang dapat digunakan sebagai underlying.

Penerbitan SBSN dapat digunakan untuk membiayai secara langsung PN melalui
pelaksanaan kegiatan MP. Salah satunya yaitu untuk pembiayaan proyek yang akan
dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, di antaranya infrastruktur transportasi
darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta infrastruktur sumber daya air. Selain itu, juga
dimanfaatkan untuk pelayanan umum, seperti sektor pendidikan dan agama, pertanian dan
perkebunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan konservasi sumber daya alam.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri diarahkan untuk kegiatan yang memiliki nilai
tambah yang tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep
baru (piloting), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya
(blended finance). Pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan pada upaya percepatan
pemulihan ekonomi nasional serta mendorong transformasi ekonomi dan percepatan
investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, pinjaman luar negeri
juga digunakan untuk melanjutkan kegiatan pada beberapa sektor prioritas antara lain
pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur;
penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan; ketahanan
air dan pangan; ketahanan energi; manajemen risiko bencana; mendukung kegiatan riset,
inovasi, dan pengembangan teknologi; serta meningkatkan kemampuan pertahanan dan
keamanan. Selanjutnya, pinjaman luar negeri juga dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas
lainnya secara selektif.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat
mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk
mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon,
peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi
untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), berbagi
pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan.
Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1)
peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, (2) menaikkan profil/kredibilitas
proyek, (3) capacity building, dan (4) derisking proyek.

2.4.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)
Kebijakan TKD pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk

(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat
dan daerah;

(2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan
transparan;
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(3) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga
iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat;

(4) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan
kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui (a) pemanfaatan
creative financing (pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan/atau KPBU); (b)
melakukan integrated funding (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah,
sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan (c) pengembangan pembiayaan
berkelanjutan.

Penggunaan TKD diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan,
pendidikan, dan infrastruktur, dengan tujuan pemerataan layanan khususnya pemenuhan
SPM, perbaikan infrastruktur publik, dan pencapaian prioritas nasional. Selain itu,
pemerintah akan mengalihkan alokasi program, kegiatan, dan anggaran kementerian yang
telah menjadi urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kepada pemerintah
daerah secara bertahap.

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas
pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah
penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan
daerah, serta kepada daerah nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas
negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Arah kebijakan DBH TA
2023 adalah

(a) melanjutkan kebijakan DBH earmarked (DBH CHT dan DBH DR) untuk sektor-sektor
prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan;

(b) mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui
kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah;

(c) meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan realisasi T-
1 sesuai ketentuan perundang-undangan,;

(d) pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta
lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah
berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam 1 wilayah provinsi;

() penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH perkebunan sawit, antara lain untuk
dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah;

() memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Arah kebijakan DAU
TA 2023 adalah sebagai berikut

(a) penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU No. 1/2022
tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);

(b) peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui
kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi
pendapatan dan karakteristik daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan,
konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

() meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan
umum, serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU
yang ditentukan penggunaannya (earmarked);

(d) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada pemda mengenai
pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.
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Dana Alokasi Umum didorong untuk meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD di
antaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk
mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional
dan membantu operasionalisasi pelayanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan
oleh pemerintah. Dana Alokasi Khusus terdiri atas DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah
kepada Daerah. Kebijakan Alokasi DAK ditujukan untuk

(a) pencapaian Prioritas Nasional (PN);

(b) percepatan pembangunan daerah;

(c) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
(d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
() mendukung operasionalisasi pelayanan publik.

DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana
dan prasarana layanan publik daerah. Arah kebijakan DAK Fisik TA 2023, adalah

(a) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu
dengan tujuan:
(i) pencapaian Prioritas Nasional (PN);
(ii) percepatan pembangunan daerah;
(iii) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah; dan
(iv) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

(b) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan
spasial dalam rangka pencapaian outcome yang optimal;

(c) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui
optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran,
penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;

(d) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan
penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan,;

(e) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD,
APBN, maupun sumber pendanaan lainnya;

(f) menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang
lainnya;

(g) pemerintah dalam pengelolaan DAK Fisik untuk mempercepat pembangunan daerah,
dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif pada pengalokasian
DAK Fisik.

Bidang DAK Fisik TA 2023 adalah

(a) DAK mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari bidang antara
lain
(i) bidang pendidikan;
(i) bidang kesehatan (termasuk KB);
(iii) bidang air minum;
(iv) bidang sanitasi.
(b) DAK mendukung konektivitas daerah, yaitu bidang jalan;
(c) DAK mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terdiri dari 3
tematik yaitu
(i) tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari bidang (1) pariwisata,
(2) Industri Kecil dan Menengah (IKM), (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), (4) perdagangan, (5) lingkungan hidup, dan (6) jalan;
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(ii) tematik penanganan kawasan kumuh, terdiri dari bidang (1) air minum, (2) sanitasi,
dan (3) perumahan dan permukiman;

(iii) tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di
daerah afirmasi, terdiri dari bidang (1) transportasi perdesaan, (2) transportasi
perairan, (3) jalan, dan (4) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET).

(d) DAK mendukung ketahanan pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu
(i) tematik pengembangan food estate, terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3)
jalan, dan (4) kehutanan;
(ii) tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan
hewani) terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3) kelautan dan perikanan, dan
4) jalan.

Daftar menu kegiatan dan daerah lokasi prioritas DAK Fisik TA 2023 tertuang pada Sistem
Informasi Krisna DAK berdasarkan hasil kesepakatan Multilateral Meeting DAK Fisik.

DAK Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik
daerah. Kebijakan DAK Nonfisik TA 2023 diarahkan untuk

(a) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada
pertumbuhan ekonomi,

(b) melanjutkan penguatan bidang pendidikan melalui (i) penerapan unit cost majemuk bagi
dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan; (ii) perluasan sasaran tunjangan
guru dengan penambahan output guru PPPK untuk Dana TPG, Tamsil Guru, dan TKG;
dan (iii) pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana
BOP Kinerja;

(c) penguatan bidang kesehatan melalui (i) penyaluran langsung Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas dan (ii) peningkatan
kualitas dan ketepatan data pelayanan UKM di tingkat puskesmas dengan menambahkan
rincian menu Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);

(d) Dana Alokasi Khusus Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Penjabaran arah kebijakan tersebut dituangkan dalam kelompok DAK Nonfisik untuk
mendukung operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta kelompok DAK
Nonfisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prioritas nasional atau
amanat regulasi lainnya.

DAK Nonfisik terdiri dari

(@) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang terdiri dari (i) Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dan (iii) BOP Pendidikan
Kesetaraan;

(b) Tunjangan Guru ASND yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan
Penghasilan (Tamsil) Guru ASND dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah
Khusus;

(c) BOP Museum dan Taman Budaya,;

(d) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);

(e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);

(f) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK;

(g) Dana Pelayanan Kepariwisataan;

(h) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah;

(i) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

(j) Dana Fasilitasi Penanaman Modal,

(k) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan

() Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM.
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Hibah Daerah

Hibah Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik
daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Kebijakan Hibah Daerah TA 2023 diarahkan untuk

() mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan
sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan
daerah;

(b) sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah;

(c) menguatkan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana
serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian,;

(d) menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah serta peningkatan koordinasi
dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah
kepada daerah dan mengoptimalkan output.

Jenis Hibah Daerah TA 2023 antara lain

(a) Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yaitu:
(i) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP);
(i) Mass Rapid Transit (MRT) Project;
(iii) Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READ-SI);
(iv) The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND);
(v) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/ National Urban Water Supply Project (NUWSP).

(b) Hibah Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, yaitu
(i) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia;
(ii) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage
Project (PCSP);
(iii) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL).

(c) Hibah Dalam Negeri yang Dihibahkan, yaitu:
(i) Nationwide Water Hibah Program,;
(ii) Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat);
(iii) Hibah Jalan Daerah.

(4) Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam
undang-undang mengenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan Dana Otsus TA 2023 adalah
sebagai berikut

(a) meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dengan mengacu kepada Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan
Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2023-2024 dengan target dan capaian keluaran
yang jelas dan terukur serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan
Otsus;

(b) meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata
kelola;

(c) Dana Otsus Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh
dialokasikan setara dengan 1 persen dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU No.
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan

(d) pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip
interoperabilitas antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau
layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- 11.88 -



Dana Otsus Aceh

Arah kebijakan umum Dana Otsus Aceh tahun 2023 adalah untuk mendanai pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur; pemberdayaan ekonomi rakyat; pengentasan kemiskinan,;
pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta program pembangunan pelaksanaan
keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. Pendanaan tersebut dilakukan dalam
rangka penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam,
peningkatan kesiapan mitigasi, dan ketahanan terhadap bencana serta pencapaian sasaran
pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks
pembangunan manusia, dan rasio gini).

Sehubungan dengan akan berkurangnya besaran Dana Otsus Aceh pada tahun 2023 turun
sebesar 1 persen dari total DAU Nasional, maka dalam mendukung arah kebijakan Dana
Otsus Aceh Tahun 2023 perlu dilakukan perbaikan tata kelola sebagai berikut

(a) menguatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif,
transparan, akuntabel, dan adil;

(b) meningkatkan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;

() memperkuat koordinasi, kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh
dengan pemerintah kabupaten, kota, dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian,
penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pemanfaatan dana;

(d) memperbaiki fokus, kualitas, dan prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam
rangka persiapan usainya penyaluran Dana Otsus Aceh pada tahun 2028;

() mengalokasikan Dana Otsus sesuai bidang yang ditentukan dan selaras dengan isu
strategis Provinsi Aceh terutama mengatasi kemiskinan yang tinggi, memperbaiki
standar hidup layak, serta menurunkan prevalensi stunting bagi bayi;

() mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otsus dengan kegiatan yang
didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra
pembangunan; dan

(g) memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Dana Otsus Papua

Arah kebijakan umum Dana Otsus Papua tahun 2023 ditujukan untuk pembangunan,
pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli
Papua dan penguatan lembaga adat; pengembangan SDM seperti pendanaan pendidikan,
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta pendanaan pembangunan
infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi
lingkungan.

Pemanfaatan penerimaan daerah dalam rangka Otsus Papua terdiri atas (a) tambahan DBH
sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar selisih antara 70 persen
(tujuh puluh persen) dengan persentase DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi
dan gas alam bagian daerah sesuai UU No. 1/2022; (b) Dana Otsus sebesar 2,25 persen (dua
koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi DAU Nasional; dan (c) Dana Tambahan
Infrastruktur yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan,
energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan (besaran DTI ditetapkan
antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi
pada setiap tahun anggaran). Pengalokasian Dana Otsus Papua dilakukan berdasarkan
kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta
kinerja pengelolaan. Selain kebijakan pemanfaatan tersebut, arah kebijakan umum Dana
Otsus provinsi di Wilayah Papua dalam meningkatkan penatakelolaan adalah sebagai berikut

(a) menetapkan pengalokasian Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU
Nasional, hal ini sesuai dengan UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.
21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
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(b) mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk 1 persen block grant dan
1,25 persen performance based grant berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

() meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Wilayah Papua dengan mengacu
pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2023-2024 yang dapat
menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan belanja pemerintah; menggunakan
sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi berbasis prinsip
interoperabilitas; serta mempertimbangkan hasil sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi,
dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otsus di Wilayah Papua oleh
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua/Badan Pengarah
Papua; dan

(d) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah dan masyarakat.

Mengingat arahan penggunaan Dana Otsus akan mempertimbangkan aspek kinerja, maka
pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan wilayah Papua
sebagai berikut

(@) meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada kebijakan
dalam rencana induk dan terintegrasi dengan rencana aksi agar target/capaian output
jelas dan terukur, serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan
Otsus dengan tujuan untuk (i) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi
basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian; (ii mendorong pengembangan
wilayah dan percepatan pembangunan kesejahteraan berbasis tujuh wilayah adat; (iii)
mempercepat pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP); serta (iv)
mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan
kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua;

(b) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan masyarakat dalam penyaluran,
pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian
kinerja Dana Otsus;

() memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota
di Papua secara bertahap hingga tercapainya Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif;
dan

(d) memfokuskan pembangunan Wilayah Papua ditujukan untuk (i) meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Papua yang ditunjang dengan akses pelayanan kesehatan yang
berkualitas untuk menuju Papua Sehat; (i) meningkatkan masyarakat Papua yang
berkepribadian unggul, berkarakter, dan berdaya saing untuk menuju Papua Cerdas;
dan (iii) meningkatkan kompetensi, daya saing, kreativitas, dan inovasi masyarakat
Papua dalam pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menuju Papua Produktif.

(5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dana Keistimewaan DIY adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung
urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai
keistimewaan Yogyakarta. Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY TA 2023 sebagai berikut

(a) melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang
mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja
pemerintah yang relevan;

(b) melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana
Keistimewaan;

(c) melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan DIY;

(d) membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara
SIKD dengan APBD.
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Arah kebijakan Dana Keistimewaan meliputi peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam
mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan yang
diselaraskan dengan prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target outcome
pusat-daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-
masing kabupaten/kota di DIY. Sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana
Keistimewaan, dilakukan dengan memperhatikan (1) penguatan dan pemberdayaan
masyarakat berlandaskan budaya dan adat; (2) penguatan tata kelola pemerintahan yang
partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; serta
(3) pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemajuan daerah.

(6) Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk
mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Arah kebijakan Dana Desa TA 2023 adalah
sebagai berikut

(a) penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan
(i) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa;
(ii) performance based dalam melaksanakan pengelolaan DD dan dukungan desa dalam
menyinergikan penggunaan DD sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui
penilaian kinerja desa dalam penghitungan alokasi kinerja.

(b) pengalokasian DD berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian DD secara terpisah
pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.

(c) penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional,

utamanya untuk

(i) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan
ekstrem maksimal 25 persen;

(ii) bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa;

(iii) penggunaan sebagian DD untuk dana operasional pemerintah desa;

(iv) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting,
mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung
pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Arah kebijakan penggunaan DD juga meliputi arahan pemanfaatan DD untuk peningkatan
produktivitas melalui diversifikasi ekonomi desa, peningkatan produksi pertanian bernilai
tinggi dan berkualitas ekspor, intensifikasi pertanian, perluasan kesempatan dan lapangan
kerja yang layak, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan vokasional
dan manajerial. Selain itu, penggunaan DD juga diarahkan untuk memperkuat dukungan
fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama bagi desa tertinggal dan berkembang
melalui pembangunan/rehabilitasi pasar desa dan sarana prasarana kelompok usaha
masyarakat desa, pembangunan sistem pembuangan dan daur ulang sampah, serta
penguatan ketahanan bencana. Terakhir, penggunaan DD diarahkan untuk meningkatkan
akses pelayanan dasar desa terutama untuk fasilitas kesehatan dan jaringan air bersih dan
sanitasi, serta elektrifikasi melalui energi baru terbarukan berkelanjutan berskala desa.
Pertimbangan arah kebijakan DD tersebut menyesuaikan dengan tema dan arah kebijakan
RKP 2023 yang telah dibahas melalui hasil forum multilateral meeting dana desa. Untuk
memperbaiki mekanisme penyaluran DD dilakukan dengan (i) memisahkan penyaluran DD
earmarked dan non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan; (ii) melanjutkan
penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD; (iii) melanjutkan pemberian reward
penyaluran DD dalam dua tahap kepada desa berstatus mandiri; dan (iv) melanjutkan
penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD jika terdapat desa bermasalah atau
kepala desa menyalahgunakan DD.
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2.4.2.3 Sumber Pendanaan Nonpemerintah

Kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur sebagai bentuk komitmen pemerintah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat, namun hal ini
dihadapkan pada kondisi kapasitas APBN/APBD yang semakin terbatas. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber
pendanaan/pembiayaan nonpemerintah sebagaimana paradigma pendanaan infrastruktur
yang menjadikan APBN/APBD sebagai sumber daya terakhir (last resort) dan mendorong
skema pembiayaan kreatif serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38/2015.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dengan
badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal
antara pemerintah dan badan usaha. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dilakukan
untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui
investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (unsolicited) pada penyediaan
infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya
optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU, pemerintah melalui badan usaha
pelaksana dapat menyediakan infrastruktur dengan tepat waktu (on schedule), tepat
anggaran (on budget), dan tepat layanan (on service).

Skema pendanaan infrastruktur melalui KPBU memiliki beberapa keunggulan. Dari sisi
pemerintah, KPBU menjadi opsi dalam menjawab tantangan keterbatasan pendanaan
pemerintah. Sedangkan dari sisi badan usaha, KPBU memiliki nilai pengembalian yang
kompetitif, pembagian risiko yang sesuai, peraturan dan regulasi pendukung yang lengkap,
serta adanya penjaminan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan
sudah mulai dikembangkan juga untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan
tingkat kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan
nasional, maka sesuai dengan Perpres No. 38 /2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas No.
2/2020, Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang
terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan dalam proses penyiapan. Hal ini
untuk memberikan kepastian kepada badan usaha yang berminat untuk berpartisipasi
dalam proyek KPBU.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU,
pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar-K/L yang tergabung dalam
Kantor Bersama KPBU sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan, penyiapan,
transaksi, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring), serta pengevaluasian proyek-proyek
yang akan menggunakan skema KPBU. Kantor Bersama KPBU juga berfungsi sebagai pusat
informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan KPBU. Kantor Bersama
KPBU juga telah memiliki SOP untuk proses fasilitasi kepada K/L/D maupun juga badan
usaha. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama KPBU tersebut sesuai dengan
kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan proyek, arah
kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandardisasi proses
penyeleksian proyek KPBU (screening) dengan memperkuat analisis Value for Money dan
aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen
menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap perencanaan,
penyiapan, transaksi, dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN dan/atau APBD; dan
(3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan proyek.
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Untuk meningkatkan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, beberapa upaya
juga dilakukan oleh pemerintah, antara lain (1) identifikasi proyek yang membutuhkan dan
memungkinkan dilaksanakan melalui pembiayaan kreatif; (2) menghubungkan berbagai
sumber pembiayaan kreatif seperti pemanfaatan dana filantropi, dana pensiun, serta dana
kelolaan jangka panjang; dan (3) sinergi dan optimalisasi skema KPBU, pengelolaan hak
terbatas dan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam pembiayaan
kreatif.

Pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR),
filantropi, dan dana keagamaan akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial,
lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana tersebut akan diselaraskan
kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Selanjutnya, diharapkan banyak investasi publik dapat didanai dari
bauran berbagai sumber pendanaan (blended finance) untuk kegiatan dengan manfaat publik
yang besar terutama yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (blended finance) diperlukan
beberapa langkah di antaranya menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan
peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan dan memosisikan pembiayaan pemerintah
sebagai pengungkit (leveraging) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan
nonpemerintah.

Sejalan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara yang telah ditetapkan, berbagai
sumber pembiayaan/pendanaan yang tidak memberatkan APBN/APBD juga diupayakan
untuk dapat mendukung penyiapan, pembangunan, dan proses pemindahan Ibu Kota
Negara. Oleh karena itu, dilakukan pendalaman berbagai skema kerja sama serta bentuk
dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk dapat mengoptimalkan
pembiayaan/pendanaan dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2.4.2.4 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan
pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU,
(3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian,
pendanaan dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19,
persiapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan percepatan pemulihan
ekonomi dengan sumber utama berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP Tahun
2023 juga diarahkan untuk pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung
terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan
infrastruktur daerah, dan industri.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan
melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut,
terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi lintas
K/L dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan,
penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi kegiatan;
(2) pengembangan integrasi sistem serta data pada dokumen perencanaan dan
penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir.
Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja
negara. Pada sisi penguatan sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan pengembangan dan
perluasan mekanisme hibah ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (output based
transfer). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin
pencapaian PN di daerah.

- 11.93 -



2.4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKP Tahun 2023 diperlukan optimalisasi
pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBN maupun non-APBN. Strategi
yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

(1) melanjutkan proyek yang sedang berjalan

Kementerian/lembaga perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan
untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai
sebelum masa RPJMN berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi salah
satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.

(2) mengakomodasi kegiatan prioritas

Proyek dengan tingkat urgensi tinggi perlu dilaksanakan, sehingga dalam penyediaan
pendanaannya K/L perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan existing dengan
melakukan (a) penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas;
(b) memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman; dan (c) mengoptimalkan alokasi yang
telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

(3) meningkatkan kesiapan proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi
kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan
pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Untuk itu,
diperlukan penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun
kesiapan teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan
pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2023 pendanaan terhadap kegiatan akan
difokuskan pada (a) pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi; (b) prioritas
nasional; (c) proyek prioritas strategis (Major Project) seperti pembangunan Ibu Kota
Nusantara; (d) prioritas lainnya seperti persiapan pemilu 2024; dan (e) arahan Presiden.
Setelah kegiatan tersebut telah sesuai dengan fokus pendanaan tahun 2023 maka kegiatan
yang siap untuk dilaksanakan diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan
memberikan efek pengganda pada perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Kesiapan kegiatan khususnya aspek teknis seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap
digunakan; dan (b) dokumen pendukung kegiatan seperti Feasibility Study (FS)/Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lelang. Aspek teknis
lainnya yang perlu ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi
organisasi proyek, prosedur pelaksanaan, SDM, serta sumber daya pendukungnya. Apabila
kegiatan yang diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada
tahun 2023, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
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BAB III
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tema RKP Tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penentuan tema dan
sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi
pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi
publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika
pandemi COVID-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

9

3.1 RPJMN Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden
3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

encana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020. Dokumen RPJMN Tahun
20202024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap akhir yang
menentukan pencapaian target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Dokumen RPJPN Tahun 2005-2025 mengamanatkan sasaran pembangunan jangka
menengah tahun 2020-2024 adalah "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing."

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, RPJMN Tahun
2020-2024 menetapkan Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024

(44

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
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@ Kedaulatan berada di

tangan rakyat.

@ Negara memajukan
kebudayaan nasional.

@ TNI bertugas

mempertahankan,

melindungi, dan

memelihara keutuhan
dan kedaulatan negara

V'

Berdaulat

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam
sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur
Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi,
Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan

@ Perekonomian nasional
diselenggarakan
berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi,
herkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta
dengan menjaga
keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi
nasional

@ Perekonomian disusun

sebagai usaha bersama
berdasar atas asas
kekeluargaan

Berkepribadian

Berlandaskan
gotong royong

Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan Poin Nawacita Misi Presiden
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Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka serta mempercepat pencapaian
tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden juga mengamanatkan penyusunan Visi
Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Amanat ini juga ditujukan untuk meneguhkan
kembali tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia
2045 diarahkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan RPJMN periode 2020-2024
menjadi momentum awal upaya pencapaian Visi Indonesia 2045.

Pembangunan Pemerataan
Ekonomi Berkelanjutan Pembangunan

A /

Pembangunan Manusia Pemerataan
serta Penguasaan limu Ketahanan Nasional
Pengetahuan dan dan Tata Kelola

Teknologi Pemerintahan

‘-~
o @ Pilar Visi

! Indonesia
2045

Dalam Visi Indonesia 2045 telah ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan middle income
trap (MIT) dan menjadi negara maju atau high-income country sebelum tahun 2045. Untuk
mencapai cita-cita tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu mencapai rata-rata 5,7
persen sampai dengan tahun 2045. Kontribusi pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur
Indonesia (KTI) juga terus didorong hingga mencapai 25 persen terhadap nasional. Sebagai
titik awal pencapaian Visi Indonesia 2045, transformasi ekonomi dilakukan sesuai arahan
Presiden sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Gambar 3.1
Sasaran PDB per Kapita menuju High-Income Country Pasca COVID-19

2043
RPJMN Keluar dari
2020-2024 sebagai titik awal middle-income trap 15.287
pencapaian Visi 2045 (MIT)
PDB per kapita
: ‘ (USD)
11.332

«— TPBISDGS 20172030 oy

Tahun 2019
Indonesia menjadi negara
upper-middie income
(USD 4050)

3430

6,8% ¢ 6,6% @ Rata-rata pertumbuhan (%)
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
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3.1.2 Arahan Presiden

Arahan Presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia
2045 mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan
Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

&)

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi
ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri
dengan memanfaatkan sumber daya manusia,

infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan

reformasi birokrasi.

Pembangunan SDM )
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global.
/
I
Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. )
Penyederhanaan Regulasi A
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law,
terutama menerbitkan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja
dan UU Pemberdayaan UMKM.
/
P i i N
enyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas
prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
(jabatan stuktural). Y,
. . N\
Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah

tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh raykat Indonesia. Yy,

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020-2024 yang disusun berlandaskan
RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan tujuh
agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang meliputi (1) memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
(5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan
iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Selanjutnya tujuh agenda pembangunan ditetapkan menjadi tujuh prioritas nasional dalam
RKP Tahun 2023. Pemetaan visi RPJMN 2020-2024 dijabarkan ke dalam masing-masing
agenda pembangunan sebagai berikut.

-1I1.4 -



Berkepribadian
Berdaulat berlandaskan
gotong royong

Agenda
1

Memperkuat M_engembangkan Meningkatkan ~ Revolusi Mental Memperkuat Membangun Memperkuat
Ketahanan Wilayah untuk Sumber Daya dan Pembangunan  Infrastruktur Lingkungan Stabilitas
Ekonomi untuk Mengyrangi Manusia Kebudayaan untuk Hidup, Polhukhankam
Pertumbuhan Kese_n]ar)gan dan  Berkualitas dan Mendukung Meningkatkan dan Transformasi
yang Berkualitas Menjamin Berdaya Saing Pengembangan Ketahanan Pelayanan Publik
dan Berkeadilan Pemerataan Ekonomi dan Bencana, dan

Pelayanan Dasar  Perubahan Iklim

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan
3.2.1 Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan
arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun
2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024,
dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 mempertimbangkan:

Arahan Evaluasi Kebijakan Forum
Presiden Tahun 2022 Konsultasi Publik

Kinet}zslglesleau:;man Sasaran RPJIMN
Tahun 2021 Tahun 2020-2024

Kerangka Dinamika Isu Strategis
Ekonomi Makro Pandemi COVID-19 yang menjadi Perhatian

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan
pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada
tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya
berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali
sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan
upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi
seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU),
pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca-COVID-19 diproyeksikan akan terus
mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh
menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun
waktu sepuluh tahun terakhir.

Gambar 3.2
Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas
Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Output Perbandingan Total Factor Productivity (TFP)
(persen, yoy) (index =2010)
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Sumber: BPS, Oxford Economics, Asian Productivity Database, 2021

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi
ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan
untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi
dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi COVID-19, Indonesia harus tumbuh lebih
tinggi dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar
dari MIT dan menjadi negara maju. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung
pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di
dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor
informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah
tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan
peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem
kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelegence (Al) dan big data, disrupsi rantai
pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma
pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan
mengembalikan pertumbuhan potensial pada level sebelum pandemi. Selanjutnya,
pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam
mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.
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Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

sebagai “Game Changer” untuk Menuju Indonesia Maju
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Hub Udara Antarwilayah
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Penguatan Enabler: Reformasi Fiskal, Reformasi Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi

Transformasi ekonomi Indonesia dilaksanakan pada seluruh daerah. Provinsi Bali, yang
paling terdampak negatif pandemi, menjadi daerah percontohan atau pilot project melalui
pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau,
Tangguh, dan Sejahtera. Dalam jangka menengah-panjang, transformasi ekonomi Bali
dilakukan melalui (1) Bali Pintar dan Sehat, (2) Bali Produktif, (3) Bali Hijau, (4) Bali
Terintegrasi, (5) Bali Smart Island, dan (6) Bali Kondusif. Semangat transformasi ekonomi
yang dilakukan di Provinsi Bali menjadi praktik baik yang perlu diadopsi oleh provinsi lain
melalui penyelarasan strategi jangka menengah-panjang dengan transformasi ekonomi
Indonesia.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih
terdapatnya scars akibat krisis COVID-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat
kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha
secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi
perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses
dan kesempatan.
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PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN PERLUASAN
PERKEMBANGAN DAN PENGURANGAN AKSES DAN

EKONOMI i KEMISKINAN i KESEMPATAN

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan
bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas, sehingga penciptaan lapangan kerja,
penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian, dan peningkatan produktivitas
perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi
kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin
menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari
MIT maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi
semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023
adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui
revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha,
pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.
Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan
kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta
percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air
bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan
untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu
merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor
pengembangan wilayah dan desa.
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Gambar 3.3
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023
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EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
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® Pembangunan lbu Kota Nusantara dengan peningkatan decent job Ekonomi
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5. Integrasi

’ ’ Perekonomian

Domestik
BERKELANJUTAN 6. Pemindahan IKN

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
(respons terhadap perubahan iklim)

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan
produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan
orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang
terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan
demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan
pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-
sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2 Sasaran Pembangunan
Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

(1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan
indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan
(d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi
pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b)
tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai
tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator
pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.
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Tukar Petani/
NTP (Nilai)

105 - 107

Tukar Nelayan/
NTN (Nilai)

107 - 108

/ N A N N/ N/
& Pertumbuhan © & Tingkat [ X} . .. &¢& Penurunan & & Indeks
R Rasio Gini .
Ekonomi Pengangguran (Nilai) Emisi Gas Pembangunan
(%) Terbuka fal Rumah Kaca Manusia
(%) (%)
53-55 53-6,0 0,375 -0,378 27,02 73,31-73,49

NS

[ X) Tingkat
Kemiskinan

(%)

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah
kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan
pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia
usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon
dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan

infrastruktur dasar, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tema RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi
vang Inklusif dan Berkelanjutan

| Arah Kebijakan

Percepatan
penghapusan
kemiskinan ekstrem

Peningkatan kualitas
SDM: kesehatan dan
pendidikan

Penanggulangan pengangguran

decent job

Revitalisasi industri
dan penguatan riset
terapan

Pembangunan rendah
karbon dan transisi
energi (respons terhadap
perubahan iklim)

Percepatan
pembangunan
infrastruktur dasar
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Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi
pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana
termuat pada infografis di bawah ini.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset
Ekstrem dilaksanakan melalui strategi: Terapan dilaksanakan melalui strategi:

* Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri
* Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
dalam Pembangunan

* Penguatan Sistem Jaminan Sosial
¢ Percepatan Modernisasi Pertanian
* Peningkatan Pemerataan Pembangunan

%o

Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi
Energi (Respons Terhadap Perubahan lklim)
dilaksanakan melalui strategi:

Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan
Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:

4
@

« Penguatan Sistem Kesehatan Nasional * Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah
¢ Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Karbon

Pendidikan dan Pendidikan Karakter) * Percepatan Transisi Energi dengan
Pengembangan Energi Ramah Lingkungan

S Ip

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Penanggulangan Pengangguran Disertai
99 9 9an9g Dasar dilaksanakan melalui strategi:

dengan Peningkatan Decent Job
dilaksanakan melalui strategi: ¢ Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi
* Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital

® Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas

=

€3

e Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha

Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
dilaksanakan melalui strategi:

| ]
* Percepatan Revitalisasi Pariwisata ' 'n
* Memperkuat Peran UMKM dalam

Perekonomian Nasional

Pembangunan Ibu Kota Nusantara
dilaksanakan melalui strategi:

4
3t

b2

* Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar
di Ibu Kota Nusantara

E

3.3 Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas
Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang
terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023
sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga
dimaksudkan untuk menjaga ke'sinambungan pembangunan serta mengoptimalkan
efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas
Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.
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Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut.

_}l Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
™ | [ 4 yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan
dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c)
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP)
secara berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio
kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c)
pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri
pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa
pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan
kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan
ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan
jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.
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"‘LO Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
‘5;’ Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a)
laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan
persentase penduduk miskin KTI;

(2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan
masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a)
laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan
persentase penduduk miskin KBIL

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
4 Y
“ .. dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola
kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total
Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan
kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan
mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam
program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan
rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;

(3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan
dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan
Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada
balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan
jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria,
() meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta,
(g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun,
(h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun,
serta meningkatkan (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca,
matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun
ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;

(6] Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui
peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks
Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda
(IPP);

5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan
rentan yang memiliki aset produktif;

©6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan
(a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas,
(b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class
university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian
menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation
index.
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PN4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

0

@

3)

@

)

6)

Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk
memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan
Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks
Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks
Pembangunan Kebudayaan;

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan
Masyarakat;

Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat
dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan
meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan
Keluarga, dan (b) median usia kawin pertama perempuan;

Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian
Nilai Budaya Literasi.

E Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
— Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

0]

@

3)

)

)

Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan
mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian
layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan
per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010,
(c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi
(kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan
air baku (kumulatif);

Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan
waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km),
(b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop),
(c) peningkatan kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar Track
Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase
capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;

Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong
(a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum
massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota), dan
(b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian
layak dan terjangkau di perkotaan;

Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan
mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan
kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (¢) penurunan emisi
GRK sektor energi (juta ton);

Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang
dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).
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: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
=7 Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

(1)

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong
meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim
dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat
dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi
GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

o
l’\ Pelayanan Publik
—

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

M

@

3

@

®)

Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya
kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan
terjaganya Lkesetaraan warga negara secara optimal dengan
meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik
terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks
pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;

Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan
mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan
indeks pelayanan publik nasional;

Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang
dapat dijaga keutuhannya.
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Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional (PN), pemerintah
menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek
Strategis Nasional yang terdiri dari 200 proyek dan 12 program, dengan rincian PN 1
didukung 26 proyek dan 6 program, PN 2 didukung 7 proyek dan 2 program, PN 3 didukung
3 proyek, PN 5 didukung 163 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major
Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap
pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan
Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa MP
dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN
tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan MP dapat dimutakhirkan melalui
RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber
pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan MP dapat terlaksana secara
lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43
MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan
pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan
tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP
disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut
adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik dan
signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, serta strategi pembangunan
tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1)
Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi
Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra
Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat
Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi
Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting,
(12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan
Fasilitas Pengolahan Limbah B3.
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Highlight Major Project RKP Tahun 2023

Y PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ™

Major Project Major Project Major Project Food Estate Major Project Major Project
Kawasan Industri Pengelolaan Terpadu (Kawasan Sentra Destinasi Pariwisata Akselerasi Pengembangan
Prioritas dan Smelter UMKM Produksi Pangan) Prioritas Energi Terbarukan
dan Konservasi Energi
. /

Major Project Wilayah Adat Papua: Major Project Pembangunan
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay Ibu Kota Nusantara

— PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Major Project Major Project Major Project Major Project
Reformasi Sistem Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Percepatan Penurunan
Perlindungan Sosial Kesehatan Nasional Vokasi untuk Industri 4.0  Kematian Ibu dan Stunting
- /

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan lklim

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Major Project Jaringan Major Project J'J!‘ajor Project Pemba.ngunan
Pelabuhan Utama Terpadu Transformasi Digital Fasilitas Pengolahan Limbah B3

S VAN /

Penerapan mekanisme Clearing House (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada
RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman
mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan bermanfaat
bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (not only sent but delivered).
Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya
pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran
pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading,
executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholder dalam
mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral meeting)
guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP
yang berorientasi pada pencapaian output MP pada tahun 2024.
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Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (1 dari 2)

Impact/Outcome

* Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;
 Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp508.8 - 574 triliun (2023);
¢ Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023);

® 14 kawasan industri prioritas (2023);
* Beroperasinya 31 smelter.

-
a

* Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan mencapai 22,5 Juta orang (2024);
 Tercapainya nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp646,1 triliun (2024);
* Pembangunan 14 kawasan industri dan 31 smelter;

* Dukungan termasuk penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara K/L, badiklat, industri dan pemda;
¢ Melakukan fasilitas penyusunan RTR/RDTR di sekitar kawasan industri.

Perencanaan, Perizinan dan
Tata Ruang Kawasan
Industri dan Smelter

Indikator

* Satu dokumen perizinan lahan.

RO/Proyek
* Pembangunan Kawasan Industri Takalar?.

BUMN

Keterangan:
@ : Proyek Berstatus PSN.

Pembangunan Infrastruktur
KI dan Smelter

frastruktur Dalam Kawasan

Indikator

* Terehabilitasinya satu badan usaha
gedung pengelola dan pirnas.

RO/Proyek

* Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan
Pirnas;

* Kawasan Industri Subang/Rebana
Technopolis Subang?;

* Pengembangan dan Pengelolaan
Kawasan Industri Tanah Kuning?.

Kemenperin, BUMN, Swasta
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Peningkatan Investasi
dan Promosi Ekspor

Peningkatan Investas

Indikator

* Satu sistem informasi yang
beroperasi.

RO/Proyek

* Pengembangan Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(0ss);

* Pembangunan Smelter Grade Alumina
Refinery (SGAR);

* Pembangunan Industri Petrokimia
Terintegrasi.

Kemeninves/BKPM, Kemendag,
Kemenperin, Kemen ESDM, BUMN,

)

Swasta
S
4
Promosi Ekspor
Indikator

 Terselesaikannya 20 perkara
perdagangan internasional.

RO/Proyek

* Rekomendasi Kebijakan Terkait Tindak
Lanjut Pelaksanaan Perundingan.

Kemendag




i

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter @ dari2)

Impact/Outcome

* Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;
* Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp508.8 - 574 triliun (2023);

* Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023);

* 14 kawasan industri prioritas (2023);

* Beroperasinya 31 smelter.

-

N
/

* Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan mencapai 22,5 Juta orang (2024);

* Tercapainya nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp646,1 triliun (2024);

* Pembangunan 14 kawasan industri dan 31 smelter;

* Dukungan termasuk penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara K/L, badiklat, industri dan pemda;
¢ Melakukan fasilitas penyusunan RTR/RDTR di sekitar kawasan industri.

AN

Harmonisasi Regulasi
dan Lainnya

Fasilitasi Kemitraan Usaha
dan Penyediaan SDM

Harmonisasi Regulasi

Indikator Indikator

* Penyerapan mahasiswa dan lulusan * Satu dokumen rekomendasi
DI s/d S1 kerja sama dengan Industri kebijakan.
sebanyak 10.754 orang.

RO/Proyek RO/Proyek

¢ Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIl * Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk
dan DIV Reguler; Industri dan Pertambangan;

* Mahasiswa dan Lulusan Program DI * Tingkat Implementasi P3DN dan
Kerjasama Industri. Peningkatan TKDN pada Subsektor

Pertambangan Mineral;
¢ Industri Smelter Logam Bukan Besi yang
Kemenperin termonitor dan terevaluasi
perkembangannya.

Kemendag, Kemenperin,
Kemen ESDM
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (i dari6)

Impact/Outcome

* Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada
tahun 2024;

* Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;

\Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

* Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;

* Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh,
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan
Sulawesi Selatan);

* Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;

\~ Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

/
I

v

O O
T

Penyediaan Akses Bahan Perluasan Akses Pasar dan Penyediaan Akses Bahan Perluasan Akses Pasar dan
Baku dan Ruang/Alat Kemitrausahaan Baku dan Ruang/Alat Kemitrausahaan

Produksi Bersama Produksi Bersama
Indikator Indikator
Indikator  Terlaksananya dukungan Indikator
¢ Terbangunnya 1 rumah

fasilitasi factory sharing
produksi bersama/factory untuk 1 koperasi.

 Terlaksananya dukungan

¢ Terbangunnya 1 rumah fasilitasi factory sharing

produksi bersama/factory untuk 1 koperasi.
sharing. sharing.
RO/Proyek RO/Proyek
RO/Proyek o RO/Proyek o
+ Industri Aneka dan IKM . _IS)I-;JakrliJ:gan Fasilitasi Factory « IKM Pangan, Furnitur dan . ?’;I;":':gan Fasilitasi Factory
ﬁlml_a_, Sandang,N(Iian i 9- Bahan Bangunan yang 9-
erajinan yang Mengikuti

Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan.

Mengikuti Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,
Kemendag, Kemenperin,

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,
Kemenkominfo, Kemendag,

Kemenperin, KPPU
Kemendag, Kemenperin

Kemendag, Kemenperin

/e ~ N
e Penyediaan Akses
) ) Pembiayaan Pembiayaan
Kurasi dan Standardisasi
(o Indikator Indikator
Indikator . Terlaksanan)_la penyaluran Indikator . Terlaksanan)_/a penyaluran
« Terlaksananya fasilitasi dana bergulir kepada 1 « Terlaksananya fasilitasi dana bergulir kepada 1
dan pembin).;an koperasi. dan pembinaan koperasi.
standardisasi dan sertifikasi RO/P K staqg?(rd!sas| gaz K RO/Proyek
roduk untuk 1.358 UMKM. rove sertifikasi produk untul ; .
P « Koperasi Penerima Dana 1.358 UMKM. . Kopen_asn Penerlr_n_a D_ana
Bergulir dan Fasilitasi Bergulir dan Fasilitasi
RO/Proyek Inkubator Wirausaha RO/Proyek Inkubator Wirausaha.
. ¢ Usaha Mikro yang Mendapat
: E;saintaayg:z };:Zr,l?b;?‘:g:apat Fasilitasi dan Pembinaan Kemen KUKM,
Standarisasi dan Sertifikasi Kemen KUKM, Standarisasi dan Sertifikasi Kemendes PDTT
Produk. Kemendes PDTT Produk.

Kemen KUKM, Kemenag,

Kemen KUKM, BSN,
Kemendag

— ™\ Kemenag, Kemendag Regulasi dan
Penggtl;:: :/H(M Pendataan UMKM
T 2\ | Indikator T Indlkator ,

Pendampingan SDM UMKM « Terwujudnya sistem Pendampingan S * Terwujudnya sistem
informasi terintegrasi

informasi terintegrasi

data tunggal UMKM. ) data tunggal UMKM.

Indikator Indikator

i RO/Proyek « Terlaksananya pelatihan RO/Proyek

« Terlaksananya pelatihan ° va p

bagi 80 UMKM sektor * Pendataan Lengkap bagi 60 UMKM sektor . Eﬁr:\gla(:\:an Lengkap

prioritas. KUMKM. prioritas. .
RO/Proyek q RO/Proyek Kemen KUKM, Kemenperin
« Usaha Mikro Sektor Prioritas e (U aiem s « Usaha Mikro Sektor Prioritas

yang menerima Pelatihan. yang menerima Pelatihan. _ J

Kemen KUKM, BSN, Kemen
ATR/BPN, Kemendes PDTT,
Kemnaker, Kemen PPPA,
Kemendikbudristek,
Kemenperin

Kemen KUKM, BSN, Kemen
ATR/BPN, Kemendes PDTT,
Kemnaker, Kemen PPPA,
Kemendikbudristek,
Kemenperin
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM ¢ dari6)

tahun 2024;

Impact/Outcome

 Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada

* Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

/

Sulawesi Selatan);

* Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
\- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

Output MP

* Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;

» Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh,
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan

/
\

/

Penyediaan Akses Bahan

Baku dan Ruang/Alat
Produksi Bersama

Indikator

¢ Terbangunnya 1 rumah
produksi bersama/factory
sharing.

RO/Proyek

* IKM Pangan, Furnitur dan
Bahan Bangunan yang
Mengikuti Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

Nusa Tenggara Timur

Perluasan Akses Pasar dan
Kemitrausahaan

Indikator

o Terlaksananya dukungan
fasilitasi factory sharing
untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

* Dukungan Fasilitasi Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,
Kemenkominfo, Kemendag,

Kemenperin, KPPU

Kurasi dan Standardisasi
Produk

Indikator

* Terlaksananya fasilitasi
dan pembinaan
standardisasi dan
sertifikasi produk untuk
1.358 UMKM.

RO/Proyek

¢ Usaha Mikro yang mendapat
Fasilitasi dan Pembinaan
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk.

Kemen KUKM, BSN,
Kemenag, Kemendag

Penyediaan Akses
Pembiayaan

Indikator

* Terlaksananya penyaluran
dana bergulir kepada 1
koperasi.

RO/Proyek

* Koperasi Penerima Dana
Bergulir dan Fasilitasi
Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM,
Kemendes PDTT

Penyediaan Akses Bahan
Baku dan Ruang/Alat
Produksi Bersama

Indikator

® Terbangunnya 1 rumah
produksi bersamalfactory
sharing.

RO/Proyek

* IKM Pangan, Furnitur dan
Bahan Bangunan yang
Mengikuti Program
Restrukturisasi
Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

an limur

Perluasan Akses Pasar dan
CULELEED]

Indikator

* Terlaksananya dukungan
fasilitasi factory sharing
untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

¢ Dukungan Fasilitasi Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN,
Kemeninves/BKPM,
Kemendag, Kemenperin,
KPPU

=~
Kurasi dan Standardisasi
Produk

Indikator

o Terlaksananya fasilitasi
dan pembinaan
standardisasi dan
sertifikasi produk untuk
1.358 UMKM.

RO/Proyek

* Usaha Mikro yang Mendapat
Fasilitasi dan Pembinaan
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk.

Kemen KUKM, BSN,
Kemenag, Kemendag

Pembiayaan

Indikator

* Terlaksananya penyaluran
dana bergulir kepada 1
koperasi.

RO/Proyek

* Koperasi Penerima Dana
Bergulir dan Fasilitasi
Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM,
Kemendes PDTT

« Terlaksananya pelatihan
bagi 60 UMKM sektor
prioritas.

RO/Proyek

* Usaha Mikro Sektor Prioritas
yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BSN, Kemen
ATR/BPN, Kemendes PDTT,
Kemnaker, Kemen PPPA,

* Terwujudnya sistem
informasi terintegrasi
data tunggal UMKM.

RO/Proyek

¢ Pendataan Lengkap
KUMKM.

Kemen KUKM,
Kemenperin

Kemendikbudristek,
Kemenperin

T )\ (g T 3
. Regulasi . Regulasi dan
ndampingan SDM M ndataan UMKM Pendampingai UMKM Pendataan UMKM
Indikator Indikator

Indikator

» Terlaksananya pelatihan
bagi 60 UMKM sektor
prioritas.

RO/Proyek

* Usaha Mikro Sektor Prioritas
yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM,
Kemen ATR/BPN,
Kemendes PDTT,

Kemnaker, Kemen PPPA,

Indikator

* Terwujudnya sistem
informasi terintegrasi
data tunggal UMKM.

RO/Proyek

* Pendataan Lengkap
KUMKM.

Kemen KUKM,
Kemenperin

Kemendikbudristek,
Kemenperin
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM ¢ dari6)

Impact/Outcome

* Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada
tahun 2024;

* Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;

K Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Sulawesi Selatan);

¢ Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;

Output MP

* Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;

» Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh,
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan

_/
\

\- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

v

Penyediaan Akses Bahan
Baku dan Ruang/Alat

Produksi Bersama

Indikator

¢ Terbangunnya 1 rumah
produksi bersama/factory
sharing.

RO/Proyek

* Prasarana Pascapanen
Tanaman Perkebunan.

Kemendag, Kemenperin,

Perluasan Akses Pasar dan
Kemitrausahaan
Indikator

 Terlaksananya dukungan
fasilitasi factory sharing
untuk 1 koperasi.
RO/Proyek

* Dukungan Fasilitasi Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,

Pendampingan SDI

Indikator

 Terlaksananya pelatihan
bagi 60 UMKM sektor
prioritas.

RO/Proyek

* Usaha Mikro Sektor Prioritas
yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, Kemen

ATR/BPN, Kemendes PDTT,

Kemnaker, Kemen PPPA,
Kemendikbudristek,

Kemendag, Kemenperin,
Kementan SIl(PPU :
J
~
Kurasi dan Standardi Penyediaan Akses
Produk
Indikator Indikator
 Terlaksananya fasilitasi  Terlaksananya penyaluran
dan pembinaan dana bergulir kepada 1
standardisasi dan koperasi.
sertifikasi produk untuk
1.358 UMKM.
RO/Proyek
N RO/Proyek
¢ Usaha Mikro yang Mendapat . X
Fasilitasi dan Pembinaan * Koperasi Penerima Dana
Standarisasi dan Sertifikasi Bergulir dan 'FaSI|ItBSI
Produk. Inkubator Wirausaha.
Kemen KUKM, BSN,
Kemenag, Kemendag Kemen KUKM,
Kemendes PDTT
~

Regulasi d
Pendataan UMKM

Indikator

* Terwujudnya sistem
informasi terintegrasi
data tunggal UMKM.

RO/Proyek

* Pendataan Lengkap
KUMKM.

Kemen KUKM,
Kemenperin

Kemenperin

Penyediaan Akses Bahan
Baku dan Ruang/Alat
Produksi Bersama

Indikator

* Terbangunnya 1 rumah
produksi bersama/factory
sharing.

RO/Proyek

¢ UKM/Sentra yang Difasilitasi

Pengembangan Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemendag

Perluasan Akses Pasar dan
Kemitrausahaan

Indikator

* Terlaksananya dukungan
fasilitasi factory sharing
untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

¢ Dukungan Fasilitasi Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,
Kemenkominfo, Kemendag,

KPPU
-
-
Kurasi dan Standardisasi I "3\
Produk Penyediaan Akses
Pembiayaan
Indikator
« Terlaksananya fasilitasi Indikator

dan pembinaan
standardisasi dan
sertifikasi produk untuk
1.358 UMKM.

RO/Proyek

* Usaha Mikro yang mendapat
Fasilitasi dan Pembinaan
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk.

Kemen KUKM, BSN,
Kemenag, Kemendag

/g
Pendampingan SDM UMKM

Indikator

 Terlaksananya pelatihan
bagi 60 UMKM sektor
prioritas.

RO/Proyek

* Usaha Mikro Sektor Prioritas
yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, BSN,
Kemen ATR/BPN, Kemendes
PDTT, Kemnaker, Kemen

* Terlaksananya penyaluran
dana bergulir kepada 1
koperasi.

RO/Proyek

* Koperasi Penerima Dana
Bergulir dan Fasilitasi
Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM,
Kemendes PDTT

. J

/2
Regulasi dan
Pendataan UMKM

Indikator

* Terwujudnya sistem
informasi terintegrasi
data tunggal UMKM.

RO/Proyek

* Pendataan Lengkap
KUMKM.

Kemen KUKM

PPPA, Kemendikbudristek,
Kemenperin
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM @ daris)

Impact/Outcome

* Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada
tahun 2024;

* Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

-~ [ outputmp__J

* Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;

* Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh,
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan
Sulawesi Selatan);

* Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
\\- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

J
I

/

DI Yogyakarta
Penyediaan Akses Bahan
Baku dan Ruang/Alat Perpg:nbe;:na/::(‘ses
Produksi Bersama Y

Indikator Indikator

« Terbangunnya 1 rumah . Terlaksanan){a penyaluran
produksi bersama/factory dana bergulir kepada 1
sharing. koperasi.

RO/Proyek RO/Proyek

* UKM/Sentra yang Difasilitasi * Koperasi Penerima Dana
Pengembangan Factory Bergulir dan Fasilitasi
Sharing. Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendag Kemen KUKM,
Kemendes PDTT
.
c Regulasi dan
aF:OS;zrl:da Pendataan UMKM
Indikator Indikator
o Terlaksananya fasilitasi * Terwujudnya sistem
dan pembinaan informasi terintegrasi
standardisasi dan data tunggal UMKM.
sertifikasi produk untuk RO/Proyek
1.358 UMKM.
« Sistem Informasi
RO/Proyek Terintegrasi Data Tunggal
* Usaha Mikro yang mendapat UMKM.
Fasilitasi dan Pembinaan
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk. Kemen KUKM
Kemen KUKM, BSN, ~ J

Kemenag, Kemendag

. J r
Pendampingan SDM UMKM
~
Perluasan Akses Pasar dan
Kemitrausahaan Indikator

. « Terlaksananya pelatihan
Indikator bagi 60 UMKM sektor
* Terlaksananya dukungan prioritas.

fasilitasi factory sharing
untuk 1 koperasi.

RO/Proyek RO/Proyek
e * Usaha Mikro Sektor Prioritas
* Dukungan Fasilitasi Factory yang menerima Pelatihan
Sharing. :

Kemen KUKM, BPOM,
BSN, Kemen ATR/BPN,
Kemendes PDTT,
Kemnaker, Kemen PPPA,
Kemendikbudristek,
Kemendag, Kemenperin

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,
Kemendag, KPPU
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM s dari 6)

tahun 2024;

Impact/Outcome

* Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada

* Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

/

Sulawesi Selatan);

* Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
\- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

Output MP

* Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
» Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh,
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.Il. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan

/
\

/

)

Penyediaan Akses Bahan
Baku dan Ruang/Alat

Produksi Bersama

Indikator

¢ Terbangunnya 1 rumah
produksi bersama/factory
sharing.

RO/Proyek

* UKM/Sentra yang Difasilitasi
Pengembangan Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemendag,

Kementan
8 3\
Kurasi dan Standardisasi
Produk

Indikator

* Terlaksananya fasilitasi
dan pembinaan
standardisasi dan
sertifikasi produk untuk
1.358 UMKM.

RO/Proyek

* Usaha Mikro yang Mendapat
Fasilitasi dan Pembinaan
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag,
Kemendag

e
rluasan Akses Pasar d
Kemitrausahaan

Indikator

* Terlaksananya dukungan
fasilitasi factory sharing
untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

* Dukungan Fasilitasi Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN,
Kemeninves/BKPM,
Kemendag, KPPU

Penyediaan Akses
Pembiayaan

Indikator

* Terlaksananya penyaluran
dana bergulir kepada 1
koperasi.

RO/Proyek

* Koperasi Penerima Dana
Bergulir dan Fasilitasi
Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM,
Kemendes PDTT

Yo
Regulasi dan
Pendataan UMKM

Indikator

* Terwujudnya sistem
informasi terintegrasi
data tunggal UMKM.

RO/Proyek

o Sistem Informasi
Terintegrasi Data Tunggal
UMKM.

Kemen KUKM

Pendampingan SDM

Indikator
* Terlaksananya pelatihan

bagi 60 UMKM sektor
prioritas.

RO/Proyek

¢ Usaha Mikro Sektor Prioritas
yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM,
BSN, Kemen ATR/BPN,
Kemendes PDTT,
Kemnaker, Kemen PPPA,
Kemendikbudristek,
Kemenperin

)

Penyediaan Akses Bahan
Baku dan Ruang/Alat

Produksi Bersama

Indikator

* Terbangunnya 1 rumah
produksi bersama/factory
sharing.

RO/Proyek

* UKM/Sentra yang Difasilitasi
Pengembangan Factory

Sharing.
Kemen KUKM,
Kemendag
=~
rasi dan Standardisasi
Produk
Indikator

 Terlaksananya fasilitasi
dan pembinaan
standardisasi dan
sertifikasi produk untuk
1.358 UMKM.

RO/Proyek

* Usaha Mikro yang mendapat
Fasilitasi dan Pembinaan
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag,
Kemendag

Perluasan Akses Pasar dan
Kemitrausaha

Indikator

* Terlaksananya dukungan
fasilitasi factory sharing
untuk 1 koperasi.

RO/Proyek

¢ Dukungan Fasilitasi Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,
Kemendag, KPPU

T Y

Penyediaan Akses
Pembiayaan

Indikator

 Terlaksananya penyaluran
dana bergulir kepada 1
koperasi.

RO/Proyek

* Koperasi Penerima Dana
Bergulir dan Fasilitasi
Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM,
Kemendes PDTT

=~
Regulasi dan
Pendataan UMKM

Indikator

* Terwujudnya sistem
informasi terintegrasi
data tunggal UMKM.

RO/Proyek

¢ Pendataan Lengkap
KUMKM.

Kemen KUKM

Indikator

* Terlaksananya pelatihan
bagi 60 UMKM sektor
prioritas.

RO/Proyek

* Usaha Mikro Sektor Prioritas
yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM,
BSN, Kemen ATR/BPN,
Kemendes PDTT,
Kemnaker, Kemen PPPA,
Kemendikbudristek,
Kemenperin
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM  dari 5)

Impact/Outcome

* Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada
tahun 2024;

* Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
* Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
¢ Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

-~ | outputmp ]

* Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;

* Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh,

Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan
Sulawesi Selatan);

* Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/factory sharing;
.

o

J
I

Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

/

Penyediaan Akses Bahan Perluasan Akses Pasar dan
Baku dan Ruang/Alat Kemitrausahaan

Produksi Bersama

Indikator

Indikator

 Terlaksananya dukungan

¢ Terbangunnya 1 rumah fasilitasi factory sharing

produksi bersama/factory untuk 1 koperasi.
sharing.
RO/Proyek RO/Proyek o
. * Dukungan Fasilitasi Factory
* UKM/Sentra Yang difasilitasi Sharing.
Pengembangan Factory
Sharing.

Kemen KUKM, Kemen
ATR/BPN, Kemeninves/BKPM,
Kemen PUPR, Kemendag,

Kemen KUKM, Kemen KP,
Kemendag

Kurasi dan Standard

Produk Penyediaan Akses
Pembiayaan
Indikator

 Terlaksananya fasilitasi

Indikator

dan pembinaan lak |
standardisasi dan : 'ger 2 ;ananﬁ{afeny: uran
sertifikasi produk untuk ana bergulir kepada !
1.358 UMKM. koperasi.

RO/Proyek RO/Proyek

* Usaha Mikro yang mendapat * Koperqsi Penerirln'a Dfana
Fasilitasi dan Pembinaan Bekrg:hr dan 'Fa5|lltf‘5|
Standarisasi dan Sertifikasi Inkubator Wirausaha.
Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemen KUKM,

Kemendag Kemendes PDTT

o
Pendampingan SDI

o
Regulasi dan
Indikator Pendataan UMKM

* Terlaksananya pelatihan

bagi 60 UMKM sektor Indikator
prioritas. * Terwujudnya sistem
RO/Proyek informasi terintegrasi
data tunggal UMKM.
* Usaha Mikro Sektor Prioritas 99
yang menerima Pelatihan; RO/Proyek

* Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) - Tematik * Pendataan Lengkap
Penguatan Destinasi KUMKM.

Pariwisata Proritas (DAK).

Kemen KUKM, BPOM, BSN,
Pemda, Kemen ATR/BPN,
Kemendes PDTT, Kemnaker, (G UL
Kemen PPPA,
Kemendikbudristek, )

Kemenperin
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Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (i dari3)

k di Kalimantan Tengah.

/ * Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);
* Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);

* Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 2020: 101,65; 2023: 105 — 107, 2024: 105, nasional);
* Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);

* Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);

* Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024

Impact/Outcome

/

* Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
¢ Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
* Terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).

/

Geospasial

Indikator

« Tersedianya kawasan untuk Food
Estate di Kalimantan Tengah.

RO/Proyek

* Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;

* SHAT Non Sistematis Kategori 3;

* PBT Non Sistematis Kategori 3;

* Jembatan yang dikembangkan di Kawasan
Transmigrasi Mendukung Ketahanan
Pangan;

* Lahan yang dibuka untuk Pembangunan
Kawasan Transmigrasi Mendukung
Ketahanan Pangan;

* Jembatan yang dibangun di Kawasan
Transmigrasi Mendukung Ketahanan
Pangan;

* Jalan Non- Status yang Dikembangkan di
Kawasan Transmigrasi Mendukung
Ketahanan Pangan;

* Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate;

* Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran
dalam Mendukung Ketahanan Pangan
(Food Estate)?;

* Bantuan Sarana Produksi Pertanian di
Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada
Kawasan Transmigrasi Yang Mendukung
Food Estate”;

* Irigasi - Tematik Pengembangan
Food Estate;

* Pertanian - Tematik Pengembangan Food
Estate;

* Kehutanan - Tematik Pengembangan Food
Estate.

Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT,
Pemda

N

(TR

Indikator

* Meningkatnya produktivitas pertanian di
kawasan Food Estate Kalimantan Tengah.

RO/Proyek

* Kawasan Padi;

* Benih sumber padi yang dihasilkan;

 Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food
Estate);

 Areal Pengendalian OPT Tanaman
Pangan?;

 Areal Penanganan DPI.

Kementan

Kalimantan Tengah

Indikator

* Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian di
Kalimantan Tengah.

RO/Proyek
* Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan;

* Prasarana Pascapanen Tanaman
Perkebunan.

Kementan
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Sumatera Utara

Geospasial

Indikator

* Tersedianya kawasan untuk Food Estate
di Sumatera Utara.

RO/Proyek

* Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;

* SHAT Non Sistematis Kategori 3;

* PBT Non Sistematis Kategori 3;

e Jalan - Tematik Pengembangan
Food Estate;

* Irigasi - Tematik Pengembangan
Food Estate;

® Pertanian - Tematik Pengembangan
Food Estate;

* Kehutanan - Tematik Pengembangan
Food Estate.

Kemen ATR/BPN, Pemda

Indikator

* Meningkatnya produktivitas pertanian
di kawasan Food Estate Sumatera Utara.

RO/Proyek
* Areal Pengendalian OPT Hortikultura;
* Optimasi Lahan?.

Kementan

- /

Keterangan:
2 : Proyek Berstatus PSN.
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Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) @ dari 3)

/ Impact/Outcome

* Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);

* Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);

* Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 2020: 101,65; 2023: 105 - 107, 2024: 105, nasional);

* Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);
 Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);

* Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024
\ di Kalimantan Tengah.

* Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
¢ Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
» Terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).

\\

Sumatera Selatan

[cLHEHEL

Indikator

* Tersedianya kawasan untuk Food Estate
di Sumatera Selatan.

RO/Proyek

* Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;

* Irigasi - Tematik Pengembangan
Food Estate;

* Pertanian - Tematik Pengembangan
Food Estate;

Kemen ATR/BPN, Pemda
- J

‘@ )

Indikator

* Meningkatnya produktivitas pertanian
di kawasan Food Estate Sumatera Selatan.

RO/Proyek

* Kawasan Padi;

¢ Benih sumber padi yang dihasilkan;

 Areal Pengendalian OPT Tanaman
Pangan?;

* Areal Penanganan DPI.

Kementan
- )

Keterangan:
@ : Proyek Berstatus PSN.
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Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) G dari 3

-

Impact/Outcome

* Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);

* Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);

* Peningkatan Nilai Tukar Petani (baseline 2020: 101,65; 2023: 105 — 107, 2024: 105, nasional);

* Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);

* Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);

* Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024

k di Kalimantan Tengah.

-

* Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
* Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
* Terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).

Nusa Tenggara Timur Papua
Indikator Indikator
* Tersedianya kawasan untuk Food Estate * Tersedianya kawasan untuk Food Estate
di Nusa Tenggara Timur. di Papua
RO/Proyek RO/Proyek

* Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
* SHAT Non Sistematis Kategori 1;
* PBT Non Sistematis Kategori 1;

* Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
* Jalan - Tematik Pengembangan Food

A Estate;

* Jalan - Tematik Pengembangan Food « Irigasi - Tematik Pengembangan
Eftate_, i« b Food Estate;

« Irigasi - Tematik Pengembangan « Pertanian - Tematik Pengembangan
Food Estate; Food Estate;

* Pertanian - Tematik Pengembangan « Kehutanan - Tematik Pengembangan
Food Estate; Food Estate.

* Kehutanan - Tematik Pengembangan :
Food Estate.

e ALY, e Kemen ATR/BPN, Pemda

J

(a I\

Indikator

Indikat
* Meningkatnya produktivitas pertanian di ndiiator

kawasan Food Estate Nusa Tenggara Timur. | | ® Meningkatnya Produktivitas Pertanian
di kawasan Food Estate Papua.

RO/Proyek

« Kawasan Padi; RO/Proyek

* Kawasan Jagung; * Kawasan Padi;

* Benih sumber padi yang dihasilkan; * Benih sumber pa‘di yang dihasilkan;

« Benih sumber jagung yang dihasilkan; * Areal Pengendalian OPT Tanaman

* Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan®;

Pangan?; * Areal Penanganan DPI;
* Areal Penanganan DPI; * Optimasi Lahan?;
* Kawasan Kelapa®. * Kawasan Kelapa.
Kementan Kementan

N AN /
Keterangan:

@ : Proyek Berstatus PSN.
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Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (i dari3)

Impact/Outcome

* Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);
* Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US$ (2023);

* Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);
* Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);

* Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);
* Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan

* Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

* Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
* Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US$ tahun 2024;

* Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
* Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;

* Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.

Perintisan Destinasi
Pariwisata

Pengembangan Atrak!
(Ala udaya, Buatan)

Indikator

 Terlaksananya pengembangan
diversifikasi atraksi mendukung DPP.

RO/Proyek

* Destinasi Wisata Alam Prioritas, Wisata
Alam Science, Academic, Voluntary,
Education yang Dikembangkan?;

* Warisan Budaya yang Dilindungi;

* Sarana Prasarana Wisata Bahari?.

Kemendag, Kemen KP, Kemen LHK,
Kemenpora, Kemendikbudristek,
Pemda

-

Indikator

* Terbangunnya aksesibilitas darat
menuju kawasan DPP.

RO/Proyek

* Peningkatan Jalur KA lintas
Kisaran-Rantau Prapat Tahap |
(Kisaran-Mambangmuda);

* Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara
Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan
Tanjung Mas;

* Pembangunan Jalan Tol Solo -
Yogyakarta - Kulonprogo®;

* Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta -
Bawen?.

Kemenhub, BUMN, Pemda

Pembangunan Bandara

dan Pelabuhan

Indikator

* Terbangunnya aksesibilitas laut
menuju kawasan DPP.

RO/Proyek

* Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Salawati Kab. Raja
Ampat Tahap Il - SBSN;

* Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Batanta Kab. Raja
Ampat Tahap Il - SBSN;

* Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Teluk dalam Tahap V;

* Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN).

Kemenhub, POLRI

Keterangan:
@ : Proyek Berstatus PSN.
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Pembangunan Sarana Prasal

Indikator

* Terbangunnya aksesibilitas udara
menuju kawasan DPP.

RO/Proyek

* Pengembangan Bandar Udara DEO
Sorong, Papua Barat - PN;

* Pengembangan Bandar Udara
Matahora - PN;

¢ Pengembangan Bandar Udara
Morotai - PN.

Kemenhub




ol

Fed

Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (2 dari3)

/ Impact/Outcome

* Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);

* Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US$ (2023);

* Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);

* Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);

* Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);

* Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan

* Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

P

* Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;

¢ Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US$ tahun 2024;

* Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
* Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
¢ Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.

Pembangunan Desa Wisata Pembangunan Amenitas
dan Fasilitasi BUMDes Kawasan Pariwisata

Pengembangan Amenitas Pariwisata
Indikator Indikator
 Terlaksananya 59 kegiatan * Terbangunnya sarana dan
pengembangan kepariwisataan prasarana amenitas pariwisata
berbasis desa wisata. yang memenuhi standar sebanyak 5
unit di kawasan Badan Otorita
RO/Proyek Pariwisata.
* Sarana Prasarana Desa Wisata yang
Dibangun untuk Mendukung RO/Proyek
Destinasi Pariwisata?; * Amenitas Wisata yang Dibangun/
« Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di dikembangkan.

Wilayah Destinasi | yang dikembangkan?;
¢ Desa Wisata di Wilayah Destinasi Il yang
dikembangkan.
Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Kemendes PDTT, Kemenparekraf

. /

Keterangan:
@ : Proyek Berstatus PSN.
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Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (s dari 3)

Impact/Outcome

* Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);

* Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US$ (2023);

* Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);

* Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);

* Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);

* Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan

* Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

* Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;

* Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US$ tahun 2024;

* Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
* Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
* Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.

Pembangunan dalam
Wilayah dan Kawasan

Pengembangan Usaha Pa

Pengembangan Infrastruktur dan Ekon.

Indikator Indikator

* Terlaksananya 27 kegiatan promosi
pengembangan usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif di 3 kawasan Badan

* Terlaksananya penataan infrastruktur
yang mendukung kawasan pariwisata.

RO/Proyek Otorita Pariwisata.

* Be Creative District (BCD) yang Dikembangkan; RO/Proyek

* Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau
Toba, Borobudur, Wakatobi, dan * Produk Wisata dan Kegiatan (Events) di
Bromo-Tengger-Semeru; Kawasan Badan Otorita Danau Toba, Badan

« Pengembangan Kawasan Pariwisata TanaMori; Otorita Borobudur dan Badan Otoritas Labuan

« Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Bajo Flores yang Dipromosi dan
Ditetapkan; Dipublikasikan;

« Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan; * Bahan Rumusan Skema Insentif bagi Industri

o Akses Internet; kreatif Kuliner, Kriya , Desain Interior,

« Amenitas dan Aksesibilitas yang Dikembangkan Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain
di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Produk dan Fesyen;
Toba, Badan Otorita Borobudur, dan Badan * Industri Kecil dan Menengah serta Usaha
Otorita Labuan Bajo Flores?. Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik

Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas;
* Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima
Pelatihan.

Kemen ESDM, Kemenkominfo
Kemenparekraf/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Kemen PUPR, POLRI,

BUMN, Swasta, Pemda Kemenparekraf, Kemen KUKM, Pemda

N

Pel

Peningkatan Kapasitas SDM Pari atan Kelembagaan, Regulasi,

nvestasi, dan Pemasaran

Indikator Indikator
* Terlaksananya pengembangan dan  Terbentuknya peraturan presiden
peningkatan kapasitas SDP pariwisata untuk dokumen ITMP mendukung DPP.

dan ekonomi kreatif untuk 32 UMKM di 3

kawasan Badan Otorita Pariwisata. RO/Proyek

* Investment Project Ready to Offer (IPRO)

RO/Proyek pada Destinasi Pariwisata Prioritas;
« Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja; * Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas
» Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan (ITMP);
Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAPL yang * Potensial Investor yang Difasilitasi Badan
Ramah Anak. Otorita Danau Toba, Borobudur, dan Labuan

Bajo Flores.

Kemenparekraf, Kemenaker, Kemen PPA, . f
Kemen LHK Kemeninves/BKPM, Kemenparekra

(S RN /

Keterangan:
¥ : Proyek Berstatus PSN.
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Major Project Akselerasi Pengembangan
Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (1 dari2)

Impact/Outcome

* Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 23% pada 2024;
¢ Tercapainya intensitas energi primer sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada tahun 2024;
* Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8% pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap baseline (BAU).

¢ Pembangunan PLT ET 1,8 gigawatt (lokasi tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);

¢ Pembangunan PLTS Terpadu daerah 3T sebanyak 12 unit, dan 2 unit PLTS Atap di Gedung KI/L;

* Tersedianya 1 rekomendasi volume biofuel untuk domestik;

* Tersusunnya Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi.

O O

Pembangunan Aneka Energi Terbarukan

Pembangunan
Bioenergi

Pembangunan PLT Air Pembal PLT Bayu Pembangunan PLT Bioenergi
Indikator Indikator Indikator
 Terbangunnya PLT air 409,3 « Terbangunnya PLT bayu 33 * Terbangunnya PLT bioenergi
MW. MW, 87 MW,
RO/Proyek RO/Proyek RO/Proyek
* PLTNLH? banak « Monitoring TKDN PLT Bayu; ¢ mgz:::gl?g TKDN Bidang
P P i i ;
° rempangunan erln angkit * P.em.ba"guna" Pembangkit * Pembangunan Pembangkit
Listrik Terbarukan: Listrik Terbarukan: Listrik Terbarukan:
Pembangunan PLT Air; Pembangunan PLT Bayu. .

i Pembangunan PLT Biomassa;

: E;ﬂﬁ(aggzr:ﬂkzir?bangkn * Pembangunan Pabrik BioCNG

Pembangunan PLT Minihidro. L Kemen ESDM, BUMN ) g;ga'x;sas;opwm\;pman di
* Penanaman Biomass; untuk

Kemen ESDM, BUMN, Swasta . X mendukung Rencana Proyek
Y Pengembangan Riset dan Inovasi Strategis: New Factory dan

Komersialisasi Produk Biomassa;

Ve ~ Indikator * Pembangunan Pabrik Serbuk
« 4 Peta Data (470 MW). Kayu (Cofiring).
Indikator ROfProyek Kemen ESDM, BUMN, Swasta
* Terbangunnya PLT surya  Peta Potensi EBT dalam Rangka
1.308 MW. Percepatan [nvestasi PLT Bayu,

Hidro dan Biomassa;

RO/Proyek . EékI!;EMQSYa'akat Bidang Pembangunan Greenfuel
« PLTS Terpadu; * Diklat Industri Bidang EBTKE;

. o Sertifikasi Kompetensi Tenaga Indikator
* PLTS Atap K/L; . Teknik Sektor Ketenagalistrikan .
o Infrastruktur Energi Terbarukan dan EBTKE. ¢ Volume biofuel untuk

- Tematik Peningkatan

domestik 10,65 juta KL.
Konektivitas dan Elektrifikasi di

< r Kemen ESDM RO/Proyek
Daerah Afirmasi; g )

* Pembangunan Pembangkit ¢ Volume Biofuel untuk Domestik;
Listrik Terbarukan: * Green Diesel Bio Refinery
Pembangunan PLT Surya. Revamping RU IV Cilacap

(Phase 2)?;
* Pengembangan Pabrik Katalis
Kemen ESDM, KPPPA, Merah Putih PT Katalis Sinergi
Kemenpora, Pemda, Indonesia®;
BUMN, Swasta  Surat Tanda Daftar Budidaya
(STDB) Sawit Rakyat;
- %  Pendanaan untuk Volume
Penyaluran Selisih Harga
Keterangan: Biodiesel (PN);
a) : Proyek Berstatus PSN.

* Pembangunan Pabrik Biodiesel
Kapasitas 1500 Ton RBDPO/Hari
di KEK Sei Mangke.

Kemen ESDM, Kementan,
Kemenkeu, BUMN
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Major Project Akselerasi Pengembangan
Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (2 dari2)

Impact/Outcome

* Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 23% pada 2024;
* Tercapainya intensitas energi primer sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada tahun 2024;
* Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8% pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap baseline (BAU).

* Pembangunan PLT ET 1,8 gigawatt (lokasi tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);

* Pembangunan PLTS Terpadu daerah 3T sebanyak 12 unit, dan 2 unit PLTS Atap di Gedung KI/L;
* Tersedianya 1 rekomendasi volume biofuel untuk domestik;

* Tersusunnya Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi.

V) V)

Pembangunan
Panas Bumi

Konservasi
Energi

Pembangunan PLT Panas Bumi Standar/Regulasi
Indikator Indikator

* Terbangunnya PLTP 20 MW. * 1 Rekomendasi Kebijakan/

0,8 SBM/Miliar Rupiah
RO/Proyek
RO/Proyek
* Penawaran Wilayah Panas Bumi;
¢ Penetapan Wilayah Panas Bumi; ® Penurunan Intensitas Energi
* Monitoring TKDN Bidang Panas Final;
Bumi; * Standar Kinerja Energi
¢ Pembangunan Pembangkit Minimum (SKEM) dan Label
Listrik Tenaga Panas Bumi; Hemat Energi pada Peralatan
¢ Pembangunan Pembangkit Pemanfaat Energi;
Listrik Terbarukan: * Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK)
Pembangunan PLT Panas Bumi. Sektor ESDM
* Kendaraan Listrik Hasil
Kemen ESDM, BUMN, Swasta Konversi.
( )
Peningkatan Kualitas Data Kemen ESDM
Panas Bum
Indikator
* 3 Rekomendasi
keprospekan.
RO/Proyek

* Rekomendasi Keprospekan
Sumber Daya dan Cadangan
Panas Bumi.

Kemen ESDM
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Major Project Wilayah Adat Papua:
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay (1 dari 2)

~

Impact/Outcome

* Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay
sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;

* Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay
sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.

TN

* Pengembangan 8 Bandara; m
¢ Pembangunan 2 Pelabuhan Penyeberangan;

* Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 20,7 km;

* Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat 200 orang;

* Perluasan Kawasan Sagu (300 ha), Kopi (100 ha), dan Kakao (100 ha).

©

Pengembangan Kawasan

Infrastruktur Kawasan

Indikator

¢ Terbangunnya air baku
di KEK Sorong
sepanjang 10,3 km.

RO/Proyek

* Air Baku KEK
Sorong yang Dibangun;
* Sarana Perumahan
yang Dibangun di
Kawasan Transmigrasi;
* Jalan Non-Status yang
Dibangun di Kawasan
Transmigrasi.

Kemen PUPR,
Kemendes PDTT

Produksi Kom

Indikator

* Terlaksananya
perluasan kawasan
sagu hingga 300 ha,
kawasan kopi hingga
100 ha, dan kawasan
kakao hingga 100 ha.

RO/Proyek

* Kawasan Sagu;
* Kawasan Kopi;
* Kawasan Kakao.

Kementan,
Kemendes PDTT

Indikator

* Terlaksananya
peningkatan kapasitas
714 kelompok
masyarakat melalui
Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu
(TEKAD).

RO/Proyek

* Kelompok Masyarakat
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya Melalui
Transformasi Ekonomi

Indikator

 Terfasilitasinya 1
kegiatan dalam
pengembangan industri
di Teluk Bintuni.

RO/Proyek

* Fasilitasi Investor dalam
Rangka Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Petrokimia di
Teluk Bintuni;

* Wirausaha Industri yang
Mendapatkan Pelatihan
Kewirausahaan dan
Teknis Produksi Melalui
Dana Dekonsentrasi;

¢ IKM yang Mendapatkan
Pendampingan,
Penerapan Sertifikasi
Produk Melalui
Dana Dekonsentrasi.

Kemenperin

Indikator

* Terbangunnya 1 unit
sarana prasarana desa
wisata.

RO/Proyek

* Sarana Prasarana Desa
Wisata yang Dibangun
untuk Mendukung
Destinasi Pariwisata.

bandara.
Kampung Terpadu andara.
{TEKAD). RO/Proyek
Kemendes PDTT * Pengembangan Bandar
Udara Anggi;
- * Pengembangan Bandar
Udara Wamena Tahap IIl;

Kemendes PDTT

@@

©

Energi dan TIK

Indikator

* Terbangunnya BTS
4G/Lastmile di 191
titik/lokasi.

RO/Proyek

* BTS 4G / Lastmile
Papua dan Papua Barat;

* Pemasangan
Sambungan Baru Listrik
Bagi Rumah Tangga
Belum Berlistrik yang
Tidak Mampu atau
Berada di Daerah 3T;

* Pengadaan Sarana
Pendukung Teknologi
dan Media Baru Siaran
Radio Prioritas
Nasional (PN).

Kemen ESDM,
Kemenkominfo, LPP RI

~— @@

Infrastruktur Jalan

Indikator

* Terbangunnya Jalan
Trans Papua
Merauke-Sorong
sepanjang 20,7 km.

RO/Proyek

* Pembangunan Jalan
Trans Papua
Merauke-Sorong (MP) -
JALAN AMBUNI -
KARUAN;

 Transportasi
Perdesaan - Tematik
Peningkatan
Konektivitas dan
Elektrifikasi di Daerah
Afirmasi.

Kemen PUPR, Pemda

Infrastruktur
Bandar Udara

Indikator

 Terlaksananya
pengembangan 8

Infrastruktur Pend

Infrastruktur Pelabuhan

Indikator

e Terbangunnya 2
pelabuhan
penyebrangan.

RO/Proyek

* Pembangunan
Pelabuhan
Penyeberangan
Salawati Kab. Raja
Ampat Tahap II;

* Pembangunan
Pelabuhan
Penyeberangan Batanta
Kab. Raja Ampat
Tahap II.

Kemenhub

Angkutan Udara Pei
Indikator
 Tersedianya 82 layanan
angkutan udara
perintis.
RO/Proyek
* Angkutan Udara Perintis;
* Angkutan BBM
Angkutan Udara Perintis;
¢ Angkutan Kargo
Perintis (MP).

Kemenhub

Keterangan:
a) :Target merupakan alokasi se-wilayah Papua
b) :Target merupakan target nasional

* Pengembangan Bandar
Udara Rendani.

Kemenhub
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Major Project Wilayah Adat Papua:

Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay (@ dari 2)

Impact/Outcome

Ve
* Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay
sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;
* Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay
sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.
A

/ * Pengembangan 8 Bandara;

* Pembangunan 2 Pelabuhan Penyeberangan;

* Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 20,7 km;

* Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat 200 orang;
k * Perluasan Kawasan Sagu (300 ha), Kopi (100 ha), dan Kakao (100 ha).

©

Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Permukiman

Indikator

* Terbangunnya air baku di
Kabupaten Lanny Jaya sepanjang
6 km.

RO/Proyek

* Penyediaan Air Baku di Kabupaten
Lanny Jaya yang Dibangun.

Kemen PUPR

Keterangan:

Tenaga Pendidik

Indikator

 Terlaksananya pendampingan
pembelajaran bagi guru dan
tenaga kependidikan sebanyak
1200 orang?.

RO/Proyek

O
Pendidikan

¢ Guru dan Tenaga Kependidikan yang
Mendapat Pendampingan
Pembelajaran.

Kemendikbudristek, Kemenag

Beasiswa Peserta Didik

Indikator

o Tersalurkannya Beasiswa ADEM
kepada 3048 orang®;

 Tersalurkannya beasiswa ADIK
kepada 7417 orang®.

RO/Proyek

* Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan
Menengah (ADEM);

* Mahasiswa Yang mendapatkan
Beasiswa Afirmasi Pendidikan
Tinggi (ADIK).

Kemendikbudristek
J

~

Pendidikan dan Pelatihan Vok:

Indikator
* Terlaksananya PBK kerja sama
sebanyak 80 orang.

RO/Proyek

* PBK Kerjasama dengan Dunia
Industri;

* Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan
dan Perikanan yang Kompeten;

o Pelatihan Peningkatan
Produktivitas.

Kemnaker, Kemen KP, Kemendes PDTT,
Kementan

a) :Target merupakan alokasi se-wilayah Papua

b) :Target merupakan target nasional
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Tenaga Medis

Indikator

 Terlaksananya penugasan khusus
tenaga kesehatan sebanyak 200
orang?.

RO/Proyek

* Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
di Papua dan Papua Barat (SDM);

* Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
(SDM).

Kemenkes

J
e )

Beasiswa

Indikator

 Tersalurkannya bantuan
pendidikan PPDS/PDGS kepada
100 orang?.

RO/Proyek

* Bantuan pendidikan Program
Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/
Program Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis (PDGS) Papua dan
Papua Barat.

Kemenkes




Major Project Pembangunan lbu Kota Nusantara (1 dari 2)

Impact/Outcome

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,2 - 5,5% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).

* Pemulihan ekosistem area IKN;

Provinsi Kalimantan Timur;

¢ Terbangunnya Bendungan Sepaku Semoi;

 Terlaksananya Pembangunan SPAM IKN;

» Terbangunnya infrastruktur air baku;

di Ibu Kota Negara Baru;

¢ Terbangunnya Jaringan Interkoneksi (listrik);

¢ Terbangunnya Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;

* Terbangunnya Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
* Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
* Terbangunannya Infrastruktur Gas Bumi di IKN;

Output MP

* Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya;

* Konservasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
* Terlaksananya pelepasan kawasan hutan pembangunan IKN;

 Terlaksananya pengamanan lbu Kota Negara;

* Pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN;

 Tersusunnya dokumen sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di IKN;
 Tersusunnya materi teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota hasil bimbingan teknis di Pulau Kalimantan -

» Terpetakannya bidang tanah bersertifikat yang akan dibangun di kawasan IKN;
 Tersusunnya dokumen kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN;
 Tersusunnya standar instrument pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN;

 Tersusunnya dokumen rencana induk, studi perencanaan teknis, OBC untuk pembangunan infrastruktur konektivitas di IKN;
 Tersusunnya hasil analisis dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan di IKN;
 Terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN;

¢ Terbangunnnya infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas di IKN;

» Terbangunnya sistem pengelolaan sanitasi di IKN;

o Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi oleh unit pelayanan teknis pusat;
 Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertanahan dan keamanan, serta infrastruktur TIK

 Tersusunnya peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) bidang infrastruktur,
K jasa kawasan, manufaktur, dan sumber daya alam.

o

Penyiapan Regulasi

Regulasi dan Kebijakan

Indikator

¢ Jumlah dokumen regulasi,
rekomendasi kebijakan, dan NSPK
yang disusun.

RO/Proyek

 Sanksi Administratif Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang di IKN;

* Rekomendasi Kebijakan untuk
Mendukung Penyelenggaraan
Telekomunikasi di IKN;

* Standar Instrumen Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan (IKN);

* Rekomendasi Kebijakan
Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem
Pertahanan Ibu Kota Negara Baru;

* Rekomendasi Kebijakan
Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem
Keamanan IbuKota Negara Baru;

* Rekomendasi Kebijakan
Pengawalan/Pengendalian Pembangunan
Infrastruktur Teknologi, Informasi dan
Komunikasi di Ibukota Negara Baru;

* Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan
Kepala Otorita IKN;

* Rekomendasi Penataan Ulang
Penggunaan BMN oleh K/L (Asset
Rearrangement) di Jakarta (PN);

* Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan
Barang Milik Negara Pada Ibu Kota
Negara Lama (PN).

Kemenkeu, Kemen ATR/BPN,
Kemenkominfo, Kemen LHK,
Kemenko Polhukam

ELELNELE

Indikator

e Luas lahan IKN yang siap bangun,
Luas ruang hijau di IKN.

RO/Proyek

* Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan
untuk IKN;

* Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan
DAS sekitarnya;

* Pemulihan Ekosistem Area IKN;

* Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan
nilai keanekaragaman hayati tinggi;

* SHAT PTSL Kategori 3 - Provinsi Kalimantan
Timur.

Keterangan:
a)  :Proyek Berstatus PSN

Kemen LHK, Kemen ATR/BPN

N
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Perencanaan dan Penyiapan Lahan

Perencanaan Kawasan
dan Infrastruktur

Indikator

e Jumlah dokumen studi, rencana,
materi teknis, serta rencana teknis
kawasan dan infrastruktur.

RO/Proyek

* Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi)
RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis
di Pulau Kalimantan;

 Studi Penyesuaian KA Bandara Sultan Aji
Muhammad Sepinggan Balikpapan - KIPP
dengan Rencana Pengembangan Kawasan
Strategis Nasional IKN;

* Penyusunan OBC rencana penyelenggaraan
KA Bandara Sepinggan - KPIP dan
Pengembangan KA perkotaan Balikpapan -
IKN Phase 2;

¢ Penyusunan OBC Rencana Penyelenggaraan
KA Antarkota Trans Kalimantan Segmen
Simpang Petung - Balikpapan - Samarinda;

 Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas
Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota
Negara (IKN) Bidang Infrastruktur;

* Dokumen Perencanaan Teknis Bidang
Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN)
(Prioritas Nasional) - Pusat;

* Sistem Transportasi Ibukota Nusantara -
Provinsi Kalimantan Timur;

* Koordinasi Penyiapan Analisis dan Konsep
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di IKN.

Kemen ATR/BPN, Kemenhub, Kemenkes,
Kemen Investasi/BKPM




Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara (2 dari 2)

Impact/Outcome

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,2 - 5,5% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).
* Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya;

* Pemulihan ekosistem area IKN;

* Konservasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;

* Terlaksananya pelepasan kawasan hutan pembangunan IKN;

* Terlaksananya pengamanan Ibu Kota Negara;

* Pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN;

* Tersusunnya dokumen sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di IKN;

* Tersusunnya materi teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota hasil bimbingan teknis di Pulau Kalimantan -
Provinsi Kalimantan Timur;

* Terpetakannya bidang tanah bersertifikat yang akan dibangun di kawasan IKN;

* Tersusunnya dokumen kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN;

* Tersusunnya standar instrument pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN;

 Tersusunnya dokumen rencana induk, studi perencanaan teknis, OBC untuk pembangunan infrastruktur konektivitas di IKN;

* Tersusunnya hasil analisis dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan di IKN;

 Terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN;

* Terbangunnnya infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas di IKN;

* Terbangunnya Bendungan Sepaku Semoi;

* Terbangunnya Jaringan Interkoneksi (listrik);

* Terbangunnya Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;

* Terbangunnya Infrastruktur ICT di Kawasan lbu Kota Negara;

* Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;

* Terbangunannya Infrastruktur Gas Bumi di IKN;

* Terlaksananya Pembangunan SPAM IKN;

* Terbangunnya sistem pengelolaan sanitasi di IKN;

* Terbangunnya infrastruktur air baku;

» Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi oleh unit pelayanan teknis pusat;

* Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertanahan dan keamanan, serta infrastruktur TIK
di Ibu Kota Negara Baru;

* Tersusunnya peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di lbu Kota Negara (IKN) bidang infrastruktur,

\\ jasa kawasan, manufaktur, dan sumber daya alam. J

Pengembangan Kawasan dan SDM

Indikator Indikator Indikator

* Jumlah layanan pengamanan di ¢ Jumlah unit infrastruktur terbangun di  Jumlah program pemetaan dan
kawasan IKN. kawasan IKN. peningkatan kapasitas SDM.
RO/Proyek RO/Proyek RO/Proyek

* Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN). * Instansi Pemerintah yang Menerima
Pendampingan Penataan Arsip Persiapan

Pemindahan IKN;

¢ Pembangunan Gedung dan Penataan
Kawasan IKN-Kab. Penajam Paser Utara;
¢ Pembangunan SPAM IKN Provinsi

POLRI Kalimantan Timur; « Pemetaan/Penilaian Potensi dan
J * Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi?; Kompetensi ASN;

* PBK UPTP - Kota Samarinda;

¢ Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bypass ~-Rota <
* PBK Provinsi Kalimantan Timur.

Pasar Sepaku: Paket Jalan Shortcut Pasar
Sepaku (IKN);

* Sistem Pengelolaan Sanitasi ANRI, BKN, Kemnaker
IKN - Provinsi Kalimantan Timur;

* Pembangunan Jaringan Interkoneksi

(listrik);

e Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;

* Pembangunan Infrastruktur ICT di
Kawasan Ibu Kota Negara;

¢ Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di
Ibu Kota Negara;

¢ Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai
Sepaku Kab. Penajam Paser Utara yang
dibangun (IKN);

e Prasarana air baku IKN yang dibangun;

¢ Dukungan Infrastruktur IKN - Dermaga
Logistik Ibu Kota Negara (IKN);

¢ Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bypass
Pasar Sepaku: Paket Jalan Shortcut Pasar
Sepaku (IKN);

* Dukungan Infrastruktur IKN - Jembatan
Pulau Balang Bentang Pendek;

¢ Dukungan Pertamina Group dalam
Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN.

Kemen PUPR, Kemenhub,
BUMN, Kemen LHK

Keterangan:
a)  :Proyek Berstatus PSN
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Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

/

.

Impact/Outcome

* Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5-8,5% di tahun 2023 dan 6-7% di tahun 2024;
* Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 1,5-2,0% di tahun 2023 dan 0-1% di tahun 2024.

-

* Cakupan 100% daerah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi di tahun 2022, 2023, dan 2024;
» Terbangunnya skema digitalisasi bantuan sosial;

» Terbangunnya skema perlindungan sosial adaptif untuk penanganan bencana;

* Cakupan 70% desa/kelurahan menggunakan

icasi + desa/k
g monografi

lurahan untuk perencanaan penganggaran berbasis bukti;

* Penyelenggaraan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan di 300 kabupaten/kota tahun 2023 dan 514 kabupaten/kota tahun 2024;
* Meningkatnya cakupan instansi yang mendapatkan pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja;

* Peningkatan cakupan kepesertaan program jaminan sosial sebesar 13,3 juta peserta;
* Penyaluran program sembako bagi 15,6 juta KPM di tahun 2023 dan 2024;

* Penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta KPM di tahun 2023 dan 2024.

Pengembangan Registrasi

Sosial Ekonomi

ingkatan Cakupan Data da
Desa/Kelural

Indikator

* Terbangunnya data registrasi sosial
ekonomi di 514 kabupaten/kota.

RO/Proyek

¢ Pendampingan Desa;

o Sistem Informasi Terintegrasi Data
Tunggal UMKM;

 Publikasi/Laporan Pendataan Awal
Registrasi Sosial Ekonomi.

Kemendes PDTT, Kemendagri,
Kemen KUKM, Kemensos, BPS

Pengelolaan Data

Indikator

* Meningkatnya kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan layanan pengaduan
penanggulangan kemiskinan di 514
kabupaten/kota.

RO/Proyek

* Kabupaten/Kota yang Mengembangkan
SLRT;

* Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan
Puskesos.

Kemensos, Kemenkes, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah
Desa/Kelurahan

Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk
Penargetan Perlindungan So:

Indikator

 Terlaksananya pembangunan
Data Center Nasional di 2 titik/lokasi.

RO/Proyek

* Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi
Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang
Perencanaan Anggaran;

o Sistem Informasi Bidang Kebencanaan;

 Data Center Nasional.

Kemendagri, BNPB, Kemenkominfo,
Kemensos, Kemen LHK

Penguatan Integrasi Kepesertaan
dan Informasi Jaminan Sosial

Integrasi dan Perluasan Kepesertaan

Indikator

* Meningkatnya cakupan instansi atau
wadah/kelompok pekerja yang
mendapatkan pemahaman program
jaminan sosial tenaga kerja sebesar
600 lembaga.

RO/Proyek

* Instansi Pengguna Pegawai Non-PNS dan
Wadah/Kelompok Pekerja Bukan
Penerima Upah yang Mendapatkan
Pemahaman Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

Kemnaker, Kemenko PMK

Integrasi Data Jaminan Sosial

Indikator

* Meningkatnya cakupan kepesertaan
program jaminan sosial sebesar 13,3 juta
peserta.

RO/Proyek

* Cakupan Penduduk yang Menjadi
Penerima Bantuan luran (PBI) dalam
JKN/KIS;

* Nelayan yang Diidentifikasi Identitasnya
dalam Rangka Perlindungan Nelayan;

* Pelayanan Koneksitas Warehouse
Berbasis NIK Nasional.

Kemenkes, Kemen KP, Kemendagri
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Penguatan Bantuan Sosial

Perluasan Pilihan KPM dan
Pengembangan Skema Penyaluran

Indikator

* Meningkatnya Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial yang padan dengan
data administrasi kependudukan
sebesar 100%.

RO/Proyek

* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

* Rekomendasi Pengembangan Desa
Digital melalui Smart Village;

o Literasi Digital.

Kemensos, Kemendes PDTT, Kemenkominfo,
Kemenkeu

.

Integrasi dan
:E]

sformasi Program
Sosial

Indikator

e Tersalurkannya bantuan sosial
sembako kepada 10 juta keluarga.

RO/Proyek

* Keluarga yang Mendapat Bantuan
Sosial Bersyarat;

¢ KPM yang Memperoleh Bantuan
Sosial Pangan Sembako;

* Penyediaan Elpiji 3 kg yang Tepat
Sasaran bagi Masyarakat, Usaha
Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;

* Siswa Madrasah MI/MTs/MA
Penerima PIP;

 Siswa SD/SMP/SMA yang
Mendapatkan Program Indonesia
Pintar.

Kemensos, Kemen ESDM,
Kemendikbudristek, Kemenag, Kemen PUPR

atan Sistem Pendukung

Indikator

* Meningkatnya cakupan akses internet
di 7.474 titik/lokasi.

RO/Proyek

* Akses Internet;
* Sumber Daya Manusia yang Dikelola.

Kemensos, Kemenkominfo, Kementan,
Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKBN,
Kemen LHK
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Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Impact/Outcome \

* Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 211/100.000 penduduk pada tahun 2023 dan 190/100.000 penduduk pada tahun 2024;

* Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2023 dan tahun 2024;

* Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional pada tahun 2023 dan tahun 2024;

* Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 385 kab/kota pada tahun 2023 dan 405 kab/kota pada tahun 2024;

* Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 75% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024;

* Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 71% puskesmas pada tahun 2023 dan 83% puskesmas pada
tahun 2024;

* Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 85% RSUD kab/kota pada tahun 2023 dan 90% RSUD
kab/kota pada tahun 2024;

 Terakreditasinya 90% FKTP dan 95% RS pada tahun 2023 dan 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;

» Terwujudnya integrasi dan digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 90% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024. /

 Cakupan TB Treatment Coverage menjadi 90% pada tahun 2023 dan 2024; \

* Kab/kota dengan APl Malaria < 1.000 penduduk menjadi 495 kab/kota pada tahun 2023 dan 500 kab/kota pada tahun 2024;

* Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 471 kab/kota pada tahun 2023 dan 488 kab/kota pada tahun 2024;

* Jumlah dokter pasca internsip dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 800 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2023
serta 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024;

¢ Jumlah FKTP dan RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 6.110 FKTP dan 1.169 RS pada tahun 2023 serta 5.706 FKTP dan 991 RS pada
tahun 2024;

* Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 dan 20 molekul pada
tahun 2024;

* RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar menjadi 95% pada tahun 2023 dan 100% pada
tahun 2024;

* Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 2023 dan 100% pada
tahun 2024;

* Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 12% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2024;

* Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi menjadi 200 sistem pada tahun 2023 dan 300 sistem

\\ pada tahun 2024. /

© ©

Pendidikan dan Penempat: Kem: n Farmasi dan Alat Kesehatan
Tenaga Kesehatan
) Indikator Indikator
Indikator
» Jumlah dokter pasca internsip dan ¢ Jumlah bahan baku obat dan obat 10 * Belanja kesehatan promotif preventif
lulusan dokter spesialis yan terbesar yang diproduksi dalam negeri dalam JKN menjadi 12% pada tahun
didayagunakan sebanyak 800 dokter sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 2023 dan 15% pada tahun 2024.
dan 660 dokter spesialis pada tahun dan 20 molekul pada tahun 2024.
2023 serta 1.000 dokter dan 660 dokter RO/Provek RO/Proyek .
spesialis pada tahun 2024. Y * Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dan
* Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Kapitasi pada Program JKN;
RO/Proyek o Negeri; « Peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan
* Pendayagunaan Dokter Spesialis; * Industri Bahan Baku Obat yang Memproduksi Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan
¢ Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan 10 Molekul Obat Sesuai Kebutuhan Dalam Pembiayaan Kesehatan.
Secara Tim dan Individu. Negeri.
Kemenkes, KemenPAN RB, BKN Kemenkes, Kemenperin, BPOM, BUMN Kemenkes, BPJS Kesehatan
J
2\

Peningkatan Kapasitas RS dan tan Keamanan d

Pelayanan Kesehatan di Daerah Kesehatan Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

Indikator Indikator

Indikator * Rekomendasi surveilans faktor risiko .
« Jumlah RS memenuhi persyaratan survei dan penyakit berbasis laboratorium * Jumlah sistem data kesehatan

akreditasi sebanyak 1.169 RS pada tahun yang dimanfaatkan sebesar 95% pada 'nqonesw yang t.erstlandarl dan

2023 serta 991 RS pada tahun 2024; tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024. terintegrasi menjadi 200 sistem pada
* RS milik pemerintah daerah yang tahun 2023 dan 300 sistem

memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat RO/Proyek pada tahun 2024.

(SPA) sesuai standar menjadi 95% o i : "

pada tahun 2023 dan 100% pada tahun . [S:_urvell'ans. dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi

2024. merging; ) . RO/Proyek

* Penyediaan Sarana Pendukung Surveilans di i .

RO/Proyek Laboratorium termasuk Lab POM. * Integrasi dan Pengembangan Sistem Data
* Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Kesehatan; .

Sarpras dan Alat RS termasuk RS TNI dan Polri; Kemenkes, Kementan, BPOM, BRIN, Pemda . Pemberqayaan Masyarakat Germas di
« Peningkatan Kualitas Pelayanan RS Holding Berbagai Tatanan.

BUMN.

. Pengendalian Penyakit dan
g J g g Perl I K kes, BUMN
ESDM, Kemenkominfo, BUMN, Pemda S e, (L

* Cakupan TB treatment coverage menjadi
90% pada tahun 2023 dan 2024;

¢ Kab/kota dengan API Malaria < 1.000
penduduk menjadi 495 kab/kota pada
tahun 2023 dan 500 kab/kota pada tahun

Penguatan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)

Indikator 2000
¢ Jumlah FKTP memenuhi persyaratan survei . Kab/l;ota mencapai 80% imunisasi dasar
akreditasi sebanyak 6.110 FKTP pada tahun lengkap menjadi 471 kab/kota pada tahun
2023 serta 5.706 FKTP pada tahun 2024. 2023 dan 488 kab/kota pada tahun 2024.
RO/Proyek RO/Proyek
« Akreditasi Puskesmas dan FKTP swasta; * Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
« Pemenuhan Peningkatan Standar SPA Program Pencegahan dan Pengendalian
Puskesmas; Penyakit;

* Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin

* Penguatan Sistem Kesehatan. N
Dasar dan Lanjutan.

Kemenkes, Pemda Kemenkes, BPOM, Kemnaker,
Kemen PUPR, Pemda
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Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

-

tahun 2024;

37,31% pada tahun 2024.

Impact/Outcome

* Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,00% pada tahun 2023 dan 43,10% pada

¢ Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 36,29% pada tahun 2023 dan

~

/

-

* Jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang bersertifikat kompetensi 7.500 orang pada tahun 2023;
¢ Jumlah SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0 31 SMK pada tahun 2023;
¢ Jumlah BLK yang ditransformasi 1 BLK pada tahun 2023 dan 1 BLK pada tahun 2024.

~

Revitalisasi Pendidikan
Tinggi Vokasi

Pei

gkatan Ka|
Tenaga Pend

Indikator

* 380 Orang SDM
pendidikan tinggi vokasi
yang mengikuti
peningkatan kompetensi.

RO/Proyek

* SDM Pendidikan Tinggi Vokasi
yang Mengikuti Peningkatan
Kompetensi.

Kemendikbudristek

.

Revitalisasi SMK yang
Mendukung Industri 4.0

Indikator

* 31 SMK yang
dikembangkan
berbasis industri 4.0.

RO/Proyek

* SMK yang Dikembangkan
Berbasis Industri 4.0.

Kemendikbudristek

Penguatan Kelembagaan
Pendidikan Tinggi Vokasi

Indikator

* 150 Lembaga pendidikan
tinggi vokasi yang
menerapkan
penguatan mutu
berstandar industri.

RO/Proyek

¢ Pendidikan Tinggi Vokasi yang
Menerapkan Penguatan Mutu
Berstandar Industri.

Kemendikbudristek

Peningkatan Kompetensi dan

Keahlian Mahasiswa Pendidikan
Tinggi Vokasi

Indikator

® 7.500 Orang mahasiswa
pendidikan tinggi vokasi
yang mengikuti uji
kompetensi profesi.

RO/Proyek
* Mahasiswa Pendidikan Tinggi

Vokasi yang Mengikuti Uji
Kompetensi Profesi.

Kemendikbudristek

Transformasi Balai Latihan
Kerja (BLK)

Peningkatal alitas Pelatih.

Indikator

* 680 Lembaga pelatihan
kerja dan produktivitas
yang ditingkatkan kualitas
mutu dan lembaga.

RO/Proyek

* Lembaga Pelatihan Kerja dan
Produktivitas yang
Ditingkatkan Kualitas Mutu
dan Lembaga;

* Sarana dan Prasarana Bidang
Pelatihan dan Produktivitas.

Kemnaker

Reformasi
Kelembagaan

Indikator

* 1 BLK yang
ditransformasi dan
pengelolaannya
dilaksanakan bersama
antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.

RO/Proyek

 Transformasi BLK Baru.

Kemnaker
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Sistem Informasi
Pasar Kerja

Revitalisasi Sistem
Informasi Pasar Kerja

Indikator

©2.205.000 Orang tenaga
kerja yang difasilitasi
layanan pasar kerja.

RO/Proyek

* Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi SIAP
Kerja;

* Layanan Analisis Pasar Kerja
Dalam Negeri dan Luar
Negeri;

* Layanan Analisis Kebutuhan
Pelatihan Kerja Dalam
Negeri/Luar Negeri;

* Layanan Job Matching.

Kemnaker




Major Project Percepatan Penurunan Kematian lbu dan Stunting

Impact/Outcome

* Menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 17,5% tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024;
* Menurunkan angka prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita sebesar 7,3% tahun 2023 dan 7% pada tahun 2024;
* Menurunkan Angka Kematian lbu (AKI) hingga 194 tahun 2023 dan 183 tahun 2024 per 100.000 kasus kelahiran hidup.

* Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan sebesar 75% tahun 2023 dan 90% di tahun 2024;
* Persentase cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 27,57 % tahun 2023 dan 28,39% di tahun 2024;
* Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 93% tahun 2023 dan 95% di tahun 2024;

* Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 471 tahun 2023 dan 488 tahun 2024;
* Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO) sebesar 21,59% tahun 2023 dan 20% di tahun 2024;

* Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023 dan 10% pada 2024;
* Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sebesar 55% pada tahun 2023 dan 80% pada tahun 2024;

* Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya sebesar 80% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024.

O

o

Pemenuhan Intervensi Spesifik Stunting

Indikator

* Persentase ibu hamil kurang energi
kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023;

* Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
sebesar 55% pada 2023;

* Persentase balita yang dipantau
pertumbuhan dan perkembanganya
sebesar 80% pada 2023.

RO/Proyek

* lbu Hamil KEK dan Balita Kurus yang
Mendapat Makanan Tambahan;

* Suplementasi Gizi Mikro Balita Kurus;

* Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah
Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri;

 Surveilans Gizi dan Kesehatan lbu
dan Anak.

Kemenkes

Pemenuhan Intervensi
pada Sasaran Prioritas

Indikator

* 10 juta keluarga yang mendapat
bantuan sosial bersyarat;

* 170.080 sambungan rumah (SR) air
minum berbasis masyarakat;

* 601.085 orang mendapatkan
pelatihan dan refreshing dalam
rangka percepatan
penurunan stunting.

RO/Proyek

 Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial
Bersyarat;

* KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan;

* Pembangunan Infrastruktur Air Minum
Berbasis Masyarakat;

 Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan
Fasilitasi dan Pembinaan 1.000 HPK;

e Pelatihan dan Refreshing dalam Rangka
Percepatan Penurunan Stunting;

¢ Pemberdayaan Kampung KB dalam Rangka
Penurunan Stunting.

Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR,
BKKBN, Kemendagri, Kemendes PDTT,
Kemendikbudristek, Kemen KP,
Kemenkominfo, BPOM, BNPP, BRIN,
Kemenag, Kemen PPPA

-1I1.41 -

©

atan Kapasitas Pelayal
Kesehat aternal

Indikator

 Persentase cakupan peserta KB aktif
metode kontrasepsi jangka panjang
(MKJP) sebesar 27,57 % tahun 2023;

* Persentase cakupan persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan sebesar
93%tahun 2023;

* Persentase tingkat putus pakai
pemakaian kontrasepsi
(Drop Out/DO) sebesar
21,59% tahun 2023.

RO/Proyek

 Skrining Layak Hamil bagi PUS di Kab/Kota
Lokus AKI AKB;

* Bimtek Peningkatan Pelayanan KB Pasca
Persalinan;

* Pembinaan RS PONEK;

* Pembinaan Operasi Sectio Caesaria Darurat
dalam Waktu <30 menit untuk RS;

* Peningkatan Kapasitas Surveilans gizi dan
KIA untuk Nakes/NonNakes;

 Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan
Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon);

* Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu,
Bayi, dan Intervensi Stunting.

Kemenkes, BKKBN,
Kemendagri, Kemen PPPA, Pemda




Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Impact/Outcome

Meningkatkan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) sebesar 25% (pada tahun 2021) menjadi 26% (tahun 2023), dan
27% (tahun 2024) dari total pelayaran nasional.

~

/

* Terbangunnya Pelabuhan Patimban;

* Standardisasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar;

\ * Terbangunnya Jalan Akses Pelabuhan Tj.Priok, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pelabuhan Kijing.

~

o

Pelabuhan
Tanjung Priok

Standardisasi Pelabuhan

Indikator

¢ 1 pelabuhan yang
dikembangkan.

RO/Proyek

* Pengembangan Terminal
Petikemas Pelabuhan
Tj Priok.

BUMN

o

Pelabuhan
Patimban

Standardisasi Pelabuhan

Indikator

* 1 pelabuhan yang
dikembangkan.

RO/Proyek

* Pembangunan Pelabuhan
Patimban (1)?;

¢ Patimban Port Development
Project Phase (1-2);

* Patimban Port Development
Project 117,

Kemenhub

Pelabuhan
Makassar

Standardisasi Pelabuhan

Indikator

* 1 pelabuhan yang
dikembangkan.

RO/Proyek

¢ Pengembangan Terminal
Petikemas Pelabuhan
Makassar?.

BUMN

Pelabuhan
Kijing

Konektivitas Integrasi
dengan Hinterland

Indikator

* Terbangunnya jalanakses
pelabuhan 1 lokasi.
RO/Proyek

* Relokasi Jalan Nasional
akses Pelabuhan Kijing?.

BUMN

Konektivitas Integrasi

dengan Hinterland

Indikator

* Terbangunnya jalan akses
pelabuhan 1 lokasi.

RO/Proyek

* Pembangunan New Priok
Eastern Access (NPEA)?.

BUMN

Konektivitas Integrasi

dengan Hinterland

Indikator

* Terbangunnya jalan akses
pelabuhan 1 lokasi.

RO/Proyek

* Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan - Akses Tol
Patimban?.

Kemen PUPR, BUMN

Konektivitas Integrasi
dengan Hinterland

Indikator

* Terbangunnya jalur KA akses
pelabuhan 1 lokasi.

RO/Proyek

* Pembangunan Jalur KA
Trans Sulawesi antara
Makassar — Parepare
Segman 4 dan 529,

Kemenhub

a) Proyek Berstatus PSN

b) Pelaksanaan Setelah Tahun 2024
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Major Project Transformasi Digital (1 dari 4)

~

Impact/Outcome

* 99,5% Desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan
akses jaringan mobile broadband pada 2024;

* 90% Sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;

* 100% Standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat.

~

N O

Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G On Air pada 2024.

/
~

Penyediaan Akses
Internet Cepat

Indikator

* 6.764 Titik/lokasi BTS
operasional.

RO/Proyek

* OM BTS 4G /Lastmile;

¢ OM BTS 4G /Lastmile Papua
dan Papua Barat;

¢ OM Akses Internet Papua
dan Papua Barat;

* Rekomendasi Penguatan
Pemenuhan Akses dan
Konsumsi Listrik pada
Masyarakat;

* Rekomendasi Kebijakan
Bidang Telekomunikasi dan
Informatika.

Kemenkominfo,
Kemen ESDM, Kemenko
Polhukam

Akses dan Infrastruktur

Indikator

* 50 Unit penyiaran digital.
RO/Proyek

* Digital Broadcasting
System (DBS);

o Sistem Infrastruktur
Penyiaran Digital;

¢ Dukungan Ekosistem
Siaran Layanan TV
Digital.

Kemenkominfo, TVRI

Pusat Data Nasional

Indikator
* 2 Titik/lokasi pusat
data nasional.

RO/Proyek

* Data Center Nasional;
 Data Center Swasta.

Kemenkominfo,
Kemenkes, Swasta

e ™
Penerapan SPBE Terintegrasi

Indikator
* 1 Laboratorium BBPPT.

RO/Proyek

* Pembangunan Sistem
Monitoring Frekuensi Radio
(SMFR);

* Pengembangan Infrastruktur
SIMS;

* Rekomendasi Kebijakan yang
Mendukung Optimalisasi
Penyediaan Spektrum
Frekuensi Radio untuk
Broadband.

Kemenkominfo

* 30 Sistem informasi
cloud.

RO/Proyek

o Instansi Pusat yang
menerapkan Aplikasi
Kearsipan Berbagi Pakai
Berbasis Elektronik (Srikandi);

* Penyelenggaran Aplikasi
Generik Berbasis Cloud
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
(SPBE)(Baru,Pengembangan,
Operasional, dan
Pemeliharaan);

* Prototipe Cloud Services
SPBE.

ANRI, Kemenkominfo,

Layanan Pemerintahan

Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik (E-Services)

yang Terintegrasi

Indikator

¢ 1 Rancangan portal
pelayanan publik.

RO/Proyek

* Rancangan Portal Pelayanan
Publik;

* Fasilitasi Pembentukan Data
Kelahiran dan Kematian yang
Terintegrasi Antar Lembaga;

* Core Tax System;

* Sistem perizinan pusat-daer-
ah yang terintegrasi.

Kemen PAN-RB, Kemendagri,
Kemenkeu, Kemen KP,
Kemenkominfo

J
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Major Project Transformasi Digital (2 dari4)

~

Impact/Outcome

*99,5% Desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan
akses jaringan mobile broadband pada 2024;

* 90% Sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;

* 100% Standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat.

~

N O

Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G On Air pada 2024.

O\

©

Pendidikan

Pemanfaatan TIK untuk
Peningkatan Kualitas
Pengajaran dan
Pembelajaran

Indikator

® 244 Layanan
platform e-learning
madrasah.

RO/Proyek

* Bahan Perpustakaan dan
Naskah Kuno yang
Dialihmediakan;

* Adopsi Teknologi Digital
Sektor Strategis Pendidikan;

* Platform Digital Pendidikan
Merdeka Belajar.

Perpusnas, Kemenkominfo,
Kemendikbudristek,
Kemenag, TVRI

Kesehatan

Sistem Informa
Kesehatan

Indikator

2 Sistem informasi
ekosistem digital kesehatan.

RO/Proyek

* Penguatan Ekosistem Digital
Kesehatan (TK);

* Transformasi Digital (TK);

* Integrasi dan
Pengembangan Sistem
Aplikasi Kesehatan (TK).

Kemenkes, Kemenkominfo

Perdagangan, Perdesaan, Koperasi, dan UMKM

Indikator

¢ 13 Kelompok Masyarakat
Sentra IKM terfasilitasi.

RO/Proyek

* Adopsi Teknologi Digital
UMKM;

* UKM/Sentra yang
difasilitasi Peningkatan
Digitalisasi.

Kemen KUKM, Kemenkominfo,
Kemenparekraf, Kemenperin

Start-up

Indikator
* 144 Start-up difasilitasi.
RO/Proyek

 Startup Digital yang
dikembangkan;
« Digital Technopreneur.

Kemenparekraf,
Kemenkominfo, Kemen KP

-

J

-~

Indikator

* 1 Rekomendasi
pengembangan desa
digital.

RO/Proyek

* Desa Digital yang
dikembangkan melalui
Platform Akademi
Desa 4.0;

* Rekomendasi Pengembangan
Desa Digital melalui Smart
Village.

Kemendes PDTT

* 15 Promosi pelaku
ekonomi kreatif.

RO/Proyek

* Kebijakan terkait Perundingan
di Organisasi Perdagangan
Dunia dalam Sektor Non
Pertanian dan Perdagangan
Digital.

Kemendag, Kemenkominfo,
Kemenparekraf
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Major Project Transformasi Digital ( dari 4)

Impact/Outcome

*99,5% Desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan
akses jaringan mobile broadband pada 2024;

* 90% Sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;

* 100% Standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat.

~

~

Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G On Air pada 2024.

TN

NN

Digitalisasi Bantuan Sosial Industri 4.0 Literasi Digital Masyarakat

an Integrasi Pelaksanaan Pengembangan Ekosistem Inovasi,
osial Secara Bertahap Infrasturktur Digital dan Insentif okatapiuietosivasvaiokat
Investasi Teknologi
Indikator Indikator Indikator

* 1 Sistem dan teknologi informasi

A A © 5.500.000 Orang.
kesejahteraan sosial.

* 136 Industri terfasilitasi.

RO/Proyek RO/Proyek Ro/Proyek

* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; * Industri Sektor Elektronika yang

* Sistem dan Teknologi Informasi terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui
Kesejahteraan Sosial. Pendampingan; Kemenkominfo

¢ Lembaga/Komunitas

Kemensos /Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam

« Literasi Digital.

rangka pengembangan ekosistem

NG ) ekonomi digital;

o Investasi Himbara untuk Pengembangan
Digital (IT);

¢ Pemberdayaan Industri Kecil dan
Menengah Dalam Rangka Penerapan
Making Indonesia 4.0.

Kemenparekraf, BUMN, Kemenperin,
Kemenkominfo
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Major Project Transformasi Digital (& dari 4)

Impact/Outcome \

* 99,5% Desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan
akses jaringan mobile broadband pada 2024;

* 90% Sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;

* 100% Standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat.

\

Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G On Air pada 2024.

N O
NN

SDM Digital Indonesia Keamanan Siber
Peningkatan Kompeten: ijakan #an Stan_dard' asi Pembangunan Penguatan Infrastruktur,
Pada Bidang TIK Kompetensi pada Bidang TIK Pertahanan Siber SDM, dan Regulasi
Keamanan Siber
Indikator Indikator Indikator Indikator
* 40.000 Orang. * 1.500 SDM ekonomi kreatif. * 3 Unit. « 225 Lulusan.
RO/Proyek RO/Proyek Ro./Proyek RO/Proyek
. ?Igltiﬂ 7?’%?? thoészclp{ « SDM Ekonomi Kreatif yang * Siber. « Integrasi Cyber Intelligent
* Tenaga Fasilitator Edukasi difasilitasi Sertifikasi; Analytics (CIA);
Perdagal_'lgan Melalui Sistem « Sertikasi berbasis SKKNI Kemhan  Lulusan Pengembangan SDM
Elekt_romk yang Mendapat Bidang Kominfo. di Bidang Keamanan Siber
Pelatihan . o ) K/UD (RKP 2023).
Kemenparekraf, .
Ke Kominf ) Kemenkominfo, BIN,
e".zrr‘n:r::g‘ O Kemenkominfo Pembangunan dan Penguatan BSSN, POLRI
Tim Cepat Tanggap _ Y,
J Keamanan Siber

(" )

Vokasi untuk Indikator ( -
Industri Penyelesaian Kejahatan
* 31 Lembaga.

Indikator RO/Proyek
A Indikator
9600 O dilatih.
: rang dilad * Tim Tanggap Insiden Siber « 311 Perkara
RO/Proyek (CSIRT) pada Sektor -
Pemerintah Pusat yang RO/Proyek

« Transformasi BLK Baru;

Teregistrasi; N
« Tenaga Kerja Industri 4.0. J * Penanganan Tindak

* Pembentukan tim Respon Pidana Siber (PN).
Ancaman Intelijen Siber.
Kemnaker, Kemenperin, POLRI
Kemenkominfo BSSN, BIN
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Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Impact/Outcome ™

Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,48 di tahun 2023 dan 69,74 di tahun 2024.

* Meningkatkan kapasitas terpasang pengolahan limbah B3 sebesar +4.680 ton pada tahun 2023;

¢ Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 10 unit pada tahun 2023 dan 11 unit pada
tahun 2024;

¢ Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 1 unit pada tahun 2023 dan 2 unit pada tahun 2024;
* Penambahan kapasitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sejumlah +19 ribu ton di tahun 2024;
* Penambahan kapasitas pengolahan limbah B3 dari sumber industri dan usaha/kegiatan lainnya sejumlah +2 juta ton di tahun 2024.

N J

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Fasilitas Pengolahan
Medis dari Fasyankes Limbah B3 Terpadu
unan Fasilitas Pengolahan Pembangunan Fasilitas
ah B3 Medis Pengolahan Limbah B3 Terpadu
Indikator Indikator
10 fasilitas pengolahan limbah B3 dari * 3 fasilitas pengolahan limbah B3
fasyankes yang dibangun (unit). terpadu yang dibangun (unit).
RO/Proyek RO/Proyek
 Pembangunan Fasilitas Pengolahan * Persiapan Pembangunan Fasilitas
Limbah B3 dari Fasyankes. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah

Spesifik secara Terpadu.

Kemen LHK Kemen LHK
(.
N
Enablers Enablers
Indikator Indikator
340 daerah yang dilakukan Fasilitasi « 1 rekomendasi kebijakan
dan Pembinaan Pemerintah Daerah pengelolaan limbah B3 di sektor
dalam rangka penyehatan industri (kebijakan).

lingkungan di (prov/kab/kota).
RO/Proyek RO/Proyek
* Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah dalam rangka penyehatan
lingkungan;
* Data dan Informasi Publik Penyehatan
Lingkungan;
* Bantuan Peralatan/Sarana Penyehatan
Lingkungan.

* Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3) di Sektor
Industri.

Kemenperin

Kemenkes
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BAB IV
PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan
efektivitas pengendalian dalam pencapaian RPJMN 2020-2024, tujuh Prioritas

Nasional RKP Tahun 2023 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian
tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan di tahun 2023. Prioritas

nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas
strategis/Major Project yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan
terhadap realisasi target-target pembangunan.

4.1 Prioritas Nasional

D alam upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan
pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti pada Gambar 4.1
Penjelasan tiap PN akan mencakup pendahuluan yang memuat tantangan atau
permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak
dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas
Strategis/ Major Project (MP).

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Membangun
Lingkungan Hidup,

Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan

Revolusi Mental
dan Pembangunan
Kebudayaan

Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim

Memperkuat
Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan

Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang
Berkualitas dan
Berkeadilan

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia
Berkualitas dan
Berdaya Saing

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
dan Transformasi
Pelayanan Publik

Ekanomi dan
Pelayanan Dasar

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Kebijakan dan target yang disusun pada setiap PN RKP Tahun 2023 telah mengantisipasi
kondisi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi terutama tren perlambatan pertumbuhan
ekonomi, tingginya tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Selain itu, dijelaskan pula
berbagai strategi dan upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pada setiap
PN. Seluruh pelaksanaan PN didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan,
serta alokasi pendanaan yang diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait
langsung dengan pencapaian sasaran prioritas.
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4.1.1 Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas
untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan

pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan;
peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi
global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan
(EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

4.1.1.1 Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tahun 2023 akan dilaksanakan untuk mendukung proses
transformasi ekonomi setelah pada tahun sebelumnya dihadapkan pada pemulihan ekonomi
dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk
menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan
SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital,
integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Proses transformasi ekonomi yang
dilaksanakan oleh sektor energi, sumber daya air, UMKM, pariwisata, pertanian, industri,
perdagangan, keuangan, dan sektor lainnya akan menghadapi tantangan yang
membutuhkan kebijakan dan strategi untuk dapat mencapai sasaran pembangunan
nasional.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT), tantangan yang dihadapi terkait fokus produktivitas adalah
tingginya ketergantungan terhadap energi fosil yang produktivitasnya semakin menurun dan
berkontribusi terhadap defisit perdagangan dan nilai transaksi berjalan yang turut
menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan yang terkait fokus
pembangunan berkelanjutan adalah (1) pengembangan EBT masih terkendala dengan belum
kompetitifnya harga jual dan (2) pengembangan EBT berbasis kelapa sawit masih
bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan. Adapun tantangan yang terkait
fokus inklusif yaitu (1) kebijakan subsidi dan insentif yang belum optimal, (2) kondisi
kelistrikan yang over-supply di beberapa daerah sementara akses masyarakat daerah
tertinggal pada energi khususnya EBT skala kecil masih sangat terbatas dengan adanya
keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, dan (3) faktor intermittence dari beberapa
teknologi Pembangkit Listrik Teknologi (PLT) EBT.

Upaya peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pada fokus peningkatan produktivitas air yaitu
adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang disebabkan oleh
semakin terbatasnya daya tampung dan ketersediaan air. Selanjutnya, tantangan pada fokus
inklusif yaitu adanya potensi bencana terkait sumber daya air di berbagai daerah terutama
peningkatan frekuensi banjir dan maupun kekeringan di berbagai daerah. Selain itu,
tantangan yang dihadapi pada fokus pembangunan berkelanjutan adalah tingginya Daerah
Aliran Sungai (DAS) yang kritis serta adanya perubahan iklim yang dapat mengubah pola
iklim pada periode tertentu. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kebijakan diarahkan
antara lain pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS kritis, penyelamatan danau prioritas
nasional, pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti waduk dan bendungan, dan
penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya air. Upaya-upaya tersebut terus didorong
demi menciptakan ketahanan pangan dan mendorong percepatan transformasi ekonomi.

Untuk mendukung peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, sektor
pertanian merupakan sektor utama. Pada masa pandemi, sektor pertanian menjadi sektor
penunjang pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif di
saat sektor lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tantangan yang dihadapi di
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sektor pertanian pada fokus peningkatan produktivitas di antaranya (1) rendahnya kualitas
sumber daya manusia di sektor pertanian karena tingkat pendidikan yang rendah dan usia
petani yang menua (aging farmers) dan (2) pemanfaatan teknologi serta digitalisasi di sektor
pertanian yang berjalan lambat. Tantangan selanjutnya pada fokus pembangunan
berkelanjutan yaitu sistem budi daya pertanian yang belum menerapkan sistem ramah
lingkungan menyebabkan kualitas lahan menurun dan mengancam keberlanjutan usaha
tani. Sementara itu, tantangan pada fokus inklusif adalah tata kelola sistem pangan yang
belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ketersediaan dan harga
pangan.

Untuk mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan,
tantangan yang dihadapi pada fokus peningkatan produktivitas di antaranya (1) masih
perlunya penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari aspek pendataan stok
perikanan dan perizinan untuk usaha perikanan; (2) produktivitas perikanan, baik perikanan
tangkap maupun budi daya masih belum optimal akibat usaha perikanan yang ada
cenderung tersebar dan berskala kecil, dengan menggunakan teknologi tradisional, serta
sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai; (3) kurangnya ketersediaan
bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan yang belum didukung dengan rantai
dingin yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga distribusi produk perikanan masih
terkendala; serta (4) masih belum optimalnya pemanfaatan jasa kelautan non perikanan.
Sedangkan tantangan pada fokus inklusif meliputi kapasitas SDM kelautan dan perikanan
yang masih perlu ditingkatkan, minimnya literasi finansial, akses pendanaan dan
perlindungan usaha yang masih rendah, dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan
yang masih lemah.

Untuk mendukung penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
dan koperasi, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan koperasi untuk mendorong
percepatan transformasi ekonomi pada fokus peningkatan produktivitas antara lain (1)
rendahnya nilai tambah produk UMKM, (2) kurangnya akses informasi terkait pembiayaan
dan pemasaran, dan (3) terbatasnya kapasitas dan kemampuan manajerial pelaku UMKM
dan koperasi. Selain itu, tantangan pada fokus inklusif di antaranya (1) minimnya UMKM
yang menjalin kemitraan strategis dengan usaha besar, (2) rendahnya partisipasi UMKM
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan dan BUMN, (3) rendahnya tingkat
kepemilikan izin usaha sehingga masih banyak usaha yang bergerak di sektor informal, serta
(4) belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha.

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan
industrialisasi, beberapa sektor utama yang akan didorong adalah industri, pariwisata, dan
investasi. Tantangan yang dihadapi sektor industri dan pariwisata adalah berbagai risiko
baik di tingkat global maupun dalam negeri di tahun 2022. Pemulihan industri pengolahan
berlangsung lebih cepat, namun menghadapi tantangan perlu ditingkatkannya produktivitas,
risiko berlanjutnya gangguan rantai pasok global, peningkatan harga bahan baku sebagai
dampak peningkatan harga komoditas, serta percepatan revitalisasi industri bernilai tambah
tinggi. Pada fokus peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan, tantangan di sektor industri
pengolahan adalah percepatan pembangunan ekosistem untuk produksi dan adopsi
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sementara itu pada fokus inklusif, tantangan
yang dihadapi oleh sektor industri pengolahan yaitu masih perlu ditingkatkannya
penggunaan produk-produk industri pengolahan dalam negeri dan aktivitas industri
pengolahan di luar Pulau Jawa. Tantangan terkait pemulihan di sektor pariwisata berkaitan
dengan prosesnya yang berjalan bertahap. Pembukaan Bali di tahun 2022 menjadi tonggak
untuk peningkatan aksesibilitas yang disertai dengan kesiapan pengelolaan risiko dari
pergerakan wisatawan.

Tantangan pemulihan tersebut juga berkaitan dengan perlunya peningkatan aspek
berkelanjutan di sektor pariwisata yang masih difokuskan pada efektivitas penanganan
kasus COVID-19, serta konsistensi penerapan standar Cleanliness, Health, Safety and
Environmental sustainability (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata. Keberhasilan
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pemulihan pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas di sektor-
sektor terkait dalam rantai pasoknya, serta perluasan peluang yang lebih inklusif bagi
partisipasi usaha pariwisata berbasis masyarakat.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor investasi pada fokus produktivitas di
antaranya (1) Proses penyesuaian UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) berpotensi
berpengaruh pada kepercayaan investor karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan UUCK adalah inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu 2 tahun untuk
memperbaikinya, (2) tantangan berikutnya soal status lahan dan juga kemudahan perizinan,
serta (3) fasilitas dan juga insentif yang tepat sasaran diperlukan dalam menarik investor.
Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam menarik minat investor dan
tidak hanya menjadi sebatas minat namun dapat menjadi sebuah realisasi investasi. Tren
ekonomi dunia yang mengarah pada ekonomi hijau juga menjadi tantangan baru untuk
menentukan arah kebijakan yang mengadopsi pemahaman tentang Green Economy.

Upaya peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN) menghadapi berbagai tantangan, khususnya di bidang perdagangan luar
negeri, baik tantangan global maupun tantangan yang berasal dari dalam negeri. Tantangan
pada fokus produktivitas di tingkat global di antaranya (1) pertumbuhan perdagangan global
masih dibayang-bayangi penyebaran pandemi COVID-19, (2) gangguan rantai suplai global,
serta (3) dampak dari perang Rusia-Ukraina yang dapat terus memicu ketidakseimbangan
supply-demand minyak mentah dunia dan komoditas lain. Sementara itu dari dalam negeri,
tantangan pada fokus produktivitas di antaranya (1) masih rendahnya tingkat produktivitas,
persaingan usaha dan kemampuan inovasi, (2) terbatasnya akses bahan baku domestik dan
impor, (3) terbatasnya kesiapan ekosistem dan infrastruktur untuk mendukung e-commerce
lintas batas negara, (4) terbatasnya konektivitas logistik ekspor, serta (5) terbatasnya akses
pasar dan buyer. Selanjutnya, tantangan pada fokus berkelanjutan di tingkat global yaitu
kebijakan mitra dagang yang mengarah pada isu lingkungan dan sustainability. Tantangan
lainnya pada fokus inklusif di dalam negeri yaitu belum terintegrasinya program fasilitasi
promosi ekspor, seperti informasi dan layanan intelijen ekspor, akses pembiayaan ekspor,
serta program pendidikan dan pelatihan ekspor.

Untuk penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi pada
fokus produktivitas di antaranya (1) normalisasi kebijakan (pengetatan likuiditas) yang
diambil oleh bank sentral khususnya Federal Reserve berpotensi memengaruhi kondisi
likuiditas dan aliran modal ke Indonesia, (2) risiko kredit yang juga belum sepenuhnya pulih
sehingga berpotensi mengurangi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha
dan pembiayaan APBN, (3) masih rendahnya rasio perpajakan terhadap PDB yang
disebabkan belum tergalinya potensi pajak dan kondisi perekonomian yang belum
sepenuhnya pulih serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal, (4) belum
optimalnya kebijakan alokasi TKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, (5)
terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya,
dan (6) keandalan dan pemerataan konektivitas untuk mendukung tingginya arus
pengiriman barang. Selanjutnya, tantangan pada fokus inklusif yaitu (1) transformasi digital
pada sektor keuangan; (2) ketimpangan antara inklusi dengan literasi keuangan; (3)
banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (4) kurang efektifnya
kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan pokok dan barang penting;
(5) akselerasi ekonomi digital yang ditandai transaksi perdagangan yang minim mobilitas
berbasis e-commerce; (6) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang
sudah dibangun; serta (7) semakin dinamis dan berkembangnya komoditas baru dalam
ekonomi digital, seperti adanya crypto currencies dan munculnya metaverse. Tantangan yang
dihadapi pada fokus berkelanjutan di antaranya (1) belum optimalnya pembiayaan hijau dan
(2) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan untuk
mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional salah satunya melalui subsidi, baik
energi maupun non-energi. Kebijakan subsidi menjadi bagian dari kebijakan belanja negara
di tahun 2023 yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan sebagai
upaya percepatan transformasi ekonomi.
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Kontribusi PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan diarahkan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas untuk
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang pelaksanaannya dititikberatkan
pada tiga fokus utama yaitu peningkatan produktivitas, inklusif, dan pembangunan yang
berkelanjutan. Peningkatan produktivitas, inklusif, dan pembangunan yang berkelanjutan
akan menjadi fokus untuk mendorong sektor pertanian, industri pengolahan, kelautan
perikanan, sumber daya air, pariwisata, investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok
produksi global, sistem logistik, UMKM, pengembangan EBT, sistem keuangan dan reformasi
fiskal.

4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi
' pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

y,1 FPorsi EBT dalam bauran 9,18 11,20 11,70 15,70 17,90 ~23,00
energi nasional (%)

Skor Pola Pangan

1.2 Harapan (PPH) (nilai) 87,90 86,30 87,20 92,40 94,00 95,20
Pengelolaan dan
pemanfaatan Wilayah

1.3 Pengelolaan Perikanan 11 11 11 11 11 11

(WPP) secara
berkelanjutan (WPP)

2 Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing
° perekonomian

Rasio kewirausahaan

2.1 . o 3,27 2,93 2,89 3,18b) 3,21b) 3,23b)
nasional (%)
Pertumbuhan PDB 3,60- 4,00-

2.2 pertanian (%)) 3,61 1,77 1,84 3.80 3,2-3,6 4.10
Pertumbuhan PDB 4,00- 5,00-

23 Lerikanan (%) 5,81 0,73 545 6,00 600 71
Pertumbuhan PDB

2.4  industri pengolahan 3,8 -2,93 3,39 55’37%_ 55’36%_ 8,10
(9.2.1) (%) ’ ’
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Realisasi Target

Baseline
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kontribusi PDB
2.5 industri pengolahan 19,70 19,87 19,25 19,90 20,60 21,00

(9.2.1)3 (%)

Nilai devisa pariwisata 0,86— 2,07- 7,38—
2.6 (8.9.1)9a (miliar US$) 19,7 3,38 0,52 1,71 9,05 13,08

Kontribusi PDB
)
2.7 pariwisata (8.9.1)a) (%) 497 2,24 2,40¢ 3,60 4,10 4,50

Penyediaan lapangan

2.8 kerja per tahun (juta 2,47 -0,30 2,60 2,6-3,1 g’ze_' 2,7-3,0
orang) ’
Pertumbuhan investasi

2.9 (PMTB) (%) 4.4 -4,9 3,8 5,4-6,3 6,1-6,3 5,8-7,7
Pertumbuhan ekspor

2.10 industri pengolahan -2,60 3,61 35,11 8,45 11,18 10,10
(o)

2,11 Pertumbuhan ekspor -0,9 7,7 24,0 5,1-5,5 5,3-6,6 6,2
riil barang dan jasa (%)

Rasio perpajakan 10,22-

2.12 terhadap PDB (17.1.1)a 9,76 8,33 9,129 9,55 9,60h) 10’71d)

(%)

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022;

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals (SDGs);
b) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional sesuai dengan hasil exercise Kementerian PPN/Bappenas
berdasarkan capaian 2020-2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka Realisasi LKPP
Audited; d) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas; e) Angka target tahun 2023 masih dalam perhitungan; f)
Indikator pertumbuhan PDB pertanian sama dengan pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan; g)
Angka Proyeksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf; serta h) Angka berdasarkan UU No.
28/2022 tentang APBN tahun 2023.

4.1.1.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui
delapan Program Prioritas (PP) seperti yang tercantum dalam Gambar 4.2. Sementara,
sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Tabel 4.2.
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Gambar 4.2
Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PP Pemenuhan Kebutuhan Energi PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan
dengan Mengutamakan Peningkatan Air untuk Mendukung Pertumbuhan
Energi Baru Terbarukan (EBT) Ekonomi
PP Penguatan Pilar Pertumbuhan PP Peningkatan Ketersediaan, Akses,
dan Daya Saing Ekonomi dan Kualitas Konsumsi Pangan

PP Peningkatan Ekspor Bernilai PP Peningkatan Pengelolaan
Tambah Tinggi dan Penguatan Kemaritiman, Perikanan dan

Tingkat Kandungan Dalam Kelautan
Negeri (TKDN)

PP Peningkatan Nilai Tambah, PP Penguatan Kewirausahaan,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Usaha Mikro, Kecil Menengah
Sektor Riil, dan Industrialisasi (UMKM), dan Koperasi

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas.

Tabel 4.2
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru
Terbarukan (EBT)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru
Terbarukan (EBT)

Kapasitas terpasang
1.1 pembangkit EBT 10,29 10,50 11,15 13,91 14,31 19,20
(gigawatt) - kumulatif

Pemanfaatan biofuel
1.2 untuk domestik (juta 6,39 8,40 9,30 9,60 10,65 17,40
kilo liter)

PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Produktivitas air (water N/AD 3,341 3,511 3,571 3,63 3,671

2.1 productivity) (m3/kg)e
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
Nilai Tukar Petani 103,00- 105,00-
3.1 (NTP) 100,90 101,65 104,64 105,00 107,00 105,00
Angka Kecukupan
3.2 Energi (AKE) 2.138,00 2.125,00 2.143,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
(kkal/kapita/hari)
Angka Kecukupan
3.3 Protein (AKP) 62,87 62,05 62,28 57,00 57,00 57,00
(gram /kapita/hari)
Prevalence of
3.4  Undernourishment (PoU) 7,63 8,34 8,49 5,50 5,20 5,00
(%)
Food Insecurity
3.5 Experience Scale (FIES) 5,42 5,12 4,79 4,50 4,20 4,00
(%)
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
Konservasi kawasan
4.1 kelautan (14.5.1)a) 23,14 24,11 28,41 25,10 29,10 30,00
(juta ha)
Proporsi tangkapan
jenis ikan yang berada
4.2 dalam batasan biologis 52,87 51,78 51,93e <72 <76 <80
yang aman (14.4.1)a
(%)
4.3 FProduksiperikanan 22,76 21,83 21,849 29,42 30,58 32,75
(juta ton)
4.4 fggf‘uml garam (juta 2,85 1,37 1,09 2,60 2,00 3,40
. 104,00~ 107,00-
4.5 Nilai Tukar Nelayan 100,23 100,22 104,69 106,00 108,00 107,00
PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
Rasio kredit UMKM
5.1 terhadap total kredit 19,891 19,67 21,02 20,88 21,44 22,00

perbankan (%) (8.10.1)d
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
5o Pertumbuhan 1,710 7,17 0,08 2,570  2,74b) 2 ,90b)
wirausaha (%)
5.3 Kontribusi koperasi 5,54 6,20 6,20 5,30 5,40 5,50

terhadap PDB (%)

PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

Pertumbuhan PDB

6.1 industri pengolahan 4,34 -2,52 3,67 5,30- 5,50- 8,40
. 5,70 5,90

nonmigas (%)
Kontribusi PDB 18.00—

6.2 industri pengolahan 17,58 17,88 17,36 18’ 10 18,80 18,90
nonmigas (%) ’

6.3 Nilai tambah ekonomi 1.153,4 1.134,9 1.191,0 1.236,0 1.279,0 1.347,0
kreatif (triliun rupiah)
Jumlah tenaga kerja

6.4 industri pengolahan 18,90 17,48 18,69 20,90 21,70 22,50
(juta orang)
Kontribusi tenaga kerja

6.5 disektorindustri 14,96 13,61 14,30 1500 15,50 15,70
terhadap total pekerja
(9.2.2)a (%)
Jumlah tenaga kerja

6.6 pariwisata (8.9.2)3 (juta 20,8 20,4 21,2 21,64 21,93 22,08
orang)
Jumlah tenaga kerja

6.7 ekonomi kreatif (juta 19,50 19,39 21,90 22,29 22,59 22,74
orang)
Nilai realisasi PMA dan 1.200-

6.8 PMDN (triliun rupiah) 809,6 826,3 901,0 968,4 1.300 1.239,3
Nilai realisasi PMA dan

6.9 PMDN industri 215,9 272,9 3254 352,5 90 6461
pengolahan (triliun 420
rupiah)
Pertumbuhan PDB
pertanian, peternakan, 3,60- 3,60- 3,60-

6.10 perburuan dan jasa 3,31 2,13 1,08 3,80 3,80 3,80

pertanian (%)
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN)

Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN)

Neraca perdagangan 31,4- 40,4 5
71 barang (miliar US$) 3,5 28,3 43,8 31,79 44,9 15,02
Pertumbuhan ekspor 0,8- 1,2- 9
72 nonmigas (%) -4,3 -0,6 41,5 1,21 3,7 9,82
Jumlah wisatawan
1,8- 3,5- 9,5-
7.3 ~mancanegara (8.9.1)a 16,11 4,05 1,56 3.6 7.4 143

(juta kunjungan)

Jumlah kunjungan
7.4 wisatawan nusantara 722,16 524,60 603,02
(juta perjalanan))

633- 1.200- 1.250-
703 1.400 1.500

Pertumbuhan ekspor
7.5 produk industri -8,2 2,4 37,7
berteknologi tinggi (%)e)

8,2— 8,5—
10,19 10,7

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Kontribusi sektor jasa 4,55— 4,15- 4,57-

8.1 keuangan/PDB (%) 4,24 4,51 4,34 4,56 4,21 4,58
Skor logistic
8.2  performance index 3,15 3,15 3,15 3,41 3,42 3,52
(skor)
. 48,3— 48,2— 50,7-
o, > > ’
8.3 Rasio M2/PDB (%) 447 46,4 48,0 49 4 48.9 51,4

Peringkat travel and
8.4  tourism development 40 N/AD 32 N/AD 29-34 N/AD
index (peringkat)

Pembaruan sistem inti
administrasi
8.5 perpajakan (core tax 0 1,97 29 66J) 96 100
administration system)
(%)

8.6 Imbal hasil (yield) surat 7.30 6,99 6,37 menu- menu- menu-

berharga negara (%) run run run
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rasio TKDD yang
berbasis kinerja
terhadap TKDD
meningkat (%)

8.7 10,38 26,05 26,18 28,94 31,94 34,94

Penyediaan data
8.8 ekonomi dan.sosml 5K 8k 6K) 6k 8 8
yang berkualitas

(database)®

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022;
1) Target Pemutakhiran RKP 2022; dan 2) Target Pemutakhiran RPJMN 2020-2024.

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals (SDGs);
b) Penyesuaian target Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan hasil exercise Kementerian PPN/Bappenas
berdasarkan capaian 2020 — 2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka dalam kurung pada
indikator menunjukkan indikator SDGs; d) Indikator pada level KP yang baru diusulkan untuk naik menjadi
indikator level PP; e) Angka realisasi 2021 sementara; f) Indikator baru ada pada tahun 2020/data belum rilis; g)
Angka realisasi 2021 dan target 2023 masih dikonfirmasi; g) Indikator baru pada level PP; i) Perhitungan
menggunakan metodologi baru menggunakan teknologi Mobile Positioning Data (MPD); j) Berdasarkan hasil Trilateral
Meeting Renja Kementerian Keuangan TA 2022; k) Merupakan angka target dan realisasi indikator pada level KP;
dan 1) Data TTDI terbit 2 tahun sekali pada tahun ganjil.

Sebagai upaya dalam rangka mencapai peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan
mencakup tiga fokus yaitu peningkatan produktivitas, inklusif, dan pembangunan
berkelanjutan, sebagai berikut

(1) pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT,
transisi menuju energi rendah karbon yang mendukung fokus peningkatan produktivitas
dilaksanakan melalui berbagai strategi yaitu (a) optimalisasi penambahan kapasitas
terpasang PLT EBT terutama di daerah defisit listrik melalui mobilisasi berbagai skema
pendanaan dan insentif fiskal, (b) peningkatan kualitas cadangan migas dan potensi EBT
secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan risiko (derisking) dan pemenuhan
energi nasional dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, (c) optimalisasi
produksi biofuel disertai kebijakan demand management dalam negeri, serta (d)
pengembangan energi baru terutama Dimethyl Ether (DME) dan green hydrogen.
Sedangkan strategi yang mendukung fokus inklusif dalam transisi energi rendah karbon,
antara lain (a) penyelesaian segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT
energi terbarukan (ET) on-grid yang sudah termuat dalam RUPTL PLN 2021-2030, serta
pembangunan PLT ET off-grid untuk daerah 3T, (b) restrukturisasi subsidi energi fosil ke
subsidi EBT secara bertahap, dan (c) penguatan kewenangan Pemda dalam pengelolaan
EBT skala kecil. Sementara itu, strategi lain dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk
mendukung fokus pembangunan berkelanjutan yang dilakukan adalah (a) fasilitasi dan
implementasi perjanjian jual beli listrik dengan harga beli EBT yang berkeadilan, (b)
pengembangan teknologi penyimpanan energi, dan (c) mempercepat implementasi
penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) termasuk kebijakan
pendukungnya.

(2) pada PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi, strategi pada fokus peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui (a)
akselerasi penyelesaian pembangunan waduk multiguna dan pemanfaatannya serta (b)
peningkatan layanan dan efisiensi pada sistem irigasi melalui pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk
komoditas pertanian bernilai tinggi. Strategi dalam fokus inklusif dilaksanakan melalui
program padat karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air serta penguatan
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(3)

(4)

Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) sebagai upaya
kolaboratif pengelolaan DAS antarsektor, antarwilayah dan antarpemangku
kepentingan. Selanjutnya, strategi pada fokus berkelanjutan di antaranya (a) kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat pada DAS kritis; (b) sinkronisasi
kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pengelolaan hutan; (c) upaya
konservasi daerah tangkapan air dan ekosistemnya; (d) memperketat alih fungsi lahan
dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi pengendalian pemanfaatan ruang; (e)
peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; (f) memanfaatkan perkembangan
teknologi satelit dalam rangka pemantauan dan pengelolaan hutan; (g) melakukan
penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka pencegahan
dan penindakan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, dan praktik tata kelola
hutan yang tidak berkelanjutan; (h) mendorong partisipasi masyarakat dalam
peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan perhutanan sosial; serta (i)
menyelamatkan daerah aliran sungai dan danau prioritas nasional yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata. Aspek
keberlanjutan diwujudkan dalam konservasi ekosistem air dari hulu ke hilir, menjadi hal
yang sangat penting untuk diperhatikan untuk menjamin ketersediaan air pada masa
mendatang. Berbagai fokus kegiatan PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air juga
dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen seperti pelibatan
masyarakat melalui program kegiatan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan,
dan program padat karya percepatan peningkatan tata guna air.

pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi yang
dilakukan pada fokus peningkatan produktivitas yaitu (a) peningkatan ketersediaan
pangan dengan mengutamakan dari produksi dalam negeri guna mengurangi
ketergantungan impor terutama kedelai, pengawalan produksi, produksi pangan yang
beragam, pengembangan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan produktivitas
komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi peningkatan Indeks Pertanaman (IP),
perbaikan kualitas dan penguatan sistem perbenihan tanaman, dan Ekosistem
pengembangan padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas padi; (b)
pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem pertanian hulu-hilir serta
penguatan data petani; dan (c) mendorong terciptanya sumber daya manusia pertanian
yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan pertanian (korporasi petani),
peningkatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi pertanian untuk menarik minat
petani muda dan efisiensi tenaga kerja pertanian. Selanjutnya, strategi yang dilakukan
pada fokus inklusif di antaranya (a) penguatan tata kelola sistem pangan dengan
penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang
berkelanjutan; (b) peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan percepatan
peningkatan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) dan peningkatan konsumsi sayur dan
buah; serta (c) pengembangan pertanian keluarga. Pada fokus berkelanjutan, strategi
yang dilakukan yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dengan upaya
konservasi lahan produktif, budi daya rendah karbon, penerapan pertanian regeneratif,
penerapan prinsip ekonomi sirkular, dan peningkatan layanan dan fungsi karantina
nasional yang terintegrasi dalam kelembagaaan satu atap dengan berbasiskan sarana
dan prasarana sistem ketertelusuran.

PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan dilaksanakan
melalui pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Strategi yang dilakukan pada fokus produktivitas mencakup (a) penguatan kelembagaan
pengelola WPP, penguatan data stok sumber daya ikan, dan penataan perizinan usaha
perikanan; (b) pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan,
pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta pengembangan usaha perikanan berbasis
sentra dalam bentuk klaster kawasan tambak udang dan bandeng, kampung perikanan
budidaya, dan kampung nelayan; (c) penyediaan sarana dan prasarana perikanan
termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional;
(d) penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, penyediaan
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sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta
penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga
tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien
dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (e) penguatan penerapan teknologi dan pendataan,
serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan perikanan penguatan
kelembagaan usaha; serta (f) pemanfaatan jasa kelautan, termasuk garam, wisata bahari
dan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Adapun strategi pada fokus
inklusif meliputi penguatan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan melalui
pengembangan korporasi, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan
dan perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.

pada PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, strategi yang mendukung
fokus produktivitas mencakup (a) digitalisasi usaha; (b) perbaikan iklim usaha dan
peningkatan kapasitas pelaku usaha; (c) pembangunan basis data tunggal UMKM; (d)
optimalisasi pengelolaan terpadu UMKM berbasis potensi wilayah, termasuk fasilitasi
ruang produksi bersama; (e) peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN; (f) akselerasi penerapan kemitraan
usaha; (g) peningkatan kurasi dan standardisasi produk UMKM, termasuk sertifikasi
halal; (h) penyediaan akses pembiayaan yang luas melalui KUR, Kredit UMi, PNM Mekaar
dan ULaMM, dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil, dan
Menengah (LPDB KUMKM); serta (i) subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan
penjaminan kredit bagi pelaku UMKM. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus
inklusif yakni (a) penguatan lembaga dan model layanan pendampingan usaha, (b)
penguatan literasi keuangan dan digital, (c) penyediaan informasi pasar melalui market
intelligence, (d) fasilitasi kemitraan usaha, (e) percepatan transformasi usaha informal
menjadi formal, serta (f) optimalisasi layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
KUMKM.

pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan
Industrialisasi, strategi yang mendukung fokus produktivitas mencakup (a) perbaikan
rantai pasok dan reskilling dan upskilling tenaga kerja; (b) peningkatan lokalisasi produk
dan bahan baku impor; (c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui
pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan pertambangan
rakyat yang bernilai tambah; (e) peningkatan kualitas dan inovasi produk yang didukung
komersialisasi hasil riset dan penguatan infrastruktur kualitas; (f) penguatan ekosistem
pemampu industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi, termasuk industri
kedirgantaraan; (g) percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas dan atraksi di 5
Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, event, dan meeting,
incentive, conference and exhibition; (h) scaling-up start-up ekonomi kreatif dan digital
yang didukung akses pembiayaan berbasis HKI dan investasi; (i) akselerasi
pengembangan industri perfilman melalui berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal;
(j) penguatan ekosistem industri berbasis konten, terutama film; (k) harmonisasi dan
simplifikasi peraturan yang menghambat investasi di level pusat dan daerah sesuai
dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor
dan menjamin kepastian usaha; () percepatan penyelesaian isu status lahan,
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (m) penguatan peran satgas investasi
melalui pendampingan dan penyelesaian permasalahan investasi; (n) pengintegrasian
sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem OSS RBA dan implementasi sistem
perizinan melalui sistem OSS di daerah; (o) peningkatan investasi skala besar dan
menyerap tenaga kerja, utamanya pada sektor industri pengolahan; (p) penyusunan peta
potensi daerah guna efektif mendukung promosi investasi kepada investor; (q)
peningkatan investasi yang berbasis ekspor dan sektor teknologi informasi dan
komunikasi; (r) peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran insentif untuk investor,
serta (s) penguatan hilirisasi komoditas pertanian, didukung dengan perbaikan kualitas
dan kuantitas produksi dan penguatan sistem perbenihan melalui penyediaan sarana
pengujian kemurnian benih dan pengembangan nursery perkebunan serta penguatan
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(7)

(8)

yurisdiksi berkelanjutan. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus inklusif yakni (a)
pengembangan produk dan industri halal sesuai Master Plan Industri Halal; (b)
penguatan desa wisata; (c) fasilitasi peningkatan kualifikasi produk untuk dapat
dicantumkan dalam e-catalogue; (d) percepatan penyiapan dan peningkatan investasi
utamanya di kawasan industri di luar Jawa, dan (e) revitalisasi infrastruktur ekonomi
kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan. Selanjutnya strategi
yang mendukung fokus berkelanjutan yakni (a) investasi terkait dengan pengembangan
KBLBB dan ekosistem KBLBB; (b) mendorong industri dalam ekosistem KBLBB
termasuk di dalamnya industri baterai dan produksi kendaraan bermotor dalam negeri;
(c) peningkatan konsistensi penerapan CHSE di destinasi dan industri pariwisata; dan
(d) fasilitasi kemudahan investasi hijau. Khusus untuk pemulihan pariwisata, strategi
yang akan dilaksanakan yaitu (a) penambahan kemudahan aksesibilitas melalui
penambahan frekuensi penerbangan dan moda transportasi lainnya; (b) perbaikan
kebijakan visa kunjungan termasuk untuk tujuan bisnis/investasi dan MICE; (c)
pengembangan wisata medis; dan (d) fasilitasi peningkatan wisatawan nusantara melalui
penyelenggaraan event dan kerja sama insentif.

pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan TKDN, peningkatan
produktivitas perekonomian melalui ekspor barang dan jasa utamanya dilakukan
dengan meningkatkan ekspor produk manufaktur dan jasa melalui Gerakan “Ayo
Ekspor” serta meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global (Global Value
Chain/GVC). Dalam rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan
mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah,
(b) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor; (c) peningkatan ekspor ekonomi
kreatif dan digital, (d) penguatan ekspor gastronomi melalui “Indonesia Spice Up the
World”, serta (e) pemanfaatan teknologi digital dan online channel (e-commerce). Dalam
rangka mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) penyiapan
ekosistem dan infrastruktur ekspor, (b) penguatan informasi ekspor melalui integrasi
layanan informasi dan intelijen ekspor menuju one-stop service export, (c) fasilitasi UKM
produsen untuk berpartisipasi dalam GVC, (d) diversifikasi pembiayaan ekspor, (e)
redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus pada kebutuhan
eksportir, dan (f) pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi yang
mendukung fokus produktivitas meliputi (a) penguatan regulasi sektor keuangan; (b)
peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil (termasuk pada
UMKM); (c) perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi; (d) peningkatan efisiensi
dan penguatan ekosistem logistik melalui National Logistic Ecosystem (NLE) yang
didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (e)
peningkatan perencanaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam
negeri; (f) penyiapan ekosistem untuk perdagangan komoditas baru, seperti crypto dan
metaverse; (g) penguatan kebijakan asymmetric fiscal incentive dalam rangka
peningkatan nilai tambah ekonomi; (h) penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan
intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan; (i) reformasi administrasi perpajakan
(coretax system); (j) peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta (k) peningkatan kualitas
pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD berbasis kinerja). Dalam rangka mendukung fokus
inklusif, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan edukasi, literasi, serta
digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen;
(b) perluasan basis investor ritel; (c) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa
keuangan; (d) integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah; (e) redesain program
edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat multi-channel, (f) penguatan
teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi logistik nasional dan dunia usaha; (g)
penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (h)
peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik terkait perkembangan ekonomi
dan sosial; (i) pelaksanaan sensus pertanian 2023 untuk menyediakan data pokok
pertanian nasional; dan (j) penguatan pembinaan statistik sektoral untuk mendorong
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integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu Data
Indonesia. Dalam rangka mendukung fokus berkelanjutan, strategi yang dilaksanakan
meliputi (a) peningkatan pembiayaan hijau dan berkelanjutan termasuk percepatan
pembiayaan ekosistem KBLBB serta (b) perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan.

4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang
dirinci hingga proyek dan diklasifikasikan berdasarkan beberapa fokus yaitu, urgensi,
impact/ outcome/ output, pelaksana, lokasi, highlight proyek, dan sumber pendanaan.
Sembilan MP tersebut yaitu (1) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi, (2) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (3) Integrasi Pelabuhan Perikanan
dan Fish Market Bertaraf Internasional, (4) Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi
Petani dan Nelayan, (5) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng,
(6) Pengelolaan Terpadu UMKM, (7) Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas, (8)
Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, dan (9) Destinasi Pariwisata Prioritas.

MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

= Target porsibauran energiterbarukan dalam bauran
energi primer nasional mencapai 23% ditahun 2025
(RUEN). Sampaidengantahun 2021, capaian porsibauran
energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional
baru mencapai12,2%;

* Potensienergiterbarukandi Indonesia mencapai 419,3
gigawatt. Pemanfaatan energiterbarukan sampai dengan
tahun 2021 baru mencapai 12,4 gigawatt;

= Indonesia memiliki perkebunan sawit rakyat mencapai5,8 = i
juta ha. Indonesia merupakan negara penghasil minyak
sawit terbesar didunia;

= Intensitasenergi final (indikator konservasienergi)
ditargetkan turun 1% /tahun sampai dengan tahun 2025
(KEN dan RUEN); —

Pendanaan

* Penguranganemisi GRK sektor energi ditargetkan A ~ X
mencapai 116jutaton CO;. Lokasi / . dan Investasi

* Pusat; ] | & ]
* Tersebar 34 provinsi. ":: ;' .

..I_ ) ) / Highlight
T Proyek

Penanggung Jawab Proyek:

Urgensi Pelaksana * Kemen ESDM dan Badan Usaha.

[ @ Lintas K/L/D:
* Kementan, Kemenkeu, Kemenpora,
Kemen PPPA, dan Pemda.

Sumber:
K/L, DAK, BUMN dan Swasta.

1 Alokasi:
Rp3.976,58 M [K/Ldan DAK];
Rp939,1 M [BUMN];
Rp5.360,23 M [Swasta]®l.

* Meningkatnya porsi energibaru terbarukan Impact/
dalambauran energinasional menjadi17,9 persen og‘::;::/ Pembangunan PLT Air: Pembangunan Greenfuel:
pada 2023 dan menuju 23 persen pada 2024; = PLTMH [K/L]; * Pendanaan untuk Volume Penyaluran
* Tercapainya intensitas energi primer sebesar 135,2 ) Pembangunan PLT Surya: SelisihHarza Biodiesel [K/L];
SBM/Miliar rupiah padatahun 2023 dan 133,8 * PLTS Terpadu [K/L]; * SuratTanda Daftar Budidaya (STDB)

SBM/Miliar rupiah pada tahun 2024;

* Penurunan emisi GRK sektor energisebesar 12,8
persen padatahun 2023 dan 13,2 persen pada
tahun 2024 terhadap baseline (BAU).

Keterangan:
a) Data Proyek Prioritas Investasi
Swasta per 24 November 2022

= PLTS Atap K/L [K/L;

= Infrastruktur EnergiTerbarukan —Tematik
Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasidi
Daerah Afirmasi [DAK].

Pembangunan PLT Bayu:

* Monitoring TKDN PLT Bayu [K/L];

* Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan:

Pembangunan PLT Bayu [BUMMN].
Pengembangan Riset dan Inovasi:
= Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan
Investasi PLT Bayu, Hidrodan Biomassa [K/L].
Pembangunan PLT Bioenergi:
= Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu | Cofiring)
[BUMMN].
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Sawit Rakyat [K/L].

Pembangunan PLT Panas Bumi:

= Penawaran Wilayah Panas Bumi [K/L];

= Penetapan Wikyah Panas Bumi [K/L];

* Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
PanasBumi[Swasta).

Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi:

* Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya
dan Cadangan Panas Bumi [K/L].

Standar/Regulasi:

= StandarKinerja Energi Minimum
(SKEM) dan LabelHemat Energipada
Peralatan Pemanfaat Energi [K/L].



MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

* Adanya kemungkinan dampak pandemiCOVID-19
yang berpengaruh buruk terhadap

ketahanan pangan sebagaimana peringatan dini
Food and Agriculture Organization (FAQ) kepada
seluruh pemimpin negara;

Sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 juta
orang didunia telah menderita akibat kekurangan
pangan; '
Adanya peningkatan jumlah penduduk disertai
dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan.

7 lokasi Food Estate

Banyuasin, Belu, Humbang Hasundutan,
Kapuas, Merauke, Pulang Pisau,

dan Sumba Tengah.

Urgensi

-®

was [
& (=)

Penanggung Jawab Proyek:

Pelaksana . Kementan
[ @ Lintas K/L/D:
* Kementan, Kemendes PDTT,
Kemen ATR/BPN, Pemda.
Pendanaan
dan Investasi Sumber:
K/L dan DAK.
Alokasi:

Rp1.551,53 M [K/Ldan DAK].

Highlight
Meningkatkan ketersedizan beras (2023: 45,4 jutaton, J Proyek
nasional; 2024: 46,84 jutaton, nasional); mpact/
Produksijagung (2023: 34,12 jutaton, 2024: 35,27 jutaton, ogm";:/ Geospasial
nasionall; . + PetaTematik Pertanahan dan Ruang [K/L];
Peningkatan Nilai Tukar Petani (202 3: 105-107; 2024: 105, R
nasional); * Jalan- Tematik Pengembangan Food Estate (DAK);
Peningkatan NilaiTambah Tenaga Kerja Pertanian * Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate (DAK);
(2023:Rp57 jutaforang/tahun, 2024: Rp59,8 * Pertanian- Tematik Pengembangan Food Estate (DAK).
jutaforang/tahun, nasional; On Farm
Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun di Kalimantan + OptimasiLahan® [K/L];
Tengah; o _ . + Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) [K/L];
Tercapainya produksi padi 356 9ributon GKG (2023) di Keterangan:

KalimantanTengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);
Meningkatnyaindeks pertanaman (IP) 5% per tahun di
KalimantanTengah;

Meningkatnya luastanam padi38.000ha padatahun 2023
dan terbangunnya Kawasan Food Estote seluas 148.000ha
padatahun 2024 di Kalimantan Tengah.

a) Proyek berstatus PSN.

* Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan®! [K/L];
+ Areal Penanganan DPI[K/L];

Off Farm

* Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan [K/L];
* Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan [K/L].

MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional

Produktivitas perikanan tangkap masih rendah, halini
ditunjukkan oleh tingkat pemanfaatan sumber dayaikandill
wilayah pengelolaan perikanan {WPP)yang belumoptimal.
Produksi perikanan tangkap laut tahun 2019mencapai 7,8
juta ton (62,3% MSY). Batas optimal pemanfaatan sumber
daya ikanadalkeh 80% MSY (FAQ, 1995);

Pada tahun 2019, ekspor perikanan baru mencapai 4,94 miliar
UsS, atau berada di posisi 15 negara-negaraeksportir produk
perikanan. Untuk masuk ke dalam 5 besar eksportirproduk
perikanan, nilai ekspor produk perikanan perlu ditingkatkan,
setidaknya mencapai *USDE miliar. Terdapat hambatan
nontarif ekspor perikanan antara lain berupa keamanan
produk pangan,/sertifikasiproduk;

Infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap belum memiliki
fasiltasyang memadai sesuai standar internasional yang
berdampak pada mutu dan nilaitambah hasiltangkapan yang Lokasi

didaratkan. | :

Urgensi

-3

Kab. Minahasa Utara, Kab. Rokan
Hilir, Provinsi Maluku.

Produksi perikanan tangkap 9,00 juta ton pada Impact/
tahun 2023 dan 10,10 juta ton pada 2024; Outcome/
Output

Nilai Tukar Nelayan 107-108 pada tahun 2023 dan
107 pada tahun 2024;

Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar USS pada
tahun 2023 dan 8,0 miliar Us$ pada tahun 2024;
Terbangunnya 3 pelabuhan perikanan terintegrasi
pada tahun 2024.

Penanggung Jawab Proyek:

Pelaksana * Kemen KP (untuk Minahasa Utara dan Rokan
@ Hilir) dan Kemenhub (untuk Maluku).
Lintas K/L/D:
* KemenESDM , Kemen ATR/BPN dan Pemda.
Pendanaan ber:
dan Investasi | Sumber:
K/L dan DAK.
Alokasi:

Rp81,00 M [K/L dan DAK].
Highlight
@ Proyek
Pembangunan Infrastruktur pendukung
(jalan, air, listrik)
= Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah
- Provinsi Maluku [K/L];
- Rekomendasi Pengendalian
Pembangunan Jaringan Transmisi [K/L].
Pembangunan pelabuhan perikanan
dan pasarikan
= Rekomendasi Kebijakan Pendampingan
Major Project [K/L]; [K/L].
= Pelabuhan Perikananyang terintergrasi P tan datastok perik
dan bertaraf internasional yang - Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah
dikembangkan [K/L]. Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia [WPPNRI]yang operasional [K/L].

Penguatan armada kapal, sistem logistik

dan industri pengolahan

= Tematik Penguatan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan,
dan Hewani) [DAK];

= Alatpenangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan bantuanyang
tersalurkan [K/L];

= Sarana penangkapanikanyang tersalurkan
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MP Penguatan Jaminan Usaha Se

= Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas
pertanian berbasis produksi pertanian dengan akses
pasar;

= Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk
sektor pertanian hanya 23%;

= Adanya keterbatasan nelayan untuk mengakses skema
perkreditan, permodalan, teknologi, dan pasar.

Urgensi

150 Klaster Korporasidi Provinsi: Aceh, Bali, Banten,
Bengkulu, ProvinsiD.1. Yogyakarta, Gorontalo, Jambi,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung,
Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara,
Musa Tenggara Barat, NusaTenggaraTimur, Papua,
Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, SulawesiSelatan,
SulawesiTengah, SulawesiTenggara, SulawesilUtara,
Sumatera Barat, Sumatera Selatandan Sumatera

Utara Impact/
Outcome/
* Peningkatan Nilai Tukar Petani (2023: 105-107; Output

2024: 105);

* Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian
(2023: Rp57 Juta/Orang/Tahun, 2024: Rp59,8
Juta/Orang/Tahun);

* Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (2023: 107-108;
2024: 107);

* Terbentuk korporasi petani dan nelayan (2023:
150 korporasi dan 2024: 350 korporasi).

s {/

rta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

PenanggungJawab Proyek:
* Kementan danKemen KP.

Pelaksana

Lintas K/L/D:
* Kementan, Kemen KP, BUMN, Pemda.

e

‘@

Penerapan Good Agricultural Practices and

Precision Farming/Agro Maritim 4.0

* Model Pertanian Modern [K/L];

* Pengembangan Ekosistem Pertanian Berbasis
Digital (Agricufture Ecosystem 4.0) [BUMN];

* Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan
Sentra Produksi Pangan (Pertanian,
Perikanan, dan Hewani) [DAK];

* Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan
Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,
Perikanan, dan Hewani) [DAK];

* Sarana produksi dan usaha di Kampung
Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP
Korporasi) [K/L].

K/L, DAK, dan BUMN.

h

Alokasi:
Rp7.518,12 M [K/Ldan DAK];

Rp213,14 M [BUMN].
Highlight P : ]

Proyek

Fasilitasi Pengolahan

* Prasarana Pengolahan
Tanaman Perkebunan [K/L].

Penguatan Kelembagaan

Petani dan Nelayan

* Lembaga yang teredukasi
akses pembiayaan, investasi,
jaringan pemasaran dan
ekspor [K/L];

* Kelompok Usaha Bersama
(KUB) yang Meningkat
Kapasitas Kelembagaannya
[MP Korporasi) [K/L].

MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Udang merupakan komoditas utama perikanan Indonesia.
Pada tahun 2019 nilaiekspor udang nasionalmencapai 1,72
miliar USS (34,83 persentotal ekspor perikanan nasional)
dengan negaratujuanutamaAS danlepang;
Indonesiaadaleh negara produsen udang terbesarkedua
setelah Cina. Padatahun 2018, produksiudang Indonesia
mencapai 908 ribu ton atau 11,8% produksi udang dunis;
Bandeng merupakan komoditas unggulan dengan pasar
domestik;

Potensi lahan budidaya air payau Indonesia sebesar 2,96
juta hektar baru dimanfaatkan sekitar 756,92 ribuha, atau
25,58% (2018);

Pemanfaatan lahan budidaya masih dilakukan secara
tradisional, sehingga rata-rata produktivitas lahan hanya
mencapail,5 ton/haftahun.

Urgensi

-3

Lokasi

-®

Peningkatan produksi ikan budi daya 9,48 jutaton

Banten, Pantai Utara Jabar, Pantai Utara
Jateng,Pantai Utara Jatim, Sulsel,
Lampung, dan NTB.

\

pada 2023 dan 10,32 pada 2024; Impact/
+ Peningkatan kesejahteraan pembudi dayaikan Outcome/
g g P v Output

(Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan 104 pada tahun
2023 dan 105 pada tahun 2024);

Milai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar USS pada
tahun 2023 dan 8,0 miliar USS pada 2024 (udang
menyumbang 35-40%);

Jumlah kluster kawasan sentra produksi perikanan
budidaya komoditas unggulan (termasuk kluster
udang) sebanyak 50 kawasan ditahun 2024,

-1

Pembangunan Infrastruktur Kolam dan Saluran

Penanggung Jawab Proyek:
* KemenKP, Pemda.

Pelaksana

Lintas K/L/D:
* Kemen PUPR dan Kemen ATR/BEN.

Pendanaan

. : dan Irwestas;{

‘0

Sumber:
K/L dan DAK.

Alokasi:
Rp396,55 M (K/Ldan DAK)

Highlight
Proyek

Pengembangan Benih dan Induk

rigasi Tambak Berkualitas Tinggi
Sarana Kawasan dan Kesehatan lkan yang = Benih Udangyang Disalurkan ke
disalurkan ke masyarakat [K/L]; Masyarakat [K/L];
Kluster Kawasan di Lokasi Major Project = Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan
RevitalisasiTambak Udang dan Bandeng [K/L]; ke Masyarakat [K/L].

Penguatan Perizinan dan Pemasaran
SHAT Non Sistematis Kategori 4 [K/L];
SHAT Non Sistematis Kategori 5 [K/L];
PBT Non Sistematis Kategori 4 [K/L];

IrigasiPerikanan yang Dikelolasecara
Partisipatif (PITAP)[K/L];

Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi
Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

[DAK]; = PBT Non Sistematis Kategori 5 [K/L];
Prasarana ProduksiPerikananBudidayadi UPT + Promosi Produk Kelautan dan
[K/LL; Perikanan Skala Internasional [K/L].

Daerah IrigasiGlapan yang Direhabilitasi [K/L].
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MP Pengelolaan Terpadu UMKM

UMEKM berkontribusi pada 57% PDB Nasional serta
menyerap 97% dari total jumlah pekerja;

Pelaksanaan program pengembangan UMKM tersebar di
berbagaiK/L, dan belum terintegrasi dengan baik;
UMEKM menghadapi kendala pada berbagai aspek usaha
di antaranya bahan baku, proses produksi, pembiayaan,
pemasaran, teknologi, dan SDM;

UMK yang menjalin kemitraan, termasuk berjejaring
dalam rantai nilai global masih rendah, yaitu sebesar 7%;
Kontribusi ekspor UMKM masih sebesar 14% terhadap
total ekspor Indonesia.

Urgensi

Provinsi Aceh, ProvinsiJawa Tengah, Provinsi
Musa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Sumatera Utara, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan
Selatan, dan ProvinsiSulawesiSelatan.

Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan

meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi Impact/
21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024; Outcome/
Output

Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada
tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,50%
pada tahun 2024;

Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar
5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor
nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023dan 17%
pada tahun 2024;

Terbangunnya 10 Rumah Produksi Bersama/Factory
Sharing;

Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses
pasar untuk 10 akses pengelola Rumah Produksi
Bersama

1

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemen KUKM
Pelaksana Lintas KfL/D:
+« BPOM, BSN, Kemenag,KemenATR}’BPN,
Kemendes PDTT, Kemeninves/BKPM, Kemen KP,
Kemnaker, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemen
PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag,
Kemenperin, Kementan, dan KPPU dan Pemda.

Pendanaan
'-.\ dan Investasi Sumber:
. K/L
Alokasi:

Rp1.397,34 M [K/L]
Highlight
Proyek

Penyedman Akses Bahan Bakudan Ruang/Alat Produksi Bersama

= UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Factory Sharing [K/L].

Kurasi dan Standardisasi Produk

= Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan
Sertifikasi Produk [K/L].

Pendampingan SDM UMKM

= Usaha Mikro Sektor Prioritas yang Menerima Pelatihan [K/L].

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

= Dukungan Fasilitasi Factory Sharing [K/L].

Penyediaan Akses Pembiayaan

= Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha [K/L].

Regulasi dan Pendataan UMKM

= Pendataan Lengkap KUMKM [K/L].

MP Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas

Kontribusi PDB industri menurun menjadi<20%
dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih
rendah dari pertumbuhan nasional;

Produktivitas tenaga kerja industri meningkat
namun dalam laju lebih rendah dari pertumbuhan
produktivitas dinegara lain;

Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah
dibandingkan dengan negara sejajar; dan

Potensi pemanfaatan teknologi digital untuk
meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri

Urgensi

-9

Penanggung Jawab Proyek:

Pelaksana * Kemenperin.

o

| Lintas K/L/D:
* Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemenparekraf,
Kemendag, BSN, KPPU, Badan Usaha dan Swasta.

sangat besar.
N\ Pendanaan Sumber:
Terbuka untuk 34 provinsi dengan fokus Lokasi \  dan Investasi K/L, BUMN, dan Swasta.
pada 7 subsektor prioritas (industri tekstil, \ lokasi
industri makanan dan minuman, industri l || Alokasi:
kimia, industri farmasi, industri elektronika, Rp356,42 M [K/L];
industri otomotif, dan industri alat kesehatan). Rp5.086,96 M [BUMN]; )
L Highlight Rpl12.889,30 M [Swasta]3.
__ Proyek
Meningkatkan pertumbuhan PDB industri meUC(//
i iadi ihusi  Outcome,
pengolahan nonmigas menjadi 8,40% dan kontribusi Output Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan Penerapan Standar Berkelanjutan

PDB industri pengolahan non migas menjadi 18,90%

« Kebijakan Penurunan Hambatan Akses

» Pembangunan Pabrik Kendaraan Listrik

(2024);

Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk industri
pengolahan menjadi 11,18%(2023);

Meningkatnya rerata Indonesia Industry 4.0
ReadinessIndex menjadiz 3.0 (2023);
Meningkatnya perusahaan dengan nilai Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index menjadi = 3.0 sebanyak
52 perusahaan (2023).

Minuman, Hasil Tembakau dan
Penyegar [K/L].

AdopsiTeknologi

Sektor Industri Makanan, Hasil
Perikanan [K/L].
Keterangan: » _ Pemberdayaan UMKM
a) Data Proyek Prioritas Investasi « UMKM yang Difasilitasi dalam |
Swasta per 24 November 2022, Bisnis [K/L].
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Pembentukan Ekosistem Inovasi dan

=« Pendampingan Penerapan Industri4.0di

Pasar [K/L]. [Swasta];
Perbaikan Alur Aliran Material « Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan
« Perbaikan Rantai Pasok di Industri Listrik [Swasta].

Bahan Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor

« Pembangunan Pabrik Petrokimia
[Swasta];

» Pembangunan Pabrik
Semikonduktor[Swastal;

» Pembangunan Fasilitas Produksi Kimia
Dasar Intermediate dan Bahan Baku Obat
(2BO) [BUMN];

» Pembangunan Pabrik Methanol Papua
Barat [BUMN].

Lautdan

nkubator



MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Nilaikontribusi PDB industri pengolahan menurundibawah
nilai 20%, dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih
rendah daripertumbuhannasional;

Tingginya ketergantunganimpordi mana sekitar 71% impor
Indonesiaadalah bahan bakudan produk antarauntuk

industri: Penanggung Jawab Proyek:
= Kontribusieksporindustrilndonesia lebih rendah ) * Kemenperin, Kemen ESDM, Pemda, Badan
dibandingkan dengannegara sejajar; Urgensi Pelaksana Usaha dan Swasta.

Masih rendahnya investasiyang mendukung hilirisasi

sumber daya alam, termasukmineral; dan — @ — @ T .
. ‘ intas D:
Kebutuhan peningkatan aktivitas ekonomibernilaitambah K/L/

tinggi dalam bentuk kawasan industridansmelter di luar * Kemenperin, Kemeninves/BKPM, Kemendag,
Pulaulawa. Kemen ESDM, Pemda, Badan Usaha, dan

. Swasta.
Kawasan Industri

14 kawasan industriyang terletak di Provinsi:
Sumatera Utara, Kep. Riau (2), Riau, Kep. Bangka
Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara, SulawesiTengah, Sulawesi Selatan,
Maluku Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.
Smelter

Smelter terletak di Provinsi: (2) Nusa Tenggara Barat,
(3) Kalimantan Tengah, (8) KalimantanBarat, (1)
Kalimantan Selatan, {6) Maluku Utara, (1) Sulawesi

selatan, (4) SulawesiTengah, (7) SulawesiTenggara, Impact/
dan Jawa Timur. Outcome/

Pendanaan sumber:

dan Investasi
K/L, BUMN, dan Swasta.
Alokasi:

Rp173,40 M [K/L];

Highlight ~ Rp31.639,69 M [BUMNI;
Proyek Rpl.025.802,08 M [Swasta]®.

Output Perizinan Promosi Ekspor
* Meningkatkan pertumbuhan PDB industripengolahan » Pembangunan Kawasan Industri Takalar [BUMN]. » Rekomendasi Kebijakan
menjadi 5,4-6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan Infrastruktur Dalam Kawasan terkait Tindak Lanjut
menjadi206%; _ _ = Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas [K/L]; Pelaksanaan
* TercapainyarealisasiPMA dan PMDN industripengolahan « Kawasan Industri Subang/Rebana TechnopolisSubang?  Perundingan [K/L].
sebesar 508,8-574triliun (2023) danRp646,1 triliun (2024); [BUMN]; Penyediaan SDM
* Meningkatnyajumlah tenaga kerja industripengolahan . . ) + Mahasiswa dan Lulusan
menjadi 21,70juta orang (2023) dan 22,5 juta orang (2024); Pengemba.ngan dan Pengelolaan Kawasan Industri -
. A Tanah Kuning* [Swasta]. Program DI Kerjasama
= Beroperasinya 14 Kawasan IndustriPrioritas (2023); . X Industri [K/L
= Beroperasinya31 Smelter. Pe"'ngkatanlnvei_ag i i . n us.rl[ "' ]' .
= Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Harmonisasi Regulasi
i Secara Elektronik (0S5) [K/L]; = Tingkat Implementasi
Kefra”ia;' P + Pemhbangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) P3DN dan Peningkatan
Z% Drac;:ePru treskPrl;csritaslnir;stasi&Masta r 24 November 2022 [BUMN]; TKDN pada Subsektor
v pe : = Pembangunan Industri Petrokimia Terintegrasi [Swasta].  Pertambangan Mineral
[K/L].

MP Destinasi Pariwisata Prioritas

= Belum tercapainya pembangunan pariwisata berkualtas Penanggung lawab Proyek:
yang berkelanjutan; = Kemenparekraf.
= Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta daya Urgensi Pelaksana
dukung lingkunganyang kurang berkelanjutan; Lintas K/L/D:
* Keterbatasan jumlzhdankualitas SDM pariwisata serta — . — —| = Kemendes PDTT, Kemen KUKM, Kemen ESDM,
kesiapan industri pariwisata dan masyarakat; dan @ @ Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemnaker, Kemenkominfo,
* Belum optimalnya investasi di bidang pariwisata. Kemen LHK, Kemen PUPR, Kemen PPPA, Kemenpora,
Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenhub, dan POLRI,
Destinasi Pariwisata Prioritas yang berlokasi di Pemda, Badan Usaha, danswasta.
11 Provinsi (termasuk Kabupaten/Kota di T
dalamnya), yaitu (1)Provinsi Sumatera Utara, (2) y " Pendanaan sumber:
Provinsi DI Yogyakarta, (3) Provinsi Jawa Tengah, Lokasi J,.",  dan Investasi K/L, DAII( BUMN. dan Swasta
(4) Provinsi Nusa Tenggara Barat, (5) Provinsi \I o ' ' '
Nusa Tenggara Timur, (8) Provinsi Sulawesi Utara, - @ - — - Alokasi:
(7) Provinsi Sulawesi Tenggara, (8) Provinsi Papua \ .II okasi:
Barat, (9) Provinsilawa Timur, (10) Provinsi /’ Rp3.520,14 M [K/L dan DAK];
Kepulauan Bangka Belitung, dan (11) Provinsi ' 4 o Rp24.736,82 M [BUMN];
Maluku Utara. ~— ] @ “P"'G-""f"" Rp209,30 M [Swasta]tl.
) L o . Impact/ rove
= Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi Outcome/ —L
4,10% di tahun 2023 dan 4,50% tahun 2024; Output Pengembangan Atraksi [Alam, Budaya, Buatan) Pengembangan Amenitas Pariwisata
= Meningkatnya devisasektor pariwisata sebesar2,07— « Destinasi Wisata Alam Science, Academic, = Amenitas Wisatayang Dibangun,
5,95miliar USS ditahun 2023 dan7,38-13,08miliartahun @ Voluntary, Education yang Dikembangkan [K/L]* dikembangkan [K/L].
2024; Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Pengembangan Infrastruktur Wilayah
= Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200— Jalan, Darat, dan KA = Pengembangan Kawasan Pariwisata
1.400 juta perjalanan di tahun 2023 dan 1.250-1.500 juta * Peningkatanlalur KA lintas Kisaran-RantauPrapat  TanaMori [Swasta].
perjalananpadatahun 2024; Tahap | (Kisaran-Mambangmuda) [K/L]. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata
= Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Laut dan Ekonomi Kreatif
3,5-7,4juta kunjungan ditahun 2023dan9,5-14 3juta = Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan = Sertifikasi KompetensiTenaga Kerja [K/L].
kunjunganpadatahun 2024; salawati Kab. Raja Ampat Tahap 11 - SBSN [K/L]. Pengembangan Usaha Pariwisata dan
= Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Ekonomi Kreatif
orangditahun 2023 dan 22,08 juta orang padatahun2024; Udara = IndustriKecildan Menengah serta Usaha
= Terbangunnyainfrastruktur dasardanaksesibilitas kunci * Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong, Papua  Mikro, Kecil dan Menengah (UMEM) -
untuk 5 DestinasiPariwisata Super Prioritas (DPSP); Barat- PN [K/L]. Tematik Penguatan DestinasiPariwisata
= Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Prioritas [DAK].
terhadaptotal kunjungan wisatawan menjadisebesar 32%. Pariwisata Penguatan Kelembagaan, Regulasi,
* Sarana Prasarana Desa Wisatayang Dibangun Investasi, dan Pemasaran
Keterangan: untuk Mendukung Destinasi Pariwisata® [K/L] * Investment Project Ready to Offer (IPRO)
a) Proyek berstatusPSN dan pada Destinasi Pariwisata Prioritas [K/L].

b} Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022,
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4.1.1.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian;

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Raja Ampat;

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Labuan Bajo;

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Bromo-Tengger-Semeru,;

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Wakatobi.

(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Toba;

(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan;

(8) Rancangan Peraturan Presiden tentang Industri Digital;

(9) Peraturan Presiden Tentang Transformasi Ekonomi Bali; dan

(10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak
pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber
pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan
berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai
produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah,
dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

4.1.2.1 Pendahuluan

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian,
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pembangunan
kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antarwilayah dengan strategi
dan pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Arah kebijakan tersebut
termasuk dalam Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan keunggulan wilayahnya masing-masing.
Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar,
wilayah-wilayah yang saling tersambung, serta ekonomi lokal yang makin inovatif dan kreatif.
Tujuannya untuk mencapai peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, nilai tambah, dan
ekspor yang lebih baik. Saat ini pengembangan wilayah masih dihadapkan pada tantangan
pemulihan pascapandemi. Selain itu, perlunya safe-guarding dalam penuntasan target
prioritas nasional RPJMN 2020-2024 dan defisit APBN kembali ke level maksimal 3 persen
(Amanat UU No. 2/2020) juga menjadi tantangan untuk tahun 2023.

Maka dari itu, pengembangan wilayah pada tahun 2023 diarahkan pada upaya-upaya
(1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru
dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan
gaya hidup sehat dan berkelanjutan, (2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, (3) mempercepat
optimalisasikeunggulan kompetitif wilayah, dan (4) mempercepat pemerataan kualitas hidup
antarwilayah.
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4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada RPJMN 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan
antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah
Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan
Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera.
Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di
Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Laju pertumbuhan

Produk Domestik 5,79-
1.1 Regional Bruto (PDRB) 3,86 -0,82 4,86 6,15 6,4-6,9 7,90
KTI (%/tahun)?
12 IPM KTI (nilai min- 60,84 60,44- 60,62— 62,06— 62,54- 63,94-
’ maks)b) 76,61 76,24 76,88 78,11 78,18 79,25
Persentase penduduk
1.3 miskin KTI (%) 9 11,60 11,99 11,62 10,97 9,4-10,2 7,13
2 Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan
Barat Indonesia (KBI)
Laju pertumbuhan 4,99- .
2.1 PDRB KBI (% tahun)a 5,23 -2,30 3,43 533 5,0-5,2 6,30
9.2 IPM KBI (nilai min— 69,57— 69,69- 69,90- 70,51- 70,48- 71,90-
) maks)b) 80,76 80,77 81,11 82,99 82,43 84,23
p.3 Persentase penduduk 8,61 9,74 9,23 8,64 7,3-7,9 6,33

miskin KBI (%))

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan
angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka tahun 2023 merupakan assessment Kementerian
PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal
[II-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024; b) Angka
tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen
pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan
mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024
adalah indikator RPJMN 2020-2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut
(BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023
merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan
mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024.
Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.
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Dalam rangka mencapai sasaran PN di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh
kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan yang diprioritaskan serta pemerataan
wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah.
Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020-2024, serta
dengan memperhatikan arahan Presiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2023
akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah
sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan
Baseline Realisasi Target
No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio pertumbuhan
investasi kawasan
1 (KEK/KI/DPP/KPBPB) N/A2 0,295  -0,34b) >1 >1 >1
terhadap pertumbuhan
investasi wilayah (nilai)
Jumlah kawasan pusat
9 pertumbuhan yang
difasilitasi dan
dikembangkan
Destinasi Pariwisata 10
Prioritas (DPP) (jumlah 109 10 10 10 10 (kumu-
destinasi) latif)
Destinasi Pariwisata
Pengembangan dan 9
ST N/Ad 9 9 9 9 (kumu-
Revitalisasi (jumlah .
. ) latif)
destinasi)
15
. . 14 18 18
KEK.berbas%s pariwisata (kumu- 12 14 (kumu- (kumu- (kumu-
dan industri (kawasan) latif . . .
- latif) latif) latif)
nasional)
KI Prioritas dan KI (ku?nu- 11 15 27
Pengembangan (jumlah . 5 11 (kumu- (kumu- (kumu-
KI) latif latify  latif)  latif)
nasional)
Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan 2 2 2 2 2 2
Bebas (jumlah KPBPB)
Persentase
3 pengembangan sektor
unggulan per tahun®
Kelapa Sawit (%) 9,9 -2,9 2,4 5,9 N/AD 6,0
Kakao (%) -4,3 -1,9 -2,0 2,5 2,6 2,7
Kopi (%) -0,5 1,3 1,6 1,5 1,5 1,5
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No.

Indikator

Baseline
2019

Realisasi

Target

2020 2021

2022

2023

2024

Kelapa (%)

-0,01

-1,2 1,5

0,7

0,9

0,9

Tebu (%)

2,6

11,0 13,5

6,0

1,5

1,5

Karet (%)

-9,1

-12,6 8,2

0,9

1,9

1,9

Lada (%)

-0,7

0,7 1,0

0,1

0,1

0,4

Pala (%)

-7,7

0,3 0,5

0,1

0,1

0,1

Cengkeh (%)

7,5

0,01 0,1

0,1

0,1

0,1

Perikanan Tangkap (%)

-0,4

-4,7 3,5%*

22,8

1,4

12,2

Perikanan Budidaya (%)¢

-1,6

3,8  -1,6%

40,6

5,1

4,8

Garam (%)#

5,6

-51,9  -20,4**

138,5

-23,1

70,0

Jumlah Wilayah
Metropolitan (WM) di
luar Jawa yang
direncanakan (WM)

Jumlah WM di luar Jawa
yang dikembangkan
(WM)

Jumlah WM di Jawa
yang ditingkatkan
kualitasnya (WM)

Luas area pembangunan
Ibu Kota Nusantara (ha)

N/Ab)

N/Ab  N/Ab

6.6719

6.671

6.6719

Jumlah Kota Besar,
Sedang, Kecil yang
dikembangkan sebagai
Pusat Kegiatan Nasional
(PKN)/Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) (kota)

20

11 52

52

52

52i)

Jumlah Kota Baru yang
dibangun (kota)

11K

10

Jumlah Peninjauan
Kembali Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) yang
diselesaikan (dokumen
Peninjauan Kembali)

11

Jumlah Perpres Rencana
Tata Ruang
Pulau/Kepulauan yang
diselesaikan (revisi)
(materi teknis dan
RPerpres)
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Baseline Realisasi Target
No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Rencana Detail
Tata Ruang di Ibu Kota
12 Nusantara (IKN) (jumlah 0 2 2* 1 5 0
materi teknis dan
Rancangan Peraturan)
Jumlah Dokumen
Harmonisasi RPerpres
Rencana Tata Ruang
13 (RTR) Kawasan Strategis 0 0 o0* 10 0 0
Nasional (KSN) Ibu Kota
Nusantara yang
diselesaikan (dokumen)
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Legislasi
Rancangan Peraturan
14 Kepala Otorita IKN 0 0 1 4 5 0
(dokumen harmonisasi
ranperka badan otorita
RDTR IKN)
56,52 62,05
(Mandiri (Mandiri
o 1.444; 6.444;
Rata ata et ke perkem: Berkem:
15 perkembangan status bang 58,71 60,05 61,00 61,50 bang
g 54.291; 59.291;
desa (nilai)
Terting- Terting-
gal gal
19.152) 9.152)
Persentase kemiskinan 11,20- 10,80- 9,90-
16 perdesaan (%) 12,60 13,20 12,53 11,70 11,20 10,40
Jumlah Badan Usaha
Milik (BUM) Desa yang
17 dikembangkan (BUM 1272 245 503 500 3350 6200
Desa)
Jumlah Badan Usaha
Milik (BUM) Desa
18 Bersama yang 65 1 8 72 126 180
dikembangkan (BUM
Desa Bersama)
Rata-rata nilai indeks
perkembangan 62
19 Kawasan Perdesaan 51,10 61,32m 61,32m 55,66 58,40 358,70

Prioritas Nasional (KPPN)
(nilai)
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Baseline Realisasi Target
No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rata-Rata Nilai Indeks
Perkembangan 52
20 . . 46,55 48,74 51,850 53,12 55,31 57,50
Kawasan Transmigrasi
yang direvitalisasi (nilai)
Jumlah kecamatan
lokasi prioritas
p1 Perbatasan negara yang 187 2220) 560) 1129  176p) 222
ditingkatkan
kesejahteraan dan tata
kelolanya (kecamatan)
Rata-rata nilai Indeks
Pengelolaan Kawasan
22 Perbatasan (IPKP) di 18 0,42 0,439 0,459 0,47 0,50 0,52
Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) (nilai)
37
(teren-
23 Jumlah daerah tertinggal 62 62 629 629 629 taskan
(kabupaten) 25
kabupa-
ten)
Persentase penduduk
24 miskin di daerah 25,85 2532 255 24,3- 24,0~ 23,5
. 24,8 24,5 24,0
tertinggal (%)
Rata-rata IPM di daerah 60,7- 61,5— 62,2—
25 tertinggal (nilai) 58,91 59,02 59,33 61,2 62 62,7
Persentase pelayanan
26 publik yang berhasil N/AD 29 42 50 75 100
dipulihkan (%)
Jumlah daerah yang
memiliki Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
s) t)
27 (PTSP) Prima berbasis 159 22 84 “ 76 76
elektronik
(kabupaten /kota)
Jumlah daerah dengan
28 penerimaan daerah 313 17 257 409 455 542
meningkat (daerah)
Jumlah daerah dengan
29 realisasi belanjanya 102 218 494 318 475 542
berkualitas (daerah)
go FPersentase capaian SPM 7, oy 66,050 69,559 82,85 90,90 100
di daerah (%)
Jumlah luasan data
geospasial dasar skala 49.728 w) 1.120.
31 1:5.000 yang diakuisisi  (nasional) 4.903 0 0 366.702 802w

(km?)
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No.

Baseline
2019

Indikator

Realisasi

Target

2020 2021

2022 2023

2024

32

40.216
(nasional)

Cakupan peta RBI skala
1:5.000 (km?)

17.956,

79 13.207

0 1.805%

991.
046w

33

Jumlah kesepakatan

teknis batas wilayah
administrasi 0
desa/kelurahan yang
dihasilkan (kesepakatan)

209 4.339

4.000 4.000

4.000

34

Jumlah layanan data
center jaringan informasi
geospasial nasional
beroperasi (layanan)

35

Jumlah daerah yang
melaksanakan

Kesepakatan dan 9
Perjanjian Kerja Sama

Daerah (daerah)

14 34

51 46

86

36

Persentase jumlah
daerah yang memiliki 12
indeks inovasi tinggi (%)

34,259 65,13

24 30

36

37

Jumlah daerah yang
melakukan deregulasi/
harmonisasi dan
penyesuaian Perda Pajak
Dan Retribusi Daerah
(PDRD) dalam rangka
memberikan kemudahan
investasi (daerah)

34

50 192

318 426

542

38

Luas cakupan bidang
tanah bersertipikat yang
terdigitasi dan memiliki
georeferensi yang baik
(ha)

17.817.

153,60

(kumu-
latif)

2.240.
576
(4.481.
153
Bidang)

24.279.

103,73

(kumu-
latif)

2.443.
986

(4.887. (4.852.
971 708

Bidang) Bidang)

2.426.
354

10.274.
866

39

33.972.

698,12

(kumu-
latif)

Luas cakupan peta dasar
pertanahan (ha)

35.721.

146,84

(kumu-
latif)

1.532.
250

2.524.
043y

2.022.
250

7.110.
790

40

Jumlah kantor wilayah
dan kantor pertanahan
yang menerapkan
pelayanan pertanahan
modern berbasis digital
(satker)

156 82

90 62

492
(kumu-
latif)

41

Panjang kawasan hutan
yang dilakukan
perapatan batas (km)

3.179

1.339 2.386,

2.906, 4

5.000
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No.

Baseline
2019

Indikator

Realisasi

Target

2020

2021

2022

2023

2024

42

Terbentuk dan
operasional lembaga 0
Bank Tanah (lembaga)

43

Jumlah provinsi yang
mendapatkan sosialisasi
untuk penetapan
peraturan perundangan
terkait tanah
adat/ulayat (provinsi)

10

33

33

10

33

44

Jumlah materi teknis
yang dihasilkan dari
bimbingan teknis
peninjauan kembali/
penyusunan Rencana
Tata Ruang (materi
teknis dan Raperda RTR)

59
(nasional)

25

26

51

47

42

45

Jumlah materi teknis
yang dihasilkan dari
bantuan teknis
penyusunan materi
Teknis RDTR (materi
Teknis dan Ranperkada
RDTR)

15
(nasional)

O*

19

46

Jumlah materi teknis

yang dihasilkan dari

bantuan teknis

penyusunan RDTR

Kawasan Tematik 13
Arahan Prioritas (nasional)
Nasional

(KI/KEK/KSPN/KRB/

KPPN) (Materi Teknis
dan Ranperkada RDTR)

16*

12

10

47

Jumlah materi teknis
yang dihasilkan dari
bimbingan teknis
Penyusunan RDTR
(materi teknis dan
Ranperkada RDTR)

99

25

81

182

96

313

48

Jumlah pelaksanaan

dan pendampingan

persetujuan substansi

teknis RTR 36
Provinsi/Kabupaten /Kot

a (Persetujuan

Substansi)

40

38

48

54

43
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Baseline Realisasi Target

No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah RPerpres RTR
49 KSN yang d1§elesa1kan 12 0 1 1 6 9
(materi teknis dan
RPerpres)
Jumlah RPerpres RDTR
Kawasan Perbatasan 4
50 Negara yang diselesaikan (nasion 3 2 0 7 2
(materi teknis dan al)
RPerpres)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) Nilai baseline rasio investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) tidak tercantum dalam RPJMN 2020-
2024, selain itu baselinenya bernilai N/A juga dikarenakan ketidaktersediaan data yang mengakibatkan belum dapat
dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; b) Perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan
hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB); c) Jumlah DPP yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata Pengembangan baru masuk dalam RPJMN 2020-
2024, sehingga tahun 2019 belum terdapat ditentukan nilai baselinenya; e) Angka sangat sementara. Merupakan
perhitungan awal yang didapat dari sektor Kementerian PPN/Bappenas untuk dikoordinasikan dan dimutakhirkan
kembali bersama sektor di Kementerian PPN/Bappenas; f) Intervensi tidak lagi berlanjut di tahun anggaran 2023; g)
Angka baseline 2019, realisasi 2020, realisasi 2021 untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengacu
pada pemutakhiran data perikanan yang telah divalidasi pada satu data KKP (statistik.kkp.go.id) yang diakses 4
November 2022. Angka baseline 2019, realisasi 2020, realisasi 2021 untuk garam disesuaikan dengan Laporan
Kinerja KKP Tahun 2021 rilis Februari 2022 dan Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2022, KKP rilis Januari
2022; h) Proses pengkajian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan; i)
Sesuai dengan Tahap I di dalam Lampiran II UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara; j) Sesuai dengan lampiran IV
Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024; k) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis
RDTR); 1) Angka target 2022 termutakhir dari dokumen perpres pemutakhiran RKP Tahun 2022, penentuan target
belum selesai di tahun 2021 karena menunggu disahkannya UU IKN, kegiatan perlu dilanjutkan ke 2022; m) Jika
mengacu pada pemutakhiran keterangan yang termuat adalah Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36
KPPN dari total 62 KPPN; n) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendes PDTT No.
132/PRC.04.01/1II/ 2022 tanggal 31 Maret 2022; o) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP
No. PRC/30.04/2416/X1/2021 tanggal 16 November 2021 dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP
No. HMS.65/1705/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022; p) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan
pembangunannya berdasarkan Rancangan Perpres Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020-2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP
yang dirilis BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan); q) Sesuai PP No. 78/2014 tentang Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada
akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2023 tidak mengalami perubahan
atau tetap 62 kabupaten; r) Baseline N/A karena ketika terjadi bencana belum dimungkinkan untuk dilakukan
pengukuran kerusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan sesudah; s) Setelah adanya pemotongan
anggaran akibat COVID-19, target diturunkan menjadi level provinsi; t) Rekapitulasi Perkembangan Pelaksanaan
Prioritas Nasional Triwulan IV TA. 2021 pada lingkup Kemendagri; u) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang
disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Desember 2021; v) Rekapitulasi capaian penerapan SPM
yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Mei 2022; w) Kegiatan dilaksanakan dengan skema
pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Alokasi anggaran sepenuhnya
berasal dari investasi BUMN; x) Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks
Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 2020; y) Target ini merupakan target luas Peta Bidang Tanah (PBT)
pada pelaksanaan PTSL, yang didalamnya mencakup peta dasar pertanahan; *) Hingga TW III; **) Data Sementara.

4.1.2.1 Program Prioritas Nasional

Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh Program Prioritas (PP) sebagaimana
tergambar dalam Gambar 4.3. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN 2 dapat dilihat pada
Tabel 4.5.
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Gambar 4.3
Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target PP pada
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera

Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah
Sumatera

Laju pertumbuhan PDRB

1.1 Wilayah Sumatera 4,55 120 3,18 ‘247‘1‘ ‘;’%‘ 5,60
(%/tahun)a ’ ’
192 IPM Provinsi di Wilayah 69,57- 69,69- 69,90- 70,51- 70,48 71,90-
) Sumatera (nilai min-maks) b 75,48 75,59 75,79 76,91 77,01 78,19
Persentase penduduk 80—
1.3 miskin Wilayah Sumatera 9,82 10,22 9,75 9,13 8’ 6 7,06

(%)

PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-
Bali

Laju pertumbuhan PDRB
2.1 Wilayah Jawa-Bali 5,47 -2,68 3,52
(%/tahun)a

5,20- 5,2—

5,55 5.4 6,30
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.9 IPM Provinsi di Wilayah 71,50- 71,71- 72,14- 73,26- 73,05- 74,60-
"~ Jawa-Bali (nilai min—-maks) b) 80,76 80,77 81,11 82,99 82,43 84,23
Persentase penduduk 6.0—
2.3 miskin Wilayah Jawa-Bali 8,16 9,56 9,03 8,45 7’ 6 6,05

(%) 9

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa

Tenggara
Laju pertumbuhan PDRB 5 10— 58
3.1 Wilayah Nusa Tenggara 4,47 -0,71 2,39 5’47 6’ 5 5,10
(%/tahun) 2 ’ ’
sy porFrovinsi difayah 65,23 65,19- 6528 66,87 66,63- 68,35
: usa Tenggara (nilai min 68,14 68,25 68,65 70,20 69,59 71,91

maks) b)

Persentase penduduk
3.3 miskin Wilayah Nusa 17,38 17,81 17,22 16,75
Tenggara (%) ©

13,8~

14,8 10,69

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah

Kalimantan
Laju pertumbuhan PDRB 599 50

4.1 Wilayah Kalimantan 4,96 -2,28 3,18 5’52 5’ 5 5,40
(%/tahun) a ’ ’

as g’a“ﬁlig‘;‘gjl&gﬁﬁh 67,65- 67,66- 67,00  69,60- 68,91- 71,22-

’ 76,61 76,24 76,88 78,11 78,18 79,25

maks) b)
Persentase penduduk 43—

4.3 miskin Wilayah Kalimantan 5,81 6,16 5,84 5,15 5’ 1 2,91
(%0) @ ’

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah

Sulawesi
Laju pertumbuhan PDRB 6.58— 7 4

5.1 Wilayah Sulawesi (%/tahun) 6,95 0,23 5,67 ; ; 6,90
a) 7,07 8,0

5.9 IPM Provinsi di Wilayah 65,73- 66,11- 66,36— 67,72— 67,73- 69,41-

’ Sulawesi (nilai min—-maks)b 72,99 72,93 73,30 74,48 74,45 75,83

Persentase penduduk miskin 8,3—

5.3 Wilayah Sulawesi (%) o 10,06 10,41 10,04 9,58 8.8 6,48
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah
Maluku

Laju pertumbuhan PDRB 6,66— 10,9-

6.1 Wilayah Maluku (%/tahun) 579 1,98 9,41 6,99 11,8 6,00
6.2 IPM Provinsi di Wilayah 68,70- 68,49- 68,76- 70,92- 70,71- 72,25-
’ Maluku (nilai min-maks)b) 69,45 69,49 69,71 71,08 71,18 72,33

Persentase penduduk miskin 10,6-
6.3 Wilayah Maluku (%) 13,24 13,45 12,20 12,19 11,4 8,21

PP 7. Pembangunan Wilayah Papua

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah
Papua

Laju pertumbuhan PDRB 5,92- 7,2—

71 Wilayah Papua (%/tahun)a  ~10-69 1,40 10,29 626 78 900
70 IPM Provinsi di Wilayah 60,84 60,44- 60,62— 62,06- 62,54- 63,94-
’ Papua (nilai min-maks) b 64,70 65,09 65,26 65,92 66,55 67,24
Persentase penduduk 22,0-
73 okim Wilavah Papua (%) 25,43 25,65 26,12 23,84 7o 1629

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan
angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian
PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal
III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024; b) Angka
tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen
pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan
mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024
adalah indikator RPUJMN 2020-2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut
(BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023
merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan
mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024.
Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.

Masing-masing PP dalam PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2023 didukung oleh lima Kegiatan
Prioritas (KP). Fokus untuk masing-masing KP tersebut antara lain:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis terbagi ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu
(a) tahap pembangunan kawasan; (b) tahap operasionalisasi kawasan; dan (c) tahap
peningkatan investasi. Setiap jenis kawasan strategis memiliki arah pengembangan
tersendiri.

Pengembangan kawasan strategis berbasis industri difokuskan pada pengembangan
beberapa kawasan yang terdiri dari (a) Kawasan Industri (KI), (b) Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) berbasis industri, dan (c) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan
Bebas (KPBPB). Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis industri diarahkan
untuk (a) mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) menjaga
keselarasan Kawasan Industri yang akan dikembangkan dengan arahan pemanfaatan
ruang pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Industri yang
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(2)

(3)

(4)

disusun, (c) mengembangkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung
pengembangan kawasan strategis, serta (d) meningkatkan kerja sama antara pelaku
usaha lokal dengan pelaku usaha potensial. Arah kebijakan kawasan strategis berbasis
industri pada tahap operasionalisasi kawasan meliputi (a) mempercepat pembangunan
infrastruktur di luar kawasan dan (b) meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku
dan tenaga kerja lokal serta rantai pasok industri. Sementara itu, pada tahap
peningkatan investasi kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk
mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal
dan nonfiskal.

Selain kawasan strategis berbasis industri, terdapat kawasan strategis berbasis
pariwisata meliputi (a) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP), (b) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi, serta
(c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata. Tahap pembangunan kawasan
strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mengembangkan amenitas pariwisata
didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) memperkuat aspek
mitigasi bencana khususnya pada kawasan dengan risiko bencana tinggi, (c)
meningkatkan keberagaman atraksi pariwisata skala nasional dan internasional, (d)
mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara kawasan
strategis pariwisata dengan hinterland-nya, dan (e) menjaga keselarasan Kawasan
Strategis Pariwisata yang akan dikembangkan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang
pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata yang
disusun. Pada tahap operasionalisasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan
untuk (a) mengoptimalkan peranan kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan
pemerintah daerah, serta (b) meningkatkan kerja sama antara badan usaha, pemerintah
daerah, dan masyarakat sebagai upaya pelibatan multistakeholder di kawasan strategis
berbasis pariwisata. Sedangkan, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis
berbasis pariwisata diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan
melalui optimalisasi promosi pariwisata serta paket insentif fiskal dan nonfiskal.

Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan
kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.

Pengembangan Kawasan Perkotaan

(a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan ekonomi;

(b) penguatan manajemen bencana (alam dan nonalam), khususnya di perkotaan yang
berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk
besar, kepadatan tinggi, dan investasi besar;

() penguatan kota sedang dan kota kecil (intermediary cities) untuk meningkatkan
ketangguhan dan menata ulang keterkaitan desa-kota;

(d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan compact
dan mixed-use cities, tidak hanya di wilayah metropolitan dan kota besar, tetapi juga
di kota sedang dan kota kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas,
meminimalkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (urban sprawling)
dan mengurangi dampak dari ancaman penyebaran penyakit yang muncul di masa
mendatang.

Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

(a) peningkatan produktivitas desa dan pemulihan ekonomi desa melalui penguatan
BUM Desa dan pengembangan desa wisata serta penajaman prioritas penggunaan
Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan
diversifikasi kegiatan ekonomi desa ke arah sektor ekonomi yang lebih produktif;

(b) peningkatan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai
ekonomis berbasis kawasan skala lokal di kawasan transmigrasi, kawasan
perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal,;
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(c) pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menjangkau pasar
yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan
perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;

(d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana
desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

(e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para
pihak dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi, kawasan
perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal,;

(f) perluasan akses, serta penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan konektivitas di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan
perdesaan, dan daerah tertinggal;

(g) fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis terhadap upaya pengembangan
ekonomi lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan,
dan daerah tertinggal;

(h) penguatan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan
pemerintah desa, pendampingan masyarakat, penetapan dan penegasan batas desa,
serta penataan aset desa.

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

(@) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan
efisien melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah
istimewa;

(b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama
daerah, inovasi daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif;

(c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung
investasi dan kemudahan berusaha di daerah;

(d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung transformasi digital,;

(e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam koordinasi dan
pengendalian pembangunan di daerah;

(f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan
horizontal dan vertikal melalui TKD berbasis kinerja;

(g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui penguatan Local Taxing Power dan
pemanfaatan sumber pendanaan lainnya,;

(h) peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;

(i) peningkatan kualitas belanja daerah melalui penguatan penganggaran dan
pengalokasian yang efisien, sinergis, dan berkesinambungan dengan berfokus pada
pemerataan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai
karakteristik daerah;

(j) penyelesaian rencana tata ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten
maupun kota untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan
berbasis elektronik (Online Single Submission), peningkatan kepastian hukum hak
atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.

4.1.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.
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Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan
KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau
Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan Aerospace,
KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB
Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic yang berlokasi di
Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang
yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di
Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang
berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;

Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas
kakao, karet, kelapa, kopi, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan tangkap
serta perikanan budidaya. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya
dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan
bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air tawar, ikan air payau, udang, serta
benih ikan air tawar, udang, ikan air payau, ikan air laut serta pemberian sarana
produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;

Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM
Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar
Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar,
Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau,
Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan
PKSN Ranai, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang
dan PKSN Bengkalis; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan
negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 3
kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di
Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener
Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi
di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir
Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi
Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten
Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan
transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten
Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di
Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2
kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di
Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji);
pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023
difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN
Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156 desa
berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada
Tabel 4.6; dan
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(5)

e

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-
rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan
umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi
pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk
pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan
keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan
kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi,
percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,
operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan
dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan
RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala
besar.
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
Tabel 4.3

Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Sumatera

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab)
Lampung Pesisir Barat*
Sumatera Barat Kepulauan Mentawai*
Sumatera Selatan Musi Rawas Utara*
Sumatera Utara Nias*, Nias Utara*, Nias Barat, Nias Selatan

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.
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4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan sekitarnya
yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; KEK
Singhasari, KEK Gresik, DPP Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; KI Pancapuri dan
KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang dan KEK Lido yang
berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-
Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa
Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali;

Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala,
cengkeh, kopi, tebu, kelapa, kakao, garam, pengembangan perikanan tangkap dan
perikanan budidaya. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan melakukan
revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, memberikan calon
induk unggul udang, ikan air tawar, ikan air payau dan benih udang, ikan air laut, ikan
air tawar, ikan air payau, dan kepiting, serta sarana produksi usaha yang akan
disalurkan kepada masyarakat;

Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan yaitu
WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar; Kota Baru
Maja; 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang) dan 11 kota sedang (Cilegon,
Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan,
dan Probolinggo);

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada 5 KPPN pada tahun 2023 yaitu KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng,
KPPN Magelang, KPPN Pandeglang, dan KPPN Pamekasan dari total 8 KPPN; percepatan
pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893
desa berkembang menjadi desa mandiri; dan

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat,
trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM
ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-
Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan
D.I. Yogyakarta berlandaskan Grand Design Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2022-
2042, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan
daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi dan kemandirian daerah, kerja
sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan
peta dasar skala besar.
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Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
4.1.2.3.3 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa
Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang
berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika
yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi,
kelapa, kakao, tebu, garam, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa
Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya
dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut dan ikan air tawar, melakukan
revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, serta memberikan
sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas
cengkeh juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber
pendanaan non-APBN;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan
Kota Sedang (Kupang);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN
Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara,
termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan
lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi
yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi
Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten
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(5)

>c

Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan
Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); 3 KPPN yang difokuskan untuk
dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN
Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat
pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang
menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 kabupaten di tahun 2023 seperti pada
Tabel 4.7; dan

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, pekerjaan
umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada
fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan
pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama
antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan
peta dasar skala besar.

Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
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Tabel 4.4
Daerah Tertinggal (DT) di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab)

Nusa Tenggara Barat Lombok Utara*

Malaka*, Sumba Timur*, Lembata*, Kupang*, Belu*, Sumba Barat*,

Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Rote

Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.4 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan
Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan
akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1)

Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans
Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di
Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan
Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; KI Tanah Kuning yang
berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi
Kalimantan Tengah;

Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas karet,
kelapa, lada, kopi, serta perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan
memberikan calon induk unggul ikan air tawar, benih ikan air tawar dan sarana
produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat. Pengembangan komoditas kakao juga
akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-
APBN;

Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota
Nusantara dan kota besar yang menjadi wilayah mitra (Balikpapan dan Samarinda),
pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor,
pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya,
Tarakan);

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN
yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, PKSN
Tou Lumbis, dan PKSN Long Nawang, dengan mengutamakan pembangunan
infrastruktur pada PKSN Paloh Aruk, PKSN Long Nawang, dan PKSN Nunukan; serta
penanganan terhadap 35 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan, 9
kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di
Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya,
Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di
Kabupaten Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan
Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di
Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito
Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi
Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten
Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan
Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi
Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang mendukung
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pengembangan food estate yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif Presiden dalam rangka penguatan
ketahanan pangan nasional; pengembangan 11 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan
pada 2 KPPN yaitu KPPN Berau dan KPPN Barito Kuala; 1.460 desa tertinggal yang
dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa
berkembang menjadi desa mandiri; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat,
trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM
ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan
Kalimantan, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan Kkinerja
pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan
pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan
inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi
regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,
operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan
dan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR Ibu
Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
4.1.2.3.5 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan
didukung dengan KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu yang berlokasi di
Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas
unggulan wilayah dan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi
Sulawesi Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-
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Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi
Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;

Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas lada,
pala, cengkeh, kakao, kopi, kelapa, garam, tebu, dan perikanan budidaya. Perikanan
budidaya dikembangkan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan
tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan
air tawar, ikan air payau, ikan air laut, udang, dan kepiting, serta sarana produksi usaha
dan perbenihan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;

Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah
metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu,
Parepare, Palopo, dan Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Mamuju;

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna,
termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 15 kecamatan
lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; revitalisasi 18 kawasan
transmigrasi yang terdiri atas 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan
Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala
di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan
Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi
Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan
Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di
Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan
Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari
Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi
Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan
Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe
Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi
Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi
Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan
Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona
di Kabupaten Luwu Timur); pengembangan 16 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan
pada 2 KPPN yaitu KPPN Minahasa Utara dan KPPN Pinrang; 1.043 desa tertinggal yang
dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa
berkembang menjadi desa mandiri; serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.8;
dan

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan
trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan
sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan GWPP pada
fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, Peningkatan
pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama
antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan
peta dasar skala besar.
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Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.5
Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Sulawesi

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab)

Sulawesi Tengah Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una*

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.6 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan
didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KI Teluk Weda dan DPP
Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;

Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas
cengkeh, pala, kelapa, pengembangan perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.
Perikanan tangkap dikembangkan melalui pemberian bantuan sarana pengembangan
usaha nelayan dan perikanan budidaya dikembangkan melalui pemberian benih ikan air
laut serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang akan disalurkan ke
masyarakat;

Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat
pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan satu kota baru (Sofifi), dan
pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);
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(4)

>c

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN
yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki, dengan mengutamakan pembangunan
infrastruktur pada PKSN Daruba; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar,
konektivitas wilayah, dan tata kelola di 29 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara
di Wilayah Maluku; revitalisasi 3 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 1 kawasan
transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku
Tengah) dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Transmigrasi
Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di
Kabupaten Pulau Morotai), pengembangan 2 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan
pada 1 KPPN yaitu KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya
menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri;
serta 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus
intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.9; dan

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat, dan
trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan
sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada
fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan
pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah, kerja
sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Kepulauan, RTR
KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta
percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
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Tabel 4.6
Daerah Tertinggal (DT) di Kepulauan Maluku

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab)
Maluk Seram Bagian Timur*, Kepulauan Aru*, Seram Bagian Barat*, Buru
uku Selatan*, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar
Maluku Utara Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula*

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.
Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.7 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan
yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat
dilihat pada Gambar 4.10 dan Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan
lima KP sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan KI Teluk
Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong, dan pengembangan DPP
Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi
Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;

Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sagu,
kopi, kakao, pala, dan perikanan budidaya melalui pemberian sarana produksi usaha
yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas perikanan tangkap, sapi
dan kenaf juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber
pendanaan non-APBN;

Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan satu kota baru
(Sorong) dan satu kota sedang (Jayapura);

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN
yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pembangunan
infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 27 kecamatan lokasi
prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yang
terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Barat (Kawasan Transmigrasi
Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-
Tomage di Kabupaten Fak-Fak), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua (Kawasan
Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi
Papua Selatan (Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob
di Kabupaten Merauke); pengembangan 4 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada
2 KPPN yaitu KPPN Kota Jayapura dan KPPN Raja Ampat; percepatan pembangunan
2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung
berkembang menjadi kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah tertinggal yang
dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 23 kabupaten di tahun 2023
seperti pada Tabel 4.10; dan

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, trantibumlinmas, dan
perumahan rakyat), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan
sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguatan GWPP pada
fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk
pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan
pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan
pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan
inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi
regulasi), percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,
operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan
dan penetapan RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR
Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
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Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua
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Tabel 4.7
Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Papua

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab)

Nduga*, Yahukimo*, Tolikara*, Puncak Jaya*, Yalimo*, Puncak*,
Lanny Jaya*, Intan Jaya*, Dogiyai*, Paniai*, Mamberamo Tengah?*,

Papua Mamberamo Raya*, Jayawijaya*, Deiyai*, Mappi*, Asmat*,
Pegunungan Bintang*, Nabire*, Supiori*, Keerom*, Waropen, Boven
Digoel

Sorong Selatan*, Tambrauw*, Teluk Wondama*, Sorong, Manokwari

Papua Barat Selatan, Teluk Bintuni, Maybrat, Pegunungan Arfak

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 .

Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.
4.1.2.3 Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP)

Pada tahun 2023, perencanaan dan penganggaran PN 2 akan difokuskan pada pelaksanaan
delapan Proyek Prioritas Strategis/Major Project yakni Pembangunan Batam-Bintan;
Pengembangan Wilayah (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; Pembangunan
Ibu Kota Nusantara; Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong;
Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay; Pemulihan
Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan
Pesisir Selat Sunda; PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan Manajemen Aset Lahan dalam
Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria). Dengan rincian informasi urgensi,
outcome/impact/output, pelaksana, lokasi, sumber pendanaan dan highlight proyek yang
dijabarkan sebagai berikut.
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MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

* Tingkat pengangguran tertinggidi Provinsi
Kepulauan Riau pada4 tahun terakhir (2018—
2021) berada di Kota Batam, KotaTanjung Pinang,
dan Kabupaten Bintan, sementara itu pada tiga
wilayah tersebut telah didukung dengan adanya
pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi;
Terdapat beberapa pusat pertumbuhan ekonomi
namun belum optimal pengembangannya, yaitu
KEK Galang Batang (operasional), KPBPB Batam
(belum optimal), rencana pengembangan K1
Bintan Aerospace, KSPN Nongsa (belum optimal),
KSPN Lagoi-Bintan.

-9

Penanggung Jawab Proyek:

Urgensi * Kemen PPN/Bappenas.

Pelaksana
Lintas K/L/D:
* BPKPB Batam, Kemenparekraf, Kemenperin,
Kemendes PDTT, dan Badan Usaha.

Pendanaan Sumber:
La!cam dan Investasi K/L dan BUMN.
Alokasi:

Kota Batam, Kabupaten Bintan.

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,9-5,3% di
tahum 2023;

Tercapainya rasio pertumbuhan investasi
kawasan Batam-Bintan terhadap pertumbuhan
investasi ProvinsiKepulauan Riau > 1 ditahun
2023 dan 2024.

Rp730,54 M [K/L];
Rp2.647,00 M [BUMN].

@ Highlight
Proyek
Impact/ v

Outcome/

Output Infrastruktur Strategis

* Pengembangan BandaraHang Madim [BUMN];

* Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil [K/L].

Infrastruktur Pendukung

* JalanYos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong—Underpass Pelita) -
Kota Batam [K/L];

* Jalan Koridor Utama Pelabuhan—Bandara (Ruas Simp. Laluan Madani—
Bundaran Punggur) [K/L];

* Water Treatment Plant {(\WTP) kapasitas 350 liter/detik [K/L].

MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM):
Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan;

Pada tahun 2045, 67,1% penduduk Indonesia
diproyeksikan tinggal di perkotaan atau 220 juta jiwa;
Kenaikan 1% penduduk perkotaan hanya meningkatkan
PDE sebesar 1,4%;

Kontribusi jumlah penduduk dan PDRB WM;

Sekitar seperempat penduduk Indonesia tinggal di 10
‘WM dan kontribusi PDRB WM hampir setengah PDB
Nasional tanpa migas.

WM Palembang: Kota Palembang, Kab.
Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering
Ilir (Provinsi Sumatera Selatan);

WM Denpasar: Kota Denpasar, Kab. Badung,
Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali);
WM Banjarmasin: Kota Banjarmasin, Kota
Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab.
Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan);
WM Makassar: Kota Makassar, Kab. Takalar,
Kab. Maros, Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi
Selatan).

Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)
Wilayah Metropolitan sebesar 2% menjadi 50,69
(Skenario Rendah) di tahun 2023 dan 4% menjadi
51,87 (Skenario Rendah) di tahun 2024.

Keterangan:
a) Proyek berstatus PSN.

Penanggung Jawab Proyek:

Urgensi Felaksana * Kemen PPN/Bappenas dan Kemenko
Perekonomian.
Lintas K/L/D:
* Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen
ATR/BPM, Kemenparekraf dan BPS.
Pendanaan
Lokasi \ dan Investasi Sumber:
f -~ K/L dan KPBU.
(e
|
"\\ . Alokasi:
Rp7.442,11 M [K/L dan KPBU].
v ¢ @ Highlight
T P k
impoct/ roye
Outcome/

Sosial

» Bendungan Sidan yang dibangun - Provinsi Bali [K/L]%

* Rumah Khusus - Kab. Banjar [K/L].

Ekonomi

* Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi [KPBUJ?);

* Preservasi Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan [KPBU];

» Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area - Provinsi Sulawesi
Selatan [K/L].

Lingkungan

* Pengendalian banjir Sungai Lambidaro—Sekanak yang dibangun - Provinsi
Sumatera Selatan [K/L].
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MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Urgenﬂ
Kesenjangan KBI dan KTI: Kontribusi PDRB Pulau
Jawa dan Sumatera mendominasi dengan angka
79,30% dari PDB Indonesia.
Lokasi
Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai
Kartanegara, Kota Samarinda, Kota
Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur).
Impact/
Outcome/
Output

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah
Kalimantan 5,2-5,5% pada tahun 2023 dan 5,40%
pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%)

Keterangan:
@) Proyek berstatus PSN;
) Koordinasi perencanaan dan penganggaran [KN.

Infrastruktur

Penanggung Jawab Proyek:
Pelaksana * Otorita IKN.
Lintas K/L/D:
* Kemen PPN/Bappenas™, Kemen ATR/BEPN, Kemen PUPR,
Kemen LHK, Kemenkeu®!, Kemenhub, Kemen
Koeminfo, Kemenkes, Kemnaker, Kemenkopelhukam, Keme
Investasi/BKPM, ANRI, BKN, POLRI, dan Badan Usaha.

Pendanaan

\ dan Investasi | SumPer:

K/L dan BUMN.

Alokasi:

Rp20.989,45 M [K/L];
Highlight Rp2.517,28 M [BUMN].
Proyek

Penyiapan Lahan

* Pemulihan ekosistem Area
IKN [K/L];

* Rehabilitasi hutan dan lahan
di IKN dan DAS sekitarnya
[K/LL;

= Luas Kawasan Hutan yang
dilepaskan untuk IKN [K/L].

Pengamanan

* Pengamanan lbu Kota
Negara [IKN) [K/L].

Pembangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN-Kab.
Penajem Paser Utara [K/L];

Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi [K/L]Y;

Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bypass Pasar Sepaku:
Paket Jalan Shortcut Pasar Sepaku (IKN) [K/L];

Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN - Provinsi Kalimantan
Timur [K/L];

Pembangunan infrastruktur ICT di Kawasan lbu Kota
Megara [BUMMN];

Pembangunan Jaringan Interkoneksi (listrik) [BUMN];
Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi [BUMN];
Pembangunan laringan Telekomunikasi di lbu Kota Negara
[BUMN];

Dukungan Pertamina Grup dalam Penyediaan Infrastruktur
Gas Bumi di IKN [BUMN].

MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

u rge nsi

Diperlukan percontohan pengembangan bagian
kota publik inklusif yang terencana dan
pengelolaan pembangunan perkotaan yang
berkelanjutan.

* Maja (Kab. Lebak, Frovinsi Banten);

* Tanjung Selor (Kab. Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara);

+ Sofifi (Kota Tidore Kepulauan, Provinsi
Maluku Utara);

* Sorong (Kota Sorong, Provinsi Papua
Barat).

Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)
Kota Baru sebesar 3% menjadi 37,98 (Skenario
Rendah) di tahun 2023 dan & % menjadi 35,14
(Skenario Rendah) di tahun 2024.

Keterangan:
a) Proyek berstatus PSN.

Penanggung Jawab Proyek:
Pelaksana + Kemen PPN/Bappenas dan Kemenko
Perekonomian.
Lintas K/L/D:
* Kemen PUPR, Kemenparekraf dan Kemenhub.
Pendanaan

Sumber:

dan Investasi
\ K/L dan KPBU.

Alokasi:
Rpl.125,87 M [K/L dan KPBU].

Highlight
Proyek

Sosial Ekonomi

* SCS - Pipa Cabang WTP Rangkas
Bitung yang dibangun - Provinsi
Banten [K/L];

* Sarana Ruang Kreatif yang
Difasilitasi [K/L];

* SPAM Karian - Serpong (Sisi Hulu)
(Unsolicited) (Konstruksi - Investasi
BUP KPBU) [KPBUJZ.
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* Pengembangan Bandar Udara DEO
- S5orong, Papua Barat - PN -

Kota Sorong [K/L];

» Be Creative District (BCD)

yang Dikembangkan [K/L];

» Pembangunan Jalan

Strategis (ProPN) - Jalan Lingkar
Sorong [K/L];

» Replocement Fasilitas

Pelabuhan Laut Sofifi - Kota Tidore
Kepulauan [K/L].



Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

* Masih banyaknya daerah tertinggal;

+ Kondisi geografis dan aksesibilitas yang sulit;
+ Kualitas SDM terendah;

+ Jumlah penduduk miskin tertinggi.

* Wilayah adat Laa Pago (Kab. Pegunungan
Bintang, Yahukime, Yalimo, Jayawijaya,
Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah,
Tolikara, Puncak Jaya, Puncak);

Wilayah adat Domberay (Kab. Teluk
Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari,
Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat,
Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan,
Pegunungan Arfak, Kota Sorong).

Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat
Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata
IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar
64,3—64,8 pada tahun 2023;

Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat
Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata
IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar
65,0-65,5 pada tahun 2024,

-Q

MP Wilayah Adat Papua:

Penanggung Jawab Proyek:

Urgensi Pelaksana

* Kemen PPN/Bappenas.

Kemendes PDTT, Kemen ESDM, Kemenkes,
Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenperin,

Kementan, Kemenhub, Kemenag, Kemnaker,
Kemen KP, Kominfo, LPP RRI, dan Pemda.

Impact/
Outcome/
Output

Infrastruktur Kawasan

+ Air Baku KEK Sorong yang dibangun [K/L].

Produksi Komoditas

*+ Kawasan Sagu [K/L].

Kampung Terpadu

* Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan
kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD) [K/L].

Infrastruktur Jalan

« Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong (MP) - JALAN AMBUNI - KARUAN [K/L];

+ Transportasi Perdesaan -Tematik Peningkatan
Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah
Afirmasi [DAK].

MP Pemulihan Pascabencana:

Rp3.729,82 M [K/L dan DAK].

% o o # s K
Pendanaan Sumber:
Lokasi \ dan Investasi umber:
B \ o K/L dan DAK.
|
any
I'.. % }_ Alokasi:
\
Highlight
Proyek

Infrastruktur Permukiman

« Penyediaan Air Baku di
Kabupaten Lanny Jaya
yang Dibangun [K/L].

Tenaga Pendidik

+ Guru dan tenaga kependidikan
yang mendapat pendampingan
pembelajaran [K/L].

Tenaga Medis

* Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat [SDM) [K/L].

Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

* Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki
kegiatan pascabencana namun sampai saat ini
belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan
untuk setiap sektornya;

Masih minimnya manajemen penanganan
pascabencana lintas sektor pembangunan;
Belum tuntasnya target pemulihan di wilayah
pascabencana sesuai dengan target dalam
RPIMMN 2020-2024.

Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan
Kab. Donggala);

Provinsi NTB;

Provinsi Banten (Kab. Serang dan Kab.
Pandeglang).

Memulihkan pelayanan publik yang terdampak
akibat bencana sampai dengan 75% pada tahun
2023 dan 100% pada Tahun 2024 hingga
berfungsi untuk melakukan pelayanan
masyarakat.

Keterangan:
a) Proyek berstatus PSN.

Penanggung Jawab Proyek:

Urgensi

-©

Lintas K/L/D:

* Kemen PPN/Bappenas dan BNPB.

* BNPB, Kemendes PDTT, Kemen KUKM, Kemen

PUPR, Kemensos, Kemenhub dan Badan Usaha.

Pendanaan Sumber:

Lokasi Y dan Investasi K/L dan BUMN.
II 1
\ ,_ Alokasi:
\ Rp334,89 M [K/L];
h Rp205,00 M [BUMN].
@ Highlight
T Proyek
Impact/ oye
Outcome/
Output Aspek Fisik Aspek Non-Fisik

+ Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara
Mutiara 515 Al-Jufrie Palu - Kota Palu [K/L];

* Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and
Reconstruction Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan
Donggala, dan Pelabuhan Wani - Provinsi Sulawesi
Tengah [K/L]";

+ Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan
Menengah - Provinsi Sulawesi Tengah [K/L];

* Pembangunan lalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—
Cilacap [BUMMN]?L

D

;
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* Layanan Fasilitasi Pemulihan dan
Peningkatan Sosial Ekonomi dan
Sumber Daya Alam Pascabencana -
Kab. Pandeglang [K/L];

= Masyarakat yang ditingkatkan
kapasitasnya dalam pemulihan
ekonomi pascabencana [K/L];

= Bantuan Permodalan bagi Usaha
Mikro yang Terdampak Bencana —
Provinsi Musa Tenggara Barat[K/L].



Mendorong pengembangan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara

* Belum optimalnya aktivitas ekonomi di wilayah

perbatasan negara sehingga perlu pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan

perbatasan negara;

Urgenﬂ

* Mendorong pengembangan kawasan perbatasan

sebagai beranda depan negara.

PKSN Paloh Aruk (Provinsi Kalimantan Barat,
Kabupaten Sambas);

PKSM Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara,
Kabupaten Nunukan);

PKSN Atambua (Provinsi NTT, Kabupaten Belu);

PKSN Kefamenanu (Provinsi NTT, Kabupaten
Timor Tengah Utara);

Lokasi

PKSN Jayapura (Provinsi Papua, Kota Jayapura);

PKSN Merauke (Provinsi Papua, Kabupaten
Merauke).

Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan

Impact/
Outcome/
Outpul.'

Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN menjadi

0,50 di Tahun 2023;

Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk menjadi

0,50 di tahun 2023 dan 0,52 di tahun 2024;

Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua menjadi

0,46 di tahun 2023 dan 0,48 di tahun 2024;

Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura menjadi

0,43 di tahun 2023 dan 0,45 di tahun 2024.

Penanggung Jawab Proyek:
Pelaksa“a * BNPP sebagai koordinator pembangunan.
Lintas K/L/D:
* Kemen KP, Kemen PUPR, Kemenhub, Kementan,
Kemendes PDTT, dan Pemda.

Pendanaan

‘\.‘ dan Investasl Sumber:

- K/L dan DAK.

Alokasi:

Rp112,57 M [K/L dan DAK].
Highlight
Proyek

Simpul Utama Transportasi

* Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk
Supervisi) [K/L];

* Pengembangan Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan [K/L];

* Transportasi Perdesaan — Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi
di Daerah Afirmasi (Kab. Nunukan) [DAK];

* Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional
sesuai standar - Kab. Merauke [K/L].

Pusat Pertumbuhan Ekonomi

* Embung yang Dibangun di Kawasan Perbatasan [K/L];

* Kawasan Kelapa - Kab. Sambas [K/L].

MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Reforma Agraria)

+ Adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan
tanah yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik

di masyarakat;

* Pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat

yang telah dilakukan secara masif belum secara

Urgenﬂ

signifikan mengurangi ketimpangan pemilikan
lahan karena pemberian sertipikat tanah selama
ini lebih banyak sebagai jaminan hukum terhadap
tanah yang telah dikuasai masyarakat (Legalitas

Aset Tanah);

+ Kesejahteraan masyarakat pemilik tanah masih

* Meningkatkan Nilai kepastian dan perlindungan

rendah.

Bali, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

dan Sumatera Utara.

hak atas tanah menjadi 5 di tahun 2023 dan
2024;

Impact/
Outcome/
Output

* Menurunkan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan
Tanah sebesar 0,0047 di tahun 2023 dan 0,0061

di tahun 2024;

* Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat
Penerima Reforma Agraria sebesar 20% di tahun

2023 dan 25% di tahun 2024,

Penanggung Jawab Proyek:
P""‘”“’ * Kemen ATR/BEN.
Lintas K/L/D:
* Kemendes PDTT, kemen KUKM, Kementan, KKP,
dan KSP.
Pendanaan
\  dan Investasl Sumber:
K/L.
Alokasi:
Rpll6,46 M [K/L].
High.'fght
Prmk

Pendidikan, Pelatihan dan

Pendampingan Usaha

= Usaha Mikro yang Difasilitasi
Pendampingan untuk Peningkatan
Usaha (KUR,SHAT) [K/L].

Duk Modal/K: Mikro,

Infrastruktur, dan Teknologi Tepat Guna

* Prasarana Pascapanen Tanaman

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah

= Surat Keputusan Penyelesaian Konflik
Pertanahan [K/L].

Penyusunan Peta Bidang Tanah

+ PBT Redistribusi Tanah [K/L].

Redistribusi Tanah

* SHAT Redistribusi Tanah [K/L].

Pemanfaatan dan Penggunaan Aset

+ Penataan Kelembagaan Penerima Akses  Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan
Reforma Agraria Tahun ke 2 [K/L]. [K/L].
Koordinasi Kelembagaan melalui GTRA ~ Pemasaran dan Interkoneksi dengan
(Gugus Tugas Reforma Agraria) Dunia Usaha
+ Data GTRA Provinsi [K/L]. = Fasilitasi Pengembangan BUM Desa
[K/LI.
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4.1.2.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Perubahan Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara;

(4) Revisi Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita);

(5) Revisi Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan
Sekitarnya;

(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara;

(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil
Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional;

(8) Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Subak-Bali Landscape;

(9) Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Ekosistem Leuser;

(10) Revisi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau
Kalimantan;

(11) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) WP IKN Selatan;

(12) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) WP IKN Utara;

(13) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) WP IKN Simpang Samboja;

(14) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) WP IKN Kuala Samboja;

(15) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) WP IKN Muara Jawa.

4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci
peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting,
dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

4.1.3.1 Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menghambat pencapaian sebagian besar target pembangunan
nasional, termasuk pembangunan SDM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
hanya mencapai 72,29 pada tahun 2021. Jumlah penganggur pun masih tinggi, yaitu
sebanyak 8,4 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen
(Sakernas, Februari 2022). Kondisi orang yang bekerja pun belum pulih. Pekerja informal
masih sebesar 59,45 persen dari seluruh pekerja. Jumlah setengah penganggur juga masih
sebanyak 10,65 juta orang, meskipun telah menurun dari 11,42 juta pada bulan Februari
2021. Tingkat pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurun
dari 11,45 persen menjadi 10,38 persen dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menurun
dari 8,55 persen menjadi 8,35 persen.
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Fokus utama pembangunan masih pada pengendalian pandemi, yang menyebabkan
pelayanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan tidak berjalan optimal. Pelayanan
kesehatan yang tidak berjalan optimal antara lain pelayanan antenatal bagi ibu hamil,
imunisasi dasar bagi balita, pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak, pengendalian
penyakit menular dan tidak menular, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Kualitas
pembelajaran terhambat karena pembelajaran tatap muka baik di tingkat pendidikan dasar,
menengah maupun tinggi terdampak pembatasan aktivitas masyarakat, sementara kualitas
pembelajaran daring terhambat oleh kualitas jaringan internet dan keterbatasan alat
pendukung siswa dan tenaga pendidik.

Cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di daerah 3T juga masih rendah,
terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan pemanfaatan data kependudukan belum
optimal. Statistik hayati perlu terus dikembangkan agar data kependudukan lebih akurat,
terintegrasi, dan bermanfaat bagi penyusunan kebijakan. Meningkatnya jumlah penduduk
lanjut usia (60 tahun ke atas) misalnya menjadi landasan untuk peningkatan pelayanan
kesehatan dan perlindungan sosial.

Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,71 persen pada September 2021 dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 10,19 persen. Penurunan penduduk miskin diperkirakan
sebanyak 1,05 juta orang. Perluasan program perlindungan sosial dalam rangka pemulihan
ekonomi nasional berdampak positif terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin.
Namun demikian, kondisi pandemi menghambat perluasan kepesertaan, baik dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal lain yang perlu
mendapat perhatian adalah utilisasi dan akses peserta kepada fasilitas pelayanan kesehatan,
kanal dan saluran pendaftaran, serta tata kelola kelembagaan, khususnya koordinasi
antarpenyelenggara jaminan sosial yang masih belum optimal sehingga mempengaruhi
kualitas pelayanan dan efisiensi. Selain itu, pemahaman masyarakat akan jaminan
ketenagakerjaan masih belum sesuai dengan tujuan program. Pembinaan olahraga prestasi
tidak optimal sehingga berpengaruh pada daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia.
Pembatasan sosial selama masa pandemi berpotensi meningkatkan kasus kekerasan pada
perempuan dan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2023
adalah (1) percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah 3T dan pengembangan
statistik hayati; (2) reformasi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi,
adaptif, dan efektif untuk mengurangi kerentanan dan kemiskinan, serta menghapuskan
kemiskinan ekstrem; (3) pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional untuk
mempercepat pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah,
percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, akselerasi penemuan kasus dan
pengobatan penyakit, serta penguatan upaya promotif dan preventif; (4) peningkatan
pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mempercepat pelaksanaan Wajib
Belajar 12 Tahun, memperkuat layanan satu tahun prasekolah, memperkuat pendidikan
tinggi, memperkuat pembelajaran dan pengajaran terutama pemanfaatan teknologi dalam
pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penjaminan
mutu dan peningkatan tata kelola pendidikan; (5) pewujudan lingkungan ramah analk,
menurunkan ketimpangan gender serta meningkatkan akses, peran, dan keterlibatan
perempuan dalam pembangunan, utamanya di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan
politik, memperkuat upaya dan tata kelola pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan (KTP) dan Anak (KTA), termasuk perdagangan orang, perkawinan anak, pekerja
anak, anak berhadapan dengan hukum, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama
dalam kewirausahaan dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; (6) perluasan akses
penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan ekonomi melalui
keperantaraan yang efektif dan inklusif serta potensi pembiayaan usaha; dan (7) peningkatan
keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja antara lain melalui reskilling,
upskilling, dan pembekalan keahlian digital, meningkatkan kualitas penyediaan informasi
kebutuhan keahlian di pasar kerja, memastikan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek) dan penciptaan inovasi berjalan dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung
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pemulihan ekonomi nasional, serta memastikan pemassalan dan perbaikan tata kelola
pembinaan olahraga di pusat dan daerah untuk optimalisasi prestasi di tingkat dunia.

Arah kebijakan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023
ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, memulihkan
aktivitas masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan dan mempercepat pencapaian
target-target pembangunan khususnya yang pencapaiannya terhambat karena pandemi.
Adapun arah kebijakan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing antara lain

(1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan dengan strategi pada

(a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama
menjangkau wilayah 3T dan kelompok rentan yang belum tercatat dalam
administrasi kependudukan termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi
COVID-19 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020;

(b) pemanfaatan data kependudukan pelayanan publik dan transformasi digital; dan

() penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.

(2) Reformasi sistem perlindungan sosial, yang difokuskan pada penyempurnaan
penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi,
dan adaptif dengan strategi yang terdiri dari

(a) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial akan difokuskan kepada sektor
informal dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui mekanisme kolaboratif dan
pemberian subsidi iuran (PBI) bagi pekerja miskin dan tidak mampu;

(b) perluasan akses pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan
antarpenyelenggara jaminan sosial dan pemangku kepentingan terkait;

(c) peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan
pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan
menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara
berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam
penghapusan kemiskinan ekstrem;

(d) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial;

(e) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi program-program bantuan sosial;

(f) perluasan asesmen dan penjangkauan rehabilitasi sosial yang terintegrasi terhadap
kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor
informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban
perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan
Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya;

(g) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk
bencana pandemi,

(h) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik) menjadi bantuan sosial agar
program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif; dan

(i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, pemantauan dan evaluasi, serta
pengembangan skema pembiayaan program = perlindungan sosial yang
berkesinambungan.

(3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan
fokus pada

(a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan
kesehatan usia lanjut melalui penguatan sistem rujukan maternal, pendampingan
ibu hamil dengan risiko tinggi, penguatan kapasitas pelayanan antenatal, neonatal,
persalinan, pascapersalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal,
revitalisasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke
poskesdes dan Pelayanan KB di RS (PKBRS), perluasan jangkauan di wilayah khusus
dan sasaran khusus serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pendampingan
kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup untuk mengurangi risiko “4 terlalu”
serta penggunaan KB pasca persalinan;
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(b)

percepatan penurunan stunting dan wasting melalui peningkatan kualitas dan
cakupan intervensi spesifik antara lain perbaikan gizi remaja putri, ibu hamil, dan
balita, pendampingan pemerintah daerah dan keluarga melalui satgas stunting dan
tim pendamping keluarga, peningkatan kualitas pelayanan posyandu, penyediaan
data intervensi, serta penajaman sasaran intervensi sensitif dengan fokus pada
daerah dengan jumlah dan prevalensi balita stunting tinggi;

pengendalian penyakit melalui pencegahan dan penemuan kasus penyakit menular
seperti TB, HIV/AIDS, kusta, malaria dan penyakit tropis terabaikan, skrining atau
deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular dan pembudayaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat, serta tata laksana kasus secara komprehensif;
pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit melalui penguatan dan perluasan
cakupan imunisasi dasar lengkap, penambahan antigen baru, register imunisasi,
peningkatan kapasitas laboratorium dalam deteksi dini dan respons KLB, serta
pemenuhan sarana prasarana terutama rantai dingin dan tenaga imunisasi,
pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan ketahanan
kesehatan, inovasi pendidikan tenaga kesehatan melalui peningkatan kuota
mahasiswa dan academic health system wuntuk percepatan produksi tenaga
kesehatan, serta inovasi pendayagunaannya melalui salah satunya beasiswa wajib
penempatan, perluasan kuota ASN tenaga kesehatan dan redistribusi tenaga
kesehatan, inovasi pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas melalui
penyediaan puskesmas di setiap kecamatan, pembangunan Rumah Sakit (RS)
Pratama terutama di daerah sulit akses serta pengembangan RS Rujukan Nasional
dan RS dengan layanan unggulan secara merata dan digitalisasi pelayanan kesehatan
serta percepatan akreditasi dengan pelibatan pemerintah daerah, peningkatan
kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta penguatan pengawasan obat dan
makanan; dan

(f) peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

(4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, yang akan difokuskan
pada
(a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum

(d)

dan model pembelajaran untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir
tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada
tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan
keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK
dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan
pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (student
well-being), serta kesehatan mental dalam pendidikan;

percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan
putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas
sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan
prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan dan afirmasi pada daerah 3T,
termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana;

kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif (PAUD-HI) dan penguatan layanan satu tahun prasekolah; dan
peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG),
peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan
redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian
kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
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(5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada

()
(b)
(©
(d)

(e)
)

penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk
di ranah daring;

optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari
pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak;

optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga
pengasuhan alternatif;

peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus
termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;

peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan

penciptaan lingkungan ramah anak.

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan
difokuskan pada

()
(b)

(d)

percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di pusat, daerah, dan desa
melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola;

perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan
ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga,
disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas,
literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan
komunikasi;

peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan
politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah;

penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang
berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan,
penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan
tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan
komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia
layanan, serta kebijakan anggaran yang lebih proporsional; dan

penguatan tata kelola layanan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas
SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem
pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA), serta optimalisasi DAK Nonfisik dan sinergi antarsumber pembiayaan.

Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada

()
(b)

(©

penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat
dan daerah, termasuk mendorong penyusunan regulasinya di tingkat daerah;
peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis
inovasi dan teknologi, serta keikutsertaan dalam forum internasional; dan
pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya
kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras,
penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

(6) Mengentaskan kemiskinan. Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap
aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung
akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, serta menghapus
kemiskinan ekstrem, melalui

()
(b)

peningkatan keperantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan
melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan;

peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk
lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial;
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(c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan,
termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia,
korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk
penduduk terdampak pandemi COVID-19 dan kelompok rentan lainnya untuk
memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan; dan

(d) pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan
pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi
Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial-Ekonomi. Menindaklanjuti arahan Bapak
Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022, pelaksanaan
pendataan awal Regsosek dilakukan oleh BPS di tahun 2022 di seluruh wilayah
kabupaten/kota dan hasil pendataan akan disampaikan kepada Bappenas tahun
2023.

(7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui

(a) reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja
melalui reorientasi dari supply-driven menjadi demand-driven (link and match)
dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, serta terkoordinasi
sebagaimana diatur dalam Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar kualitas lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan
vokasi memiliki tingkat produktivitas, keterampilan, dan daya saing yang tinggi
dalam memasuki dunia kerja;

(b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia;

(c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang
adaptif dan transformasi kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi kompetensi
dan mampu menjawab kebutuhan masa depan;

(d) penguatan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi swasta dalam rangka
peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi;

() penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana
strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen, peneliti, dan
perekayasa), serta penguatan ekosistem riset dan inovasi khususnya jaringan
dengan industri di antaranya melalui kerja sama inovasi Triple-Helix di Science
Techno Park (STP);

(f) pemfokusan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian target
flagship Prioritas Riset Nasional 2020-2024 serta mendukung penanganan pandemi
COVID-19 dan pemulihan ekonomi; dan

(g) perbaikan pembinaan olahraga di antaranya melalui penguatan pembinaan atlet
elite jangka panjang melalui penyelenggaraan training centre, mendorong
penyusunan regulasi desain olahraga di daerah, penyelenggaraan event olahraga
internasional, mendorong penataan dan pengembangan wadah serta peningkatan
kualitas pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan di daerah serta
memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan
Desain Besar Olahraga Nasional.

4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak COVID-19, sasaran utama pembangunan
SDM difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan
dan perlindungan sosial melalui MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan
Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, dan Pembangunan Science Technopark
(Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas). Sasaran yang akan dicapai dalam rangka
meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel
4.11.
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Tabel 4.8
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan

Angka Kelahiran Total (Total
Fertility Rate/ TFR) (per
wanita usia subur usia 15—
49 tahun)

1.1 2,281 2,402 2,249 2,21 2,19 2,10

Persentase cakupan
1.2 kepemilikan Nomor Induk 95,174 99,119 99,219 99,00 99,00 100,00
Kependudukan (NIK) (%)

2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

2.1 Proporsi penduduk yang
tercakup dalam program
perlindungan sosial (%)

2.1.1 Proporsi penduduk
yang tercakup dalam
program jaminan
sosial (%)

83,619 82,0769 86,960 87,00 91,00 98,00

2.1.2 Proporsi rumah
tangga miskin dan
rentan yang 58,604 65,109 64,314 75,00 78,00 80,00
memperoleh bantuan
sosial pemerintah (%)

3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan

Angka Kematian Ibu (AKI)
3.1 (per 100.000 kelahiran 3051 23042 217 205 194 183
hidup)

Angka Kematian Bayi (AKB)

2 b
3.2 (per 1.000 kelahiran hidup) 24,002 20,6a 19,50V 18,60 17,6 16,00
Prevalensi stunting (pendek
3.3 dan sangat pendek) pada 27,677 24,10a 24,377 18,40 17,50 14
balita (%)
34 Insidensi tuberkulosis (per 3128 3018 3548) 231 211 190

100.000 penduduk)

Jumlah kabupaten/kota
3.5 yang mencapai eliminasi 2859 3209 3479 365 385 405
malaria (kabupaten/kota)
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kabupaten/kota
3.6 dengan eliminasi kusta 3689 4019 4159 458 482 514
(kabupaten/kota)
Prevalensi obesitas pada
3.7 penduduk umur > 18 tahun 21,8010 21,808 21,800 21,80 21,80 21,80
(%0)
Persentase merokok
3.8 penduduk usia 10-18 tahun 9,1010 9,10  9,00d 8,90 8,80 8,70
(%0)
3.9 Nilai rata-rata hasil PISA:
3.9.1 Membaca 37111 N/A1)  N/AD 394 394 396
3.9.2 Matematika 37911 N/A1)  N/A1D 385 385 388
3.9.3 Sains 39611 N/A1D)  N/AD 399 399 402
Rata-rata lama sekolah
3.10 penduduk usia 15 tahun ke 8,754 8,904 8,974 9,13 9,24 9,36
atas (tahun)
3.11 Harapan lama sekolah 12,9549 12,984 13,084 13,57 13,22 13,30
(tahun)
4 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
4.1 %ﬁkas Perlindungan Anak g5 7515 66,8912 66,1012 69,87 71,66 73,49
Indeks Pembangunan 13 13 13 91,11- 91,17 91,24
4.2 Gender (IPG) 91,0713 91,0613 91,2719 91,35 -91,44 91,54
4.3 Indeks Pembangunan 52,6714 51,004 53,3314 5561 56,65 57,67
Pemuda (IPP)
5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
Persentase rumah tangga
5.1 miskin dan rentan yang 30,404 31,854 35,834 36,00 38,00 40,00
memiliki aset produktif (%)
6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing
Persentase angkatan kerja
6.1 berpendidikan menengah ke 43,7219 44,3515 45,6919 46,87 48,00 49,75
atas (%)
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Realisasi Target

Baseline
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.2 Jumlah PT yang masuk ke
dalam world class university
(PT):
6.2.1 Top 200 019 019 01e) 0 0 1
6.2.2 Top 300 116) 116) 116 1 1 2
6.2.3 Top 500 216) 2 16) 2 16) 2 2 3
Proporsi pekerja yang
6.3 Dekerja pada bidang 40,6015 40,0215 40,3915 41,92 43,00 43,10
keahlian menengah dan
tinggi (%)
6.4 Peringkat Global Innovation 8517) 8517) ]717) 80-85 75-80 75-80

Index

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017;
3) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 4) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, 2020, 2021; 5) Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2020; 6) Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020; 7) Studi
Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019 & 2021; 8) Global Tuberculosis Report, 2020-2022; 9) Kemenkes, 2018, 2019,
2020, TW IV 2021; 10) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 11) Programme for International Student
Assessment (PISA), 2018 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (2015, 2018, dan pelaksanaan tahun 2021 diundur
ke tahun 2022); 12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, 2020, 2021;
13) BPS, 2019, 2020, 2021; 14) Diolah dari Susenas KOR dan Sakernas, 2021 serta Susenas MSBP, 2021; 15)
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019, 2020, 2021; 16) QS World University Rankings, 2019-2021; 17)
INSEAD-WIPO Global Innovation Index Report, 2019-2021.

Keterangan: a) Merupakan angka target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; b) Merupakan angka target
2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022.

4.1.3.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan
melalui tujuh PP, yaitu (1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola
Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
(5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Pengentasan Kemiskinan; dan
(7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.11. Sasaran, indikator,
dan target PP pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
dapat dilihat pada Tabel 4.12.
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Gambar 4.11
Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PP Pengendalian Penduduk o o PP Penguatan Pelaksanaan
dan Penguatan Tata Kelola Perlindungan Sosial
Kependudukan

(7 ©

PP Peningkatan 4 & ; A4 L PP Peningkatan Akses dan Mutu
Produktivitas dan Daya : %3 - Pelayanan Kesehatan
Saing

PP Peningkatan Pemerataan
Layanan Pendidikan
Berkualitas

PP Pengentasan
Kemiskinan

PP Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.9
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

No.

Baseline Realisasi Target

Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya
sistem pemutakhiran data kependudukan

1.1

Persentase daerah yang

menyelenggarakan

layanan terpadu 35,000 43,001 58,001 78,00 89,00 100,00
penanggulangan

kemiskinan (%)
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No. Sasaran/Indikator

Baseline

Realisasi

Target

2019 2020 2021

2022

2023

2024

Persentase
provinsi/kabupaten/kota
yang memanfaatkan
sistem perencanaan,
penganggaran dan
monitoring evaluasi unit
terpadu dalam proses
penyusunan program-
program penanggulangan
kemiskinan (%)

1.2

16,002 30,002 40,002

60,00

80,00

100,00

Persentase daerah yang
aktif melakukan

1.3 pemutakhiran data
terpadu penanggulangan
kemiskinan (%)

15,001 30,001 24,001

80,00

90,00

100,00

Persentase kepemilikan
1.4 akta kelahiran pada

penduduk 0-17 tahun (%)

86,013 93,804 95,004

97,00

98,00

100,00

Persentase
kementerian/lembaga
yang mengadopsi
kualifikasi standar
nasional pendamping
pembangunan (%)

1.5

52 52 30

20

50

50

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin

dan kelompok rentan

Persentase cakupan
kepesertaan Jaminan

5) 5) 5)
2.1 Kesehatan Nasional (JKN) 83,61 82,075 86,96 87,00 91,00 98,00
(7o)
Tingkat kemiskinan
2.2 penduduk penyandang 14,859 14,5339 15,129 13,00 12,00 11,00
disabilitas (%)
Tingkat kemiskinan 3
) 3) 3)
2.3 penduduk lanjut usia (%) 11,12 11,249 11,81 10,50 10,00 <10,00
Pemerintah daerah yang
2.4 menerapkan prinsip- 3,502 6,402 9,122 11,65 15,00 20,00

prinsip inklusif (%)
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.5 Persentase cakupan

kepesertaan Badan

Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan

2.5.1 Pekerja formal (%) 56,5104 63,820k 53,980 56,19 67,409 74,57

2.5.2 Pekerja informal (%) 3,856 3,219 8,140 13,06 16,939 25,94

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui
peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah

Persentase persalinan di
fasyankes (%)

85,909

87,909 88,9139

91,0

93,0 95,0

3.2

Angka prevalensi
kontrasepsi

modern/ modern
Contraceptive Prevalence
Rate (mCPR) (%)

57,207

57,908 57,007

62,50

62,92 63,41

3.3

Persentase kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need)
(7o)

10,607

13,408 18,009

8,00

7,70 7,40

3.4

Angka kelahiran remaja
umur 15-19 tahun/Age
Specific Fertility Rate
(ASFR 15-19) (kelahiran
hidup per 1.000
perempuan)

367) 31,908

20,509

21,00

20,00 18,00

3.5

Persentase imunisasi
dasar lengkap pada anak
usia 12-23 bulan (%)

57,9010

70,0012 65,811

71,00

75 90,00

3.6

Prevalensi wasting (kurus
dan sangat kurus) pada
balita (%)

10,1910

8,089 7,081

7,50

7,30 7,00

3.7

Persentase cakupan
penemuan dan
pengobatan TBC (TBC
Treatment Coverage) (%)

67,5012

42,8912

4212) 90

90 90

3.8

Jumlah kabupaten/kota
dengan intensifikasi
upaya eliminasi malaria
(kabupaten /kota)

16012

14912)

12412 119

110 95
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Insidensi HIV (per 1.000
3.9 penduduk yang tidak 0,2412) 0,1812 0,1812) 0,19 0,19 0,18
terinfeksi HIV)

Persentase penderita
kusta yang
3.10 menyelesaikan 84,5612 8812 8812 90 90 90
pengobatan kusta tepat
waktu (%)

Jumlah kabupaten/kota

12) 12) 12)
sehat (kabupaten /kota) 366 111 221 280 380 420

Jumlah kabupaten/kota
yang menerapkan
Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) (kabupaten/kota)

25812) 27912 31912 424 474 514

Persentase fasilitas
3.13 kesehatan tingkat 4612 57,0012 56,4012 85 90 100
pertama terakreditasi (%)

3.14 Persentase rumah sakit 7012) 88,0012 88,4012 95 95 100
terakreditasi (%)

Persentase puskesmas
dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar
(%0)

2312 39,6012 48,8612 65 71 83

Persentase RSUD
kab/kota memiliki 4
3.16 dokter spesialis dasar & 3 61,7012 69,772 75,3112 80 85 90
dokter spesialis lainnya
(%)

3,17 rersentase obat 78,6013 90,6013 952113 9225 96 97
memenuhi syarat (%)

3.1g Persentase makanan 7613) 79,6813 85,5913) 83 86 88
memenuhi syarat (%)

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas

4.1 Rasio Angka Partisipasi
Kasar (APK) 20 persen
termiskin dan 20 persen
terkaya (rasio)

4.1.1 SMA/SMK/MA

. 0,773 0,779 0,76 0,81 0,82 0,83
Sederajat

4.1.2 Pendidikan Tinggi 0,189 0,283 0,293 0,30 0,31 0,32
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.2 Proporsi anak di atas
batas kompetensi
minimal dalam tes PISA
(o)
4.2.1 Membaca 30,1014 N/A4 N/AM 33,00 33,00 34,10
4.2.2 Matematika 28,1014 N/A% N/AM) 30,00 30,00 30,90
4.2.3 Sains 40,0014 N/A4 N/AM 42,60 42,60 44,00
4.3 Proporsi anak di atas
batas kompetensi
minimal dalam asesmen
kompetensi (%)
4.3.1 Literasi 53,2019 53,2015 52,5423 55,43 58,31 61,20
4.3.2 Numerasi 22,9019 22,9015 32,2923 35,67 39,41 43,54
4.4 Tingkat penyelesaian
pendidikan (%)
4.4.1 SD/MlI/sederajat 95,4816 96,0016 97,37 97,93 98,41 98,94
4.4.2 SMP/MTs/ 85,2316 87,8016 88,88 90,54 91,08 93,33
sederajat
443 SMA/SMR/MA/ 593316 630510 6594 69,08 69,68 71,71
sederajat
Persentase anak kelas 1
SD/MI/SDLB yang
4.5 pernah mengikuti 63,303 62,483 61,93 62,74 63,55 64,38
Pendidikan Anak Usia
Dini (%)
Angka Partisipasi Kasar
4.6 (APK) Pendidikan Tinggi 30,283 30,853 31,191 31,52 31,89 32,28

(PT) (%)

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan
perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha, dan pencegahan

perilaku berisiko

Persentase perempuan
umur 20-24 tahun yang
menikah sebelum 18
tahun (%)

5.1 10,823

10,359

9,233

9,44

9,08

8,74
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No.

Sasaran/Indikator

Baseline

2019

Realisasi

Target

2020 2021

2022 2023

2024

5.2

Prevalensi anak usia 13-
17 tahun yang pernah
mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya (%)

Laki-laki
61,70

Perem-
puan
62,0017

Laki-
laki
34,00

Perem-
puan
41,059

Menu-
rund

menu-
run

menu-

menu-
run

5.3

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

75,2418

75,5718 76,2618

75,57-
76,73

75,60-
77,18

79,16-
81,21

5.4

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan (%)

51,8919

53,1319 53,3419

53,76 54,38

55,00

5.5

Prevalensi kekerasan
terhadap perempuan usia
15-64 tahun di 12 bulan
terakhir (%)

9,4020

menu-

8,7020
rund

menu-
run

menu-

menu-
run

5.6

Persentase pemuda (16—
30 tahun) yang mengikuti
kegiatan sosial
kemasyarakatan dalam
tiga bulan terakhir (%)

81,3621

81,368 70,4921

mening- mening-
kat kat

82,58b)

5.7

Persentase pemuda
berumur 16-30 tahun
yang mengikuti kegiatan
organisasi dalam tiga
bulan terakhir (%)

6,3621

6,369 4,8421)

mening- mening-
kat kat

6,72

5.8

Persentase pemuda (16—
30 tahun) yang bekerja
dengan status berusaha
sendiri dan dibantu
buruh (tetap dan tidak
tetap) dalam jenis jabatan
white collar (%)

0,4719)

0,4419 0,4119

0,45 0,50

0,55

5.9

Proporsi pemuda usia 16-
30 tahun yang mengalami
masalah kesehatan
sehingga mengganggu
kegiatan/aktivitas sehari-
hari selama satu bulan
terakhir dalam kelompok
usia 16-30 tahun (%)

8,783

8,58 10,23

N/A* 7,05

6,87

PP 6. Pengentasan Kemiskinan

Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan

6.1

Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang
mengakses pendanaan
usaha (%)

239

21,6039 20,553

40 45

50
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Realisasi Target

Baseline
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah rumah tangga
yang memperoleh akses 22) 290. 444. 419. 261. 201.
62 Yepemilikan tanah 668.040 902 147 935 136 890

(rumah tangga)

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Meningkatnya produktivitas dan daya saing

Jumlah lulusan pelatihan

71 vokasi (juta orang)

0,7824%) 5,94240) 6,4524) 33,3024 2,60 2,80

Persentase lulusan
pendidikan vokasi yang
7.2 mendapatkan pekerjaan 42,7619 40,4619 34,3419 35,30 36,29 37,31
dalam 1 tahun setelah
kelulusan (%)

Persentase lulusan PT
yang langsung bekerja
7.3 dalam jangka waktu 1 44,0219 58,2119 58,3919 59,71 60,71 61,71
tahun setelah kelulusan
(%0)

Jumlah prototipe dari
7.4 perguruan tinggi 9425 22 13 219 231 243
(prototipe)

Jumlah produk inovasi
dari tenant Perusahaan
7.5 Pemula Berbasis 14329 15825 13929 400 550 600
Teknologi (PPBT) yang
dibina (produk)

Jumlah inovasi yang
dimanfaatkan
25) 25) 26)
7.6 industri/badan usaha 52 46 129 150 180 210

(inovasi)

Jumlah permohonan
paten yang memenuhi
7.7 syarat administrasi 1.36227) 1.27828) 4.45629) 2.500 2.750 3.000
formalitas KI domestik
(paten)

Jumlah paten granted

78 (domestik) (paten)

79027) 1.21828) 4.45020) 900 950 1.000
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No.

Sasaran/Indikator

Baseline

Realisasi

Target

2019 2020 2021

2022

2023

2024

7.9

Persentase sumber daya
manusia iptek (dosen,
peneliti, perekayasa)
berkualifikasi S3 (%)

13,7329 14,1425 14,7930)

14,96

17,00

20,00

7.10

Jumlah Pusat Unggulan
Iptek yang ditetapkan
(PUI)

8125 10931

11426)

126

132

138

7.11

Jumlah infrastruktur
iptek strategis yang
dikembangkan
(infrastruktur)e

631)

232)

426)

11

13

10

7.12

Jumlah Science Techno
Park yang ada yang
dikembangkan

4533)

432)

630)

7.12.1 Berbasis
perguruan
tinggi (unit)

1733

332)

7.12.2 Berbasis
nonperguruan
tinggi (unit)

2833)

132)

7.13

Jumlah produk inovasi

dan produk riset Prioritas

Riset Nasional yang
dihasilkan (produk)

N/A**

025)

126)

10

40

7.14

Jumlah penerapan
teknologi untuk
mendukung
pembangunan yang
berkelanjutan

7.14.1 Penerapan
teknologi untuk
berkelanjutan
pemanfaatan

sumber daya alam

(teknologi)

1233) 1434)

526)

15

20

24

7.14.2 Penerapan
teknologi untuk
pencegahan dan
mitigasi
pascabencana
(teknologi)

3599 3534

4226)

35

35

35
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Realisasi Target

Baseline
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
715 Peringkat pada Asian 435 N/A%)  N/A%) N/A36) 12 N/A%6)
Games
716 Peringkat pada Asian 537) N/A%)  N/A%) N/A36) 8 N/A%6)

Para Games

Sumber: 1) Kemensos, 2019, 2020, 2021; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2020, 2021; 3) Susenas, 2019,
2020, 2021, 2022; 4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, 2020; 5) Dewan Jaminan
Sosial Nasional (DJSN), 2019, 2020, 2021; 6) BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2020; 7) SDKI, 2017; 8) Perhitungan
BKKBN, 2020; 9) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 10) Riskesdas, 2018; 11) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021;
12) Kemenkes, 2018, 2019, 2020, TW IV 2021; 13) BPOM, 2019-2021; 14) Programme for International Student
Assessment (PISA), 2018 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (2015, 2018, dan pelaksanaan tahun 2021 diundur ke
tahun 2022); 15) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 16) Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan
metode perhitungan UNESCO Institute for Statistics; 17) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
(SNPHAR), 2018 (baseline) dan 2021; 18) BPS, 2019, 2020, 2021; 19) Sakernas, 2019, 2020, 2021; 20) Survei
Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016 (baseline) dan 2021; 21) Susenas, Modul Sosial Budaya dan
Pendidikan, 2018, 2021; 22) Kementerian ATR/BPN, 2019; 23) Asesmen Nasional 2021, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 24a) Tanpa Kartu Prakerja; 24b) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13
Kementerian/Lembaga (430.870 orang) dan Kartu Prakerja (5,5 juta orang); 24c) Realisasi pelaksanaan pelatihan
vokasi pada 11 Kementerian/Lembaga (515.442 orang) dan Kartu Prakerja (5,93 juta orang); 24d) Revisi target
dengan rincian 2,7 juta penerima Kartu Prakerja skema “semi-bantuan sosial”, 100 ribu penerima Kartu Prakerja
skema peningkatan keahlian, dan 500 ribu dilaksanakan Kementerian/Lembaga; 25) Kemenristekdikti/BRIN, 2017-
2018; 26) BRIN, 2022; 27) KemenkumHAM, 2018; 28) Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
29) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 30) Kemendikbudristek dan BRIN, 2022; 31) KNAPP, 2018; 32) Perhitungan
Kementerian PPN /Bappenas; 33) Kemenristekdikti dan LPNK IPTEK, 2019; 34) LPNK IPTEK, 2020; 35) Asian Games,
2018; 36) Tidak dipertandingkan pada tahun dimaksud; 37) Asian Para Games, 2018.

Keterangan: a) pemutakhiran (data realisasi); b) pemutakhiran target; c) pemutakhiran metode perhitungan dengan
data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut jumlah
penduduk bekerja semesta berdasarkan segmentasi PPU, PBPU, dan Jasa Konstruksi; d) merupakan target 2020
dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; e) merupakan target 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022; f)
SNPHAR 2021; g) baseline sesuai Susenas MSBP, 2018 (data tersedia tiga tahunan); N/A* Indikator bukan
merupakan indikator program prioritas pada RKP Tahun 2022; N/A** Data tidak tersedia karena indikator baru
diaplikasikan dalam RPJMN 2020-2024 di tahun 2020.

4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah
disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci
berdasarkan urgensi, impact/outcome/output, pelaksana, lokasi, highlight proyek, dan
sumber pendanaan. Kelima Major Project tersebut yaitu MP Percepatan Penurunan Kematian
Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major
Universitas), Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial, dan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional akan dijabarkan pada
gambar di bawah ini.
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MP Percepatan Penurunan Kematian lbu dan Stunting

Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi

* AKI 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, Penanggung Jawab Proyek:

2015); * Kemenkes (AKI) dan BKKBN (Stunting).
* Penurunan 5 tahun terakhir: Urgensi Pelaksana

2,4%/tahun, dibutuhkan penurunan 5%/tahun Lintas K/L/D:

untuk mencapai target RPIMN. @ + Kemendagri, Kemensos, Kemendes PDTT, Kemen
Prevalensi stunting pada balita masih tinggi PUPR, Kemendikbudristek, Kemen KP,

* Termasuk kategori tinggi (24,4%, S5GI 2021); Kemenkominfo, BPOM, BNPP, BRIN, Kemenag,
* Diperlukan percepatan penurunan 3,5%/tahun Kemen PPPA, dan Pemda.
untuk mencapai target RPJIMN 14%.

Pendanaan Sumber:
‘\. dan Investasl K/L dan DAK

* Percepatan penurunan stunting di 514
kab/kota;

. Skema khusus di 12_ proy'lnsi clen_gan Alokasi:
jumlah & prevalensi balita stunting Rp81.404,31 M [K/L dan DAK]
tertinggi; o [Anggzran bersifat kontributif, kan ada analisis lanjutan)
* Lokus penurunan kematian ibu tahun :"F""'Em
. T
2023: 514 kab/kota. Impact/ oye!
Outcome/
* Menurunkan angka prevalensi stunting pada Output Pemenuhan Intervensi Spesifik Stunting
balita menjadi 17,5% tahun 2023 dan 14% pada * |bu Hamil KEK dan Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan [K/L];
tahun 2024; — e * Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak [K/L];
* Menurunkan angka prevalensi wasting (kurus * Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja
dan sangat kurus) pada balita sebesar 7,3% Putri [K/L].
tahun 2023 dan 7% pada tahun 2024; Pemenuhan Intervensi Sensitif Stunting pada Sasaran Prioritas
* Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKl) hingga * Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat [K/L];
194 tahun 2023 dan 183 tahun 2024 per 100.000 * KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan [K/L].
kelahiran hidup. Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal

+ Skrining Layak Hamil bagi PUS di Kab/Kota Lokus AKI AKB [K/L];

* Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) [K/L];

+ Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
[DAK].

MP Pembangunan Science Technopark
(Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)

Kinerja inovasi Indonesia belum berkembang, ditandai
stagnasi capaian Giobal Innovation Index (Gll) Indonesia
tahun 2021 yang hanya berada di peringkat ke-87 dari 132
ekonomi negara di dunia. Padahal, di era knowledge
economy kapabilitas adepsi iptek dan penciptaan inovasi
menjadi penghela utama pertumbuhan ekonomi;

Pemusatan komersialisasi direncanakan dilakukan di STP. U *
nsi Pelaksana
Mamun berdasarkan penilaian Tingkat Maturitas di 22 STP }» rge

yang berada pada Tingkat Madya. Indonesia belum memiliki
KST Tingkat Utama yaitu STP yang berfungsi secara penuh
mengelela riset menuju inovasi yang diadopsi oleh industri.
Hal ini karena keterbatasan fasilitas, lemahnya S0OM
pengelola, dan kurangnya kemitraan dengan industri;
Pandemi COVID-19 menuntut adanya kemampuan nasional

tahun 2015 oleh Kemendikbudristek, hanya 10 5TP saja Penanggung Jawab Proyek:
* Kemendikbudristek.

untuk memanfaatkan hasil riset menjadi produk inovasi Pendanaan Sumber:
yang siap diproduksi di industri. dan Im‘es“s' K/L )
Institut Teknologi Bandung; Institut Pertanian I
Bogor; Universitas Indonesia; Universitas Alokasi:
Gadjah Mada.

Rp456,69 M [K/L].

Highlight
Proyek

Terbangunnya 5 gedung TP di IPB, ITE, Ul pada tahun 2023 Impacr/
dan terbangunnya 7 gedung STP di IPB, ITB, UI, UGM pada Outcome/
tahun 2024; Oufput Penyediaan Sarana
Pembangunan sarana inkubator bagi tenont sebesar 75%; + Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (PHLN) [K/L]1®;
Pemenuhan instalasi STP sebesar 65%; « Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (SESN) [K/L]*;
Pengembangan STP ITB IPB, Ul, dan UGM sebesar 100%. Pengembangan Prasarana
+ Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (PHLN) [K/L] ®<;
Keterangan: + Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (SBSN) [K/L] .
a) Lokasi: ITB dan Ul;
b} Lokasi: UGM;

c) Lokasi: Pusat (Proyek PRIME SteP, termasuk IPB).
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MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif, dan
adaptif belum dapat dipenuhi dengan baik
= Sakernas, 2021: Pekerja masih didominasi lulusan SMP ke
bawah {54,66%);
= Sakernas 2021: Proporsi pekerja pada bidang
kezhlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar

41,92%. u,g,n,,
Industri 4.0 merupakan salah satu megatren global \rang
harus di i untuk daya saing Ind

* Angkatan kerja harus memiliki keahlian yang bisa
memanfaatkan teknologi dalam industri 4.0 secara
maksimal;

Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar
kerja menjadi upaya utama untuk memastikan penyediaan
keazhlian angkatan kerja ini.

Lokasi

Diarahkan untuk fokus pada pengembangan
wilayah pricritas, KEK, dan Kl yang mendukung &
subsektor industri, yaitu (1) makanan dan
minuman; (2} tekstil dan pakaian; (3) otomotif; (4)
kimia; (5) elektronik; dan (6} alat kesehatan dan
farmasi.

Lokasi RO: pusat dan 34 provinsi.

Impact/
Outcome/
Output

Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang
kezhlian menengah dan tinggi menjadi 43,00% pada tahun
2023 dan 43,10% tahun 2024;

Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang
mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
menjadi 35,29% pada tahun 2023 dan 37,31% tahun 2024.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemendikbudristek dan Kemnaker.

Pendanaan
dan Investasl

Highlight
Proyek

Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi | an Kualitas F
= Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan * Lembaga Pelatihan Kerja dan
Penguatan Mutu Berstandar Industri [K/L]. Produktivitas yang Ditingkatkan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik Kualitas Mutu dan Lembaga [K/L].
= SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Reformasi Kelembagaan
Penlngkatan Kompetensi [K/L]. . Transform35| BLK Baru [K/L].
P Kompetensi dan Keahli i isasi Sistem Informasi Pasar
Pendidikan Tinggi Vokasi Kerja
= Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang * Pembangunan dan Pengembangan
Mengikuti Uji Kompetensi Profesi [K/L]. Aplikasi SIAP Kerja [K/L];
Revitalisasi SMK yang Menduk Industri 4.0 * Layanan Job Matching [K/L].
= SMEK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0
[K/LL.

Sumber:
K/L

Alokasi:
Rp635,58 M [K/L]

MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

an prog sosial masih rendah

= Maret 2021, sekitar 1,9 juta rumah tangga miskin ekstrem
tidak menerima program sembako, meningkat sebanyak
100 ribu dari September 2020 (Susenas, Maret 2021).

Angka kemiskinan ekstrem masih tinggi

= Penduduk miskin ekstrem meningkat sekitar 1,3 juta orang
selama pandemi COVID-1%;

* September 2021, angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,73%
dari total penduduk Indonesia (Susenas, September 2021).

Cakupan program jaminan sosial masih terbatas

= Cakupan kepesertaan laminan Kesehatan Masional tahun
2021 sebesar 86,96%

Urgenﬂ

Lokasi

Lokus penghapusan kemiskinan ekstrem: 514
kabupaten/kota;

Lokus perluasan Registrasi Sosial Ekenomi dan
Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan: 514
kabupaten/kota.

Impact/
Outcome/
Output

Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5-8,5% di
tahun 2023 dan 6-7% di tahun 2024;

Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 1,5-
2,0% di tahun 2023 dan 0—1% di tahun 2024.

Keterangan:
a) : MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial juga didukung oleh
APBD dan APBDes

Penanggung Jawab Proyek:

= Kemiskinan ekstrem {Kemenko PME); Ketepatan sasaran
penerima bantuan sosial (Kemensos, Kemendagri,
Kemendes PDTT); Perencanaan dan penganggaran
berbasis bukti (Bappenas dan Kemenkeu); Pendataan awal
seluruh wilayah pada tahun 2022 dan pengelolaan data
Regsosek pada tahun 2023 untuk kemudian data tersebut
diserahkan ke Bappenas (BPS); dan Pemanfaatan data
Regsosek untuk perencanaan penganggaran di daerah
({Kemendagri dan Kemendes PDTT).

Lintas K/L/D:

= Kemen PUPR, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenag,
Kemenkominfo, Kementan, BNPE, Kemen KP, Kemen
ESDM, Kemen KUKM, Kemnaker, BKKEN, Kemen LHEK,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten,

Pendanaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

‘\.\ dan Investm Sumber:

K/L2),
Highlight
Proyek

Integrasi dan Transformasi Prog Sosial egrasi Data Jaminan Sosial

Keluzrga yang Mendapat Bantuan 3osial Bersyarat * Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima

[&/L]; Bantuan luran [FEI} dalam JKN/KIS [K/L];

KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan * Pelayanan Koneksitas Warehouse Berbasis

Sembako [K/L]; NIK Masional [K/L].

Siswa SD/SMP/SMA yang Mendzpatkan Program  Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk

Indonesia Pintar [K/L].

Pengelolaan Data

* Desa/Kelurahan yang Meny
[%/L dan APBDes];

* Kabup JKota yang Mer

Penguatan Sistem Pendukung

Pelaksana

Alokasi:
Rp 141.402,61 M [K/L]

Penargetan Perlindungan Sosial
* Datz Center Nasional [AFEN].
1 Puskesos | i dan Perluasan Kepesertaan
* Instansi Pengguna Pegawsai Non-PN3 dan
‘Wadzh/Kelompok Pekerja Bukan Penerima
Upah yang Mendapatkan Pemahaman
* Akses Internet [K/L]. Program Jaminan Sosizl Tenaga Kerja [K/L].
Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan Perluasan pilihan KPM dan Pengembangan
* Publikazi Laporan Pendataan Awazl Registrasi Sozizl Skema Penyaluran
Ekanomi [KfL]. * Datz Terpadu Kesejahteraan Sosial [K/L].

) SLRT [K/L].
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MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

F paian target p

optimal

= Kasus baru TB tertinggi ke-2 di dunia;

* 152 kab/kota belum eliminasi malaria;

= Cakupan imunisasi masih <B0%;

* Faktor risiko penyakit tidak menular tinggi.

P i COVID-19 kerentanan sistem

kesehatan nasional

= Pencegahan lemah (screening test dan trocing masih
terbatas, sistem surveilans belum terintegrasi dan belum
real-time, kapasitas pengujian di laboraterium leman);

= Fasilitas kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan tidak
siap;

= Kapasitas tenaga kesehatan terbatas;

= Pembiayaan kesehatan belum efisien.

an masih belum

= Pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34
provinsi dan 514 kab/kota);

= Pada area reformasi tertentu fokus pada daerah
dengan kriteria seperti tenaga kesehatan kurang;

= Kebijakan afirmasi penyediaan pelayanan
kesehatan di daerah dengan keterbatasan akses.

= Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 211/100.000 penduduk
pada tahun 2023 dan 190/100.000 penduduk pads tahun 2024;

= Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2023 dan tahun 2024;

= Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional pada tahun 2023 dan
tahun 2024;

= Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 385 kab/kota
pada tahun 2023 dan 405 kab/kotas pada tahun 2024;

= Meningkatnys cakupan imunizasi dasar lengkap pada anak usia 12-23
bulzn menjadi 75% pada tahun 2023 dzn 90% pads tahun 2024;

= Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai
standar sebanyak 71% puskesmas pada tahun 2023 dan E3%
puskesmas pada tahun 2024;

= Meningkatnys ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3
dokter spesialis lainnya di 85% RSUD kab/kota pada tahun 2023 dan
90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;

- Terakreditasinya $0% FKTF dan 95% RS pada tshun 2023 serts 100%
FETP dan 100% RS pada tahun 2024;

= Terwujudnyz integrasi dan digitalizasi sistern informasi surveilans
menjadi 90% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024,

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemenkes

Lintas K/L/D:

* BRIN, Kemhan, POLRI, BPOM, Kementan, Kemen ESDM,
Kemenhub, Kemenkeminfo, Kemen PUPR, Kemnaker,
Kemenperin; KemenPAMN RB, BKN, BPJS Kesehatan,
Badan Usaha, dan Pemda.

Pendanaan

Lokasi ‘ dan Investasi Sumber:
K/L, DAK, dan BUMN.
D | - @
Zas) \ | . Alokasi:
Rp23.277,53 M [K/L dan DAK Fisik];
Rp2.161,25 M [BUMMN].
Highlight
Proyek
Impact/ ove
Outcome/
output ikan dan Tenaga g dan
Penday vaan Dokter Spesialis [K/L]. Kesehatan
RS dan Pelay * Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi
Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Emerging [K/L].
Kepulauan i yakit dan Perl

* Peningkatan Kuzlitas Pelayanan RS Holding
BUMMN [BUMMN].

Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP)

* Akreditasi Puskesmas dzn FKTP swasta [K/L];

* Penguztan Sistem Kesehatan [DAK].

Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan

* Industri Bzhan Baku Obat yang Memproduksi
10 Molekul Obzt Sesuzi Kebutuhan Dalam
MNegeri [K/L].

Imunisasi

* Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin
Dasar dan Lznjutan [K/L].

Inovasi Pembiayaan Kesehatan

* Peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan
Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan
Pembiayazn Kesehatan [K/L].

Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

* Integrasi dan Pengembangan Sistem Data
Kesehatan [K/L].

4.1.3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan

Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

(1)
(2)
Vokasi (TKNV); dan
(3)
Vokasi (TKDV).

4.1.3.6 Kerangka Regulasi

Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan

Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

(1)
(2)

Ekonomi (Regsosek); dan

Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial

Rancangan PP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
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4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam
pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan
berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam
memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos
kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan
melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan.

4.1.4.1 Pendahuluan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023 difokuskan pada
penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas
untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Modal sosial dan budaya
mampu membangun relasi sosial yang harmonis, serta memperkuat solidaritas dan daya
rekat masyarakat untuk saling tolong-menolong, kerja sama, gotong royong, dan kolaborasi
antarwarga dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pada
masa pandemi, ketahanan sosial budaya masyarakat Indonesia mengalami peningkatan.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya
meningkat dari 73,55 pada tahun 2019 menjadi 74,01 pada tahun 2020. Hal ini menandakan
bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan dan
memanfaatkan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya dalam menghadapi pandemi COVID-
19. Apabila dilihat dari kondisi keluarga Indonesia, saat ini berada pada kategori keluarga
berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I
Bangga) yang berada pada rentang 40-70, tepatnya pada tahun 2021 sebesar 54,01 atau
meningkat dibanding tahun 2020 yang capaiannya sebesar 53,94. Indeks Pembangunan
Keluarga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui
dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, serta menggambarkan peran
dan fungsi keluarga.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 masih menghadapi
sejumlah tantangan. Dalam upaya penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan
ideologi Pancasila, menghadapi tantangan antara lain (1) belum optimalnya aktualisasi
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2)
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih,
melayani, dan responsive belum optimal; (3) proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi
mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter kurang optimal; (4) belum
optimalnya peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak, penyiapan kehidupan
berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak,
layanan konseling keluarga, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk
memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) masih terbatasnya pembentukan
Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di K/L, dan kabupaten/kota serta
pelaksanaan lima program GNRM di tingkat daerah; serta (6) kurangnya daya tarik koperasi
sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang belum adaptif dengan perkembangan zaman,
sehingga diperlukan modernisasi koperasi untuk meningkatkan citra koperasi sebagai
lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan juga masih menghadapi tantangan antara
lain (1) khazanah budaya bangsa belum secara optimal dimanfaatkan sebagai kekuatan
penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19; (2)
pelindungan dan pelestarian cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat belum optimal
berjalan; (3) belum optimalnya pengembangan warisan budaya tak benda untuk peningkatan
kesejahteraan; (4) pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal melalui fasilitasi pelaku
seni budaya di daerah belum efektif; (5) pengembangan kualitas talenta seni budaya berkelas
internasional belum optimal; dan (6) belum terlaksananya penyelamatan dan pengolahan
arsip melalui digitalisasi arsip untuk persiapan pemindahan IKN di K/L.
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Sementara itu, upaya penguatan moderasi beragama masih menghadapi tantangan
meliputi (1) masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran
dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang
lain; (2) masih kurangnya pengembangan dialog yang menumbuhkan semangat kerja sama
di kalangan umat lintas agama; (3) belum optimalnya pengembangan dana sosial keagamaan
untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
(4) belum meratanya kualitas layanan keagamaan bagi semua agama.

Adapun tantangan dalam upaya meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
yaitu masih kurangnya kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta
memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-
kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial-ekonomi demi meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan.

Untuk itu, pada tahun 2023 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan
sebagai berikut

(1) Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi
Pancasila melalui

(@) penguatan pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos
kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme
peserta didik dengan upaya (i) perluasan pengajaran dan pembelajaran dengan
penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan pemahaman terkait cinta
lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan; (ii) peningkatan kualitas pendidikan
agama, pendidikan moral, dan budi pekerti; serta (iii) pengembangan integrasi nilai-
nilai karakter unggul dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan
pendidikan;

(b) penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk
menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

(c) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan
terpercaya melalui penerapan penguatan budaya kerja ASN;

(d) penerapan disiplin, reward, dan punishment dalam birokrasi melalui upaya
penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis
kinerja;

() peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter melalui (i)
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pembangunan keluarga; (ii) pengasuhan
berbasis hak anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan; (iii) peningkatan
kualitas remaja, promosi pendewasaan usia perkawinan, dan penyiapan kehidupan
berkeluarga bagi remaja, serta edukasi kepada keluarga yang memiliki remaja,
termasuk remaja dengan kebutuhan khusus; (iv) penyediaan layanan konseling
keluarga; dan (v) peningkatan kapasitas keluarga lansia dalam pendampingan
pelayanan ramah lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga;

(f) penguatan peran gugus tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L
dan daerah untuk menginternalisasikan nilai esensial revolusi mental beserta
kelima program GNRM di masyarakat dan memperkuat jejaring pelaksanaan GNRM
dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi
mental; serta

(g) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui perluasan Program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, serta
modernisasi koperasi yang meliputi (i) penguatan kelembagaan koperasi; (ii)
pengadopsian teknologi; (iii) peningkatan kapasitas SDM perkoperasian melalui
pendidikan dan pelatihan; (iv) fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan dan
pemasaran; serta (v) penciptaan wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing.
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(2)

Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya
bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui (a) pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dalam rangka mendukung
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
berbasis kebudayaan; (b) pengembangan ekosistem budaya rempah dari hulu ke hilir
untuk memperkuat diplomasi dan meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
(c) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman
budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah
yang tidak terpakai sebagai pusat kegiatan seni budaya; (d) pengembangan manajemen
talenta nasional seni budaya; (e) penguatan peran pemerintah daerah dalam
pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi pelaku seni budaya
di daerah; (f) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk
memperluas wahana ekspresi budaya, termasuk penyediaan platform pendukung proses
berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif; dan (g) penataan dan
digitalisasi arsip persiapan pemindahan IKN di K/L untuk menjaga kelestarian arsip dan
dapat menjadi sumber pembelajaran di masa depan.

Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni
sosial melalui (a) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang
toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai
agama/keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat;
(b) pengembangan dialog yang menumbuhkan kerja sama umat lintas agama;
(c) pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf) untuk
peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
seperti: mekanisme blended finance untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,
papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi) bagi masyarakat desa, serta
berbagai program penguatan ekonomi umat (kampung zakat, KUA percontohan ekonomi
umat); (d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal,
antara lain kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta
pengintegrasian sistem informasi proses sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Penjamin Halal (LPH); serta (e) fasilitasi
sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana
peribadatan bagi seluruh agama, termasuk pembangunan balai nikah dan manasik haji,
pelayanan haji dan umrah terpadu, asrama haji, dan pusat layanan literasi keagamaan
Islam.

Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam wupaya
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, melalui (a) peningkatan kualitas
layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b)
pengembangan konten literasi terapan; (c) pengembangan pusat-pusat layanan literasi
berbasis digital; (d) pengembangan jejaring nasional perpustakaan, mencakup
penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu; dan (e) pengembangan Pusat
Naskah Nusantara sebagai khazanah budaya bangsa.

4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.13.
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Tabel 4.10
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan
ketahanan budaya
1.1 [ndeks Capaian Revolusi 68,302 69,572 70,782 71,96 73,13 74,29
Mental (nilai)
1.p Indeks Aktualisasi Nilai 74,009) 75,530 76,789 77,930 79,08 80,16
Pancasila (nilai)
2 Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam
pembangunan
2.1 Indeks Pembangunan 55,91 54,65 51,90 50,71 61,20 62,70
Kebudayaan (nilai)
3 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
Indeks Pembangunan 0,61
4 a) a)
3-1 " Masyarakat (nilai) (2018) 0,629 0,63 064 065 065
4 Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
4.1 Indeks Kerukunan Umat 73,83 67,46 72,39 74,70 75,00 75,80
Beragama (nilai)
5 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa
Indeks Pembangunan 53,57
5.1 Keluarga (nilai) (2018) 53,94 54,01 57,00 59,00 61,00
Median Usia Kawin Pertama 21,80
5.2 Perempuan (tahun) (2017) 20,70 20,70 22,00 22,10 22,10
6 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif,
dan kreatif
6.1 Nilai Budaya Literasi (nilai) 59,11 61,63 59,29 65,70 68,37 71,04

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP, 2019-

2021.

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi.
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4.1.4.3 Program Prioritas

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental
dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan
Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan
Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati
Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan
Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan, dan Harmoni Sosial; serta (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan
Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana
disajikan pada Gambar 4.12. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Gambar 4.12
Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP Revolusi Mental dan PP Memperkuat Moderasi
Pembinaan Ideologi Pancasila Beragama

&
.

PP Meningkatkan Pemajuan PP Meningkatkan Budaya
dan Pelestarian Kebudayaan Literasi, Inovasi dan Kreativitas

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Tabel 4.11
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan
Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter

Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan
Indonesia Bersatu

1.1 Nilai Dimensi Gerakan 78,089 70,069 79,144 7922 7930 79,38
Indonesia Melayani (nilai)

1.o Nilai Dimensi Gerakan 68,082 69,972 70,064 7196 72,95 73,95
Indonesia Bersih (nilai)

1.3 Nilai Dimensi Gerakan 76,422 76,969 77,343 77,64 77,88 78,08
Indonesia Tertib (nilai)
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Realisasi Target

Baseline
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.4 Nilai Dimensi Gerakan 50,082 53,469 56,709 59,93 63,16 66,39
Indonesia Mandiri (nilai)
1.5 Nilai Dimensi Gerakan 67,032 68,409 69,74 71,06 72,36 73,65
Indonesia Bersatu (nilai)
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila
1.6 1ilai Dimensi Ketuhanan 81,172 82,194 83,184 84,149 8508 86,01
Yang Maha Esa (nilai)
1.7 Nilai Dimensi Kemanusiaan = 74 ¢, 77,539 78,109 78,604 78,94 79,21
’ yang Adil dan Beradab (nilai) ’ ’ ’ ’ ’ ’
1.g Nilai Dimensi Persatuan 84,972 86,332 87,573 88,708 90,02 91,12
Indonesia (nilai)
Nilai Dimensi Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat
1.9 Kebijaksanaan dalam 68,022 71,274 73,262 75,219 77,18 79,13
Permusyawaratan/
Perwakilan (nilai)
Nilai Dimensi Keadilan
1.10 Sosial Bagi Seluruh Rakyat 59,214 60,342 61,782 63,00 64,19 65,34
Indonesia (nilai)
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter
1.11 [ndeks Kerentanan Keluarga |, 59 11,92 10,95 11,00 10,50 10,00
(nilai)
1.1 Indeks Karakter Remaja N/A 79,60 72,97 68,92 69,42 69,92

(nilai)

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan
Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah

Perkembangan Peradaban Dunia

Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan

Nilai Dimensi Warisan

2.1 sl 43,89 41,00 49,63 52,11 54,85 57,60
Budaya (nilai)

o.p Nilai Dimensi Ekspresi 37,14 35,82 27,13 38,19 38,60 39,01
Budaya (nilai)

9.3 Nilai Dimensi Ekonomi 33,79 26,96 20,69 43,52 46,76 50,00

Budaya (nilai)
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan
Harmoni Sosial

Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan
moderat di kalangan umat beragama

Indeks Kepuasan Layanan

3.1 e dab Hali (ntiad) 85,91 N/A®  N/Ab) 85,97 85,99 86,00
3.2 ?gﬁiﬁ%’wsan Layanan 77,28 78,000 78,90 82,00 83,00 84,00
3.3 fﬁf‘;fimem Toleransi 72,37 64,15 68,72 72,29 72,59 73,39
3.4 fﬁf‘;fimem Kesetaraan 73,72 69,54 75,03 76,23 76,53 77,33
3.5 Nilai Dimensi Kerja Sama 75,40 68,68 73,41 75,86 76,16 76,96

(nilai)

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat
Berpengetahuan dan Berkarakter

Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif

Indeks Pembangunan

4.1 Literasi Masyarakat (nilai)

10,12 12,93 13,54 13,00 15,00 15,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS,
BPIP, 2019-2022.

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Tahun 2020 dan 2021, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat
pandemi COVID-19, dan c) Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi COVID-19.

4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP.
Namun demikian pada RKP Tahun 2023 PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting,
(2) MP Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan
Wilayah Adat Domberay, dan (4) MP Transformasi Digital, sebagaimana disajikan pada
Gambar 4.13.

Sebagai contoh, dalam rangka mendukung MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat Domberay, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek
prioritas, antara lain (1) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan
lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (3)
pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.
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Gambar 4.13

Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

terhadap Pelaksanaan Major Project
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_ _
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
4.1.5 Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan
infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang
menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota
Nusantara.

4.1.5.1 Pendahuluan

Dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 diarahkan pada
(1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan, air
minum dan sanitasi yang layak dan aman, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan
transportasi; (2) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor
pertanian (food estate), industri, dan pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi
penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur perkotaan;
(4) pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan (EBT); serta (5) pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK).
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Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terdapat sejumlah tantangan yang
dihadapi. Tantangan dalam peningkatan infrastruktur pelayanan dasar untuk mencapai
akses perumahan yang layak dan terjangkau adalah memperluas akses penyediaan dan
akses pembiayaan perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
dan tidak tetap (non-fixed income) yang membangun rumahnya secara swadaya. Sebagai
kebutuhan dasar, perumahan yang layak harus terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan
utilitas termasuk air minum, air limbah, persampahan, jalan lingkungan, dan drainase.
Namun demikian, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang
aman masih sangat rendah, sedangkan kondisi akses air minum dan sanitasi layak memiliki
variasi yang besar antarprovinsi. Di samping itu, pemenuhan infrastruktur Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM), air limbah domestik, dan persampahan masih terbatas dan
belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, belum optimalnya
kapasitas pelaksana penyelenggara SPAM, air limbah dan persampahan, kurangnya kesiapan
masyarakat (demand) untuk mengakses sistem air minum yang terbangun, serta rendahnya
permintaan masyarakat untuk mendapatkan layanan air limbah domestik. Selain itu,
komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor air minum dan sanitasi serta
memastikan kesiapan kelembagaan dan pendanaan untuk pengoperasian infrastruktur air
minum, air limbah domestik, dan persampahan yang terbangun, juga masih rendah sehingga
pemanfaatan infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang telah
terbangun belum optimal. Pada infrastruktur persampahan, masih rendahnya pemilahan
sampah sedekat mungkin dengan sumber menyebabkan pengelolaan persampahan sangat
bertumpu di hilir. Diperlukan penerapan teknologi inovatif untuk mendukung percepatan
pengelolaan persampahan, khususnya di perkotaan.

Selanjutnya dalam pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dibutuhkan peningkatan
pengelolaan sumber daya air yang terbagi atas tiga aspek, yaitu konservasi Sumber Daya Air
(SDA), pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Setiap aspek tersebut
memiliki tantangan masing-masing, yaitu (1) tantangan yang terkait dengan konservasi SDA
adalah tingkat pencemaran badan air tinggi yang berdampak pada turunnya kualitas air,
kemampuan lahan untuk menyimpan air berkurang yang menyebabkan kekeringan pada
musim kemarau, kualitas dan kuantitas air menurun akibat kurangnya pemeliharaan, dan
alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman yang tinggi; (2) tantangan terkait
pendayagunaan SDA adalah efisiensi alokasi penggunaan air irigasi rendah, kompetisi
penggunaan air tinggi, pemanfaatan waduk belum optimal; serta (3) tantangan terkait
pengendalian daya rusak air adalah frekuensi bencana alam hidrometeorologi yang
meningkat, arus urbanisasi yang meningkat, dan terjadinya perubahan iklim.

Selain itu, dalam upaya penyelenggaraan keselamatan transportasi, tantangan yang dihadapi
pada moda jalan adalah terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan
keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tingginya rasio fatalitas kecelakaan di
jalan raya, serta kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya Over
Dimension Over Load (ODOL), masih banyaknya daerah rawan kecelakaan (blackspot) yang
belum tertangani secara baik, terpadu, dan komprehensif, serta lambatnya penanganan bagi
korban kecelakaan. Pada moda transportasi perkeretaapian masih terdapat isu terbatasnya
kemampuan penanganan kebutuhan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian
prasarana maupun keselamatan perjalanan perkeretaapian. Pada moda transportasi laut dan
penyeberangan, masih kerap terjadi kecelakaan kapal pada jalur utama maupun feeder
pelayaran akibat keterbatasan spesifikasi kapal, sarana navigasi, fasilitas keselamatan
pelayaran, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran.
Demikian pula dengan moda transportasi udara yang masih terkendala dalam keterbatasan
sistem navigasi. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan
bencana dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas sarana, prasarana dan
SDM pencarian dan pertolongan.
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Dalam pembangunan infrastruktur konektivitas yang mendukung produktivitas untuk
mencapai transformasi ekonomi masih menghadapi tantangan antara lain (1) layanan dan
sistem transportasi yang belum efektif dan efisien pada koridor utama angkutan penumpang
dan barang (backbone) yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan dan jaringan kereta
api, serta pengembangan transportasi antarmoda yang masih belum terintegrasi; (2) belum
memadainya ketersediaan konektivitas untuk mendukung kawasan prioritas; (3) belum
terstandarnya fasilitas dan kinerja pelabuhan-pelabuhan utama sebagai simpul angkutan
barang; (4) belum efisiennya jaringan rute penerbangan; serta (5) terbatasnya layanan,
sarana dan prasarana, serta keterbatasan penyediaan keperintisan angkutan jalan laut,
penyeberangan dan udara di wilayah 3T.

Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan yang difokuskan pada
pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, masih menghadapi tantangan
yaitu (1) belum adanya kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang mampu
mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan lintas batas administrasi dan lintas moda
angkutan dalam satu wilayah metropolitan, (2) belum mapannya pendekatan perencanaan
mobilitas perkotaan terpadu di wilayah metropolitan, (3) belum terbangunnya skema
pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, serta (4) tantangan
pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal oleh pemerintah daerah.

Pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta TIK berperan penting dalam
mendukung agenda transformasi ekonomi. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan
dihadapkan pada tiga isu utama yaitu (1) keberlanjutan penyediaan energi dan
ketenagalistrikan, (2) pemerataan akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan,
dan (3) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan. Pemanfaatan energi terbarukan
masih sangat terbatas, jauh dari yang diharapkan sehingga berdampak pada penurunan
mutu lingkungan akibat emisi CO,. Hal ini didorong oleh kebijakan yang kurang ramah
mendukung investasi dan biaya investasi yang masih mahal. Peningkatan listrik terbarukan
masih dibatasi oleh kondisi pasokan yang berlebih di pusat-pusat permintaan listrik sebagai
dampak pembatasan kegiatan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga menghambat
pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi dan tenaga listrik yang berakibat pada
belum meratanya akses serta jangkauan energi dan ketenagalistrikan. Selain itu, pandemi
juga berpengaruh terhadap penurunan konsumsi energi dan tenaga listrik oleh masyarakat,
bisnis, dan industri yang berakibat pada kesenjangan antara pasokan maupun permintaan
energi dan tenaga listrik. Permasalahan keandalan pasokan energi dan tenaga listrik serta
masih terbatasnya pola konsumsi khususnya pada daerah di luar Pulau Jawa juga berakibat
pada rendahnya konsumsi energi dan tenaga listrik terutama untuk peningkatan
produktivitas.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur TIK dan pemanfaatannya dalam mendorong
transformasi digital menghadapi beberapa tantangan, antara lain adalah (1) jangkauan dan
keandalan akses infrastruktur TIK yang berkualitas belum merata; (2) terbatasnya spektrum
frekuensi untuk mendukung kegiatan ekonomi; (3) belum terintegrasinya data antarplatform
digital terutama pada layanan pemerintah; (4) terbatasnya kemampuan adopsi teknologi
digital pada pelaku sektor-sektor prioritas seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan,
pariwisata maupun industri; (5) perlunya penguatan literasi digital masyarakat dan kapasitas
SDM era digital; (6) belum terjaminnya keamanan data dalam mendukung transformasi
digital; serta (7) belum meratanya jangkauan dan kualitas produksi siaran penyiaran digital.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan untuk menjawab isu dan tantangan yang
telah diuraikan, telah dirumuskan sejumlah arah kebijakan pembangunan infrastruktur
pada tahun 2023 salah satunya melalui pendekatan skala prioritas pembangunan proyek
infrastruktur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan meningkatkan
produktivitas ekonomi. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang
meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan
persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah
(1) meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan
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permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan
kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan regulasi, kesiapan pembiayaan pembangunan
dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur; (2) memperluas akses
masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau melalui
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun sederhana
sewa (rusunawa), rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),
pengembangan skema pembiayaan kredit mikro perumahan, pengembangan operasionalisasi
layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA); (3) melanjutkan
penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu,
khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan
permukiman kumuh serta pengembangan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh
Terpadu; (4) menyediakan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan
layanan sistem terpusat dan setempat, termasuk pengembangan layanan lumpur tinja dan
perluasan sambungan rumah; (5) memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta
penyelenggara air minum dan sanitasi baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi
pendanaan; (6) meningkatkan pengelolaan persampahan perkotaan secara terintegrasi dari
hulu ke hilir yang didukung implementasi teknologi; (7) meningkatkan ketersediaan akses
air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku,
pemanfaatan kapasitas SPAM terpasang, penurunan tingkat air tidak berekening (non-
revenue water), peningkatan dan pembangunan SPAM, baik skala kabupaten/kota maupun
lintas wilayah (SPAM Regional), dan pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan
air minum, serta pengelolaan aset dari SPAM terbangun; (8) memperkuat mekanisme
pembinaan berjenjang untuk pemerintah daerah dan lembaga pelaksana penyelenggara
SPAM guna meningkatkan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi; dan (9)
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau
sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi secara swadaya.

Arah kebijakan untuk pengelolaan sumber daya air terbagi berdasarkan tiga aspek, yaitu (1)
aspek konservasi SDA melalui peningkatan operasi dan keamanan bendungan existing, serta
konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk
menjaga kuantitas dan kualitas sumber air; (2) aspek pendayagunaan SDA melalui
peningkatan ketersediaan dan keamanan air dengan cara pembangunan dan optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur penyedia air, peningkatan pengelolaan dan efisiensi pemanfaatan
sumber daya air, serta peningkatan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui
pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi baru untuk komoditas padi dan komoditas
pertanian bernilai tinggi, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi existing, serta
modernisasi irigasi khususnya dalam mendukung pengembangan food estate; serta (3) aspek
pengendali daya rusak air melalui penguatan ketahanan bencana berbasis wilayah melalui
perencanaan dan penyediaan infrastruktur ketahanan bencana yang diprioritaskan pada
daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta kawasan ekonomi dan strategis, termasuk
pusat-pusat pariwisata. Selain itu, dari sisi penganggaran perlu dilakukan akselerasi dan
optimalisasi pemanfaatan pendanaan PHLN dan SBSN serta diiringi dengan peningkatan
kualitas belanja tidak langsung yang mendukung kebijakan dan pembinaan infrastruktur
seperti penyelesaian peraturan turunan UU SDA, studi pembiayaan alternatif, serta reviu
pola dan rencana SDA. Terkait kebijakan operasi dan pemeliharaan (OP), diperlukan
penguatan OP untuk keberlanjutan manfaat infrastruktur sumber daya air melalui
pendekatan yang dapat berdampak langsung bagi masyarakat.

Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta
pencarian dan pertolongan, yaitu (1) mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres)
No. 1/2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(RUNK LLAJ), yang di dalamnya termasuk penetapan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ
oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, pelaksanaan integrasi data dan sistem
informasi Keselamatan LLAJ, penanganan daerah rawan kecelakaan (blackspot) secara
terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas
keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak
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terjadinya kecelakaan; (2) meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana
keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan kebutuhan Infrastructure
Maintenance and Operation (IMO) prasarana perkeretaapian, penyediaan sarana bantu
navigasi pelayaran, penyediaan dan modernisasi sistem monitoring fasilitas Surveillance dan
navigasi penerbangan terintegrasi; serta (3) meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM
serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan
pertolongan.

Arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk
transformasi ekonomi antara lain (1) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan
pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan
penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar
di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi
(pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) menyediakan
konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (food estate, industri dan pariwisata);
(3) melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja
pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri
serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) melanjutkan pembangunan bandara baru,
peningkatan kapasitas bandara primer dan jaringan hub and spoke penerbangan, serta
pembangunan bandara perairan (waterbase airport) untuk mendukung destinasi pariwisata
kepulauan; (5) melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru maupun
lanjutan serta peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan; (6) menyediakan
infrastruktur dan layanan transportasi layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk
keperintisan meliputi darat, kereta api, laut, dan udara, serta program tol laut bersubsidi
dan jembatan udara; (7) meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam
mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran APBD dan pemanfaatan skema
DAK dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan
yang melayani angkutan penumpang dan barang; serta (8) melakukan optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antar infrastruktur
lainnya.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan
sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, terutama dalam penataan beberapa
aspek yang selaras dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan, yaitu (1) dalam aspek
kelembagaan, pemerintah daerah di suatu wilayah metropolitan didorong untuk
mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan
perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi;
(2) dalam aspek perencanaan, pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar
menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) terpadu sebagai dasar pembangunan
angkutan massal perkotaan yang berbasis wilayah fungsional dengan berfokus pada
aksesibilitas pusat kegiatan sosial dan ekonomi; (3) dalam aspek pendanaan, dikembangkan
skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang
memastikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan
usaha, serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat dengan tetap
menjamin kepemilikan (ownership) serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh
pemerintah daerah; (4) mengembangkan angkutan komuter meliputi Mass Rapid Transit
(MRT), Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan layanan Bus Rapid Transit (BRT)
di wilayah perkotaan; (5) melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan
umum massal melalui skema Buy the Service (BTS) dan Public Service Obligation (PSO); serta
(6) mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dan mekanisme
pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (smart
city).
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Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi
untuk menuju sistem energi rendah karbon mencakup (1) mengembangkan infrastruktur
energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan
konservasi energi untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan ekonomi
hijau; (2) menyediakan subsidi, stimulus tarif listrik, dan bantuan penyediaan akses listrik
untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan/atau berada di daerah
3T, serta mengembangkan kebijakan tarif yang berkelanjutan; (3) memperluas pemanfaatan
tenaga listrik (electrification) untuk sektor transportasi (e-vehicle dan charging station), rumah
tangga, dan industri; (4) mendorong implementasi kebijakan harga beli listrik dari energi
terbarukan dan mengoptimalkan insentif fiskal dan non fiskal yang ada termasuk dana
transfer daerah dan penerapan perdagangan karbon (carbon trade); (5) melakukan
percepatan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi seperti ruas pipa transmisi
dan distribusi gas bumi serta pengembangan dan pembangunan kilang minyak; (6)
optimalisasi pemerataan akses BBM dan gas bumi melalui pelaksanaan BBM satu harga; dan
(7) mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di antara para
pelaku (pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha) maupun antar sektor (seperti industri
dan teknologi), termasuk melalui dana transfer daerah.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi
digital meliputi (1) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan
kualitas layanannya, termasuk pada daerah nonkomersial dan kawasan prioritas;
(2) mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya terbatas termasuk spektrum frekuensi
untuk mengadopsi teknologi baru; (3) melakukan pengintegrasian data dan sistem
pemerintahan melalui penggunaan infrastruktur pusat data bersama; (4) meningkatkan
pemanfaatan TIK pada sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan,
pariwisata, industri dan lainnya; (5) meningkatkan literasi digital masyarakat disertai
penguatan keamanan informasi untuk mendukung produktivitas ekonomi; (6) mendorong
penyelenggaraan sistem elektronik yang aman dan sehat untuk mendukung aktivitas
masyarakat yang produktif; dan (7) penguatan sarana dan prasarana serta produksi
penyiaran publik dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur 2023 juga diprioritaskan dalam mendukung
pembangunan fasilitas dasar Ibu Kota Nusantara, mengintegrasikan pembangunan
infrastruktur sesuai arah pengembangan wilayah, serta mempercepat pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung pencapaian target Prioritas Nasional dan Proyek
Prioritas Strategis/Major Project Infrastruktur.

4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.12
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar

Rumah tangga yang
1.1 menempati hunian layak 56,51 59,54 60,90 65,10 67,88 701
dan terjangkau (%)
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Penurunan rasio fatalitas
kecelakaan jalan per 10.000
1.2 kendaraan terhadap angka s3 9 60 62 63 65
dasar tahun 2010 (%)
Persentase luas daerah
1.3 irigasi yang dimodernisasi 0 0 0 0,06 0,50 0,80
(kumulatif, %)
Persentase pemenuhan
1.4 kebutuhan air baku 64,52 65,34 66,81 67,67 68,50 69,50
(kumulatif, %)
2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju
pelayanan dasar
Waktu tempuh pada jalan
2.1 lintas utama pulau (jam/100 2,30 2,16 2,22 2,09 2,08 1,90
km)
Persentase rute pelayaran
2.2 yang saling terhubung (loop) 23 24 25 26 26 27
(%)
Kondisi jalur KA sesuai
2.3 standar Track Quality Index 81,50 82,83 90,36 91 91,16 94
(TQI) kategori 1 dan 2 (%)
Persentase capaian On Time
2.4  Performance (OTP) 85,73 86 87 88 89 90
transportasi udara (%)
3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
Jumlah kota metropolitan
dengan sistem angkutan 6 6 6 6
3.1 umum.massal perkotaan 1 (berlan- (berlan- (berlan- (berlan- 6
yang dibangun dan jut) jut) jut) jut)
dikembangkan (kota)
Persentase rumah tangga
3. Yang menempati hunian 61,09 64,64 64,64 68,20 70,77 73
layak dan terjangkau di
perkotaan (%)
4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
4.1 Rasio elektrifikasi (%) 98,89 99,20 99,45 ~100 ~100 ~1002
Rata-rata pemenuhan
4.2 kebutuhan (Konsumsi) 1.084 1.089 1.123 1.268 1.336 1.400
listrik (kWh/Kapita)
4.3 Penurunan emisi GRK 54,80 64,40 69,50 91 116 142

sektor energi (juta ton)
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

Persentase populasi yang
5.1 dijangkau oleh jaringan 97,25 97,50 97,509 98,50 99 100
bergerak pitalebar (4G) (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
Keterangan: 1) RPJMN 2020-2024; 2) mendekati 100; 3) capaian TW III

4.1.5.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan
Dasar, (2) Infrastruktur Ekonomi, (3) Infrastruktur Perkotaan, (4) Energi dan
Ketenagalistrikan, dan (5) Transformasi Digital. Untuk sasaran, indikator, dan target PP
dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Gambar 4.14
Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PP Infrastruktur
Ekonomi

PP Infrastruktur
Pelayanan Dasar

©

PP Infrastruktur
Perkotaan

PP Transformasi Digital

PP Energi dan
Ketenagalistrikan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022
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Tabel 4.13
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan
terjangkau

Rasio outstanding KPR 2,90

1.1 terhadap PDB (%) (2018) 3,22 3,21 3,30 3,60 4,00
Persentase rumah tangga

1.0 Yang menempati hunian 91,621 92,15 93,56 94 94,63 952

dengan kecukupan luas
lantai per kapita (%)

Persentase rumah tangga
yang menempati hunian
1.3 dengan ketahanan 80,751 82,20 82,47 84,08 86,00 872
bangunan (atap, lantai,
dinding) (%)

Persentase rumah tangga
yang memiliki sertifikat hak
atas tanah untuk
perumahan (%)

1.4 57,98 61,17 63,94 63,20 64,20 65,00

Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman

Persentase rumah tangga
yang menempati hunian

1.5 S 89,27 90,21 90,78 95,10 97,55 100
dengan akses air minum
layak (%)
Persentase rumah tangga
yang menempati hunian 6,70 11,90
1.6 Gengan akses air minum (2018) 11,90 5000) 1345 1422 15

aman (%)

Persentase rumah tangga
1.7 dengan akses air minum 20,18 20,69 19,06 25,57 28,01 30,45
jaringan perpipaan (%)

Persentase rumah tangga
dengan akses air minum
bukan jaringan perpipaan
(%0)

1.8 69,08 69,52 71,72 69,53 69,54 69,55

Persentase PDAM dengan

1.9 kinerja sehat (%)

58,95 61,76 58,00 83,60 91,80 100

-1v.86 -



Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase rumah tangga 77,4 11 951? 1221 Ofkg i 2;(1)1{7 86,03 90
yang menempati hunian layak te gma,— te gma,— te gma,— layak, layak,
1.10 dengan akses sanitasi (air terma- suk suk suk terma- terma-
limbah domestik) layak dan suk 7,49 suk 13 suk 15
aman (%) aman 7,64 7,25 11,5 aman aman
aman aman aman
Persentase rumah tangga
yang masih mempraktikkan
1.11 buang air besar 7,61 6,19 5,69 2,98 1,49 0
sembarangan (BABS) di
tempat terbuka (%)
59,08 085 - SHBS 7508 7764 80
Persentase rumah tangga penang- panang panang penang- penang- penang-
yang menempati hunian anan dan dan dan anan anan anan
1.12 dengan akses sampah yang 1,55 0.88 0.88 dan dan dan
terkelola dengan baik di pengura- el’q . e;l . 9,13 14,57 20
perkotaan (%) ngan peng peng pengu- pengu- pengu-
(20106) rangan - rangan rangan rangan rangan
(2019) (2019)
Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi
Rata-rata waktu tanggap
1.13 pencarian dan pertolongan 28 27,50 27 26 25,50 25
(menit)
Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
Jumlah kabupaten/kota
114 Yang terpenuhi kebutuhan 38 91 94 95 96 97
air bakunya secara
berkelanjutan (kab/kota)
Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi
1.15 JVolume tampungan air per 57,21 56,52 58,11 58,34 61,98 66,34
kapita (m3/kapita)
Persentase luas sawah
1.16 L 41,70 41,85 42,31 43,48 43,57 44,04
beririgasi (%)
1.17 Luas daerah irigasi yang 0 0 0 1.462 11.956 11.956
’ dimodernisasi (hektar) ’ ’ ’
PP 2. Infrastruktur Ekonomi
Meningkatnya konektivitas wilayah
Persentase kondisi mantap 4, ¢q, 90/68/ 92/71/  91/72/ 93/73/ 97/75/
2.1 jalan nasional/provinsi/ 57 57 67 62 63 65

kabupaten /kota (%)
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Panjang jalan tol baru yang
2.2 terbangun dan/ atau 1.4612 246 339,80 327,70 415 2.5000b)
beroperasi (km)

Panjang jalan baru yang

2.3 3.3872 255,50 811,62 503 490 3.000V
terbangun (km)
9.4 Panjangjaringan KA yang 6.164 6.325  6.466 6.565 6.724  7.451
terbangun (kumulatif) (km)
Jumlah pelabuhan utama 1 2 3 4
2.5 yang memenuhi standar 1 (berlan- (berlan- (berlan- (berlan- 7
(lokasi) jut) jut) jut) jut)
26 Jumlah rute subsidi tol laut 14 21 39 35 35 25
(rute)
13 (3
Jumlah pelabuhan (22 sQ(eTesai 9 selesai, se?e(s‘;i
2.7 penyeberangan baru yang ’ (berlan- 10 ’ (4 berlan- 36b)
) - 2 berlan- . 4 berlan-' " .
dibangun (lokasi) ; jut) berlan- . jut)
jut)? . jut)
jut)
Jumlah bandara baru yang 7 10 10 12
2.8 dibangun (kumulatif) 152 (berlan- (berlan- (berlan- (berlan- 21b)
(lokasi) jut) jut) jut) jut)
2.9 Jumlah rute jembatan 35 08 39 42 41 43
udara (rute)
PP 3. Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
Jumlah kota yang dibangun
erlintasan tidak sebidan S S S
31 P . g 3 0 (berlan- (berlan- (berlan- 6
kereta api/flyover/ un- ut) ut) ut)
derpass (kota) J J J
Jumlah sistem angkutan
umum massal di perkotaan L 6 6
3.2 . P 1 (berlan- 1 (berlan- (berlan- 6
besar lainnya yang ut) ut) ut)
dikembangkan (kota) J J J
Jumlah kawasan di
permukiman kumuh
3.3 perkotaan yang ditangani 0 0 0 ) 6 10
melalui peremajaan kota
(kawasan)

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan

Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien

Jumlah produksi tenaga 275. 272. 210. 382. 406. 431.

4.1 listrik (GWh) 900,00 420,00 601,009 696,10 325 281,20
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Realisasi Target

Baseline
No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.0 Penurunan emisi CO» 3,88 8,78 10,37 536 591 6,07
pembangkit (juta ton)
Jumlah pengguna listrik
4.3 (ribu rumah tangga- 75.705 78.663 81.530 81.217 83.219 85.216
kumulatif)
Jumlah sambungan rumah
jaringan gas kota a) 1.288.8 1.688. 4.010.
*4 “kumulatif, sambungan 537.936 673.222 848.097 70 874 445
rumah)
45 ﬁ?ﬁﬁﬁiﬁféiiﬂgjﬁl 1.151. 1.151.  1.151. 1.176. 1.176. 1.276.
’ Y 000 000 000 000 000 000

per Calendar Day/BPCD)

PP 5. Transformasi Digital

Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor
informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi

Persentase rata-rata 9,80-
51 pertumbuhan sektor TIK (%) 9,42 10,58 6,83 10,00 8,80 8,80
5. Persentase pengguna 64,80 73,70 73,70 79,20 80,70 82,30

internet (%)

Proporsi individu yang
5.3 menguasai/memiliki telepon 63,53 62,84 57,48 73 74 75,70
genggam (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022, 1) Susenas 2019; 2) RPJMN 2020-2024.
Keterangan: a) kumulatif 2015-2019; b) kumulatif 2020-2024; c) Realisasi TW III 2021.

4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Dalam mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang Major Project (MP) sebagai
berikut (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen
Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 DAS Kritis; (5) 18 Waduk Multiguna; (6) Pengaman Pesisir
5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Kereta Api Makassar-
Pare Pare; (9) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Medium Speed Jakarta-Semarang dan Kereta
Cepat Jakarta-Bandung); (10) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (11) Jalan Trans
pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (12) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong;
(13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15)
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 Megawatt (MW), Transmisi 19.000 kms
dan Gardu Induk 38.000 Mega Volt Ampere (MVA); (16) Infrastruktur Jaringan Gas Kota
untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (17) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km); (18)
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; serta (19) Transformasi Digital.
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Gambar 4.15
Proyek Prioritas Strategis/Major Project PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2023

o Infrastruktur Pelayanan Dasar

Rumah Susun
Perkotaan (1Juta)

-

Akses Sanitasi

(air limbah domestik)
Layak dan Aman
(90% Rumah Tangga)

18 Waduk
Multiguna

#*
54

Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)

Pemulihan 4 Daerah
Aliran Sungai Kritis

Pengaman Pesisir
5 Perkotaan
Pantura Jawa

Infrastruktur Ekonomi —/

D

N

Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu

KA Makasar-Pare Pare

Jalan Tol Trans Sumatera

Aceh-Lampung KA Kecepatan Tinggi

Pulau Jawa (Jakarta-
Semarang dan
Jakarta-Bandung)

Jalan Trans Papua
Merauke-Sorong

Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal,
Terluar, dan Terdepan

Jembatan Udara 37
Rute di Papua

/

Infrastruktur Perkotaan
- T

)

—

Sistem Angkutan
Umum Massal
Perkotaan di 6 Wilayah
Metropolitan

I
=,

AN

/— Infrastruktur Energi dan Ketenagalistikan serta TIK ﬁ

Pembangunan Energi
dan Ketenagalistrikan

K‘ Transformasi Digital
-~
. Transformasi Digital

Penyediaan Tenaga Listrik:
Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000 Kms
dan Gardu Induk 38.000 MVA

Pipa Gas Bumi
Trans Kalimantan
(2.219 km)

Infrastruktur Jaringan
Gas Kota untuk 4 Juta
Sambungan Rumah

Pembangunan dan
Pengembangan
Kilang Minyak

Sumber:

Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

* Hanya 60,90% rumah tangga yang
menempati hunian layak {Susenas, 2021);

* Saat ini kecenderungan masyarakat yang
tinggal perkotaan meningkat setiap
tahunnya sehingga kebutuhan akan
perumahan yang layak, aman, dan
terjangkau semakin banyak dibutuhkan;

* Perlunya intensifikasi pemanfaatan lahan
perumahan di perkotaan melalui
transformasi penyediaan rumah tapak
menjadi rumah susun.

Tahun 2020—-2023: Seluruh Provinsi.

* Meningkatnya akses rumah tangga
yang menempati hunian layak huni di
tahun 2023 sebesar 67,88% dan 2024
sebesar 70%;

* Terbentuknya sistem perumahan
publik yang profesional di level
nasional.

Urgensn Pelaksana
Penanggung Jawab Proyek:
* Kemen PUPR dan Badan Usaha.
Pendanaan Sumber:

‘\.\ dan InvestaSI K/L dan BUMM.

. Alokasi:
Rpl.012,53 M [K/L];
Rpl.197,03 M [BUMN].

@ Highlight
Proyek
impact/ oye
Outcome/

Output Pembangunan Rumah Susun

* Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI [K/L];
* Rumah Susun Hunian MBR/Pekerija [K/L];

* Hunian Pekerja Konstruksi (IKN) [K/L].
Revitalisasi Rusun

* Revitalisasi Rusun Klender [BUMMI;

* Revitalisasi Rusun Kemayoran [BUMN];

* Revitalisasi Rusun Tanah Abang [BUMNI;

* Revitalisasi Rusun Kebon Kacang [BUMN].

O

-
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MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Akses air minum jaringan perpipaan merupakan

sistem penyediaan air minum yang lebih menjamin

layanan dan kualitas air minum untuk masyarakat.

Hingga tahun 2021, baru 15,06% rumah tangga di Urgensr
Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan.

Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 1,63% dari

tahun 2020 (20,65%). Dengan demikian, diperlukan

percepatan penyediaan air minum melalui Major

Project Akses Air Minum Perpipaan (10 juta

sambungan rumah).

l.oka5|
Tersebar pada seluruh provinsi.

* Meningkatkan jumlah rumah tangga yang Impact/
memiliki akses air minum perpipaan dari 13,06% Outcome/
di tahun 2021 menjadi 28,01% di tahun 2023 dan Output
30,45% di tahun 2024;

* Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber

daya manusia melalui akses air minum aman
yang memenuhi standar kesehatan dengan
target sebesar 14,22% di tahun 2023 dan 15% di
tahun 2024,

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSM.

Penanggung Jawab Proyek:
Pelaksana * Kemen PUPR.

Lintas K/L/D:
* Kemendagri, Kemenkes, Kemen ESDM, Pemda,
dan Badan Usaha.

Pendanaan Sumber:

\ dan Investasi K/L, DAK, KPEU, dan BUMN.
hA Alokasi:

Rp7.568,92 M [K/L, DAK, dan KPBU];

l_
o Rp6.267,32 M [BUMNI].
Highlight
Proyek

Pengembangan SPAM Kab./Kota Pengembangan SPAM Regional
» Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota [K/L]; * Pembangunan 5PAM Regional
* Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota [K/L]; [K/L];
* Perluasan SPAM Kabupaten/Kota [K/L]; * Peningkatan SPAM Regional
* Infrastruktur Air Minum Berbasis [K/L;
Masyarakat [K/L]; * Perluasan SPAM Regional [K/L];
* Air Minum - Tematik Pengentasan * SPAM Jatiluhur | [KPBU &
Permukiman Kumuh Terpadu [DAK]. BUMMN]*!
Pengembangan Air Baku * SPAM Karian Serpong [KPBU &

» laringan Transmisi Air Baku dari Bendungan  BUMN]*H
Ladongi Kabupaten Kolaka Timur yang
dibangun (Tahap 11} [K/L];

» Air Baku KEK Sorong yang dibangun [K/L].

MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

* Perlunya penyediaan sanitasi yang terkelola
dengan aman untuk mencegah penyebaran
penyakit dan meningkatkan kesehatan Urgenst
lingkungan;
* Persentase rumah tangga yang masih
mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) di tempat terbuka 1,49% (tahun 2023)
dan 0% (tahun 2024);
* Prevalensi stunting (pendek dan sangat
pendek) pada balita 17,5% (tahun 2023).

Tersebar di seluruh kab/kota
di Indonesia.

Impact/
Outcome/

Meningkatkan jumlah rumah tangga output

yang menempati hunian dengan akses
sanitasi layak dan aman mencapai — e
86,03% pada tahun 2023 dan 90%

Rumah Tangga pada tahun 2024.

Penanggung Jawab Proyek:
Pelakma + Kemen PUPR.

Lintas K/L/D:
+ Kemendagri; Kemenkes; Kemen LHK;
dan Pemda.

Pendanaan .
dan Investasl Sumber:
K/L dan DAK.

Alokasi:
@ o Rp4.103,19 M [K/L dan DAK].

Highlight
Proyek

SPALD Terpusat

* SPALD-T Skala Permukiman [K/L];

SPALD Setempat

* SPALD-S Skala Kota [K/L];

* Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu [DAK];
Kelembagaan

* Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi [K/L].
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MP Pemulihan 4 DAS Kritis

+ 24,3 juta hektar lahan kritis yang
berdampak pada kualitas dan kuantitas
sumber daya air;

+ Kualitas air sungai DAS kritis tercemar
berat-sedang;

* Monitoring kualitas air di DAS kritis masih
rendah dan konvensional;

* Frekuensi banjir di DAS kritis meningkat.

Urgensi

S

:

Lokasi
= DAS Ciliwung-Cisadane: DKI Jakarta; A
* DAS Citarum: Jawa Barat £

= DAS Asahan Toba: Sumatera Utara.

Impact/

Outcome/

Output

O

* Pembangunan bangunan pengendali
banijir 6 unit;
* Pembangunan pengendali banjir 2,95 km.

-

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemen PUPR.

Pendanaan

Lintas K/L/D:
+ Kemendagri.

\  dan Investasi i?l'_“ber:
— \ 1 .
—_——— j_

Alokasi:

Rp1.239,92 M [K/L].
Highlight P (K]
Proyek

Bangunan Pengendali Banjir

+ Pompa Ancol Sentiong yang dibangun [K/L];

+ Groundsill Cipamingkis yang dibangun (Tahap II) [K/L].

Pengendalian Banjir

+ Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun [K/L];

+ Sudetan Ciliwung—KBT yang dibangun [K/L];

+ Pengendali Banjir Sungai Binanga Siguluan, Aek Sigumbang, dan
Aek Limbong yang dibangun [K/L];

+ Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun [K/L].

Pemeliharaan

+ Kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan [K/L].

MP 18 Waduk Multiguna

* 59% bendungan eksisting hanya memiliki
fungsi tunggal;

+ Volume tampungan berkurang 19% akibat
sedimentasi;

* Rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi;

+ Adanya pusat kegiatan ekonomi (KI, KEK,
KSPN, dll) baru yang membutuhkan air.

Urgensi

S

:

Waduk Mbay: NTT
Waduk Pelosika: Sulawesi Tenggara

* Waduk Riam Kiwa: Kalimantan Selatan Lokasi /
* Waduk Jenelata: Sulawesi Selatan on _ |/
* Waduk Matenggeng: Jawa Barat ae \
* DI Komering: Sumatera Selatan \
* DI Rentang: Jawa Barat
* IPDMIP & SIMURP: tersebar
Impact/
Outcome/

Terlaksananya konstruksi bendungan di 4
lokasi;

Terlaksananya tahapan modernisasi irigasi
di 2 Daerah Irigasi (DI Kedung Putri dan DI
Pamukkulu).

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSN.

Pelaksana Penanggung Jawab Proyek:
@ * Kemen PUPR.
Lintas K/L/D:
* Kementan dan Kemendagri.

Pendanaan Sumber:
\‘. dan Investasi K/L.
m )
ety Ji Alokasi:

Rp3.105,60 M [K/L].

Highlight
Proyek
Konstruksi

* Bendungan Mbay yang dibangun [K/L]Z.

* Pelosika Multipurpose Dam Construction
Project yang dilaksanakan [K/L];

* Riam Kiwa Multipurpose Dam
Construction Project yang dilaksanakan
[K/L];

* lenelata Dam Construction Project yang
dilaksanakan [K/L];

Perencanaan/Persiapan

* Matenggeng Multipurpose Dam
Development Sub Project (ESP KOICA)
[K/L];

Infrastruktur Irigasi

* IPDMIP yang dilaksanakan [K/L];

* SIMURP yang dilaksanakan
[K/LL;

* RIMP yang dilaksanakan [K/L];

* KIP yang dilaksanakan [K/L];

* Daerah Irigasi Komering yang
dibangun [K/L[;

* Daerah Irigasi Komering yang
direhabilitasi [K/L]

Pendukung

* Pendukung IPDMIP [K/L];

* Pendukung SIMURP [K/L];
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* Banjir rob terjadi di Kawasan Pantura Jawa;

MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Kualitas air di Kawasan Pantura Jawa
tercemar sedang hingga berat;

520 cm/tahun muka tanah di Kawasan
Pantura Jawa mengalami penurunan akibat

ekstraksi air tanah berlebihan.

Kawasan Pantura Jawa

* labodetabek: Jakarta, Bekasi;

* Cirebon Raya: Cirebon, Indramayu;
* Petanglong: Pekalongan;

* Gerbangkertosusila: Lamongan.

* Kedungsepur: Semarang, Demak

Penanggung Jawab Proyek:

Ursensl Pelaksana * Kemen PUPR.

Lintas K/L/D:

' : @ Highlight
Proyek
impoct/ oyel

Outcome/
) om‘put Pengamanan Pantai
Pembangunan pengaman pantai 6,092 km; * Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun (Tahap
Pembangunan pengendali banjir 16,205 km; 1) KL
Mengurangi laju penurunan tanah dan * Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun [K/L];
dampaknya. * Pengaman Pantai Kabupaten Cirebon yang dibangun
[K/LL;

* Jalan Tol Semarang - Demak [K/L, KPBU, & BUMN] ™.

Keterangan:

a) Proyek Berstatus PSN.

Pengendalian Banjir

* Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun [K/L];
Peningkatan Kapasitas Sudetan Floodway (Plangwot
- Sedayu Lawas) yang dibangun {Tahap 1) [K/L];
Pengendalian banjir rob Sungai Loji Banger yang
dibangun [K/L]*;

Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun
[K/L].

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

* Biaya logistik masih mahal, saat ini 24%

dari Total PDB;

* Pelabuhan simpul peti kemas yang belum

mampu menampung kapal besar;

* Dibutuhkan kawasan yang terkoneksi
dengan infrastruktur konektivitas yang

memadai;

* Kemenhub.

Lintas K/L/D:

* Perlunya sistem data untuk mempercepat

proses administrasi pelayanan kapal.

Pelabuhan, Patimban, Tj.Priok,
Makkasar, dan Kijing.

Pendanaan Sumber:

Meningkatnya persentase rute pelayaran ~— ::”"'Em
yang saling terhubung (loop) sebesar 25% Impact/ oye
(pada tahun 2021) menjadi 26% (tahun 2023), Outcome/

dan 27% (tahun 2024) dari total pelayaran Output Standardisasi Pelabuhan

nasional;
Terbangunnya Pelabuhan Patimban;

Standardisasi Pelabuhan Tanjung Priok dan

Makassar;

Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan

* Pembangunan Pelabuhan Patimban (1) [K/L]2);

K/L dan BUMN.

‘\. dan Investasl
@ Alokasi:
Rp133,11 M [K/L];

Rp4.454,00 M [BUMN].

* Kemen ESDM, Kemendagri dan Badan

Usaha.
Pendanaan Sumber:
\_\ dan Investasl K/L, KPBU, dan BUMN.
Alokasi:

Rp5.819,02 M [K/L dan KPBU];
Rp337,00 M [BUMN].

Pemantauan Penurunan Muka

Tanah

* Rekomendasi Geologi
Penurunan Muka Tanah di
Kawasan Pesisir Pantai Utara
Pulau Jawa (PATGTL) [K/L];

* Rekomendasi Geologi Hasil
Pemantauan Penurunan Muka
Tanah (BKAT) [K/L]*;

® Jaringan Pemantauan Air
Tanah Berbasis Cekungan Air
Tanah [K/L].

Urgenﬂ Pelaksana Penanggung Jawab Proyek:

* Kemen PUPR, dan Badan Usaha.

* Patimban Port Development Project Phase (1-2) [K/L12;

+ Patimban Port Development Project 11 [K/L] 2
Konektivitas Integrasi dengan Hinterland

Akses Pel. Tj. Priok, dan Jalan Akses Pel. Kijing. BUMM] 2l
* Pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) [BUMMN] 2);

+ Pengembangan Pelabuhan Kijing-Relokasi jalan Nasional Akses Pelabuhan

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSN.

Kijing [BUMN] 2;

* Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - AKSES TOL PATIMBAN [K/L,

+ Pengembangan Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok [BUMN].
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MP Kereta Api Makassar-Pare Pare

u
* Mendorong penurunan biaya logistik; mns' Pelaksana b k
» Mendukung efisiensi waktu Penanggung Jawab Proyek:
perjalanan angkutan barang maupun * Kemenhub.
penumpang.
Pendanaan .
I.oknﬂ / \ dan investasi Sumber:
\ K/L.
Prov. Sulawesi Selatan. @
\ = Alokasi:
- Rp520,11 M [K/L].
-~ - @ Highlight
T Proyek
Impact/ roye
Outcome/
Terb danb . KA OUTDUI Operasional dan Pemeliharaan
erbangunnya dan beroperasinya * Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar
Makassar—Pare Pare pada tahun - Parepare [K/L]";
2053 se]l: (l)tgzr 50%, pada tahun 2024 * Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan
sekitar ) (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU) [K/L]?.
) Konstruksi
Keterangan: .
a) Proyek Berstatus PSN. * Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung

Pengoperasian Kereta Api Makassar - Pare Pare antara
Mandai - Palanro [K/L] .

MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa
(Jakarta — Semarang dan Jakarta — Bandung)

Urgenﬂ Pelaksana
Mendukung efisiensi waktu perjalanan,

Penanggung Jawab Proyek:
terutama angkutan penumpang.

* Kemenhub dan Badan Usaha.

Pendanaan .
Loknsl / \ dan Investasi :?JTﬂbl':r'

DKl Jakarta dan Jawa Barat. &'
Alokasi:

Rp884,00 M [BUMN].

High.'ight
N P k
Impact/ roye|
Outcome/
Output Konstruksi
Pembangunan KA Cepat Jakarta— * Pembangunan High Speed Railway Jakarta—Bandung
Bandung 100% pada tahun 2023. [BUMNI®.

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSM.
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MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

* Backbone konektivitas utama kondisinya
kurang efisien dengan waktu tempuh
rata-rata »2,5 jam per 100 Km;

* Biaya logistik yang relatif mahal (24% dari
PDB).

Tahap Konstruksi

* Ruas Binjai—Langsa, Kuala Tanjung—
Tebing Tinggi—Parapat, Indrapura—
Kisaran, Pekanbaru—Padang, dan Kayu
Agung—Palembang—Betung.

Tahap Penyiapan

* Ruas Betung—Tempino—Jambi dan
Jambi—Rengat.

* Menurunkan waktu tempuh pada jalur lintas

utama pulau pada tahun 2023 menjadi
2,08/100 km;

* Menurunkan waktu tempuh Aceh—Lampung

dari 48 jam menjadi 30 jam pada tahun
2024; Target 2023: 37 jam.

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSN.

Urgenﬂ

Impact/
Outcome/

Output

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemen PUPR.
Pelaksana
Lintas K/L/D:
* Kemenkeu, Kemen LHK, Kemenhub,
Kemenko Perekonomian, Badan Usaha,
KPPIP, dan LMAN.

Sumber:
K/L dan BUMN.

Pendanaan
‘\.\ dan Investasl

@

Pembangunan Jalan

* Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - DEVELOPMENT OF NEW
TUNMEL PAYAKUMBUH - PANGKALAN [K,:‘L]a?;

. Pemb?ngunan Jalan Bebas Hambatan - BTS. KOTA JAMBI - TEMPINO
[K/L]*;

» Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL BETUNG — JAMBI [K/L] %

* Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Jalan Tol Trans Sumatera
[BUMN] .

Alokasi:

Rp0,40 M [K/L];
Highlight Rp11.294,00 M [BUMN].
Proyek

MP Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, Dan Terdepan

* Infrastruktur konektivitas di wilayah tertinggal,
terpencil, dan terdepan yang masih terbatas baik
dari aspek kualitas dan kapasitas;

* Biaya transportasi di wilayah 3T yang relatif
mahal.

Provinsi Maluku (Kei Besar, Buru, Seram);
Provinsi Maluku Utara (Morotai); Provinsi
Sumatera Barat (Mentawai); Provinsi
Sumatera Utara (Nias); Provinsi Bengkulu
(Enggano); dan Provinsi Papua (Biak).

* Persentase kondisi mantap jalan
nasional/provinsi/ kabupaten/kota, tahun 2023 =
93/73/63 persen (pada tahun 2024 97/75/65);

* Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau,
tahun 2023 = 2,08 jam/100 km.

Urgenﬂ

Penanggung Jawab Proyek:
P""‘”"" * Kemen PUPR.
Lintas K/L/D:
* Kemen LHK, Kemendagri, dan Kemenko
Marves,

Pendanaan

‘\. dan Investasl Sumber:

K/L.

Alokasi:

Rpl.527,40 M [K/L].
High.'fght
Prmk

Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan

* Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, * Pembangunan lembatan
dan Terdepan (MP) - Jalan Trans Mentawai Ruas Sigapokna — Trans pada 18 Pulau
Labuhan Bajau (Mentawai) [K/L]; Tertinggal, Terluar, dan

Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan (MP) - Jalan trans Pulau Enggano (Banjarsari -
Malakoni - Kahyapu) [K/L];

Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan (MP) - PENINTING — PAYALAMAN [K/L];

Terdepan - BANJAR SARI
- MALAKONI - KAYU
APUH (P. ENGGAND)
[K/L].

Preservasi Jalan

Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, * Jalan Trans pada 18

dan Terdepan (MP) - BIAK - JUNCTION — KOREM [K/L];
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan (MP) - Jalan Elat - Sp. Ngurdu - Fako - Holat -
Ohoiraut (P. Key Besar) [K/L].
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MP Jalan Trans Papua Merauke - Sorong

* Jaringan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Urgenﬂ
Papua dan Papua Barat yang masih sangat
terbatas;

* Biaya transportasi yang tinggi mengakibatkan
harga logistik bahan pokok relatif sangat mahal.

Provinsi Papua Barat dan Papua
Terbagi menjadi 2 segmen di Provinsi
Papua Barat dan 8 segmen di Provinsi
Papua.

Impact/
* Meningkatkan Konektivitas mulai terbangunnya Outcome/
jalan sepanjang 47,9 km pada tahun 2023 dan Output

jembatan sepanjang 1.388,8 m;

* Persentase kondisi mantap jalan
nasional/provinsi/ kabupaten/kota, tahun 2023
=93/73/63 persen;

* Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau,
tahun 2023 = 2,08 jam,/100 km.

Pelaksana Penanggung Jawab Proyek:

* Kemen PUPR.

Lintas K/L/D:

* Kemen LHK dan Kemenko Marves.

Pendanaan
dan Investasl

Highlight
Proyek

Pembangunan Jalan

* Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong (MP) - IWUR - WARDPKO Il [K/L];

* Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong (MP) — KWATISORE — KAMP. MURI (BTS.
PROVINSI PAPUA BARAT) [K/LL.

Pembangunan Jembatan

* Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-

Sorong (MP) - JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM

1KLL

Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-

Sorong (MP) - Mameh - Windesi (Werabur) [K/L];

Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-

Sorong (MP) - JALAN KAMPUNG MURI -

KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA) [K/L].

Sumber:
K/L.

Alokasi:
Rp2.034,98 M [K/L].

Preservasi Jalan

* Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
[MP) - Wanggar - Kwatisore (BTS.
PROV. PAPUA BARAT) [K/L];

* Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
[MP) - Getentiri - Bts. Kab.
Merauke/Kab. Boven Digoel [K/L];

* Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
(MP) - Waropko — Mindiptana
[K/L]

Preservasi Jembatan

* Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
(MP]) - JEMBATAN KALI KOLOP
KERING (JALAN DEKAI-SEREDALA)
[K/L]

MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua

+ Infrastruktur konektivitas di wilayah papua yang
sangat terbatas dari aspek kapasitas dan kualitas;

+ Sistem jaringan jalan di Papua masih terbatas dan
masih sangat tergantung dengan moda udara
untuk distribusi barang dan mobilitas manusia;

+ Harga bahan pokok yang sangat mahal akibat
terbatasnya jaringan dan layanan infrastruktur
transportasi di Wilayah Papua;

+ Kondisi bandara yang ada memerlukan
peningkatan kapasitas dan dukungan subsidi
perintis baik untuk penumpang maupun kargo.

Urge nsi

l.oka5|

Wilayah Pegunungan Tengah Papua.

* Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi
Papua pada tahun 2023 sebesar 8.1-9.3 persen
dan target 2024 sebesar 7,5 persen (berdasarkan
RPJMN 2020-2024);

* Menurunkan harga bahan pokok di Wilayah
Papua sampai dengan 20-30% pada tahun 2023
hingga 2024,

* Target jumlah rute jembatan udara di Wilayah
Papua pada tahun 2023 sebanyak 34 rute (dari
total 41 rute se-Indonesia);

* Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang
dibangun dan dikembangkan pada tahun 2023
sebanyak 8 lokasi.

Impact/
Outcome/
ou'rpur

Pelaksana
Penanggung Jawab Proyek:
+ Kemenhub dan Kemendag.
Pendanaan .
\ dan Investasi Sumber:
! ' K/L.
Alokasi:

@ Highlight Rp335,68 M [K/L].

Proyek

Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap Il [K/L];
Pengembangan Bandar Udara llaga [K/L];

Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah [K/L];
Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin - Timika, Papua [K/L];
Pengembangan Bandar Udara Ewer - Asmat, Papua [K/L];
Pengembangan Bandar Udara Mopah - Merauke, Papua [K/L];
Pengembangan Bandar Udara Oksibil [K/L];

Pengembangan Bandar Udara Sobaham [K/L].

Layanan

* Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo [K/L];

* Angkutan Kargo Perintis [K/L];

* Angkutan BBM untuk Kargo Perintis [K/L].
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MP Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar

Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat isu

kemacetan di wilayah metropolitan antara lain:

* Jakarta, Surabaya, dan Bandung termasuk kota
termacet di Asia;

* Pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih
rendah (di bawah 20%) dan sistem angkutan massal
perkotaan masih terbatas;

* Kemacetan menghambat pertumbuhan ekanomi,
(peningkatan 1% urbanisasi hanya menghasilkan
peningkatan 1,4% PDB per kapita).

Urgenst

Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, )
Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. \

Sistemn angkutan umum massal perkotaan
(berbasis rel dan/atau jalan) yang dibangun \
atau dikembangkan tahun 2023 hingga _
tahun 2024 di 6 Wilayah Metropolitan.

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSN.

Pelaksana
* Kemenhub.

Lintas K/L/D:

Penanggung Jawab Proyek:

* Kemen PPN/Bappenas dan Badan Usaha.

Sumber:
K/L dan BUMN.

Pendanaan
dan Investnﬂ

Alokasi:

Highlight
Proyek

Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel
* Engineering Services For Jokarta Mass Ropid Transit East-West
Line Project Phase | Stage | [K/1]";

Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk
Manggarai s/d latinegara) (Tahap I) [K/L];

Peningkatan Jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap | segmen
Medan — Labuan [K/L];

Engineering Services Of Jokorto Mass Ropid Transit Eost - West
Line Project Phase | Stage 1l [K/L];

segmen Kiaracondong - Gedebage dan segmen Haurpugur —
Cicalengka [K/L];

Pembangunan Jalur KA Medan — Binjai [K/L];

Surabaya Regional Railway Line (Phase 1) [K/L];

Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas
latinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota [K/L];
labodetabek Railway Copocity Enhoncement Phase | [K/L];
Stasiun Kereta Api labodetabek [K/L];

. inan LRT Jabodetabek [BUMN]® .

MP Penyediaan Tenaga Listrik:
Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA

* Tingkat layanan tenaga listrik belum optimal;

* Tingkat konsumsi listrik per kapita masih rendah
jika dibandingkan dengan negara berpendapatan
tinggi;

* Mulai berkembangnya moda transportasi
berbasis listrik;

* Komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi
GRK.

Urgenst

* Pusat;
+ Tersebar di seluruh provinsi.

Meningkatkan akses, keandalan, dan
keberlanjutan penyediaan tenaga listrik
dengan:
* Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi \
~100% pada tahun 2023; —
* Meningkatkan rata-rata pemenuhan
kebutuhan (konsumsi) listrik 1.336
kWh/kapita pada tahun 2023;
* Penurunan emisi CO, pembangkit 5,91 juta
ton pada tahun 2023.

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSN.

Pelaksana

Rp2.222,14 M [K/L];
Rp10.390,00 M [BUMN].

Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 =

Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaan
Berbasis Jalan

* Pembangunan Sistem
Angkutan Umum Massal
{Prioritas Nasional) [K/L];
Area Traffic Control
System (ATCS) Terpadu
Jabodetabek [K/L];
Subsidi Angkutan
Penumpang (Buy The
Service) Jabodetabek
[K/LL;

Pengembangan dan
Pengadaan Transportasi
Massal (Armada Bus)
Perkotaan di 6 Kota
Metropolitan [BUMN]

Penanggung Jawab Proyek:
+ Kemen ESDM dan Badan Usaha.

Sumber:
K/L dan BUMN.

Pendanaan
dan Investnﬂ

Highlight
Proyek

Pembangkit Listrik Py

Alokasi:

Rp335,48 M [K/L];
Rp81.334,36 M [BUMN].

dan P

Aali

* Pembangunan Pembangkit Listrik Pembangunan
Terbarukan [BUMN dan K/L].

Jaringan Interkoneksi Backbone

* laringan Backbone Interkoneksi
[BUMN].

Jaringan Last Mile dan Sambungan Listrik

* Pemasangan Sambungan Baru Listrik
Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik
yang Tidak Mampu atau Berada di
Daerah 3T [K/L].

Digitalisasi Penyediaan Listrik

* Advance Metering Infrastructure (AMI)
[BUMN].
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* Rekomendasi Pengendalian
Pembangunan Pembangkit Listrik [K/L] ;

* Rekomendasi Pengendalian
Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk [K/L];

* Rekomendasi Penerapan Keselamatan
Ketenagalistrikan pada Infrastruktur
Pengisian Listrik pada Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai [K/L].

Kebijakan Tarif, Harga dan Subsidi

* Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran [K/L].



MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Urgenﬂ Pelaksana
* Mengurangi impor gas khususnya

LPG untuk sektor rumah tangga;
* Menghemat subsidi LPG.

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemen ESDM dan Badan Usaha.

Pendanaan .
Lokasi dan Investaﬂ Sumber:
Lokasi masih dalam BUMN.
pembahasan dengan ) y .
KESDM dan Badan Usaha. Alokasi:
Rp1.240,00 M [BUMN].
@ Highlight
P k
Impact/ rove
Outcome/
Output Dukungan Pembangunan Infrastruktur

Mengurangi biaya rumah tangga
sampai dengan Rp. 90.000—
100.000/bulan per keluarga.

* Pembangunan Jaringan Gas Kota [BUMN]=.

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSN.

MP Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

* Mendukung pengembangan infrastruktur
gas bumi untuk menghubungkan antara
sumber gas dengan pengguna baik untuk
rumah tangga, transportasi, industri, dan
kelistrikan untuk wilayah Kalimantan;

* Mendukung penyediaan energi untuk
calon Ibu Kota Negara (IKN);

* Mendorong pemanfaatan potensi gas
bumi di wilayah Natuna.

Urgerm Pelaksana
Penanggung jawab Proyek:
* Kemen ESDM.

Pusat*. Lokasi P :: ‘;::: ;n Me'n unggu pene lfa:oa? Rfen ca"na Induk ‘
\ Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi
*: Lokasi menunggu - - : «{ Nasional (RUTDGBN) sebagai dasar
’ \ pelaksanaan pembangunan
penetapan RITDGBN. \ infrastruktur pipa transmisi.
N~
Impact/
Qutcome/ Highlight
Terlaksananya dukungan pembangunan Output Pwvek Menunggu penetapan Rencana Induk
pipa gas bumi dengan target panjang ruas Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi
pipa transmisi dan distribusi pada tahun Nasional (RUTDGBN) sebagai dasar
2023 (kumulatif tersebar) sepanjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur
19.800 km*. pipa transmisi.

*: Outcome ini dapat tercapai apabila
RUTDGBN telah ditetapkan.
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MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

* Meningkatkan kapasitas dan kualitas urge""
produk BBM,
* Mengurangi tingginya volume impor BBM,
+ Mendukung produk olahan lainnya.
Lokasi
Pusat dan Daerah (Kab. Tuban, Kota
Dumai, Kota Palembang, Kota Cilacap, —
Kota Balikpapan, Kab. Indramayu). \
Impact/
Outcome/
Output

Meningkatnya jumlah kapasitas kilang
minyak (kumulatif) sebanyak 1.176.000
(Barrel per Calendar Day/BPCD) pada
tahun 2023.

;

S

Keterangan:
a) Proyek Berstatus PSM.

Pelaksana
Penanggung Jawab Proyek:
* Kemen ESDM dan Badan Usaha.
Pendanaan Sumber:
\‘ dan Investasi K/L dan BUMN.
: Alokasi:

Lifit .

Rp0,35 M [K/L];
Rp79,577,46 M [BUMN].

Highlight
Proyek

Dukungan Fasilitasi

Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi [K/L];

Pembangunan Grass Root Refinery (GRR) Tuban [BUMN]®;

RDMP Rescaling RU IV Cilacap [BUMN] ;

RDMP Rescaling RU V Balikpapan [BUMN] #;

RDMP Rescaling RU VI Balongan [BUMN] *;

Petrochemical Complex Jabar [BUMN];

Pembangunan Kilang Olefin [BUMN];

Peningkatan feedstock kilang - Pengembangan explorasi/produksi Mahakam [BUMN];
Peningkatan feedstock kilang - Pengembangan explorasi/produksi Rokan [BUMN];
Pembangunan Infrastruktur Suplai Gas ke RU V Balikpapan [BUMN] *;

Terminal Regasifikasi LNG RU IV Cilacap [BUMN] *!.

MP Transformasi Digital

Memperluas pemanfaatan platform e-commerce
yang efisien untuk meraih potensi ekonomi
digital yang optimal;

Meningkatkan, efisiensi, efektivitas kegiatan
belajar dan mengajar, serta aksesibilitas
pengguna dan fleksibilitas waktu peserta didik
dalam proses pembelajaran;

Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas
kegiatan layanan kesehatan publik, serta
aksesibilitas dan fleksibilitas waktu pasien dan
tenaga medis.

Urgenﬂ

Tersebar pada seluruh
Provinsi di Indonesia.

98,5% desa berpenduduk yang mendapatkan

akses jaringan mobile broadband pada 2023 dan Impact/
100% desa berpenduduk yang mendapatkan Ogﬁ:g’n;:/

akses jaringan mobile broadband pada 2024,
90% sekolah terlayani internet dengan tujuan
menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
100% standardisasi dan integrasi data dan
sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada
Platform Satu Sehat pada tahun 2024;
Pembangunan baru 332 BTS USO 4G pada tahun
2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G on air
pada tahun 2024.

Keterangan:
a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemenkominfo.

Lintas K/L/D:

* ANRI, BIN, BPPT, BSSN, Kemenag, Kemendagri,
Kemen Desa PDTT, Kemen ESDM, Kemen KP,
Kemenkes, Kemnaker, Kemenkeu, Kemenko
Polhukam, Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemen
PANRB, Kemdikbudristek, Kemendag, Kemenperin,
Kemhan, Kemensos, POLRI, Perpusnas RI, Televisi
Republik Indonesia, Badan Usaha dan Swasta.

Sumber:
K/L, KPBU, BUMN dan Swasta.

Pelaksana

Pendanaan
‘\. dan Investasl

Alokasi:
Rp15.146,70 M [K/L dan KPBU];
b b g Rp%.106,18 M [BUMN];
Hrghhght P [ !

— Prmk Rp3.426,00 M [Swasta]?).

Penyediaan Akses Internet Cepat

* BTS 4G/Lastmile [K/L];

* Satelit Multifungsi (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) [K/L].

Pusat Data Nasional

* Data Center Nasional [K/L];

* Pembangunan Data Center [Swasta].

Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
* Platform E-learning Madrasah yang Dikelola [K/L].

Sistem Informasi Kesehatan

* Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan (TK) [K/L].

Pengembangan Ekosistem Inovasi, Infrastruktur Digital dan Insentif Investasi
Teknologi

* Investasi Bank Himbara untuk Pengembangan Digital [BUMN].
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4.1.5.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan dan direncanakan dilaksanakan di tahun 2023 untuk
mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar antara lain

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

(2) Revisi Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan;

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum
Massal Perkotaan.

4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP
Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan
hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka
menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan
yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana.
Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada
kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang
berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta
pembangunan rendah karbon.

4.1.6.1 Pendahuluan

Tantangan besar yang akan dihadapi pada tahun 2023 untuk agenda pembangunan
lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim meliputi perlunya peningkatan
kualitas lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat melalui (1)
penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sampah, dan bahan pencemar
lainnya; (2) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk
menjaga fungsi keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ekonomi yang produktif dan
bernilai tambah; (3) penguatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim; serta (4)
penguatan implementasi pembangunan rendah karbon untuk menjaga keseimbangan
aktivitas perekonomian dan upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang
berpotensi semakin meningkat seiring pulihnya aktivitas perekonomian pascapandemi
COVID-19.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan
beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
meliputi (1) upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai
penyangga sistem kehidupan masyarakat; (2) penanganan limbah B3 dan sampah spesifik;
serta (3) optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman
terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dicakup dalam
Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca
2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020).

Peningkatan ketahanan bencana dan iklim akan didorong melalui penguatan sistem
ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana, baik yang bersifat bencana seketika
(sudden onset disasters), seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, cuaca ekstrem, dan
banjir bandang; maupun bencana yang bersifat perlahan (slow onset disasters), seperti
kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim. Selain itu, dalam rangka
meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam membangun ketangguhan bencana, maka
perlu dilakukan (1) mengembangkan kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah dan
pemerintah daerah serta mitra kerja pemerintah untuk memperkuat program dan kegiatan
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mitigasi bencana pada daerah-daerah yang rawan bencana melalui geladi dan simulasi
penanggulangan bencana, peningkatan literasi kebencanaan, peningkatan sistem informasi
kebencanaan, dan penguatan sarana prasarana infrastruktur kebencanaan; (2) memodifikasi
konsep Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) menjadi perangkat kolaborasi program-
program ketangguhan bencana di tingkat desa yang dimiliki oleh K/L dan institusi non
pemerintah lainnya; (3) memperkuat tata kelola penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga
(BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) pada masa kedaruratan bencana serta mengoptimalkan
dana transfer khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanganan bencana dan rehabilitasi pascabencana
melalui Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Hibah RR); (4) membangun Sistem
Peringatan Dini Multiancaman Bencana; dan (5) mengintegrasikan klaster-klaster
penanganan darurat bencana ke dalam mekanisme Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana (SKPDB).

Strategi pembangunan rendah karbon bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi seiring meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK.
Pembangunan rendah karbon merupakan “backbone” dalam transformasi menuju ekonomi
hijau yang inklusif dan berkelanjutan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu (1) pembangunan
energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi
efisiensi; (2) pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian
berkelanjutan; (3) pengembangan industri hijau; (4) rendah karbon pesisir dan laut melalui
pemulihan ekosistem mangrove; serta (5) penanganan limbah dan penerapan ekonomi
sirkular. Sehubungan dengan target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada
tahun 2060 atau lebih cepat, pemerintah mendukung penuh komitmen tersebut melalui
implementasi pembangunan rendah karbon untuk pembangunan ekonomi jangka panjang
yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan.

4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan dicapai dalam membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.14
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas
1.1 Lingkungan Hidup (IKLH) 66,55 70,27 71,45 69,22 69,48 69,74
(nilai)

2 Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim

Penurunan potensi
kehilangan PDB akibat
dampak bencana dan iklim
terhadap total PDB (%)

2.1 N/Aa 0,37 0,43b) 0,91 1,10 1,25
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Realisasi Target

Baseline
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
terhadap baseline
31 Persentase penurunan
’ emisi GRK (%)
a. Kumulatif 24,92 26,44 26,02b 26,87 27,02 27,27
b. Tahunan 11,01 39,55 22,51b 26,70 26,80 27,30
3  Persentase penurunan 20,75 38,01 20,71% 28,49 29,70 31,64

intensitas emisi GRK (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022.
4.1.6.3 Program Prioritas

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim terdiri atas 3 (tiga) PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
(2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon,
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16
Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

e PP Peningkatan Ketahanan
Bencana dan lklim

PP Peningkatan Kualitas o
Lingkungan Hidup

PP Pembangunan
Rendah Karbon

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Selanjutnya, penjabaran sasaran, indikator, dan target PP sebagaimana pada Tabel 4.18.
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Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan
ekosistem gambut

Indeks Kualitas Air (IKA)

1.1 de 52,65 53,53 52,82 55,30 55,40 55,50
(nilai)
Indeks Kualitas Air Laut
12 KAL) (nilai N/Aa 68,94 81,04 59,50 60,00 60,50
1.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) 86,57 87,21 87,36 84,30 84,40 84,50

(nilai)

Indeks Kualitas Tutupan
1.4 Lahan dan Ekosistem 62,00 59,54 60,72 63,50 64,50 65,50
Gambut (IKL) (nilai)

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta
meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat

Persentase penurunan
2.1 potensi kehilangan PDB N/Aa 0,08b) 0,09b) 0,10 0,10 0,10
akibat dampak bencana (%)

Penurunan potensi
2.2  kehilangan PDB sektor N/Aa 0,29 0,34b) 0,81 1,00 1,15
terdampak bahaya iklim (%)

Kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini
bencana kepada masyarakat
(menit)

2.3 >5,00 5,00 4,5 4,00 3,50 3,00

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan,
limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)

3.1 Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor energi (%)

a. Kumulatif 4,29 4,87 5,35b) 9,70 9,99 10,15

b. Tahunan 9,31 9,39 10,88b) 13,2 12,8 11,8
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.2 Penurunan emisi GRK

terhadap baseline pada

sektor lahan (%)

a. Kumulatif 47,00 50,02 33,259 34,77 36,36 37,79

b. Tahunan 13,39 78,80 50,719 53,1 58,3 57,2
3.3 Penurunan emisi GRK

terhadap baseline pada

sektor limbah (%)

a. Kumulatif 4,03 4,35 5,03b) 6,53 6,78 6,99

b. Tahunan 6,90 7,15 8,93h) 9,3 9,4 9,4
3.4 Penurunan emisi GRK

terhadap baseline pada

sektor IPPU (%)

a. Kumulatif 5,44 6,03 6,49b) 5,24 4,97 4,77

b. Tahunan 11,35 10,66 0,169 2,59 2,45 2,87
3.5 Penurunan emisi GRK

terhadap baseline pada

sektor pesisir dan kelautan

(%)

a. Kumulatif N/A2) 11,109 10,809 6,60 6,80 6,90

b. Tahunan 6,30 11,109 10,509 6,80 7,04 7,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022; c) angka target 2021
4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim disusun 2 (dua) MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang
dirinci hingga urgensi, impact/outcome/output, pelaksana, lokasi, sumber pendanaan, dan
highlight proyek. Kedua MP tersebut sebagai berikut

Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 akan mencakup dua
kegiatan utama, yaitu (1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu dan (2)
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes). MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas pengolahan limbah B3 dengan dilatarbelakangi oleh tren timbulan
limbah B3 yang semakin meningkat setiap tahunnya, terlebih dengan adanya pandemi
COVID-19 dan peningkatan aktivitas perekonomian yang menghasilkan limbah B3. Hal ini
dapat menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, mengingat
terbatasnya ketersediaan fasilitas pengolahannya yang belum tersebar secara merata di
seluruh wilayah Indonesia.
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Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana meliputi empat klaster pengembangan, yaitu
(1) bencana geofisika, tsunami, dan gunung api; (2) bencana hidrometeorologi; (3) bencana
lingkungan; dan (4) penguatan tata kelola peringatan dini bencana secara keseluruhan.
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu ke
hilir.

Dari sisi hulu (upstream) atau struktur, penguatan sistem peringatan dini bencana akan
difokuskan pada optimalisasi pemasangan peralatan peringatan dini multiancaman bencana
dengan teknologi termutakhir untuk meningkatkan kerapatan dan luas jangkauan
pemantauan serta diseminasi. Peningkatan sistem dan kapasitas untuk memprediksi
multiancaman bencana yang menjadi ujung tombak keakuratan sistem peringatan dini,
didasarkan pada data dan informasi valid dan kuat. Dengan usaha di atas, diharapkan dapat
mencapai sasaran peningkatan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana
kepada masyarakat.

Dari sisi hilir (downstream) atau kultur, upaya peningkatan kesiapsiagaan di masa
prabencana, difokuskan pada strategi untuk: (1) memperkuat manajemen bencana berbasis
masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (penta helix); (2) menyusun
rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi
dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi
terkecil (desa/Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT)); dan (3) meningkatkan investasi
pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan
bencana yang tepat sasaran, siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif untuk berbagai
ancaman.

MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

* Tingginya tingkat risiko dan kerentanan Urgensi Pelaksana Penanggung Jawab Proyek:
bencana; * BMKG, BNPB, Kemen LHK.
* Kerapatan, Kelengkapan, Jangkauan, dan | @ = — @ )
Integrasi sistem peringatan dini belum Lintas K/L/D:
optimal. * Kemen ESDM, BIG, Kemendagri, LPP RRI,
Pemda.
. Pendanaan .
Lokasi \  dan Investasi Sumber:
Tersebar pada 34 Provinsi ® M7 & K/L dan DAK.
di Indonesia. o> ,m B |

Alokasi:
Rp1.493,40 M [K/L dan DAK].

J ¥ @ Highlight
M ka tensi kehil PDB akibat T Proyek
enurunkan potensi kehilangan akiba Impact/ oye

dampak bencana dan bahaya iklim terhadap

total PDB sebesar 1,10% di tahun 2023 dan ngﬂ:,";f/ Penguatan EWS Bencana Geofisika, Tsunami, dan Gunung Api
1,25% di tahun 2024; * Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami
* Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas @ " yang berkualitas [K/L];
Lingkungan Hidup menjadi 69,48 di tahun 2023 * Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang dikembangkan [K/L].
dan 63,74 di tahun 2024; Penguatan EWS Bencana Hidrometeorologi
* Meningkatkan kecepatan penyampaian * Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity Il [K/L].
informasi gempa bumi dan peringatan dini Penguatan EWS Bencana Lingkungan
bencana tsunami kepada masyarakat menjadi * Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis [K/L];
di bawah 3,5 menit pada tahun 2023 dan di * Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas [DAK].
bawah 3 menit pada tahun 2024. Penguatan Tata Kelola EWS Bencana

* Fasilitasi Penguatan Respons Sistem Peringatan Dini Bencana [K/L].
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MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Penanggung Jawab Proyek:

+ Tingginya timbulan limbah B3 di Indonesia; Um“s' Pelaksana . K LK

+ Timbulan limbah B3 medis meningkat selama emen '
andemi;

N ; Lintas K/L/D:

+ Minimnya fasilitas pengolahan limbah B3.
* Kemenkes dan Kemenperin.

Pendanaan .
Lokasi / dan Investasi z;l[:her.
Tersebar pada 34 Provinsi ® . g
. . A |
di Indonesia. A0y \ Alokasi

Rpl42,46 M [K/L].

N~ @ Highlight
- Proyek
Impact/ oye

* Meningkatkan kapasitas terpasang pengelahan Outcome/ . .
limbah B2 sebesar +4.630 ton pada tahun 2023; Output Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis
» Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas * Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes [K/L].
Lingkungan Hidup menuju 69,48 di tahun 2023 dan @ Enablers
* Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan

69,74 di tahun 2024;

Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah lingkungan [Kﬂ-]-_ ] ]
B2 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu

sebanyak 10 unit pada tahun 2023 dan 11 unit pada * Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah
tahun 2024; Spesifik secara Terpadu [K/L].
* Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah Enablers
B3 terpadu sebanyak 1 unit pada tahun 2023 dan 2 * Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor
unit pada tahun 2024. Industri [K/L].
Keterangan:

@) sedang didorong keterlibatan pembiayaan swasta

4.1.6.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Membangun
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun
2023 adalah

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana  Aksi
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity
Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020).
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4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memperkokoh upaya
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi,
pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan
internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan
dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia
dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan
pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan
perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik
difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan
kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk
mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan
pengawasan penyelenggaraannya.

4.1.7.1 Pendahuluan

Sesuai RPUMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
(Polhukhankam) tahun 2023 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi
demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar
negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh
masyarakat, serta keutuhan wilayah NKRI. Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk
mendukung tema RKP Tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, lebih khusus untuk
meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi COVID-19, tetap diperlukan
situasi yang kondusif, antara lain melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law
and order) dalam situasi politik yang stabil secara nasional dan global, serta terus
berkontribusi terhadap bantuan kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Beberapa isu strategis bidang Polhukhankam masih akan dihadapi di tahun 2023. Pada
bidang politik dalam negeri, tahun 2023 merupakan momentum penting dalam persiapan
penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024, di antaranya terkait dengan penetapan
Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Presiden beserta
Wakil Presiden, kampanye pemilu, serta produksi dan distribusi logistik pemilu. Hal ini
menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dan
memperkuat tata kelola pemilu. Masalah tingginya biaya politik dan maraknya korupsi perlu
terus ditangani karena akan berdampak langsung pada keuangan negara, rusaknya tatanan
sosial, dan hancurnya nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, perkembangan Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS) sebagai salah satu pilar demokrasi juga menghadapi berbagai
tantangan, utamanya terkait pendanaan dan keragaman kualitas OMS. Status Indonesia
yang berada pada middle-income country, serta adanya pandemi COVID-19 menyebabkan
bantuan pendanaan dari mitra pembangunan kepada OMS semakin berkurang. Hal ini
menjadi tantangan serius bagi OMS untuk tetap berperan dalam pembangunan, serta
mewujudkan masyarakat sipil yang mandiri sebagai salah satu syarat demokrasi yang
terkonsolidasi. Selanjutnya, beberapa isu strategis bidang komunikasi, antara lain belum
optimalnya kualitas konten dan akses informasi; belum efektifnya komunikasi publik
pemerintah; dan talenta digital yang masih harus ditingkatkan untuk mendukung
transformasi digital sebagai strategi kunci transformasi ekonomi Indonesia.

Untuk menjawab tantangan bidang politik dan komunikasi tersebut, arah kebijakan yang
ditetapkan adalah mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan
sipil, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga
negara secara optimal yang dapat diwujudkan melalui
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(1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi dengan strategi (a) penguatan penyelenggaraan
pemilu sebagai persiapan tahapan pemilu serentak tahun 2024; (b) penguatan peraturan
perundangan bidang politik; (c) bantuan keuangan kepada partai politik; (d) penguatan
demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik; serta (e) penguatan
demokrasi secara umum yang dapat direfleksikan dengan angka Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) setiap tahunnya;

(2) peningkatan kesetaraan dan kebebasan dengan strategi (a) pendidikan politik dan
pendidikan pemilih, khususnya kelompok pemilih pemula; (b) peningkatan kualitas
penyelenggaraan kepemiluan; dan (c) peningkatan kualitas dan kapasitas OMS; dan

(3) peningkatan kualitas komunikasi publik dengan strategi (a) pengintegrasian tata kelola
informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah; (b) penyediaan
konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah
terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T); (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia
(SDM) bidang komunikasi dan informatika; (d) peningkatan literasi Teknologi, Informasi,
dan Komunikasi (TIK) masyarakat; (e) peningkatan peran lembaga pers dan jurnalis;
serta (f) peningkatan kualitas lembaga penyiaran.

Pada bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, dinamika
geopolitik masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.
Negara-negara di dunia tengah berupaya memulihkan kondisi ekonomi, namun di lain sisi,
krisis kemanusiaan juga terjadi akibat meningkatnya rivalitas antarnegara seiring dengan
ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam upaya percepatan pemulihan
ekonomi, dilakukan penguatan diplomasi ekonomi dengan mengoptimalkan penggunaan
platform digital, serta didukung dengan momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN yang
akan menguatkan kepemimpinan Indonesia, baik di kawasan maupun tingkat global. Isu
sengketa perbatasan masih menjadi potensi ancaman bagi integritas wilayah nasional, oleh
karena itu penyelesaian perundingan perbatasan masih akan menjadi prioritas. Pada sisi
pelindungan, berbagai kasus seperti ancaman  keamanan = akibat konflik
internal/antarnegara, isu kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah
Kapal (ABK), hingga isu rasisme masih dihadapi oleh WNI di luar negeri. Sebagai middle-
income country, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendukung transformasi ekonomi
nasional maupun penguatan arsitektur kesehatan global. Kerja sama pembangunan
internasional diarahkan untuk (1) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang
mendorong struktur perekonomian berbasis inovasi dan bernilai tambah tinggi; serta (2)
pemberian hibah yang lebih efektif ke negara sahabat. Lebih lanjut, keanggotaan Indonesia
dalam berbagai Forum/Organisasi Internasional (Forum/OI) diarahkan agar memiliki
manfaat yang terukur, termasuk untuk mendorong Indonesia sebagai hub vaksin di kawasan
dengan didukung penguatan citra di tingkat regional dan global.

Guna pelaksanaan kebijakan luar negeri yang optimal, arah kebijakan dan strategi di tahun
2023 akan difokuskan pada (1) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum
regional dan global; (2) pemutakhiran data WNI (termasuk pemutakhiran data pemilih di
luar negeri) dan penguatan Portal Peduli WNI; (3) percepatan penyelesaian perundingan
penetapan batas maritim; (4) peningkatan citra positif Indonesia; dan (5) dalam konteks kerja
sama pembangunan internasional, pemerintah terus mendorong partisipasi swasta dalam
KSST untuk mendukung pembangunan di sektor green economy, blue economy, industri
halal, pertanian, dan kesehatan; serta (6) terus berkontribusi terhadap solidaritas,
perdamaian, dan pembentukan tata kelola global, baik melalui forum/OI maupun pemberian
hibah.

Pada bidang pembangunan hukum terdapat beberapa isu strategis di antaranya, yaitu
tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang
pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari sisi
kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum
optimal. Dalam aspek pembaharuan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum
optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat overcrowding
pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar-
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Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi
Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, serta belum optimalnya
sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang
perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian
layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan
pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan
supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program
prioritas di antaranya (1) perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan
kelembagaan dan dukungan teknologi informasi; (2) perbaikan sistem peradilan melalui
penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan
keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan
dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI,
serta peningkatan integritas hakim; (3) penguatan sistem anti korupsi melalui strategi
nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; (4) perluasan
jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan
bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan
bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai upaya
diantaranya pengembangan pelayanan publik digital, penguatan pengawasan masyarakat
atas kinerja pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional — Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), penguatan
pelayanan publik terpadu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta
pembinaan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan kualitas
pelayanan publik, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional
yang mengalami peningkatan dari 3,38 pada tahun 2018 menjadi 3,79 pada tahun 2021. Di
samping itu, dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar
pelayanan publik (atas dasar UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) juga
menunjukkan perbaikan. Tahun 2021, sebanyak 142 instansi pemerintah memperoleh
tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait transformasi birokrasi adalah
pelaksanaan manajemen ASN yang meliputi sistem informasi manajemen ASN yang belum
terintegrasi, belum diimplementasikannya Manajemen Talenta ASN di seluruh instansi
pemerintah, perbaikan sistem rekrutmen ASN, penerapan pemberian penghargaan berbasis
kinerja, dan pelanggaran netralitas/disiplin ASN. Pada aspek pelayanan publik, yaitu belum
terintegrasinya layanan publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional, pemanfaatan
Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) sebagai sumber pengetahuan inovasi pelayanan
publik dan optimalisasi penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik. Pada aspek
kelembagaan dan proses bisnis, tantangan yang dihadapi adalah percepatan pelaksanaan
SPBE, penataan proses bisnis berdasarkan isu/tematik dan lintas sektor, serta percepatan
implementasi SRIKANDI di seluruh K/L/D. Pada aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(RB), tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas pelaksanaan RB di daerah.
Dalam mengatasi isu/tantangan tersebut, arah kebijakan yang dilakukan tahun 2023 di
antaranya (1) transformasi manajemen SDM aparatur; (2) transformasi pelayanan publik; (3)
penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif, dan (4) penguatan pelaksanaan RB
dan akuntabilitas kinerja pembangunan.
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Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2023 di antaranya
adalah potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik dan keamanan
global, peningkatan pelanggaran wilayah, pembangunan sistem pertahanan dan sistem
keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara, digitalisasi layanan kepolisian, peningkatan upaya
pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta perluasan cakupan pemantauan ruang siber,
kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan
separatisme/konflik, serta deradikalisme, dan pengamanan wilayah laut Natuna. Arah
kebijakan menjaga stabilitas keamanan nasional diwujudkan melalui (a) penguatan
keamanan dalam negeri, (b) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence
Building Measures (CBM), (c) penguatan keamanan laut, (d) penguatan keamanan dan
ketertiban masyarakat, serta (e) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.16
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya
1 Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara
secara Optimal

1.1 %gicllzgs Demokrasi Indonesia? 74.92 73.66 78.12 7802 7925 79.58

Tingkat Kepercayaan
Masyarakat terhadap Konten
dan Akses Informasi Publik
1.2 terkait Kebijakan dan 69,43 70,4 77,23 75 78 79
Program Prioritas

Pemerintah? (%)

2 Optimalnya Kebijakan Luar Negeri

Indeks Pengaruh dan Peran
2.1 Indonesia di Dunia 95,20 96,58 112,06 4,85b)  4,88b 4 88b)
Internasionald (nilai)

3 Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

Indeks Pembangunan Hukum

31 nilai)

0,62 0,549 0,559 0,569 0,579 0,589

4  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik

41 Nasional (nilai) %

3,63 3,84 3,79 3,809 3,909 4,009
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

5 Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Persentase Luas Wilayah
5.1 NKRI yang Dapat Dijaga 100 100 100 100 100 100
Keutuhannya (%)%

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) KemenPAN-RB; 5) Kemenhan.

Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) Indeks
Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022-2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan
konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks; c)
penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode
pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda
dengan IPH pada tahun 2015-2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019; d)
penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022; e) penghitungan nilai IPH
dilakukan pada T+1, sehingga penghitungan nilai IPH 2022 akan dilakukan pada tahun 2023, penghitungan nilai
IPH 2023 akan dilakukan pada tahun 2024, dan penghitungan nilai IPH 2024 akan dilakukan pada tahun 2025;
dan f) akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB.

4.1.7.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1)
Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum
Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan
Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17
Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

9 PP Optimalisasi
Kebijakan Luar Negeri

PP Konsolidasi o
Demokrasi

"
PP Menjaga Stabilitas PP Penegakan Hukum
Keamanan Nasional Nasional

0

PP Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2022.

Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.20.
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Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
PP 1. Konsolidasi Demokrasi
Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif,
Integratif, dan Partisipatif
1.1 IDIAspek Kapasitas Lembaga ;g 73 7566 7567 79,31 81,51 83,71
Demokrasi? (nilai)
1.2 IDI Aspek Kebebasana (nilai) 77,20 79,40 79,72 75,90 74,21 72,53
1.3 IDI Aspek Kesetaraan? (nilai) 70,71 67,85 78,86 81,08 81,51 81,94
Jumlah Regulasi/Kebijakan
Tata Kelola Informasi dan
Komunikasi Publik di Pusat
1.4 dan Daerah yang Terintegrasi 3 6 2 3 5 2
Sesuai Asas-asas
Keterbukaan Informasi
Publik (dokumen)
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan
Internasional
Jumlah Forum yang
Dipimpin oleh Indonesia pada
2.1 Tingkat Regional dan 8 20 48 13 14 16
Multilateral (forum)
p.p Indeks Citra Indonesia di 3,78 382 3,98 3,90 3,95 4,00
Dunia Internasional (nilai)
Indeks Pelayanan dan
2.3  Pelindungan WNI di Luar 89,91b 88,35 92,61 90,00 91,00 92,00
Negeri (nilai)
PP 3. Penegakan Hukum Nasional
Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan
31 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,70 3.84 3.88 4,06 4,09 4,14

(nilai)
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Baseline Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi

4.1 Indeks Pelayanan Publik

(nilai)

4.1.1 Kementerian/Lembaga 3,83 4,00 4,00 4,00 4,10 4,20
4.1.2 Provinsi 3,36 3,70 3,88 3,80 3,90 4,00
4.1.3 Kabupaten/Kota 3,42 3,65 3,27 3,60 3,70 3,80

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

51 iggaelgs Kekuatan Militer 0.28 0,26 0.22 0.24 0.21 0.20

Indeks Terorisme Global

5.2 o 5,07 4,63 5,59 4,34 4,29 4,24
(nilai)
Persentase Orang yang

5.3 Merasa Aman Berjalan 53,32 62,80 62,80°) >55 >60 >60

Sendirian di Area Tempat
Tinggalnya (%)d

Indeks Keamanan dan
f)
54 Ketertiban Masyarakat (nilai) 4,23 4,23 3,91 3,20 3,30 3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) data
baseline 2019 menggunakan metode perhitungan lama; c) disesuaikan dengan Global Terrorism Index (GTI) 2021
yang dipublikasikan oleh Vision of Humanity pada bulan Maret 2022; d) indikator nasional yang sesuai dengan
indikator global untuk SDGs; e) data tahun 2020; dan f) indikator baru tahun 2020.

Pada tahun 2023 kondisi ekonomi dan pandemi COVID-19 diharapkan sudah menuju ke
arah pemulihan yang makin baik. Namun demikian, upaya memulihkan dampak pandemi
COVID-19 akan terus dilakukan secara masif dan simultan. Untuk meminimalisasi dampak
pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, para pemangku kepentingan
telah menyusun perangkat regulasi yang kompatibel dan adaptif terhadap kondisi pandemi,
di antaranya melalui penguatan sistem informasi teknologi kepemiluan. Kegiatan-kegiatan
penting yang akan dilakukan di bidang politik dan komunikasi adalah (1) pelaksanaan
tahapan pemilu oleh KPU RI; (2) pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu oleh Bawaslu RI;
(3) peningkatan bantuan keuangan partai politik dan penguatan sistem integritas partai
politik; (4) peningkatan kualitas dan kapasitas OMS; (5) pelaksanaan strategi komunikasi
publik yang merata dan berkeadilan terkait kebijakan pemerintah, termasuk penanganan
dan pemulihan COVID-19, serta kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara; (6) optimalisasi
pendidikan dan pelatihan talenta digital; dan (7) peningkatan peran lembaga independen
bidang komunikasi dan informatika.
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Kegiatan-kegiatan prioritas di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan
internasional meliputi upaya pelindungan WNI dan percepatan pemulihan ekonomi, antara
lain (1) pelindungan WNI terhadap ancaman global, penyelesaian kasus WNI di luar negeri,
seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemenuhan hak finansial PMI,
penyanderaan, jeratan hukuman mati, masalah keimigrasian, dan keamanan ABK melalui
penguatan kebijakan pelindungan dari hulu ke hilir; (2) intensifikasi perundingan perbatasan
dengan negara prioritas; (3) pemberdayaan diaspora; (4) peningkatan peran dan
kepemimpinan Indonesia di kawasan, salah satunya dengan penyelenggaraan Keketuaan
ASEAN Tahun 2023; dan (5) optimalisasi platform digital diplomasi ekonomi.

Selain itu, kerja sama pembangunan internasional akan terus diperkuat untuk mendorong
transformasi ekonomi melalui (1) penguatan pemberian hibah yang efektif; (2) peningkatan
partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional termasuk
KSST untuk mendorong sektor ekonomi yang produktif, mitigasi krisis iklim, dan penguatan
arsitektur kesehatan global melalui pendekatan kemitraan multi pihak (KMP); (3) penguatan
sinergi diplomasi publik untuk diplomasi komoditas berkelanjutan mendukung pemulihan
pariwisata dan meningkatkan citra sebagai stabilisator di kawasan; serta (4) penguatan
kepemimpinan Indonesia melalui (a) keanggotaan di berbagai forum/organisasi internasional
antara lain, (i) Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA); (ii) United
Nation Social Economic and Social Council (ECOSOC); (iii) pencalonan di Executive Board
UNESCO (2023-2027); (b) peningkatan peran dalam mendorong pemajuan Hak Asasi
Manusia (HAM), serta perdamaian dan stabilitas keamanan global, seperti melalui Misi
Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB) dan penyampaian
compliance terhadap pemenuhan HAM; dan (c) pengukuran pemanfaatan partisipasi
Indonesia dalam forum/OI.

Kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya (1) penguatan pencegahan
korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang
berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara; (2)
perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan
penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi; (3) penguatan kerangka regulasi
dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana; (4)
penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata; (5)
implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta
pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing
APH; (6) penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim; (7) perluasan akses keadilan
melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan (8) peningkatan
akses dan sinergitas dalam layanan pelindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, antara
lain (1) penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN, (2) integrasi portal
pembelajaran dan pelatihan ASN, (3) koordinasi percepatan penerapan manajemen talenta
ASN, (4) revitalisasi sistem rekrutmen ASN, (5) penerapan kebijakan manajemen penghargaan
ASN berbasis kinerja, (6) penegakan disiplin dan pengawasan atas netralitas ASN, (7)
integrasi layanan pada portal pelayanan publik (e-services), (8) Jaringan Inovasi Pelayanan
Publik Nasional, (9) pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan, (10) koordinasi
percepatan implementasi kebijakan SPBE, (11) koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja pembangunan nasional (12) pemetaan proses bisnis dan penataan
kelembagaan tematik, (13) koordinasi percepatan dan penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di instansi pusat dan daerah.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain (1) penguatan
kemampuan pertahanan; (2) penguatan digitalisasi layanan kepolisian; (3) peningkatan
upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja; (4) penguatan
keamanan dan ketahanan siber; (5) kerja sama penanggulangan terorisme, pengamanan
persiapan dan pelaksanaan pemilu; dan (6) penguatan kapasitas penegakan keamanan laut
dan pengamanan wilayah laut Natuna.
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4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,
terdapat dua Major Project (MP), yaitu (1) Penguatan National Security Operation Center
(NSOC)-Security Operation Center (SOC) dan Pembentukan 121 Computer Security Incident
Response Team (CSIRT), serta (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Lebih lanjut MP
tersebut dijabarkan pada uraian di bawah ini.

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek
prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif presiden dalam upaya
penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital.
Sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan
mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik
pusat maupun daerah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi MP
Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT, diketahui bahwa target pada awal
pelaksanaan RPJMN 2020-2024 mengalami penyesuaian akibat pandemi COVID-19.
Pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan pemerintah perlu melakukan refocusing
anggaran yang ditindaklanjuti dengan perubahan metode pelaksanaan kegiatan pada K/L
terkait. Sebagai dampak dilakukannya refocusing, beberapa output prioritas nasional harus
diatur kembali target dan waktu pelaksanaannya agar dapat diselesaikan pada 2024. Namun
demikian, beberapa output yang berdampak langsung terhadap kemajuan capaian
pelaksanaan MP, seperti pembentukan CSIRT pada pemerintah pusat, pembentukan CSIRT
pada pemerintah daerah, dan pengembangan SDM keamanan siber, tetap tercapai sesuai
target RPJMN 2020-2024.

MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

= Digitalsasitelah menjadigaya hidup serta mainstream
kehidupan saat inidengan pengguna internet 64%di
Indonesiz;

= Tingginya ancamandan serangan siber ke sektor pemerintah

belum diikuti dengan kerja sama keamanan siberyang Penanggung Jawab Proyek:

Urgensi Pelaksana

terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah; * BSSN.
= Keterbatasan 5DM dibidang teknologi dankeamanan siber; @
= Belum ada mekanisme integrasi dan sharing doto serta Lintas K/L:

informasi terkait serangan siber antara stoke holderterkait;
= Belum adanyastrategi pertahanan dan keamanan nasional
dalam menghadapisiber;
= Belum ada pusat penanganan keamanan siber terpaduyang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber

* Kembhan, BIN, Polri, Kejaksaan RI.

informasi, aduan kemanan siber, serta platform sharing bagi A / \ Pendanaan . Sumber:
stakeholderterkait. Lokasi / \ dan Investasi KL
Pusatdan Daerah ‘ - \
— Au\ — c — —
(31 K/Ldan 3 Daerah). \ o= Alokasi:

Rp232,66 M [K/L].

= Terwujudnyasistem proteksiyang lebihagile melalui [ Highlight
pengembangan sistem dan infrastruktur perangkat Proyek
intelijen siber sebanyak 8 unit; Impact/
= Terwujudnya kapabilitas bersama (para pemangku Outcome/ .
- " — Output Pemb dan P tan Tim Cepat Pemb Pertah
kepentingan) yaitusebanyak 295 orang yang mengikuti o e h =
pelatihan pengelolaan keamanan Sistem Pemerintahan Tanggap Keamanan Siber Siber
Berbasis Elektronik; ~ =« Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor  * Siber[K/L];
* Jumlah Pemeliharaan atau

= Meningkatrya kemampuan bertahan secara proaktif yang
meliputi 1.800orang lulusan Notional Cyber Exercise Drill
Test dan Program Bom to Defense untuk SDM pengelola
keamanan siber sektor 1IKN serta 3 unit prasarana bidang
pertahanan dan keamanan siber;

= Terwujudnyasistem keamanan siber integratif antara
pusat dan daerah yang meliputi 35 lembags;

= Meningkatnya postur keamanan dan ketahanan siber
(cybersecurity and resilience) meliputi 303 operasi, 311
perkarayang ditangani, dan 2 kesepakatan kerjasama
bidang keamanan siber.

Pemerintah yang Teregistrasi [K/L];
* Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor
Pemerintah Daerah yang Teregistrasi [K/L];
guatan K dan Ketah Siber
* Penguatan Operasi Intelijen Siber [K/L];
Penyelesaian Kejahatan Siber
* Penanganan Tindak Pidana Siber (PN) [K/L];
* Penanganan Perkara Siber [K/L];

perawatan atau
peningkatan alat
Pertahanan Siber TNIAD
[K/L].

p
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Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di Wilayah Natuna dan meningkatnya risiko
perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; Illegal, Unreported, and Unregulated
(IUU) Fishing; serta transnational crimes. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk
pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya, serta pengadaan alat
peralatan keamanan laut (alpalkamla).

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect
dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna, menurunkan aktivitas perompakan,
kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUU Fishing, serta transnational crimes. Dari sisi
pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama
lima tahun sebesar Rp12,2 triliun.

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna

* Adanya eskalasi ketegangan di Natuna; Urgensi Pelaksana

* Masih adanya risiko perompakan,

kekerasan dan tindak kejahatan di laut, — % — @ { I:'inanﬁgur:igJa;vib P';DYEk'
Megal, Unreported, and Unregulated emnan dan Bakamia.
Fishing (IUUF), Transnational Crimes

serta lemahnya system pengelolaan
pengamanan navigasi.

) s N Pendanaan Sumber:
Lokasi / . dan Investasi K/L
B \ )
Provinsi Kepulauan Riau — @ — —
\ S /. Alckasi:

Rp178, 06 M [K/L].

Highligh
+ Tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di @ p;g.,e'g ‘
wilayah laut Natuna; Impact/ ]
i . . Qutcome/
* Meningkatnya kapasitas operasi Output Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan
keaman_an |3_Ut diwilayah Iaut_r\!atun_a; = Sarpras Militer Pulau Strategis [K/L];
* Tercapainya jumlah sarpras militer di @ - Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut
Pulau Strategis; * Pembangunan Pangkalan Setokok [K/L].

* Terwujudnya pembangunan Pangkalan
Keamanan Laut di Pulau Setokok.

4.1.7.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024,
yang meliputi:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha,;

(4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;

(5) Revisi UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum,;

(6) Revisi UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

(7) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

(8) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan

(9) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
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4.2 Pendanaan Prioritas Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun-tahun akhir RPJMN 2020-2024. Oleh sebab itu, pendanaan
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target agenda
pembangunan guna mendorong Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengacu pada pencapaian
target RPJMN 2020-2024 dengan ketersediaan anggaran belanja K/L yang diperkirakan lebih
ketat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat pemilihan kegiatan/proyek harus lebih
selektif dengan mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya. Meskipun pada tahun
2023 masih dibayangi dengan kondisi pandemi dan upaya recovery, penekanan pendanaan
juga akan diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur,
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran disertai
dengan peningkatan decent job, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan
pendidikan), pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, pembangunan rendah karbon,

dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan
produktivitas termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Tabel 4.18

Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2023

A . Alokasi
No. Prioritas Nasional (Rp. Triliun)
1.  Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 54,7

Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 1249
Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya 255,5
Saing

4.  Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 6,1

S.  Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 108,0

Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 8,9
Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 57,6
Publik

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik dan KPBU. Belum
memperhitungkan Investasi Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran disertai
peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan
penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi dan respon
terhadap perubahan iklim, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
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Dalam pelaksanaannya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui
sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan. Untuk
penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job dilakukan melalui
penyediaan lapangan usaha. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan
melalui Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (Penerima Bantuan Iuran dalam Jaminan
Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat) dan perkuatan sistem pendidikan (Program
Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar).

Selanjutnya, untuk mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui revitalisasi
pariwisata dan pengembangan UMKM. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar
dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital dan infrastruktur
konektivitas. Dalam konteks pembangunan infrastruktur ini, dilakukan juga pengembangan
fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), antara lain pembangunan gedung dan penataan
kawasan IKN, pembangunan jaringan interkoneksi (listrik), pembangunan jaringan
telekomunikasi serta pembangunan infrastruktur ICT.

Dari langkah-langkah strategis yang telah disusun, maka penekanan dalam Proyek Prioritas
Strategis/MP RKP 2023 yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan
Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4)
Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah
Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota
Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan
Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan
Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13)
Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Selain penekanan pada 14 Major Project tersebut, RKP 2023 juga mendukung persiapan
Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan
diselenggarakan pada tahun 2024.

Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas mendorong pemerintah untuk lebih selektif
dalam menentukan kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Selain
mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya, integrasi kebijakan merupakan salah
satu pilihan strategi yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh Major Project yang bersifat
lintas sektor atau kewilayahan seperti Destinasi Pariwisata Prioritas dan Food Estate.

Selain integrasi kebijakan, dilakukan juga penguatan integrasi sumber pendanaan, baik dari
APBN seperti melalui belanja K/L, belanja non-K/L (subsidi/ Public Service Obligation), dan
Transfer ke Daerah (DAK, Hibah Daerah), maupun dari non-APBN seperti swasta dan BUMN.
Dengan kondisi APBN yang terbatas, keterlibatan BUMN dan swasta sangat penting untuk
didorong agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
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BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk memastikan upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan secara efektif,
terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, diperlukan
dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi
dan pengendalian pada pelaksanaan RKP Tahun 2023.

9

5.1 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan outcome pembangunan secara efektif,
dibutuhkan adanya kerangka kelembagaan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan
nasional, perkembangan lingkungan strategis pembangunan, peraturan perundangan yang
berlaku, dan pembagian kewenangan pusat dan daerah, dengan memperhatikan asas
manfaat, efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan membatasi pembentukan kelembagaan
baru, namun mengedepankan kerja sama multipihak yang kolaboratif yang dilakukan secara
transparan, partisipatif, dan akuntabel.

K erangka Kelembagaan (KK) berperan mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan
yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme
pelaksanaan (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi
pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat intern maupun antar
organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Fokus
kebijakan KK pada RKP 2023 diselaraskan dengan kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang
ditujukan pada (1) penataan kelembagaan dalam arti pembentukan kelembagaan; serta (2)
pembentukan institusi koordinasi ad-hoc yang dilaksanakan dengan basis kinerja,
digitalisasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, urgensi KK dalam dokumen perencanaan
dimaksudkan untuk

(1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian dari
7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dan Major Project serta merespons berbagai perubahan
dan permasalahan yang ada;

(2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan
proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi organisasi
sehingga pelaksanaan pencapaian PN tidak terkendala oleh kelembagaan yang tumpang
tindih dan/atau berkonflik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, penyusunan KK dengan memperhatikan prinsip-prinsip
sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 5.1
Prinsip Kerangka Kelembagaan (KK)
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, diperlukan kerangka kelembagaan sebagai
berikut:

Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing”

(1) Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Usulan KK pada Prioritas Nasional 3 ini sesuai dengan amanat RKP 2023, yakni
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, yang didukung dengan UU No. 6/2014
tentang Desa, serta UU No. 13/2011 tentang Fakir Miskin. Reformasi sistem
perlindungan sosial khususnya di masa pascapandemi COVID-19 difokuskan pada
penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih
akurat, terintegrasi, dan adaptif. Salah satunya melalui peningkatan keterlibatan aktif
serta kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pemutakhiran,
perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-
ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala.

Terkait hal tersebut, pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
dilakukan untuk menguatkan dan mengintegrasikan kelembagaan yang sudah ada
terutama dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perencanaan
dan penganggaran berbasis data, serta penyelenggaraan layanan sosial dan rujukan bagi
kelompok miskin dan rentan. Pemutakhiran DTKS langsung oleh desa/kelurahan
menggunakan sistem digitalisasi monografi desa/kelurahan berperan penting untuk
membantu ketepatan sasaran program dan memotong rantai birokrasi pemutakhiran
data yang berlapis, yang bermuara pada pengalokasian APBN untuk perlindungan sosial
yang berdayaguna lebih tinggi untuk mengentaskan kemiskinan.
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(2) Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi (TKNV)

Usulan pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi (TKDV) pada Prioritas Nasional 3 telah diamanatkan dalam
RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu prioritas penataan kelembagaan dalam rangka
mendukung kebijakan peningkatan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dengan pembentukan TKNV dan TKDV,
diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan pasar kerja dan terjadi penguatan sinergi
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, swasta,
dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembentukan TKNV dan TKDV ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pembentukan Tim Koordinasi ini bertujuan untuk a) mengoordinasikan,
mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan
pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; dan b) menyusun strategi
nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai pedoman revitalisasi
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Selanjutnya, melalui revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi diharapkan
akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka, khususnya SDM yang berlatar
belakang pendidikan vokasi.

(3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi (TKDV)

Dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,
salah satu upaya strategis diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga
kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal ini diwujudkan
dengan penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk
menjamin keterpaduan berbagai program pelatihan vokasi yang dilakukan baik oleh
pemerintah pusat, daerah, lembaga swasta maupun instansi vertikal lainnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi antar pemangku kepentingan melalui Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk memenuhi kebutuhan kerja
masa depan.

Secara umum pembentukan TKDV bertujuan mewadahi koordinasi dan kolaborasi
seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,
strategi, dan program vokasi nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
baik di tingkat pusat maupun daerah, serta sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan industri. TKDV diharapkan menjadi semacam forum besar yang
memayungi berbagai bentuk forum lain yang lebih spesifik dan tematik. Guna
mempercepat terbentuknya TKDV, pemangku kepentingan di daerah diharapkan
dapat memanfaatkan modalitas dan jejaring yang sudah dimiliki, antara lain Pusat
Pembangunan Keahlian (Skill Development Center) yang dapat ditransformasi menjadi
TKDV.
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5.2 Kerangka Regulasi

Sebagai sarana untuk menjamin sinergitas antara pelaksanaan Prioritas Nasional (PN),
Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Strategis (Major Project) Tahun
2023 dengan regulasi pendukungnya, maka dibutuhkan adanya suatu kerangka regulasi

yang disusun dengan memperhatikan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap kerangka
regulasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pengelolaan Kerangka Regulasi (KR), sejak awal proses perencanaan dan penganggaran
dimaksudkan untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, agar dapat mengoptimalkan
pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penyusunan kerangka regulasi dalam
pelaksanaannya bertujuan untuk menjalin sinergi antara kebijakan dengan regulasi yang
sesuai dengan kebutuhan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas
(KP), dan Proyek Strategis (Major Project/ MP) pembangunan pada RKP 2023. Untuk
mewujudkan pelaksanaan kerangka regulasi yang mendukung PN dan MP sebagaimana
disebutkan dalam RKP ini, diperlukan koordinasi antarkementerian/lembaga baik pada
tingkat pusat dan daerah. Peran kerangka regulasi dapat dijabarkan pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2
Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan

(—66
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Memiliki nilai tambah atau insentif bagi pelaku
usaha untuk mendukung sasaran

N

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

29

Pengusulan kerangka regulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor
dalam penyusunan kerangka regulasi seperti yang terdapat dalam Gambar 5.3 berikut.
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Gambar 5.3
Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Kerangka Regulasi yang dapat diusulkan dalam RKP pada bab ini seperti pada Tabel 5.1
berikut.

Tabel 5.1
Kriteria Pengusulan Kerangka Regulasi

Jenis Kriteria

Merupakan RUU usulan Pemerintah

Rancangan Undang-Undang (RUU) Sudah memiliki Naskah Akademik, Kajian, draf
RUU dan/atau kajian analisis biaya dan
manfaat.

Sudah memiliki draf RPP serta hasil kajian yang
mendukung usulan tersebut.

Bukan pengulangan dari progsun PP/Perpres

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tahun sebelumnya tidak termasuk daftar
luncuran tahun sebelumnya, tidak dalam
proses izin Prakarsa, dan bukan pengulangan
RKP sebelumnya.

Sudah memiliki draf RPerpres serta hasil kajian
yang mendukung usulan tersebut.

Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Bukan pengulangan dari progsun PP/Perpres
tahun sebelumnya tidak termasuk daftar
luncuran tahun sebelumnya, tidak dalam
proses izin Prakarsa, dan bukan pengulangan
RKP sebelumnya.

Sudah memiliki draf Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan
Lembaga/Peraturan Badan dimaksud.

Dapat dipastikan selesai pada tahun
pelaksanaan.
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Pada proses pengusulan Kerangka Regulasi RKP 2023, perlu dilakukan kajian berdasarkan
batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek beban yang
ditimbulkan seperti pada Gambar 5.4 berikut.

Gambar 5.4
Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi bertujuan untuk mengukur kebutuhan dan urgensi
usulan kerangka regulasi dalam RKP 2023.

Dalam rangka penyesuaian dengan penyusunan rencana legislasi Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas dan Program Penyusunan (Progsun) yang dilaksanakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kerangka regulasi yang diusulkan harus memenuhi
kriteria kerangka regulasi sebagaimana disebutkan di atas. Di samping itu, usulan kerangka
regulasi perlu melalui beberapa proses, antara lain sebagai berikut

1. Usulan kerangka regulasi yang berbentuk rancangan undang-undang (RUU) pada RKP
2023, perlu melalui pembahasan Panitia Antar-Kementerian (PAK), penyelarasan naskah
akademik, dan harmonisasi draf rancangan undang-undang pada tahun anggaran 2023.
Namun, jika belum selesai pada tahun anggaran 2023, maka usulan RUU dapat
dimasukkan kembali dalam RKP pada tahun anggaran berikutnya.
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Gambar 5.5
Mekanisme Usulan Kerangka Regulasi dalam Bentuk RUU pada RKP 2023
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Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2022

2.

Usulan kerangka regulasi yang berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP),
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), dan Rancangan Peraturan Menteri
(RPermen)/Rancangan Peraturan Kepala (RPerka) pada RKP 2023, perlu melalui
pembahasan Panitia Antarkementerian (PAK) dan harmonisasi draf rancangan peraturan
pemerintah dan draf rancangan peraturan presiden pada tahun anggaran 2023. Khusus
untuk rancangan peraturan pemerintah, diharapkan dapat diselesaikan
pembentukannya pada tahun anggaran 2023.

Gambar 5.6
Mekanisme Usulan Kerangka Regulasi
dalam Bentuk RPP/RPerpres/RPermen/RPerka pada RKP 2023
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Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2022
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5.2.1 Indikasi Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

Kerangka regulasi yang bersifat lintas prioritas nasional adalah sebagai berikut:

1) Revisi Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2025 - 2045.

Kerangka regulasi yang mendukung pencapaian prioritas nasional yang memuat analisis
urgensi dan target pelaksanaan pada RKP Tahun 2023, disampaikan sebagai berikut

Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan”

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Kewirausahaan,
Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta KP Peningkatan
Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerangka regulasi ini akan menghapus
UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dimana UU ini tidak dapat mengakomodir
permasalahan koperasi yang terjadi saat ini. Dengan adanya RUU ini dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi/simpanan di
koperasi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa
MP Pengelolaan Terpadu UMKM.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan
Konsumen

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Perbaikan
Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan.
Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai penyesuaian atas kerangka pengaturan
perlindungan konsumen di Indonesia sebelumnya yang diatur pada UU No. 8 Tahun
1999. Mempertimbangkan sektor perdagangan yang berkembang cepat seiring
kemajuan teknologi informasi. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan e-
commerce yang sedemikian pesat, maka diperlukan substansi pengaturan yang
komprehensif dan akomodatif bagi konsumen maupun penyedia barang dan jasa
sebagai bagian dari pelaksanaan kepastian hukum.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan
Industri Digital Indonesia Tahun 2023 - 2045

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi dan PP Penguatan
Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta KP Peningkatan Nilai Tambah
dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital dan KP Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0. Kerangka regulasi ini bertujuan
untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pemangku kepentingan terkait yang
mendukung pengembangan industri digital nasional. Selain itu, kerangka regulasi
ini turut mendukung pencapaian MP Industri 4.0 di Subsektor Prioritas.
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B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Raja Ampat

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambabh,
Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam,
yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan
dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.
64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata
pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi
Pariwisata Prioritas.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional Labuan Bajo

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam,
yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan
dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.
64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata
pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi
Pariwisata Prioritas.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Bromo-Tengger-Semeru

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam,
yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan
dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.
64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata
pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi
Pariwisata Prioritas.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Wakatobi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam,
yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan
dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.
64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata
pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi
Pariwisata Prioritas.

-V.9 -



(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Toba

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam,
yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan
dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.
64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata
pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi
Pariwisata Prioritas.

(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Borobudur-Yogjakarta-Prambanan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam,
yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan
dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.
64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata
pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi
Pariwisata Prioritas.

(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Ekonomi Bali

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung KP Pengembangan Kawasan
Strategis; KP Pengembangan Kawasan Perkotaan; KP Perluasan Akses, serta
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Dasar, Ekonomi, dan Konektivitas;
serta KP Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan yang mendorong
pengembangan sumber- sumber ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi bagi Bali,
pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas, serta
transformasi digital. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian
beberapa MP seperti MP Pengelolaan Terpadu UMKM, MP Industri 4.0 pada 7 (tujuh)
Subsektor Industri Prioritas, MP Destinasi Pariwisata Nasional. Dalam kaitannya
dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan; PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing; serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan”

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
diperlukan untuk perubahan-perubahan pada Undang-Undang No. 3/2022 tentang
Ibu Kota Negara. Kerangka regulasi ini diperlukan dalam rangka pembangunan dan
pemindahan Ibu Kota Negara. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung
pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
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(2)

(3)

(4)

(5)

Revisi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur
dan Sekitarnya

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-
Bali serta KP Pengembangan Kawasan Strategis. Kerangka regulasi ini telah masuk
dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja dan PP No. 12/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kerangka regulasi ini juga dilakukan wuntuk mengakomodasi dinamika
pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya
seperti Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Perpres No. 79/2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-
Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan
Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang serta Rencana Induk Destinasi Pariwisata Super
Prioritas (DPSP) Borobudur dan sekitarnya. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian MP Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur
dan Sekitarnya.

Revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-
Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini telah masuk
dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja dimana terdapat sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan
ruang tingkat nasional yang mencakup matra darat dan matra laut. Revisi RTRWN
juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti: Perpres No. 18/2020
tentang RPJMN 2020-2024 dan Perpres No. 109/2020 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian MP Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar
(Sarbagita).

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Subak-Bali Landscape

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa
— Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merujuk
pada Pasal 6 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem
investasi yang dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan
berusaha melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang
didasarkan pada RDTR. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk melestarikan
Kawasan Subak-Bali Landscape sebagai warisan budaya dunia melalui perwujudan
tata ruang Kawasan Subak-Bali Landscape yang berkualitas sebagai daerah irigasi
tradisional, kawasan pertanian pangan tradisional, dan kawasan kegiatan adat yang
ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, serta mengembangkan ekonomi lokal
masyarakat dengan mendorong komoditas pertanian dan pariwisata yang berdaya
saing serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal masyarakat sesuai prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Ekosistem Leuser

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah
Sumatera serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis
Nasional Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam PP
No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
(RTR KSN) dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau
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(6)

(7)

(8)

(9)

mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan yang bernilai strategis
nasional dalam mendukung penataan ruang wilayah nasional sesuai dengan amanat
PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Revisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
RTR Pulau Kalimantan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang
(RTR) Pulau Kalimantan yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusunan rencana
teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam
penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di wilayah
kalimantan dan wilayah pemerintahan IKN. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Selatan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
mengacu pada UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki
tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga
mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi
aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR
WP IKN Selatan. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP
IKN Simpang Samboja

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki
tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga
mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi
aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR
WP IKN Simpang Samboja. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung
pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP
IKN Utara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki
tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga
mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi
aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR
WP IKN Utara. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
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(10) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP

IKN Kuala Samboja

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki
tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga
mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi
aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR
WP Kuala Samboja. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian
MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

(11) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP

IKN Muara Jawa

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki
tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga
mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi
aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR
WP IKN Muara Jawa. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian
MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1)

(2)

Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,
serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan
sebagai kerangka pengaturan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan
tantangan perkotaan yang semakin kompleks, serta untuk mewujudkan
pembangunan dan pengelolaan perkotaan Indonesia di masa depan yang
berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kerangka regulasi
ini turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengembangan Wilayah
Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; MP
Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; dan MP
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga
dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait
pengaturan pembangunan fisik dan infrastruktur perkotaan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Jawa-
Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan dan KP 5 Kelembagaan dan
Keuangan Daerah. Kerangka regulasi ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No.
3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa diperlukan penyesuaian substansi bersifat
khusus (pengaturan sistem dan kewenangan khusus bagi Jakarta dalam beberapa
urusan pemerintahan), serta dalam rangka penanaman modal menjadi salah satu
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kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta tujuannya untuk
kemudahan investasi, akan didiskusikan dengan K/L terkait. Selain itu, kerangka
regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN).

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang membagi wilayah
daratan seluas kurang lebih 256.142 ha, terdiri atas 51 wilayah administratif
setingkat desa atau kelurahan; dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189
ha. Kerangka regulasi ini mengatur pembagian wilayah menjadi acuan untuk
penyusunan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang yang akan diatur oleh
peraturan setingkat Perpres, bukan peraturan dibawahnya. Selain itu, kerangka
regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur
Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga
Internasional

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur mengenai
skema  pemindahan  Aparatur  Sipil Negara dan  Unit Organisasi
Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara. Skema pemindahan Lembaga
Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan
Organisasi/Lembaga Internasional diperinci dalam peraturan turunan melalui
Perpres tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan
Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ini. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota
Nusantara.

Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing”

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan
Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka
Regulasi ini bertujuan untuk mendorong pembentukan Sekretariat Nasional
Registrasi Sosial Ekonomi guna mengatur penyelenggaraan tata kelola data
Registrasi Sosial Ekonomi antar instansi pusat dan instansi daerah untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Kerangka Regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial.

-V.14 -



B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1)

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan
Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sediaan
farmasi dan alat kesehatan dengan perkembangan hukum dalam rangka
mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha.
Kerangka regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional.

Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar”

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1)

Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan
Dasar, serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini
bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini turut mendukung ProP
Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR, ProP
Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi,
Pencarian dan Pertolongan.

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1)

(2)

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Ekonomi, serta
KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini merupakan revisi dari PP No. 34/2006
tentang jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian
MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal,
Terluar, dan Terdepan dan Jalan Trans Papua Merauke Sorong.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan
Angkutan Umum Massal Perkotaan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Ekonomi, serta
KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini merupakan pendelegasian UU No.
22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini
diharapkan menjadi dukungan Pemerintah dalam pembangunan angkutan umum
massal perkotaan dengan tujuan mendorong peningkatan daya saing kawasan
perkotaan dan pembangunan yang berkelanjutan, dan mempercepat
penyelenggaraan angkutan umum massal di kawasan perkotaan yang telah
mengembangkan atau memiliki kebijakan mobilitas kawasan perkotaan.
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Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim”

Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia
Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup serta KP Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, termasuk aspek pencegahan kehilangan
keanekaragaman hayati dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara
berlanjutan. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari UU No. 5/1994 tentang
Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) serta mandat dari
UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 yang telah menetapkan kelestarian keanekaragaman hayati sebagai
salah satu pilar pembangunan. Dengan adanya kerangka regulasi ini, diharapkan
dapat menjadi landasan hukum yang operasional bagi pelaksanaan strategi dan
rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di berbagai sektor pembangunan.
Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa PN dan MP
dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik”

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini
dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan suatu mekanisme baru terkait penyitaan
atau perampasan aset hasil tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa harus
dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwa. Mekanisme
tersebut dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata
terhadap bendanya (in rem forfeiture), sehingga pemulihan atau pengambilan aset
hasil tindak pidana dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan dalam
perkara pidana Non Conviction Based (NCB) asset forfeiture. RUU ini diharapkan
dapat mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan
terjaga nilai ekonomisnya.

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan
Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini
merupakan bentuk respons pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang
perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat
hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang yang tidak
efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian berbagai permasalahan dalam praktik
penyelenggaraan kepailitan dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan
perlindungan yang adil bagi pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mendorong
iklim investasi yang kompetitif.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka Regulasi ini
dilatarbelakangi adanya kebutuhan perubahan pengaturan mengenai ruang lingkup
objek jaminan benda bergerak, termasuk gadai dan jaminan resi gudang yang masih
tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Penyusunan RUU ini juga
dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan terkait dengan gadai dan
jaminan atas kapal dan pesawat (hipotek) yang masih merujuk pada Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, serta pengaturan lain yang masih tersebar di masing-
masing undang-undang. Unifikasi pengaturan mengenai jaminan kebendaan sejalan
dengan kebutuhan sistem jaminan kebendaan yang terintegrasi dengan sistem
informasi keuangan dan pembiayaan. Kerangka regulasi ini juga dimaksudkan
untuk menyambut perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan merespons
dunia usaha agar proses pembiayaan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah,
aman, dan memberikan kepastian hukum.

Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini
dibutuhkan untuk memperbaharui berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah berlaku lebih dari 10 tahun. Pembaruan substansi pengaturan
badan usaha melalui penyusunan RUU ini diharapkan dapat mengakomodir
pengaturan mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD). RUU Badan Usaha mengupayakan adanya unifikasi ke dalam satu undang-
undang. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menciptakan dasar hukum yang
mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi.
Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata yang berlaku saat ini,
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kerangka regulasi ini
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengaturan hukum acara perdata
terkait substansi yang menimbulkan multitafsir, materi muatan yang tidak relevan
dengan perkembangan zaman dan tidak optimal dalam mendukung penyelesaian
sengketa di bidang perdata.

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Kerangka regulasi ini diharapkan
agar adanya perluasan kategori penerima bantuan hukum, sehingga tidak hanya
menitikberatkan pada orang atau kelompok orang miskin saja, tetapi termasuk
kelompok rentan lain, misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan
yang berhadapan dengan hukum, atau lainnya. Fokus perluasan penerima bantuan
hukum dalam revisi UU Bantuan Hukum bukan hanya kepada miskin secara
ekonomi, namun termasuk tidak mampu dalam hal minim pengetahuan dan akses
terhadap keadilan.

Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Dalam perkembangannya
sepanjang tahun 1999 sampai dengan pertengahan tahun 2022, terjadi
perkembangan hukum yang cukup signifikan. Poin utama perubahan dikarenakan-
dalam dua dekade implementasi UU HAM setelah reformasi, diperlukan evaluasi
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kembali implementasi UU HAM, termasuk menyesuaikan dengan perkembangan
dinamika nasional dan global, serta sinergi antar Lembaga-Lembaga pelaksana
HAM.

(7) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional
serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi.
Kerangka regulasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU/IV /2006 yang membatalkan secara keseluruhan UU No.
27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sejak tahun 2006 hingga saat
ini, belum ada UU baru yang khusus mengatur mengenai Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi sebagai upaya proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi,
pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga
korban yang merupakan ahli warisnya.

(8) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Konsolidasi Demokrasi serta
KP Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Kerangka regulasi ini dimaksudkan
untuk mempertajam materi muatan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban
bantuan keuangan kepada partai politik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan demokrasi yang lebih berintegritas.

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan, terutama pada pelaksanaan RKP
dimaksudkan untuk (1) menggambarkan perkembangan terkini atas proses kebijakan
evaluasi dan pengendalian, dan (2) menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan
melalui tindakan korektif selama pelaksanaan pembangunan. Dinamika perkembangan
proses penyusunan RKP Tahun 2023 tentunya sangat memengaruhi kerangka evaluasi dan
pengendalian, terutama dalam upaya mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan kebijakan
Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP),
dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP).

5.3.1 Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Kerangka evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023 meliputi tujuan, ruang
lingkup, pelaksana, mekanisme, dan metode evaluasi pembangunan, dengan penjelasan
sebagai berikut.

(1) Tujuan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Tujuan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 adalah untuk (a) mengukur hasil capaian
kinerja pembangunan yaitu pencapaian PN, PP, KP, ProP, dan MP sebagai bahan untuk
perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; serta (b) memberi feedback dan
landasan dalam perumusan tema dan sasaran pembangunan pada RKP Tahun 2025.
Dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP Tahun
2023 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun
2020-2024.
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(2)

3)

(4)

Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan RKP

Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 terdiri dari evaluasi atas kinerja
pelaksanaan PN, PP, KP, ProP, serta MP. Adapun evaluasi atas kinerja pelaksanaan MP
dilakukan terutama terhadap 14 MP yang menjadi penekanan (highlight) dalam RKP
Tahun 2023 dengan tidak mengesampingkan MP lainnya dalam RPJMN Tahun 2020-
2024. Adapun substansi evaluasi RKP Tahun 2023 mencakup kinerja pembangunan
tahunan berdasarkan dua hal, yaitu:

(a) Kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan meliputi (i) pencapaian sasaran PN
sebagai capaian outcome, (ii) pencapaian sasaran PP sebagai capaian immediate
outcome, (iii) pencapaian sasaran KP sebagai capaian output 1, (iv) pencapaian
sasaran ProP dan MP sebagai capaian output 2, dan (v) pencapaian output (rincian
output/RO) K/L sebagai capaian output 3.

(b) Kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan meliputi (i) kinerja optimalisasi
pada level PN; (ii) kinerja optimalisasi pada level PP; (iii) kinerja optimalisasi pada
level KP; (iv) kinerja optimalisasi pada level ProP; dan (v) kinerja optimalisasi pada
MP yang diukur berdasarkan aspek pencapaian sasaran, capaian kinerja dukungan
RO K/L, dan penyerapan anggaran.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, disimpulkan nilai kinerja akhir yaitu
perbandingan antara kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan dan kinerja
optimalisasi pelaksanaan pembangunan.

Pelaksana Evaluasi RKP

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 dilakukan oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) berdasarkan data dan informasi dari K/L sebagai pelaksana RKP dan
Kementerian PPN/Bappenas selaku penanggung jawab penyusunan RKP. Sebagai
bentuk akuntabilitas pemerintah, hasil evaluasi RKP digunakan sebagai salah satu
bahan pertimbangan dalam penentuan tema, sasaran pembangunan, serta masukan
untuk penyusunan narasi RKP periode selanjutnya.

Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP
Mekanisme evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 terdiri dari dua tahap, yaitu:

(@) Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap I, adalah evaluasi kinerja
pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan data capaian
pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III. Alur Evaluasi RKP Tahun 2023
Tahap I sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.7 terdiri dari (i) penyusunan
kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data e-Monev; (ii) identifikasi data capaian
pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian (Evadal) per
Bidang Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rapat Koordinasi Teknis
(Rakortek) bersama penanggung jawab (PJ) PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian
PPN/Bappenas dengan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi
pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan RO K/L; (iv) pengolahan dan analisis data;
serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan sasaran pembangunan tahun 2025.
Hasil evaluasi ini sebagai masukan dalam persiapan penyusunan tema dan sasaran
pembangunan dalam RKP Tahun 2025.
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(b)

Gambar 5.7
Alur Evaluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III)

:
.]<

a o2
Penyusunan Kertas  Rakor Evadal per Pengumpulan Pengolahan dan Usulan Tema
Kerja Evaluasi RKP  Bidang Kemenko serta  Data dan Informasi  Analisis Data dan Fokus
Tahun 2023 dan Rakortek bersama PJ Pencapaian PN, PR, Pembangunan
Konfirmasi Data PN-PP-KP-ProP-MP KP, ProP, MP, dan RKP Tahun 2025
e-Monev Bappenas dan K/L Qutput K/L

Pelaksana

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2022.

Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap II, adalah evaluasi kinerja
pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data
capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan IV. Alur Evaluasi RKP Tahun
2023 Tahap II sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.8 terdiri dari (i)
pemutakhiran data pada kertas kerja evaluasi pelaksanaan RKP oleh para PJ PN,
PP, KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas maupun K/L pelaksana; (ii)
pertemuan untuk melakukan konfirmasi/finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP,
ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L pelaksana; (iii) pengolahan data
dan penulisan laporan evaluasi RKP Tahun 2023; serta (iv) hasil pemutakhiran yang
akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP Tahun 2025, yaitu pada Subbab
Evaluasi RKP.

Gambar 5.8
Alur Evaluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV)

~’.K ’
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S
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Pemutakhiran Kertas Pertemuan Pengolahan Data Penyusunan
Kerja Evaluasi oleh Para  Konfirmasi/Finalisasi dan Penulisan Naskah RKP Tahun
PJ PN-PP-KP-ProP-MP Data dengan PJ Laporan Evaluasi 2025, yaitu pada
Bappenas maupun K/L PN-PP-KP Bappenas  RKP Tahun 2023 Subbab Evaluasi
Pelaksana dan K/L Pelaksana RKP Tahun 2023

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
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(5) Metode Evaluasi Pelaksanaan RKP

Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja pencapaian pembangunan pada
evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 yaitu (a) evaluasi kinerja efektivitas dengan
menggunakan metode analisis gap dan rata-rata tertimbang; serta (b) evaluasi kinerja
optimalisasi dengan menggunakan metode indeks optimalisasi. Lebih rinci, metodologi
evaluasi pelaksanaan RKP untuk mengukur kinerja pencapaian pembangunan dapat

dilihat pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2

Metodologi Evaluasi Pelaksanaan RKP: Kinerja Pencapaian Pembangunan

Aspek

Uraian

I. Evaluasi Kinerja Efektivitas

(1) Metode Evaluasi

Metode Analisis Gap dan Rata-Rata Tertimbang

(2) Sumber Data

1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-
KP-ProP-MP (self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP-
ProP-MP Kementerian PPN/Bappenas).

2. Data e-Monev Kementerian PPN/Bappenas.

3. Self assessment dukungan output (RO) K/L.

(3) Mekanisme Penghitungan

Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan

1. pencapaian sasaran PN sebagai capaian outcome.

2. pencapaian sasaran PP sebagai capaian immediate outcome.
3. pencapaian sasaran KP sebagai capaian output 1.

4. pencapaian sasaran ProP dan MP sebagai capaian output 2.

5. pencapaian output (RO) K/L capaian output 3.

(a) Pencapaian Sasaran
PN

Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan
membandingkan angka capaian terhadap target PN

(b) Pencapaian Sasaran
PP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target PP

(c) Pencapaian Sasaran
KP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target KP

(d) Pencapaian Sasaran
ProP dan MP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran ProP dan MP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target ProP dan MP

(e) Pencapaian Output
(RO) K/L

Penghitungan persentase pencapaian dukungan output (RO) K/L
berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya

(4) Kategori Kinerja

Kategori kinerja terdiri atas

1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen.

2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen.
3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen.

4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.
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Aspek Uraian

II. Evaluasi Kinerja Optimalisasi

(1) Metode Evaluasi Metode Indeks Optimalisasi

(2) Sumber Data 1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-
KP-ProP-MP (self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP-
ProP-MP Kementerian PPN/Bappenas).

2. Data e-Monev Kementerian PPN/Bappenas.

3. Self assessment dukungan output (RO) K/L.

(3) Mekanisme Penghitungan Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan
1. kinerja optimalisasi PN.
2. kinerja optimalisasi PP.
3. kinerja optimalisasi KP.
4. kinerja optimalisasi ProP.

S. kinerja optimalisasi MP.

(a) Kinerja optimalisasi Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian
sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN

(b) Kinerja optimalisasi Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian

PP sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP
(c) Kinerja optimalisasi Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian

KP sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP
(d) Kinerja optimalisasi Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada

ProP kinerja dukungan output (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan

capaian sasaran ProP

(e) Kinerja optimalisasi Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada
MP kinerja dukungan output (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan
capaian sasaran MP

(4) Kategori Kinerja Kategori kinerja terdiri atas
1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen.
2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen.
3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen.

4.N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

-V.22 -



5.3.2 Kerangka Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kerangka pengendalian pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023 meliputi tujuan,
ruang lingkup, pelaksana, dan mekanisme, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)

3)

Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 adalah untuk menjaga pelaksanaan
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih dengan pertimbangan strategis dari program/kegiatan/
proyek strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan) sesuai dengan rencana
atau on-track, dengan memperhatikan rekomendasi atas hasil evaluasi dalam
menentukan PN/PP/KP/ProP/MP yang menjadi fokus pengendalian pelaksanaan
pembangunan.

Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 berupa rekomendasi
tindakan korektif atas pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Dalam pengendalian
pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023, rekomendasi tindakan korektif
terhadap PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu
refocusing atau penajaman/pemfokusan kembali langkah percepatan pencapaian target
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Berdasarkan ruang lingkup pengendalian pelaksanaan
pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.9, pelaksanaan pengendalian
RKP Tahun 2023 dilakukan pada semester kedua tahun 2023.

Gambar 5.9
Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian Pelaksanaan RPJMN 2020-2024

Evaluasi Evaluasi
Paruh Waktu 4—‘ Akhir

f

1
RPJMN _ ' Pelaksanaan el l Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan

— Tahun ke-2
2020-2024  Tahunke-1 (piloting)

! I ! 1 1
v v v v v
[UGIY  RKP 2020 RKP 2021 RKP 2022 RKP 2023 RKP 2024

@ Semester ke-2, Fokus pada PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)

v

,!l Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RKP

Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
Pelaksana Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala
Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait dan/atau pemerintah daerah. Pengendalian
pelaksanaan pembangunan utamanya didukung oleh data dan informasi tertentu atas
(a) capaian sasaran pembangunan, (b) laporan hasil pemeriksaan, (c) realisasi anggaran
dan evaluasi kinerja, serta (d) laporan hasil pengawasan. Hasil pengendalian
pelaksanaan pembangunan disampaikan kepada K/L pelaksana berupa rekomendasi
tindakan konstruktif, yaitu refocusing atau penajaman/pemfokusan kembali langkah
percepatan pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).
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(4)

(5)

Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dilakukan melalui penilaian (assessment) atas PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih) berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen
pelaksanaan, dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (a) penentuan fokus
pengendalian; (b) assessment berupa pengisian instrumen pengendalian dan crosscheck
lapangan konfirmasi atas pelaksanaan pembangunan; (c) perumusan tindakan
konstruktif; serta (d) pengendalian pelaksanaan tindakan konstruktif. Adapun
mekanisme pengendalian RKP secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.10.

Gambar 5.10
Mekanisme Pengendalian RKP
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ﬁ ﬁ
Pemerintah <> Menteri PPN/ <> Kementerian/
Daerah Kepala Bappenas Lembaga
Sistem Informasi Terpadu > pengenda“an RKP

Evaluasi dan Pengendalian

(SITEP), yang memanfaatkan: - . X L .
Penilaian Program Prioritas/Kegiatan Prioritas (Kriteria: Perencanaan

1. Satu Data Indonesia (SDI); Strategis, Manajemen Pelaksanaan, Kinerja Pembangunan)
2. Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE);

Laporan Evaluasi (RPJMN-RKP
dan Renstra-Renja); serta

. Data dan Informasi Khusus: Verifikasi Hasil Penilaian
a. BPK, Kemenkeu, dan BPKP.
Laporan Kinerja
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Pembangunan Daerah. On-Track Tindakan Korektif
. Hasil Survei dan Penelitian v
Tematik (Domestik dan v
\ Internasional). ) Lanjut Tindakan Surat Menteri PPN/Kepala
Konstruktif Bappenas ke Menteri
Teknis/Kepala Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2022.
Instrumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Instrumen pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dalam RKP Tahun
2023 meliputi (a) deskripsi dan logical framework PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); (b) self
assessment atas perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja
pembangunan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); serta (c) early warning mitigasi terhadap
pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih), utamanya pada ProP terpilih sebagaimana
pada Tabel 5.3.
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Tabel 5.3

Metode Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Deskripsi
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih) dan Logical

Framework

Self Assessment atas
Perencanaan Strategis,
Manajemen Pelaksanaan,
dan Kinerja Pembangunan
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih)

Early Warning Mitigasi
PN/PP/KP/ProP/MP,
Utamanya ProP (terpilih)

Merupakan data dan
informasi
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih) yang terdiri atas:

(1) indikator, target, alokasi
pendanaan, sumber
pendanaan, penanggung

Merupakan penilaian (self
assessment) terhadap
pelaksanaan
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih)

Merupakan segala sesuatu
yang dapat diprediksi dan
berpotensi terjadi di masa
depan yang dapat
menghambat pencapaian
tujuan
PN/PP/KP/ProP/MP,
utamanya ProP (terpilih)

Definisi jawab Kementerian
PPN/Bappenas, K/L
pelaksana; dan

(2) sasaran, indikator, dan
target output, outcome,
dan impact dari
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih).

(1) Memberikan gambaran (1) Memberikan penilaian (1) Mengidentifikasi dan
umum atas terhadap perencanaan menilai kemungkinan
PN/PP/KP/ProP/MP strategis, manajemen terjadinya risiko dan
(terpilih). pelaksanaan, dan dampak risiko.

(2) Memberikan informasi Eg‘erja pembangunan -, 1o identifikasi langkah

: /PP/KP/ProP/MP .
Tujuan cascading sasaran dan (terpilih). atau tindakan yang akan

indikator sasaran
output, outcome, serta
impact dari
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih).

(2) Memberikan indikasi
awal tindakan korektif
atas
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih).

diambil jika risiko
terjadi.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

-V.25 -






N ‘\\ \
7///////////////////// l

BBBBB

uuuuuuu







BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memuat kebijakan nasional yang

komprehensif, sistematis, dan tanggap akan perubahan, sebagai penjabaran
’, tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tahun 2023

merupakan momentum melanjutkan pemulihan ekonomi yang berhasil tumbuh
positif pada tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2022. Pemulihan ekonomi
melalui peningkatan produktivitas menjadi landasan dalam mendorong proses
transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

okumen RKP Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja

tahunan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tema RKP Tahun 2023
adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan. Proses penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik,
politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sementara itu secara
substantif RKP disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan
RPJMN Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan dalam
(1) kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka
pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan
pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung tema
"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Perumusan tema dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah
arahan presiden dan hasil evaluasi. Perumusan tema juga dilakukan dengan menjaring
usulan publik melalui forum konsultasi publik dengan tetap memperhatikan kerangka
ekonomi makro. Penetapan tema juga memperhatikan berbagai isu strategis, dinamika
pandemi COVID-19, dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) Tahun 2020-2024.

Selaras dengan tema tersebut, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2023
serta strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai
berikut

(1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi
(a) penguatan sistem jaminan sosial, (b) percepatan modernisasi pertanian, dan
(c) peningkatan pemerataan pembangunan;

(2) peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan melalui strategi
(a) penguatan sistem kesehatan nasional, dan (b) peningkatan kualitas pendidikan
(sistem pendidikan dan pendidikan karakter);

(3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, dilaksanakan
melalui strategi perluasan penyediaan lapangan usaha;

(4) mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) percepatan
revitalisasi pariwisata, dan (b) memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional;

(5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi
(a) percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, dan (b) penguatan pemanfaatan riset
dan inovasi dalam pembangunan;

(6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim),
dilaksanakan melalui strategi (a) mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, dan
(b) percepatan transisi energi dengan pengembangan energi ramah lingkungan;
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(7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dilaksanakan melalui strategi
(a) peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, (b) percepatan pemerataan
infrastruktur digital, dan (c) percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas;

(8) pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi percepatan
penyediaan fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas
pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, tujuh PN RKP
Tahun 2023 yang merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap
dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan
tahun 2023. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah (1) memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
(5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan
iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major
Project (MP) sebagai leverage point yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan
terhadap realisasi PN.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023, diperlukan penekanan
kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang signifikan mendukung pencapaian
sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Oleh sebab itu, ditetapkan
14 MP yang menjadi penekanan (highlight) yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter,
(2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan
Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi
Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat
Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,
(9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk
Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan
Limbah B3.

Perencanaan MP tetap dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme Clearing House (CH).
Pada tahun 2023 mekanisme CH dipertajam untuk menjamin tercapainya output MP yang
dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024.
Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya
pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran
pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading,
executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholders dalam
mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral meeting)
guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP
yang berorientasi pada pencapaian output MP pada tahun 2024.

Proses penajaman untuk menciptakan sinergi perencanaan pembangunan antar-pusat dan
pusat-daerah juga terus dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan
musyawarah perencanaan pembangunan. Beberapa penguatan tersebut di antaranya adalah
dilaksanakannya Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan para Gubernur
(Rakorgub) dan Forum Trilateral/Multilateral Meeting.

Berbagai langkah peningkatan produktivitas didorong untuk mendukung transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pencapaian target
pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Langkah-langkah tersebut bersifat lintas
pelaku, lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas tingkat pemerintahan. Oleh sebab itu
dibutuhkan orkestrasi serta koordinasi sejak tahap perencanaan hingga implementasi
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kebijakan secara terintegrasi. Dengan demikian, RKP Tahun 2023 akan menjadi pedoman
bagi seluruh stakeholders dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh sektor
dan level pemerintahan. Dalam skala yang lebih luas, RKP Tahun 2023 juga dapat menjadi
acuan bagi badan usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor (NSA) untuk berpartisipasi dan
berkolaborasi dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
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